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ABSTRAKSI

Konsep pembangunan yang diterapkan di kebanyakan negara-negara
sedang berkembang (NSB) adalah hasil adopsi dari teori-teori yang didasarkan
pada pengalaman negara-negara Barat. Perbedaan latarbelakang politik, ekonomi,
sosial, dan budaya membuat teori-teori yang diterapkan di NSB tidak memadai
karena sifatnya yang a historis. Akibatnya teori-teori pembangunan yang
diharapkan dapat menyelesaikan masalah justru banyak menimbulkan masalah
yang kontradiktif dengan tujuan-tujuan pembangunan. Maka untuk keluar dari
kondisi ini NSB harus melakukan upaya dekonstruksi (pembongkaran) terhadap
paradigma pembangunan dan rekonstruksi bagi paradigma baru yang sesuai
dengan cita-cita dan tujuan pembangunan NSB itu sendiri.

Usaha-usaha ke arah ani di antaranya telah dilakukan oleh ekonom
Muslim modern Dr. M. Umer Chapra’ yang dengan berani menguji keabsahan
teori-teori Barat dan mencoba memakai kerangka pemikiran lain yang didasarkan
pada pendekatan Islam. Dengan demikian ia” telah menciptakan iklim yang
kondusif bagi munculnya konsepsi-konsepsi , baru tanpa harus “silau” pada
kebesaran teori yang dianggap telah mapan. Di tengah-tengah pencarian alternatit
model pembangunan inilah kajian-atas pemikiran-Chapra menjadi sangat relevan.
Dalam kajian literer ini digunakan metode analitis kritis yang mendeskripsikan,
membahas, menafsirkan, dan mengkritik gagasan utama teori-teori pembangunan
model Barat dalam perspektif Chapra yang didukung dengan pendapat-pendapat
tokoh lainnya dalam| upaya, mencari—~hublingan, dan pengembangan model
rasional. Sehingga dapat ditemukan pokok-pokok persoalan vang selanjutnya
disusun reflekst dan kesimpulan‘sebagai ha$il kajian,

Dalam ks, any ini ditemukan |babiwa tujianstujsan pembangunan yang
menekankan keadilan 'sosio-ekenomd tidak dapat'disiapkan‘dalam kerangka kerja
sekuler dan “bebas nilai”. Untuk menyiapkan tujuan-tujuan pembangunan
tersebut harus ada suatu sistem motivasi yang efektif Maka harus dilakukan
restrukturisasi sosio-ckonomi secara menyeluruh dengan jalan reformasi politik,
sosial, dan ekonomi yang disertai dengan transformasi moral ke dalam perilaku
individu dan kolektif yang akan memberikan filter nilai dan mempunyai fungsi
membatasi mereka dari  penyimpangan-penyimpangan yang merugikan tklim
pembangunan. Hal ini mengimplikasikan adanya Islamisasi ckonomi, vaitu
strukturisasi ckonomi dan mengubah pola perilaku individu, institusi, dan
pemerintah agar sesuai dengan strategi Islam. Sehingga kebijakan-kebijakan vang
disusun dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya.
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ABSTRACT

In most developing countries, the concept of development has been
adopted from Western. Whereas, developing countries have different background
and condition from Western in politics, economics, social and culture. The
implication of that condition, Western concepts could not solve the real probiem
of development in developing countries. Therefore, to eliminate this condition the
developing countries must deconstruct the old paradigm of development and
create the new paradigm that suite to the objective of developing countries.

A modern Moslem economist, Dr. M. Umer Chapra has evaluated the
validity of those Western theories.and-tried-to-build another theoritical framework
based on Islamic approaches. It inspired‘the rise of new concepts of development
to confront the Western concepts thathave been viewed as the only established
one to be applied. In terms offinding a new alternative model of development,
apparently, Chapra’s thinkings are relevant to be discussed.

This study used critical analysis method that will describe, discuss,
interpret  and criticize the main’ idea of \Westem theories of development in
Chapra’s perspective that will Jalso (supperted=by another ideas. The purpose is
obtaining the relationship among-thoseidecas—as well as developing rationale
models of development. It 1s expected that the major problems of development
concepts can be réflected and concluded as'a new alternative finding.

The result shows thatrtheaim ofidevelopment could not be prepared by
the secular and “vulue free” [ramewerk of development. In this case the elfective
motivation system are needed. Hence, the social and economical of development
are need to be restructured comprehensivily. If'can be-acchieved by reforming
political, social and economical factors followed by morale transformation in both
individual and group behavior. This transformation is not only used to filter an
ethical value of societies but also functioned to limit the deviation practices in
development process. As a result, it seems that economical restructuring based on
Isilamic way of life that is expected can change an individual, organization as well
as government behavior is needed to be applied. Hence, the development policies
in the developing countries can be set and implemented appropriately.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak pertama kali ilmu ekonomi diakui sebagai cabang ilmu tersendiri,
setelah munculnya tokoh Adam Smith dengan bukunya yang sangat terkenal
(1776) The Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nation,
persoalan  pembangunan ekonomi belum banyak dibicarakan. Masalah

pembangunan ekonomi baru aktual setelah Perang Dunia Kedua (PD 1I),' saat itu

negara-negara yang baru me cdeLbém&’aha/\mengejar ketertinggalannya.

Sehingga, muncullah  ekono vang selanjutnya selalu
dihubungkan dengan negara-ne 1 atau negara-negara sedang
-neg Duniﬂaetiga.2

>
Usaha negara Dunia Ketrga, mic4 endapat perhatian besar dari
SNEDEY

negara Dunia Pertama dengan memberikan bantuan-bantuan, baik berupa hibah

(grani) maupun pl@NllrWltEiR Sl.ltrﬁm@nik dan tenaga
ahli. Bahkan bantuan untuk nlegtia—nstﬂmkan suatu proyek. Hal im

semakin gencar, apalagi ketika ada kepentingan untuk mendapat dukungan dalam
perang ideologi antara M DdtQ maﬁlﬁa muncullah faham

. . . . . 3
developmentalisme yang dikomandani oleh Amerika Serikat. -

berkembang atau juga disebut ne

' Sebab-sebab kurangnva pernatian ternadap pembangunan ekonomi sebeium P i di
antaranya, perfama, saat itu negara-negara Dunia Ketiga masih merupakan negara jajahan. Para
pemajah  (negara-negara maju) merasa tidak perlu memikirkan secara serius pembangunan ekonomi
negara-negara jajahan, karena tujuannya mencari untung bukan mensejahterakan negara jajahan.
Kedua, negara-negara jajahan  perhatiannva terfokus nada kemerdekaan bukan pemhangunan
ekonomi. Ketrga, para ckonom Barat menghadapi depresi besar tahun 1930-an. Lincolin Arsyad,
Ekonomi Pembangunan, Yogyakartz - STIE YKPN, 1999 h 4

* T Gilarso, Pengantar llmu Ekonomi, Bagian Makro, Y ogyakarta - Kanistus, 1992 h
428

' Lihat dampak perang dingin di Hasyim Wahid dkk, Tefikungan Kapitalisme Glohal
dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, Yogyakarta - LKiS, 1999, h. 20-22.
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Untuk memudahkan usahanya disusunlah sebuah strategi yang
menciptakan  konstruksi tatanan dunia pascaperang yang terpusat di Amerika
Serikat, yaitu penerapan sistem Bretton Woods yang menyediakan kerangka
institusional  bagi sebuah tatanan ekonomi liberal yang diinginkan, dan Marshall
Plan yang memberikan kemungkinan bagi mereka untuk mengelola perekonomian
dunia pascaperang pada basis komitmen bersama bagi pertumbuhan ekonomi dan

produktivitas tinggi, sebuah komitmen dari hasil hubungan negara- masyarakat

neo-liberal khas AS.* Dominasi @1 dipartddv (@ﬂ para ilmuwan sosial sebagai

fondasi hegemom Amerika atas , yang selanjutnya digunakan

untuk memperluas hegemoninya K garalDunia Ketiga. °

Tidak heran kalau dalamlse;j nan ekonom: di Dunia Ketiga

diwarnai dengan teori-teori Bara(’glgmg!)t:;!)ri Tahap-tahap Pertumbuhan

Ekonomi (7he StquW'EtReg‘l)Mt@u pada asumsi-
asumsi  ekonomi Neo- Klast ori-te Rtexuasmnahs -Struktural (7The
’ J e()rzj-r ﬁ

Structural  Internationalist an Teon Keterbelakangan dan

Ketergantungan Marxis (INQaQ ME@A;% Dependencia).”

"Hasil pertemuan AS dan sekutu-sekutunva di Bretton Woods (1944) adalah mendirikan

institusi-institusi internasional baik ekonomi maupun politik seperti World Bank dan IBRD
(International Bank for Reconstruction and Development), IMF (Internationat Monetary Fund),
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang sekarang menjadi WTO (World Trade
Orgamsation), PBB dan Declaration of Human Rights. Muhadi Sugiono, Kritik Antonic Gramsci
terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, terj. Cholish, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, h. 72

* Lihat perluasan hegemoni Amerika, dalam Muhadi Sugiono, op.cit, b 74 - dst.
* MP. Todaro, Economic for Developing World, London : Longman, 1977, h. 87

"Kevin P. Clements, Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan, terj Endi Haryono,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999 h. 59-77.



ied

Berbagai macam teori yang dipakai ternyata belum mampu mengakhiri
keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga. Masalah-masalah pembangunan
seperti kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan terus berlangsung
memburuk. Kenyataan ini menyebabkan munculnya isu-isu kontroversial dalam
ekonomi pembangunan yang secara umum mencerminkan ketidakpastian politik
dan ekonomi tentang penerimaan potitis teori-teori dalam pemecahan mendasar
seperti, pertambahan angka pengangguran produktif, penghapusan kemiskinan

pedesaan dan urban, serta mmangan ekonomi dan sosial.
v o Z

Kontroversi ini  semakin ru addZ ¢campur tangan kepentingan-

kepentingan tertentu darn badan dana kuat seperti Bank Dunta

; m
(IBRD), IMF, ADB, dan berba mbangunan PBB. §

Kenyataan di atas mem

[ .8
Blic
apkann

di Dunia Ketiga adalah karena diter

ahwa kegagalan pembangunan

ya teori vang tidak sesuai dengan
kondisi setempat@ NI:VE\Q@II]I Fe'ﬁs@i Dunia Ketiga
terpaksa membuat kebijakanrgetan tﬁsmideologi-ideologi yang sama

sekali tidak sesuai dan dimodifikasi sekadar sesuai dengan kondisi historis dan
kultural setempat sehijwmgmgél— onsekuensi yang merusak

terhadap kondisi sosio-ekonomi yang ada.”

Lepas dari asumsi bahwa pembangunan di Dunia Ketiga adalah
penerapan teori yang a historis dan lebith mendasar fagi sebagai upaya perluasan
hegemoni Barat (imperialisme), yang harus disadari adalah bahwa sampai saat in

negara-negara Dunia Ketiga masih mengalami krisis yang memprihatinkan dan

“Ibid h 10.

’ Penerapan filsafat “pasar bebas” Milton Friedman di Argentina, Cile, Uruguay, dan

Brazil, cocok dengan kepentingan politik penguasa-penguasa militer tetapi melahirkan konsekuensi
ekonomi, sosial, dan politik yang negatif. fhid, h. 10.



perlu penanganan yang serius. Paling tidak, sebagai langkah awal harus dilakukan
tinjauan kembali teori-teori dan seluruh tatanan ekonomi yang ada. Selanjutnya,
dianalisis secara objektif dalam rangka menemukan pendekatan alternatif yang
segar untuk  suatu tujuan efisiensi dan keadilan bagi semuanya. Di antara yang
sudah mencoba ke arah itu adalah yang telah dilakukan oleh M. Umer Chapra,
Islam and the Economic Challenge (1992). [a mengkaji teori-teori utama Barat
(mainstream) dengan kritis dan mengajukan neraca yang realistis tentang

keberhasilan dan kegagalannya. Tidak hanya itu, ia juga menawarkan alternatif

dengan mengajukan pendekata@sfa?nlq‘ Ayé\ﬁ\g %nprehensif dan memberikan

usulan-usulan konkret untuk conomi dan menindaklanjuti

dengan cara baru ke arah perenca yang strategis.

tkdji wacana pembangunan ini

adalah menawarkan altematiflsla’%fbﬁlw%‘ﬂ@}lmk utopia. fa membicarakan

langsung kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pembangunan, sehingga lebih

membumi dan cuk&)JpﬂalM ﬁll d1;e§<!n.| @lp demikian, tetap
sarat dengan dimensi-dimensl&LdﬁAaMadar positivis-empiris dan

rasional-teoretis. Mengi'N@@lNE @Iﬁ arik untuk mengkaji

lebih jauh lagi ide-ide dan pemikiran Chapra, yang agaknya belum banyak

Yang dilakukan ChaplZ

diangkat dalam kajian semacam ini. Mudah-mudahan ini juga merupakan salah

satu bentuk daripada komitmen untuk mendukung mewujudkan magas id Islam.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, peneliti berasumsi bahwa
ada kesalahan-kesalahan paradigma dalam teori-teori pembangunan Barat yang

kemudian berpengaruh pada kesalahan-kesalahan kebijakan dan strategi. Untuk



itu penelitian ini akan mengungkap permasalahan-permasalahan pembangunan di
Dunia Ketiga dengan mengkaji studi kritis Chapra terhadap teori-teori
pembangunan Barat. Untuk memudahkan pembahasan, permasalahan akan
dirumuskan sebagal berikut :

1. Bagatmana kritik Chapra terhadap ekonomi pembangunan ?

2. Bagaimana pendekatan Islam yang dijadikan alternatif oleh Chapra

terhadap ekonom: pembangunan ?

/ ISLAM )

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adal

I, Kritik Chapra terhadap ek

2. Pendekatan Islam vyang MMM : J!oleh Chapra terhadap

e UOMNIVERSITAS
Adapun hasil penelitiilg rapkAmscmteoretis dapat memberikan

kontribusi bagi pengemb anfan ekonorleiam d da!am bentuk lebih praktis
dapat dijadikan acuan !ragjl para pengambll 1a an dan pelaku pembangunan
ekonomi.

D. Studi Pustaka

Pembahasan sekitar tema ekonomi pembangunan sebenarnya sudah
banyak dilakukan oleh beberapa penulis dan peneliti, baik yang bersifat deskriptif
maupun analitis kritis. Hal in1 karena sifatnya yang historis dan cakupannva vang

luas, vaitu ekonomi sosial dan politik, 1su pembangunan selalu aktual untuk



dibahas. Banyaknya model pembangunan juga sangat berguna untuk kajian
akademis, di samping juga mempunyai manfaat politik yang praktis karena akan
dapat memahami mengapa para politisi dan perencana yang telah memilih strategi
pembangunan tertentu masih mungkin menerima dan menolak yang lain. Yang
jelas, pembahasan-pembahasan ekonomi pembangunan pada umumnya sebagai
upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara-negara Dunia

Ketiga.

Kajian ekonomi pemban @ahﬁxbdﬁﬁ\dm@’ai sejak tahun 1950-an seperti

Economic Development and C| [952) dan Measure for The

Economic Development of Unde ies (1951) oieh PB8, On The

Political Economy of Backwar ofeh Paul Baran, International

Trade and Economic Developme%ﬂﬂ g@;mt;; acob Viner, dan lain-lain "

Kajian-kajian angl@leWER @l a‘nlakm sh M.P Todaro

Economic Development in thlsiﬂ%ﬁl 77A1997). Kajian ini dilengkapi
dengan beberapa studi I(N ﬁeéaNeEtgerb ng sehingga tergolong
cukup bagus dan aktual yang membuat hasil kajian itu banyak dijadikan rujukan
para pengamat ekonom: pembangunan. Begitu juga yang dilakukan oleh M.L
Jhingan, The Economic of Development and Planning, yang diterjemahkan
menjadi Ekoromi Pembangunan dan Perencanaan, (1996).

Sedang From The Right to Left in Development Theory oleh Kevin P.

Clements  yang diterjemahkan oleh Edi Haryono (1997) menjadi Teori

" Dikutip dari M Umer Chapra. Islam and the Economic Challenge, Leicester, U K

The Islamic Foundation, 1995 h. 147



Pembangunan dari Kanan ke Kiri. Kevin membicarakan pembagian teori
pembangunan dengan mengasumsikan sebagai teori pembangunan kiri dan kanan.
Berangkat dari konflik Kapitalisme dan Sosialisme, Clements menyebut kiri
adalah Sosialis-Komunisme (Marxian dan Neo-Marxian) dan kanan adalah Non-
Marxian. la juga menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara Dunia Pertama
dengan Dunia Ketiga dalam pembangunan adalah hubungan imperialistik yang

selalu merugikan Dunia Ketiga.

a
7

Muhadi  Sugiono, Kn’tq'g A%Mr)(sci terhadap Pembangunan
Z

Dunia Ketiga (1997) menyatak han kebijakan pembangunan

. Z . .
ekonomi negara-negara berkemb 980-an kepada ideologi pasar

adalah tdak lepas dari adanya pada ekonomi politik global.

e s ke NS AL |
Bonnie Setiawan, Peralihan ke K ia Ketiga (1999) menjelaskan

peta perjalanan ttl)N I WIE Rgaliﬁlre AlaSori-teori klasik
hingga teori-teori kontemporer. I S I_ A M

Mansou: Faqih, Masyarakat Sipil uk Transformasi Sosial,
Pergolakan Ideologi Im m@ a E»Selaﬁengungkap realitas
developmentalisme  yang dipadukan dengan kemunculan organisasi-organisasi
nonpemerintah  (LSM) di negara-negara Dunia Ketiga. la menvatakan bahwa
mengka)l  wacana  pembangunan  harus memahami secara  historis  proses
munculnya developmentalisme, tidak sekadar pemahaman pembangunan pada
tingkat mekanisme tetapi juga level prinsip ideologi.

Saeful Arif, Menolak Pembangunanisme (2000) menguraikan panjang

[cbar tentang diskursus pemetaan pembangunan di Dunia Ketiga, kemudian



dicarikan persamaan realitasnya dengan apa yang terjadi di Indonesia pada masa
Orba. Pada kesimpulannya ia menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia
adalah bendentitas developmentalisme. Hasyim Wahid dkk, Telikungan
Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia (1999), meskipun
tipis bukunya tetapi cukup memberikan informasi yang runtut tentang sejarah
kebangsaan Indonesia sejak pascaperang sampai runtuhnya Orba. Dijelaskan
bahwa Indonesia sering dikendalikan oleh wacana asing yang kadang-kadang

berwatak imperialis. Nation st 1t is=Jasionalisme, demokrasi, dan

-
developmentalisme adalah wacan “ g berefek menjajah.

Adapun beberapa pent nal vang membahas seputar

masalah i di antaranya adals ang konsep-konsepnya sudah

banyak dibahas para 1lmuwan.-.” }
2L - 2
Taimiyah menyoroti distribusi yang memberi penekanan kepada peran negara.

Taimiyah berpemkg’tNlV &R&@Atsmenghapuskan
kemiskinan, tidak hanya untull wWMidup minimal, tetapi harus

diusahakan agar mamp N'w GNE) lebth baik dan membantu
I SiA

mereka agar bisa hidup mandiri. Larangan atas sistem bunga, penyaluran zakat,

3

J n pembangunan e¢konomi,

kafarat, shadaqah, hibah oleh negara, kewajiban nafkah, hak tetangga,
penghargaan terhadap kerja, mencela pengangguran, semua itu merupakan
elemen Istam untuk menghapuskan kemiskinan. '’

Agar negara dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik,

[bnu Taimiyah menyatakan diharuskan adanya penyusunan anggaran belanja

‘" A A Islahi. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, terj. Anshan Thayvib, Surabava: Bina

[lmu, 1997, h. 227-229.



pemasukannya maupun pengeluarannya. Sumber-sumber penerimaan negara
(baitul mal) dibagi dalam tiga kategori utama. Pertama : fai’, zakdr dan gunimah,
kedua : dan sumber lain, misalnya : kekayaan yang tidak memiliki ahli waris;
ketiga : dari sumber-sumber yang tanpa hak atau tidak jelas, misalnya : kekayaan
pejabat yang diperoleh tanpa hak, hadiah rakyat untuk pejabat dan sebagainya.
Ibnu Taimiyah menentang pengambilan pajak di tuar ketentuan syariat seperti di

atas. Adapun pokok-pokok pengeluarannya meliputi : (a) orang-orang miskin dan

melarat;, (b) untuk meningkatkamkan agar selalu siap jihad; (¢)
%)) s
memelihara hukum dan tatanan & 1 gd penstun dan gaji pejabat; (e)

pendidikan; (f) pengembangan ingas k%t'jahteraan umum."* Ini semua
L
> m

bisa dilihat dalam karyanya $éperti, HisBi fi al Islam aw Wazifah al
)

>
Hukumah al Islamiyah, Mesir :Day @ifKifabf: rabi, (tanpa tahun), dan of
SMEES

Styasah al Syariyyah fi Islah al Ra’i wa al Ra'iyvah, Mesir: Dar al Kitab al Arabi,

(1969) UNIVERSITAS
Syed Nawab Haider @MAMm bukunya yang berjudul

“Ithics and economicl‘m@‘ NE.«Srf:mkan empat sasaran

kebijakan pokok ekonomi Islam vyaitu: keadilan sosial, pendidikan universal,

pertumbuhan ekonomi, dan maksimasi angkatan kerja."’ Oleh karena itu, konsep

pembangunan dalam perspektif’ ekonomi Islam mempunyai konsep vyang lebih

lcngkap yaitu meliputi aspek moral, ruhaniah, dan material kehidupan manusia.

A A Islam, Konsepsi Ekonomi Ihnu Taimivak, tery Anshan Thayyib, Surabaya Bina
Hmu, 1997 h. 227-229

12 Ihid | h. 260-273

t Syed Nawab Haider Naqvi, Etika dan llmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami_ ter]
Husin Anis, Bandung : Mizan, 1985, h. 120-141.



Menurut Naqvi, jika hal itu dapat dipenuhi maka pada tingkat pertumbuhan yang
“optimal” akan mempunyai dampak pada distribusi pendapatan dan kesejahteraan
secara umum baik untuk saat sekarang maupun untuk jangka panjang."*

Yusut’ Qordhawi dalam Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian
Islam, (1997), terjemahan dant Dawrul Qivam wal Akhlag fil Iqtisodil Islami,
(1995), telah mengkntik kegagalan kapitalisme dan sosialisme, dan memberikan

alternatif/solusi ekonomi Islam yang lebih menitikberatkan pada norma dan

ada neraca keadilan yang berasgi emerataan kesempatan kerja,

pemenuhan hak pekerja, menun ; 5 masyarakat, adanya jaminan

L
dari negara untuk kaum miskin datrlemalifde imber-sumber keuangan dari:
zakat, sedekah, amal janah, wakafdan BAD
Abdul Mannan (1995) dala yayang sudah diterjemahkan dalam

bahasa Indonesia @MVER@'T: i I€lgm” (1997), telah

memaparkan hampir seluruh ai etonom!': [slam secara utuh dan rinci. Mannan

o

benar-benar ingin membangun sebuah ekonomi Islam mulai kerangka paradigma
teortnya, aspek individll,mmg;Q,MEISiI\A-negara. Menurutnya,
konsep Islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep ekonomi
sekuler. Walaupun dasarnya multidimensional (dimensi moral, sosial, politik, dan
ekonomi), namun sejak awal, pembangunan moral dan spiritual sudah terintegrasi

dalam pembangunan ekonominya. Inilah yang disebut dengan “razkiyah al nafs".

" Ihid, h 135-137

" Yusuf Qordhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Isfam. terj. Didin

Hafidhuddin dkk. Jakarta : Robbani Press 1997, h. 203-243.



Jadi, pembangunan ekonomi dalam Islam bukan hanya pembangunan material,

tapi moral dan spiritual pun menempati kedudukan yang sangat penting.'®

Penckanan kepada keseimbangan dalam pembangunan antara unsur
material dan spiritual juga dinyatakan oleh Abul Hasan Muhammad Sadeq.
Dalam bukunya Economic Development in Islam, (1990), ia mengatakan konsep
pembangunan ekonomi dalam I[slam :

Ficonomic development in Islam may be defined as balanced and sustained
improvement in the material an non-material well-being of man, and
development as a multidimensional process which involves improvement of
welfare through advance and reorientation of entire
cconomic uand  ssocial sy h spiritual  uplifiment,  in
accordance with Islamic tec

telah membahas ekonomi pem melakukan tinjauan kritis

‘terhadap teori-teor pembang/ﬁjéyﬂjwwal yang kemudian juga
menghadirkan soluC)alNaIifvE Ilan$1 memberikan

sumbangan cukup BCsar bagi nege Lra-negara um etlga khususnya negara-

negara Muslim yang telah menglas IhmAnMnan Sumbangannya adalah
terietak pada realismel N@@NE&mg mengidentifikasi

masalah secara jelas. la membahas pendekatan-pendekatan yang ada dengan sikap

profesional tanpa keberatan mengakui keberhasilan teori-teori Barat dan
menganalisis kegagalan-kegagalannya tanpa berlebihan. Pada saat yang sama juga
diungkapkan alternatif yang Islami dengan sangat akurat tanpa apologi atau

pemihakan. [lmuwan muslim yang pernah menerima penghargaan terhormat

16

M A Mannan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Ed) M. Sonhadji dkk. terj M
Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 379.

7 Abul Hasan Muhammad Sadeq, Economic Development in Islam, Malaysia : Pelanduk
Publications, 1990, h. 2.



Islamic Development Bank Award {1990) dan King Faisal International Prize
pada tahun yang sama ini tidak hanya menguasai ekonomi Islam tetapi juga
memiliki pemahaman  sistem ekonomi kontemporer secara menyeluruh dan
tajam. Penyajiannya mengenai tatanan ekonom:i Islam sangat akurat dan
meyakinkan. Kritiknya yang seimbang tentang sistem Barat, sebagaimana juga
masyarakat muslim masa kini disajikan dengan ilmiah namun sederhana, jelas
dan menentukan. Sehingga, karya ini sangat bermanfaat bagi para pembuat

kebijakan bukan hanya di dunia Islam melainkan di seluruh dunia. Inilah yang

IS . L
membedakannya dengan karya- an SIEbA]umn? dan penelitian ini menjadi

orisinal karena belum ada yang me¢

napra sekitar tema ini.

UNIVERSHTA
[
[¢]
VISaINGAN

E. Landasan Teori

Ww&;‘:ﬂgz "z. '}J . . . e
Konsep pembangunan olély dipahami sebagai alternatit

yang harus dilakt@ N'W\Eﬂ @&IW mgkat yang lebih
sejahtera secara ekonomis. Kal\s @WM@ dipahami sebagai sarana

untuk memperkuat negaIrN\B f ng §l' tr!a isasi yang mengikuti

pola seragam dan satu negara ke negara lain. Hal in1 kemudian memposisikan
pemerintah sebagai pelaku pembangunan dan memperlakukan rakyat sebagai
objek, resipen, klien, dan partisipan pembangunan. '*

Dunia Ketiga yang rata-rata adalah mantan negara kolomi dan
pertumbuhan ekonominya tertinggal jauh secara tidak langsung mempunyai

dampak kuat pada sisi politik. Pemerintah Dunia Ketiga sering melegitimasi

' Saeful Arif, ep.cit, h., 109




pembangunan sebagai salah satu sarana akurat untuk memperkuat posisi stefus-
quonya, sehingga kehadiran pembangunan dianggap seolah-olah tanpa kendala
apa pun. Konsep pembangunan diterima begitu saja tanpa mempertanyakan
landasan ideologi dan diskursusnya.

Pertanyaan tentang pembangunan pada umumnya hanya mengenai
metodologi atau pendekatan dan teknik pelaksanaan. Padahal, semestinya adalah

pembangunan itu sendirt dianggap merupakan suatu gagasan yang kontroversial

atau bahkan kontraproduktif '’ (Uﬁ)edﬁkaﬁf\gﬁenhngunan merupakan jawaban

atau semata-mata merupakan

permasalahan bagi berjuta-juta ral{-gat

alat untuk menyembunyikan pen%kit
y4
menerapkan apa adanya teori-tcori

‘:"‘ér" ‘:" n‘:l ’: for .

S
Jika teori- IG(LXINKVIERrSlTAM engan kondisi-
kondisi khus nid §¢ tomdliy undung asumsi-

asumsi fersembunyi men alitas Mvarakai Barat - diterapkan
uniuk meneliti negara-n g memiliki kondisi berbeda

timbullah konsckueni v Crigs
]NbbNESIA

vang lebih mendasar? Bahaya

Dunia Ketiga juga dikatakan

v Gagasan kontraproduktif vang pernah ditawarkan oleh Dunia Pertama kepada Dunia

Ketiga. Bahwasanya Dunia Ketiga akan dapat mengikuti pertumbuhan ekonomi Eropa dengan cepat
jika memenuhi dua syarat. Pertama, negara maju tidak melakukan proteksi. Kedia, negara-negara
Dunia  Ketiga menerapkan sistem pasar ramah (market friendly). World Development Report
(WDR} 1991, The Challenge of Development, {Washington : World Bank and Oxford Untversity
Press, 1991). Jika dicermati maka syarat ini kontraproduktif. Negara maju memang tidak melakukan
protekst secara transparan karena kualitas produk baik. Pasar ramah yang dimaksudkan mungkin
saja digunakan untuk menjebak negara Dunia Ketiga ke dalam kompetisi yang cufas dan unfair
Gunnar Myrdal, Asian Drama : An Inquiry into The Poverty of Nations, [.ondon

Penguin, 1968 h 17



Untuk menjelaskan realitas pembangunan di Dunia Ketiga harus dikembalikan
secara historis terhadap pemahaman atas proses munculnya developmentalisme

. 2
itu sendin.

Tidak berhasilnya pembangunan di Dunia Ketiga juga banyak dikatakan
oleh kalangan ekonom bahwa konsep pembangunan Dunia Ketiga adalah konsep
yang diberikan secara septhak oleh negara Kapitalis Dunia Pertama. Sebagaimana

Juga dikatakan Mueller (1987), Peasants and Professionals : The Production of

Knowledge in The Third World, ﬁwspmwng‘mn adalah seperangkat praktik
yang dikendalikan oleh pranata- tama. Sejumlah studi juga
menunjukkan bahwa munculnyz qﬁnia Ketiga yang didikte oleh

negara-negara 1ndustri besar dan menumbuhkan ketimpangan

regional dan sektoral, mening@%}%ﬂﬂ&‘ﬁé‘an pendapatan, menciptakan

pengangguran serta QeNnWegﬁ gyi\ ada sekelompok kecil elit

ekonomi dan politik™ Ini juga yang menjawab mengapa pembangunan di negara-

negara berkembang tidak berkeln§a!1mpAMyang terjadi di Eropa Barat,
Amerika Utara. dan Jepzl'N D O N E S I A

Kalau ditarik ke belakang akan tampak bahwa pembangunan di Dunia

Ketiga selama ini adalah diwarnai oleh jatuh bangunnya dua sistem ekonomi yaitu

yang mengagungkan pasar dan vang menyerahkan kepada negara. Kedua sistem

“' Mansour Faqih. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi
LSM Indonesia, Yogyakarta - Pustaka Pelajar, 1996 . h 210-211.

* Saeful Anif, op.cit, h. 112,

“Kevin P. Clements, op.cit, h. 64 Lihat juga Revrisond Baswir, Dilema Kapitalisme

Perkoncoan, Yogyakarta - Pustaka Pelajar, 1999,



ini juga pernah mengalami kegagalan, sehingga masing-masing pernah
didiskreditkan di negara-negara yang paling liberal dan paling sosialis. Perlu
dipertanyakan, mampukah kedua sistem ini menciptakan keadilan di negara-
negara berkembang yang kondisi kulturnya sangat berbeda ? Oieh karena itu ,
daripada ditendang ke sana kemari ibarat bola oleh kedua sistem ekstrim itu,
negara-negara berkembang perlu mengembangkan strategi tersendiri yang sesuai

dengan tujuan sosio-ekonomi vang ada. Dalam hal ini Islam telah memberikan
semuanya, tinggal kemauan dan mEmpuan nusia untuk mewujudkannya
dalam kehidupan luas. 0
F. Metode Penelitian

Penelitian i dldasarkan Ejjjf@:‘

berkenaan dengan masalah di atas dlkumpulkan untuk kemudian dibukukan

dalam pengertian leMER$EI ;I:Arskasi logis dari
penjelasan tersebut. Kemudian cli@h"l_aﬂaMang dianggap memadat dan
mana yang tidak. SclaTNw@NEgilis- altsis yang memadai

dengan memberikan sumbangan yang penting dalam memahami masalah vang

| UNIVERSITAS

(Fvisanoan

J)ustakaan. Bahan-bahan yang

ada, vyaitu berkaitan dengan krittk M. Umer Chapra terhadap ekonomi
pembangunan.

Penelitian ini termasuk penelitian konsep atau pemikiran, sehingga tidak
lepas dari pendekatan filosofis vang terdiri dari analisis linguistik dan analisis
konsep. Analisis linguistik adalah untuk mengetahui makna vang sesungguhnya.

sedangkan analisis konsep untuk menemukan kata kunci vang mewakili suatu



pagasan.”'  Adapun metode pembahasan yang digunakan adalah analitis kritis.
Metode 1 mendeskripsikan, membahas, menafsirkan, dan mengkritik gagasan
utama teori-teori pembangunan Barat, yaitu teori-teori Barat menurut Chapra serta
kritik dan solusinya berdasarkan Islam yang didukung juga oleh pendapat tokoh
lain dalam upaya melakukan studi analitik yang berupa perbandingan, hubungan,

dan pengembangan model rasional *

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data

primer dan sumber data sekunde /U npglf_lpp&gga Nsumber data primer dilakukan

dengan mengumpulkan pokok- apra dari landasan filosofis
N
sampai 1de strategi kebijakan ap Lu eori| pembangunan. Dalam hal ini

akan dikaji karya-karya Chapl>

Pengumpulan sumber data seku ngan mencari pokok-pokok
: f g p

pikiran terkait yang ditulis oleh para penulis lain. Dalam hal ini akan dikaj1 buku-

buku, jurnal, medizkn)Nelta\JaErRr& Iai‘rln‘yAxSpilih dan dapat
dipertanggungjawabkan. |S|_ A M
Dengan cara iiN t)da EUS j&g merah persoalan-
an dari

persoalan pokok tentang teori pembangunan pokok-pokok persoalan itu

akan disusun refleksi dan kesimpulan teoretis sebagai hasil kajian.

* Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode, Y ogyakara FIP-FKIP,
1987, h. 89.

“Buku Pedoman Struktur Penelitian : Hmu, Filsafat, dan Agama, Jakarta: Lembaga
Penelitian IKIP, 1992, h. 12 dstnya.



G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dalam enam bab; pendahuluan, latar belakang
pemikiran Chapra, kajian teori pembangunan, kritik Chapra terhadap teori
pembangunan, alternatif teori pembangunan, dan terakhir kesimpulan.

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang
perlunya dilakukan penelitian, vaitu mengemukakan masalah-masalah
pembangunan yang ditimbulkan oleh teori-teori pembangunan yang diterapkan,
kemudian apa seharusnya yang perlu dilakukan untuk menghadapi masalah-

_ _ ISLAM
masalah tersebut. Inilah kem %mn yang akani engantarkan kepada sebuah

.. . ) i .
rumusan masalah penelitian se anfpat penelitian. Untuk mencari

hubungan dengan penelitian-pe

penelitian-penelitian sejenis akap=di mgea akan tampak orisinalitas

ﬂﬂlﬂ@ teort yang diharapkan dapat
membertkan landasan_unt € il ﬁaglia ng adgendekatan yang
dipakai dalam peneh;mydi%an dalam pe‘r:fa; asan metode penelitian.
Yang terakhir adalah sistematiklgthaﬁM dalam penelitian ini.

Bab Il berisi llvNE@zl mk itu akan diuraikan

biografi singkat dan kiprahnya dalam pengembangan studi Islam terutama dalam

penelitian ini. Selanjutnya, akaM‘

bidang ekonomi Islam. Latar belakang pendidikan dan karva-karva tulisnya perlu
diungkap untuk mengetahui sketsa pemikirannya. Sehingga, dengan mudah dapat
diketahus corak pemikirannya dalam mengkaji ilmu ekonomi Islam.

Bab IIl, studi tentang teori ekonomi pembangunan. Ini akan dimulai
dalam subbab pertama dengan pembahasan definisi dan ruang lingkup disiplin ini,
kemudian akar historis kemunculan wacana pembangunan di Dunia Ketiga, dan

terakhir diungkap juga pandangan lama dan paradigma baru tentang



pembangunan. Beberapa teori utama pembangunan dibahas dalam subbab kedua.
Dalam hal ini, teori-teori yang dianggap mewakili adalah teori pertumbuhan
linier, teori perubahan struktural, teori revolusi ketergantungan internasional
(dependensia), dan teori neo-klasik penentang revolusi. Pengelompokan teor
pembangunan dalam pembahasan ini mengikuti pengelompokan vang dilakukan
oleh M.P. Todaro, yang didasarkan pada kronologi waktu. Ini diharapkan dapat
memudahkan untuk melacak perkembangan pemikiran pembangunan dari masa

Klasik hingga Neo-Klasik.

ISLAM .
ra terhadap ik onomi pembangunan. Dalam

Bab IV adalah kritik Cgp

—

bab ini akan dibagi menjadi tigg s .81 bbab pertuma adalah knitik

Chapra terhadap paradigma yang 11 pembangunan. Ini meliputi

dua pembahasan, yaitu pembahasah 1m apkannya filsafat /asssez faire

dan dirigiste yang kemudtan

ekonomi pembang> iutv gﬁ gxll a gadap pemilihan
1

dua paradigma 1n1 apra mentlainya sebagal stkap yang tidak konsisten.

Pembahasan bertkutnya adalall $1L@h$ Map pendekatan etnosentris
vang sering dilakukanINDNErs)liAlbangunan Barat di

negara-negara berkembang. Ini dilakukan untuk mengungkap sikap pesimisme
vang sengaja atau tidak ditanamkan oleh negara-negara maju terhadap negara-
negara sedang berkembang untuk melakukan pembangunan dengan mengikuti
langkah-langkah vyang telah mereka lakukan, yang scbenarnya sangat sulit
dipenuhi oleh NSB karena adanya kondisi sosial yang tidak sama antara negara-
negara maju dengan NSB.

Subbab kedua adalah kritik kebijakan yang meliputi empat pembahasan.

Pertama, adalah kritik Chapra terhadap kebijakan pembangunan yang terlalu
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berorientasi kepada pertumbuhan cepat tanpa memperhatikan pemerataan dengan
mengandalkan strategi (rickle down effect. Dalam hal ini akan disoroti kegagalan
trickle down effect sebagai strategi pemerataan distribusi kekayaan yang efektif
Pembahasan kedua adalah rrade off antara pertumbuhan dan ketidakmerataan dan
frade off antara inflasi dan pengangguran. Program pertukaran (‘rade off) ini akan
dipakai untuk menjelaskan kurva Kuznets dan kurva Phillips yang diragukan
kebenarannya. Pembahasan yang ketiga adalah kontroversi kebijakan. Di sini

akan dikemukakan teori yang menjelaskan ciri perekonomian negara-negara

[0 |SLAM . .
sedang berkembang (NSB). Dal z[ﬁ hal ini adala&t 2011 pembangunan berimbang

%

dan teori pembangunan dualis 1ya akan digunakan untuk

menjelaskan diterapkannya kebji controverst  di NSB, seperti

sektor pertanian lawan industri por lawan promosi ekspor.

Pembahasan yang keempat adal Mkﬁgakan. Dt sini akan dibahas

akibat-akibat kebijak NWI d ﬁlglyg'gz f‘gkan kebijakan-

kebijakan tetapi gan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi lain yang

merugikan. Dalam hal ini yarl;ﬁrl-dmv@wm inflasi, beban hutang, dan
kesulitan perencanaan d4N@@N E S I A

Subbab ketiga adalah kembalinya ideologi pasar. Subbab ini akan
menguraikan diterapkannya kembali ideologi pasar dalam pembangunan dengan
mengemukakan  program  penyesuaian  (adjustment) dan  kritik Chapra
terhadapnya. Selanjutnya adalah pembahasan khusus tentang keberhasilan negara-
negara Asia Timur. Ini dilakukan untuk membantah klaim Neo-Klasik yang
mengatakan bahwa keberhasilan mereka adalah karena diterapkannya ideologi
pasar. Oleh karena itu akan diungkap di sini faktor-faktor keberhasilan negara-

negara Asia Timur yang bertentangan dengan kiaim Nco-Klasik.



Bab V adalah alternatif yang ditawarkan Chapra untuk mewujudkan
tujuan-tujuan  pembangunan dengan menggunakan konsep imagas id yang
diberikan oleh Islam. Tawaran yang dilakukan adalah mewujudkan sistem yang
berkeadilan. Bab ini akan dibagi menjadi dua subbab.

Subbab pertama akan membahas tentang prinsip dasar yang dijadikan
landasan ~ Chapra  untuk merealisasikan  kebijakan-kebijakan  yang
ditawarkan.Dalam hal ini akan dibahas fungsi negara dalam perspektif Chapra,

yaitu orientasi apa yang harus dilakukan negara untuk membantu mewujudkan

cita-cita pembangunan. Ini ndangan Chapra tentang

pentingnva sebuah institusi N tujuan-tujuan bersama.

Selanjutnya, akan dibahas tentang IEplflende am yang dipakai oleh Chapra,

y4
vaitu pendekatan komprehensit. Pendek 1 diaplikasikan dalam lima

dimenst kebijakan yang akan dibahaéﬂéwmmitﬁlikumya_
Subbab kedugcwlwgeﬂk31@'uilg dgnsi kebijakan

yang ditawarkan oleh Chapra untuk dilakukan oleh NSB. Lima dimensi kebijakan

itu adalah pembangunan manusia! §JHHAIM restrukturisasi ekonomi,
restrukturisasi keuangan, IN@@N@& I)Aara lima dimensi

kebijakan im1 mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, sehingga meninggalkan
satu kebijakan saja menurut Chapra akan berakibat gagalnya kebijakan vang lain.
Inilah barangkali vang dikatakan sebagai aphkasi pendekatannya vang
komprehensif.

Bab VI adalah penutup. Bab ini berisi tentang refleksi pemikiran dan
kajtan vang telah dilakukan, kemudian akan lebih ditegaskan dalam kesimpulan
sebagai hasil penelitian. Untuk mengakhiri semuanya akan diberikan catatan dan

saran-saran.



BAB I1
M. UMER CHAPRA DAN PERANNYA DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI ISLAM

Muhammad Umer Chapra adalah salah satu pemikir Ekonomi Islam
terkemuka dewasa ini. Ide-idenya yang piawai dan perannya yang besar dalam
pengembangan I[lmu Ekonomi Islam membuatnya cukup dikenal di kalangan
pemikir ekonomi lainnya. Namanya pun disejajarkan dengan para ekonom
Muslim seperti Muhammad Abdu mad Nejatullah Siddiqi, Syed

Nawab Haider Naqvi, Monzer K

-
Mahé d Taleghani dan Muhammad

Tg%j%

INO

Baqgir as-Sadr. Kepiawaiannya iri keberhasilannya dalam

mengembangkan rasionalitas ajo ni bisa dimaklumi karena ia

UN&VERSI

tidak hanya menguasai aliran il api juga sangat akrab dengan

.:. %'

A
el e

ilmu-ilmu  tradisional sehingga 1a dapat dilihat sebagai sosok pribadi vang

mendekati model b@NIIlW EIR S I I A s

Ekonom Muslim kelarlrs) kist:ﬁmMB ini mendapat pendidikan
yang terbaik dari puiiﬁzﬁuﬁ:%im !a lulusan Universitas
Karachi (M.Com) dan Minnesota, Amerika Serikat (Ph.D). Dan, keberhasilannya
Juga sangat terlihat dalam mempelajari bahasa Arab dan studi Islam dari sumber-

sumber aslinya. Ini membuat ide-idenya sangat representatif dan profesional ”

Sebagai seorang ilmuwan 1a sangat sibuk dalam kegiatan mengajar dan

penelitian. la telah  bergabung dengan berbagai akademi dan lembaga riset

'Khurshid Ahmad, “Sambutan”, dalam M. Umer Chapra, Al-Qus’an Menuju Sistem

Moneter yang Adil, M. Sonhadji dan Murwanto Sigit, (Ed ), terj. Lukman Hakim, Yogyakarta .
Dana Bhakti Prima Yasa, 1997 h xv.

* Kurshid Ahmad, “Pengantar” , dalam M. Umer Chapra, IEC, op.cit., h. xxii
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prestisius, semisal [nstitute of Development Economics dan Central Institute of
Islamic Research, Pakistan. la juga mengajar di Universitas Wisconsin, Plattville
dan Kentucky, Lexington, Amerika Serikat. Di samping itu juga ia mengabdi
sebagai Penasihat Ekonomi Senior di Badan Moneter Saudi Arabia. Dengan
demikian, pengalamannya sangat luas dalam bidang mengajar, riset ataupun
pembuat kebijakan. Sumbangannya juga sangat besar bagi sejumliah besar
konferensi internasional, termasuk sejumlah konferensi dan seminar keuangan
dan ekonomi Islam. la juga memiliki spesialisasi dalam bidang Ekonomi Moneter

LAM .\

masala% ini 1a merumuskan secara

(Monetary Fconomics). Khusus (dalam

komprehensif dalam bukunya Tow ry System (1985) yang sudah

diterjemahkan menjadi A/-Qur ' Moneter yang Adil (1987).

Buku imi mendiskusikan konsep dan kebijaksanaan moneter

dalam perspektif Islam. Karena b%ﬂMj@*ra memperoleh penghargaan

dani Islamic l)eve/o / 0 n karepa, jasanya dalam
= |

mengembangkan Ek sam paﬂa- ahun yang sama ia mendapatkan King

laisal International Prize for LlﬁLﬁﬁM berlebihan jika dikatakan

bahwa Chapra adalah olmm QNE \$II Abahas masalah yang

lebith mendasar mengenai sistem ekonomi dewasa ini.

Pada dekade 40-an, dukungan terhadap sebuah sistem ekonomi Islam
tidak tertalu umum di kalangan para sarjana Muslim. Namun, pelan-pelan, pada
masa periode kemerdekaan, keinginan untuk menegakkan scbuah sistem

kehidupan yang Islami, yang secara alamiah merasuk ke dalam sektor kehidupan

" M. Dawam Rahardjo, “Wacana Ekonomi Islam Kontemporer”, dalam M. Umer Chapra,

IEC, op.cit., h. xi.
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ekonomi, menjadi lebih kuat. Keinginan untuk membangun lembaga ekonomi
yang secjalan dengan prinsip Islam (seperti lembaga finansial yang bebas bunga,
pengumpulan zakat lewat pemerintah, dan lain-lain) secara pelan-pelan mengarah
kepada kebangkitan sebuah gerakan intelektual. Sebagai konsekuensinya,
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi mulai
dibahas pada tingkat akademik dari perspektif Islam. Selama dua dekade,

sejumlah ekonom yang pada umumnya dilatih dalam tradisi intelektual Barat

telah menekankan perlunya se Whlsﬁeﬁiéﬁata
g Z

baru bagi ekonomi, dan d:

kalangan terbatas, keprihatinan kan suatu disiplin akademik

yang secara umum disebut eko adalah pelopor bagi gerakan

ini dan termasuk di antara s K menyumbang usaha-usaha

akademis ini." fﬂfﬂjﬂi‘ﬂjwj

semsss B NENAEEERR: Sl e Sk memptsa
ajaran-ajaran Islam yang berl:%nlﬁn%kﬁpan ckonomi. Tidak lama

setelah kembalinya ke Pakistan dari Aﬁr' ega pada tahun 1961, Chap:a
bergabung dengan (.‘emlral / szputeglslamgsearmdan crkutat selama dua
tahun. Secara sistemmatis, ia mengkaji gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip yang
tertuang dalam tradisi Islam yang menurut pandangannya dapat memenuhi premis

intelektual bagi sebuah sistem ekonomi yang sehat. Upaya ini, yang kemudian

ditingkatkan dan dimatangkan oleh kajian dan refleksinya yang mendalam, telah

‘Zafar Ishaq Anshori, Sambutan dalam M.Umer Chapra, Islam dan Pembangunan

Ekonomi, terj lkhwan Abidin Basri, Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000, h xv-
Xvi



mengantarkan kepada bukunya yang pertama, The Economic System of Islam: A
Discussion of Its Goals and Nature (London, 1970).

Pada tahun 1964, Chapra berangkat kembali ke AS. Setelah beberapa
tahun mengajar ekonomi di beberapa Universitas di AS, Chapra bergabung
dengan Saudi Arabian Monetary Agency, sebagai penasehat ekonominya.
Asosiasinya yang lama dengan organisasi ini memberikan Chapra segudang
pengalaman langsung dengan aspek operasional kompleks dan keuangan dan

finansial masa kini. Kendati 1a berh n tugas-tugas profesional yang

ISLAM
berkaitan dengan kebijakan mon tﬁ, Chapra tet@

O
rakt
Z

sebagai seorang sarjana. Dha
tidak berhenti belajar dan berpikifm ristik suatu sistem moneter,

dan kenyataannya, suatu sistem ekgtiomi y suatu&aat dapat menjadi [slami dan

layak berjalan. Chapra percaya m moneter yang adil dapat

ditegakkan hanya pada prinsip- prnMﬁMlm Doktrin yang mendominasi

dunia kapitalisme, SﬁINWIEW galurjaﬂasnuanya tertalu
lemah untuk membimbing man dalam upaya menegakkan sistem ekonomi
yang mengkombinasikan kemaj a e A‘aMdllan dan dengan standar
moral yang tinggi. Ini adzllMNEi&ltAya, Towards a Just
monetary System (Leicester, ]985).5

Karyanya yang monumental berikutnya adalah /slam and the f.conomic
Challenge (Leicester,1992).  Ini adalah hasil riset dan renungan sclama satu
dekade. Dalam karyanya int Chapra dengan pengalaman yang luas dan ketelitian

akademis menguji sistem-sistem ekonomi Barat, dan mengajukan neraca yang

realistis mengenal pencapaian dan kegagalan sistem tersebut. la juga menguraikan

“ibid., h xvii
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pendekatan Islam mengenai ekonomi dan berbagai problemanya, dan mengajukan
usulan-usulan konkret untuk merestrukturisasi ekonomi umat, menindaklanjuti
dengan cara baru ke arah perencanaan pembangunan yang strategis. Secara luas,
resep yang diberikan kepada dunia Islam meliputi perencanaan pembangunan
bersama-sama dengan penerapan suatu lapisan moral yang dapat diterima oleh
masyarakat untuk mekanisme pasar, motivasi dasar yang lebih luas bagi usaha
ekonomi dan reformasi struktural mendasar untuk membangun sebuah kerangka
kerja vang mendukung. Ia membghas A’lsa%aﬁMm dengan sikap seorang ahli 1lmu

Z
. : . = . .
sosial yang terlatih dan ilmuwan ;},w@el% Pemahamannya atas sistem
s Z

ekonomt kontemporer beserta pe ahannya adalah menyeluruh

dan tajam. Penyajiannya menge 1 Islam sangat akurat dan

meyakinkan. Kritiknya yang seimbang e ng 3Sistem Barat, sebagaimana juga

tentang masyarakat MN I-ndER(%tﬁpmSwn sederhana,
jelas, dan menentukan. [a bukirgjlik lera tentang teori melainkan

sangat bermanfaat bagi mﬁwggwraahanya di dunia Islam,

. B - O
melainkan di seluruh dunia.

Dalam kajiannya tentang pembangunan, Chapra menggunakan
pendekatan  pragmatis. Tentu saja ada unsur-unsur resitatifnya, dengan
menampilkan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis. Kritik adalah vang ditekankan dalam
pembahasannya terhadap sistem-sistem Barat, bukan sikap adaptif. Alternatif

vang ditawarkan tidak menampilkan bentuk utopia. Scbaliknya, 1a langsung

" Kurshid Ahmad, “Pengantar™, ep.cit., h. xxiii.



berbicara mengenai  kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi dan strategi
pembangunan, schingga cukup membumi dan operasional untuk diterapkan. Di
samping itu, juga sarat mengandung dimensi-dimensi etis dan tidak sekadar
politivis-empiris dan rasional-teoretis.

Dalam kajian Ekonomi Islam menurut Volker Nienhaus /slamics : Policy
between  Pragmatism and Utopia (1982) selama ini ada empat pendekatan utama.

Yaitu pragmatis, resitatif, wlopian, dun adaptif. Dari keempat pendekatan ini yang

paling banyak dipakai adalah @n&@ﬁaﬁf"\r@xtif. Berasal darni kata kerja

&

.@usu ekatar
yd

recitation ( pembacaan, hapalar pendekatan yang mengacu

pada teks ajaran [slam. Secara ini mengacu kepada hukum

figih. Meskipun orientasi pada fiqih atan ini sebenarnya hanyalah

n"(ir,, ::" "“,f": / nL ’}
salah satu bentuk saja. Bentuk %QJMJ@L analisis atau teologi yang

biasanya menghaﬂ)rNsl;WEle Ieﬂra A@ Seperti yang
dilakukan oleh Yusquardhain gQEDﬂ m wa al-Akhlaq fi al-Iqtisadi
al-Istami.

INDONESIA

Dan pendekatan resitatif dapat muncul pendekatan utopia. Pendekatan
ini dikembangkan dengan merumuskan model manusia, misalnya, model homo
cconomicus  atau  manusia alfruistis. Selanjutnya dapat dikembangkan model
masyarakat yang dicita-citakan dalam [slam, misalnya Balduh at-Tayyibah wa
Rabbun Gafor, sebuah masyarakat yang makmur berdasarkan nilai-nilai yang
luhur.

Pendekatan adaptif' dilakukan dengan penyesuaian dint berdasarkan

kondist setempat dan scjarahnya masing-masing. Mustafa as-Siba,i dari Syria
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pernah  mencoba merumuskan gagasan Sosialisme Islam. Sukarno pernah
berspekulasi tentang sosialisme ala Indonesia.

Pendekatan pragmatis dimulai dengan penolakan ideologi-ideologi
ekonomi yang diikuti dengan upaya melakukan sintesis atau eklesi, yaitu
mencampur berbagai gagasan dan teori yang dianggap paling praktis untuk
dilaksanakan. Pendekatan ini dilakukan pada tataran teori dan praktik. Pada

tataran teori, para pemikir mencari saja teori-teori ekonomi, mikro ataupun

makro, yang dapat dijadikan \ menjelaskan gagasan [slam

tentang ekonomi. Pada tingkat pragmatis dilakukan dengan

mengembangkan perekonomian misalnya, melalui hubungan

dagang dan kerja sama di bida 1l in1 bisa dilihat dalam karya

SEIES

Chapra, Isfum and the Fconomic Chullenge,

Karya-karyUNzI VE Rn@iqgla‘% S’ecl:’ves of the
Islamic Fconomic Order, Leiclts E(.Ae M’xic Foundation, 1979, 7he
Islamic Welfure State TNﬁeG/N/ESTﬁr U.K.: The Islamic

Foundation, 1979, (ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan
diterbitkan oleh Risalah Gusti Surabaya). 7/ic Mecanics and operation of an
islamic Iinancial Market, Journal of Islamic Banking und finance, Karachi- 1988,
Istum —and The FEconomic Development, Intemational Institute of Islamic Thought
and Islamic Research Institute, 1989. Jslum dun Pembangunan Fkonomi Gema

Insani Press dan Tazkia Institute, 2000. Dan, masih banvak lagi tulisan-tulisannya

* Dawam Rahardjo, op.cit, h xii-xvi
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vang dimuat di jumnal-jurnal studi Islam. Karya-karyanya yang representatif
membuat :a sangat diperhitungkan kalangan luas dalam bidangnya. Sebagaimana
yang dikomentan oleh Zafar Ishaq Anshori, bahwa dengan karya-karyanya yang
matang membuatnya menjadi duta dari mazhab pemikiran yang kemudian secara
luas dikenal dengan “Ekonomi Islam™. Dan, mereka yang telah membaca tulisan-
tulisan Chapra akan menemukannya sebagai pribadi yang menarik dan

provokatif *

0
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"Zafar Ishaq Anshon, op.cit., h xvii



BAB III

EKONOMI PEMBANGUNAN : GAGASAN DASAR DAN TEORI

Studi pembangunan ekonomi adalah suatu cabang yang selalu menarik dan
menantang dari disiplin ilmu yang lebih luas, yaitu ilmu ekonomi dan ekonomi
pohtik. Perdebatan pemikiran baik dalam perspektif konseptual maupun
implementasinya pun seakan-akan tidak pernah berhenti, seiring dengan denyut nadi

pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga vang tidak kunjung usai bahkan tidak

ISLAM }
pernah akan usai. Perdebatan i 'Q‘%maki terasaﬁ
= O
@ve ' a
i g
%erm’: 8dda reahtanya banyak menemui
- )

kebuntuan di lapangan. %ﬂj%ﬂj@l

Harus diakui, teori-teori pembangunan vyang ada khususnya di awal

perkembangan cabaUlN(MnE&\sjmi[aAl&il pemikiran para
ekonom Barat, yang tentunya tlﬂsel;m_inMi dan budaya Barat. Apa yang

mereka formulasikan alli@NEk&:laAegara yang kondisinya

sesual dengan Barat. Itulah sebabnya mengapa dalam banyak kasus ternyata teori-

gat ketika kerangka konseptual

yang mengikuti kaidah-kaidah 4 tidak lain merupakan replikasi

pembangunan model Barat (w

teori mereka kurang tepat diterapkan begitu saja di negara-negara berkembang. Hal
i mendorong untuk dilakukan studi ulang dan dekonstruksi (pembongkaran)
terhadap paradigma pembangunan dan sekaligus melakukan rekonstruksi bagi
munculnya paradigma baru yang cocok bagi negara-negara berkembang.

Untuk mengantarkan kepada kajian kritis Chapra terhadap ekonomi

pembangunan dan upaya mencari alternatifnya, dalam bab ini akan dibahas tentang
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teori dan gagasan dasar ekonomi pembangunan. Dalam pembahasan pertama akan
dikemukakan definisi dan ruang lingkup ilmu ini, kemudian akar historis
pembangunan, dan pandangan lama serta paradigma baru terhadap pembangunan.
Pembahasan kedua adalah tentang teori pembangunan yang ada, tentunya
tidak semuanya, tetapi akan dipilih beberapa teori utama yang dianggap mewakili.
Dalam hal ini akan dibahas empat teori -teori dasar pembangunan sebagaimana yang

telah dikelompokkan oleh Todaro (1991;1994). Teori itu adalah; teori pembangunan

linier,  leori ertumbulian (mI:;t%r'c%M tep\r ketergantunean  internasional
p g £ £

(dependensia), dan terakhir teo ang revolusi.

A. Gagasan Dasar Ekonomi Pem

1. Definisi dan Ruang L'“gk%ﬂ]%ﬂjwj

Meskipun studi tentang pembangunan ekonomi sudah lama dilakukan, sejak

kaum Merkantilisg)n m*%m lla;l Kﬁs,%mun pada umumnya
lebth dikaitkan hanya dengalngkAaMbaga budaya atau sosial Barat.

Baru pada tahun emM@QNrE&&II Alg Dunia I, para ekonom

mulai mencurahkan perhatiannya pada masalah negara-negara sedang berkembang

(NSB).

Berbagai pandangan para ahli ekonomi mengenai aspek yang berkaitan

dengan masalah pembangunan negara-negara berkembang inilah yang disebut

' Ada banyak sebutan untuk NSB (underdeveloped Countries) seperti negara kurang

berkembang (less developing countries), negara miskin (poor countries), negara sedang berkembang
(developing countries), dan khusus di forum intemasional disebut Dunia Ketiga (The Third World
Countries). Lihat M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan terj. D. Guritno, Jakarta -
Raja Grafindo Persada, 1996, h. 9.
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dengan ilmu ekonomi pembangunan atau lebih dikenal dengan ekonomi
pembangunan.” Ekonomi pembangunan bisa didefinisikan sebagai cabang ilmu
ckonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh NSB dan mencari
cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar negara-negara tersebut dapat
membangun ekonominya lebih cepat lagi.’

Sifatnya yang khas untuk NSB ini sebagaimana juga diungkapkan oleh M.P.

Todaro bahwa ilmu ekonomi pembangunan memang banyak bertolak dan tumbuh

dari berbagai prinsip dan konsep ganggelevan | cabang-cabang ilmu ekonomi

lainnya, baik dalam bentuk stan
Akan tetapi, secara umum hal in idang studi vang berdiri sendin. la

bahkan berkembang pesat bers iden‘ﬁ(g s analitis dan metodologinya

sendiri yang khas. [a adalah ilmu CW’M@;!M Dunia Ketiga yang rata-rata

masih miskin dan terbelakang, yang memiliki aneka orientasi ideologi, latar

belakang budaya d TBIIIMSELkLr§iI ln&n§kompleks, yang
semuanya menuntut suatu pemikiIasl.mnAtA\Au.4

Perdebatan tental@ NEU@ l(ﬂ membahas diskursus

pembangunan adalah karena bermula dari perbedaan paradigma atau sudut pandang

yang berupa ruang, waktu, sekaligus kepentingan yang berbeda pula. Akan tetapi

’Dapat dibedakan antara pengertian pembangunan ekonomi dengan ekonomi pembangunan

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara
untuk  mengembangkan kegiatan ckonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Sedang ekonomi
pembangunan merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah itu serta
menciptakan perkembangan yang diharapkan. Lihat, Sadono Sukirno, Ekeromi dan Pembangunan,
Masalah dan Dasar Kebijaksanaan, Medan : Barto Gorat, 198 1,h Il

' Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, edisi 4, Youyakarta : STIE YKPN,1999, b 6

* Michael P, Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga,edisi 6, jilid 1, terj. Haris
Munandar. Jakarta - Erlanngga, 1998, h.7.
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pada umumnya semuanya berpendapat bahwa kajian pembangunan adalah kajian
tentang perubahan sosial (social change). Everett E. Hagen dalam on the theori of
social change: how economic growth begin (1964) berpendapat bahwa faktor
kekuatan yang paling penting untuk menggerakkan masyarakat NSB dari stagnasi

ckonomi ke arah proses pembangunan ialah perubahan pada tata sosial budayanya .’

Hal 1ni menyebabkan ekonomi pembangunan mempunyai cakupan yang sangat luas.

la tidak hanya mengupas cara-cara alokasi sumber daya produktif langka seefisien-

efistennya mungkin serta kesine@u@mu}uhamya dari waktu ke waktu,
<

p$mgr

ba hwa banyak kegagalan kebijakan

ne-mekanisme ekonomi, sosial,

tetapi juga memberikan perhat

politik, dan kelembagaan. Dan,

=
il
16
tl
y4

pembangunan di NSB yang diset l variabel nonekonomi.® Banyak

penjelasan yang menylmpulkan gva pema aan pembangunan adalah proses

transformasi segal@NlanEthS{nﬁl?ﬂi&ng lain yang lebih
baik. Pembangunan adalah prigﬂ)ﬁMmenjamin adanya konsolidasi
sistem dan membuka TNU@NE SIm ngunan harus ditafsirkan

sebagal perbaikan tata pergaulan secara terus-menerus yang melingkupi seluruh segi

sistem pergaulan. * Untuk itu, pembangunan harus dilihat secara dinamis bukan

sebagai konsep  statis, “Development is not siatic concepl, it is continuosly

* Dikutip dari Sumitro Diojohadikusumo. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori
Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan, Jakarta - LP3ES, 1994, h. 66
“ Lihat, Michael P. Todaro. ep.cit., h. 13,

7 Imanuel Subangun, Dari Saminisme ke Posmodernisme, Yogyakarta - CRI Alocita, 1994,
h. 59.
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. w7 . .
changing”. Hoemardani juga memandang pembangunan sebagai proses

pertumbuhan beberapa indikator bidang kehidupan melalui perubahan struktur

ekonomi dan nonekonomi.”

Di sini jelas bahwa ekonomi pembangunan tidak bisa membatasi dirinya
hanya pada pembahasan di bidang ekonomi saja, tetaps juga masalah politik,

kebudayaan serta keterkaitannya dengan sistem perekonomian internasional.'® Ini

diperlukan untuk mempengaruhi transformasi struktural dan kelembagaan dari

ISLAM \ ,
#kan rentetan ‘ﬁemajuan ckonomi yang benar-

seluruh masyarakat demi mengha

)
benar bermanfaat dan melalui prosg bagi|seluruh masyarakat. '’
Z

2. Akar Historis

% ckonomi pembangunan, perltu
AT
ditelusurt semua yang berhubungan dengannya, dari asal mula masalah ini muncul,

kemudian perkembaU\leMlER&lmgﬂikasi apa yang
ditimbulkan sampai dengan mul:&)LEaAMn paradigma baru. Ini akan

bermanfaat ketika akan le@E@itﬁdi NSB, yang ternyata

tidak begitu saja cocok. Karena di samping heterogenitas NSB begitu besar juga

sering terjadi prinsip-prinsip atau hukum-hukum ekonomi menjadi tidak universal,

*Bintaro Tjokroamidjojo, Teori Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta - Gunung
Agung, 1982 h.l
? Soedjono Hoemardani, Renungan Tentang Pembangunan, Jakarta - CSIS, 1981, h 43
' Arief budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta - Gramedia Pustaka Utama,
1995 h 12
" Michael P. Todaro, ep.cit., h.9.
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vang tidak bisa diterapkan ke semua NSB tanpa perbaikan dan modifikasi di sana
sini. "

Untuk mengetahui sejarah diskursus pembangunan, perlu dilacak dengan
memahami fakta sejarah pascaperang, sebagaimana saat itulah ekonomi
pembangunan mulai mendapat perhatian lebih. Dijelaskan, bahwa diskursus
pembangunan im dimulai adanya dua kepentingan antara negara-negara maju dan

NSB. Negara-negara sedang berkembang vyang baru saja mendapatkan

o ( ISLAM \y .
kemerdekaannya ingin maju mengejar etmggal@ a. Negara-negara maju yang
<

: o , =
terlibat perang dingin, vaitu antarg/blo
16

ngc iwakili oleh Amerika dan blok
Z

Timur yang diwakili oleh Rusia engarph di negara-negara yang baru
s & g

merdeka. Untuk kepentingan itu nbantu NSB dengan berbagai

)

macam bantuan. Kenyataan ini mefnLi)Uat sulit untuk mengatakan bahwa bantuan

negara-negara maju @N IWERﬁ&mﬂn@n Profesor Lyle
W. Shannon mengamati fenotsm ﬁgMa yang dikatakannya dalam

underdeveloped area; I N D O N E S I A

Di tahun-tahun mendatang, pembangunan negara terbelakang akan menjadi
ajung  persaimngun berat antara Amerika Serikat dun Uni Soviet. Negara
terbelakang yang menvimpan kekayaan sumber alam akan dibutuhkan oleh
kekuatan-kekuatan dunia, upalagi jika mercka memiliki lokasi strategi ditinjau
dari sudut militer,”

" Lihat M.P. Todaro. ap.cit. h. 9. la menyatakan bahwa tidak ada dalam ekonomi

pembangunan sesuatu yang pasti, yang ada adalah kecenderungan, sesuatu vang bisa terjadi di negara-
negara maju belum tentu juga terjadi di negara-negara berkembang

" Dikutip dari, M L. Jhingan, op.cit., h_ 4
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Menurut sejarah, kedua seteru ini saling melempar agitasi, provokasi, dan
persuasi agar negara Dunia Ketiga mengikuti salah satu dari paham ideologi mereka,
yaitu antara sosialisme dan kapitalisme. Negara-negara kapitalis berusaha keras agar
paham sosialis tidak menjadi paham yang mendunia. Demikian juga sebaliknya, blok
sosialis dengan gencar melancarkan jargon antikapitalisme. Pada tanggal 20 Januari
1949, presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman menggagas  istilah

keterbelakangan (underdevelopment) yang kemudian dikatakan bahwa dari sinilah

awal mula konsep pembangunan @nbﬁkﬁ%a@ pidatonya ia menyatakan :

Di suatu program baru y
kemajuan ilmu pengetahuc
wilayan-wilayah terbelakan

diakan keuntungan-keuntungan
¢! perbatkan dun pertumbuhan

Berbagar bantuan tekni bilateral ataupun multilateral

langsung dilancarkan. Ini kemudﬁﬁ&m gq;n!engatakan bahwa apa yang telah

dilakukan terhadap@leﬂvEmgillm SSusnya Amerika
Serikat atas tatanan dunia pasch\ﬂal'AbMihat dari sistem Bretton woods

dan program pemuiiharl N}ﬁﬁlﬁggiku an oleh Amerika Serikat.

Dengan Marshall Plan, terciptalah sebuah mekanisme signifikan bagi konstruksi
hegemoni atas sekutu-sekutu Eropa Baratnya. Melalui Organisasi Kerja sama
Ekonomi Eropa (Organization for European Economic Cooperation), terciptalah
scbuah forum bagi koordinasi kebijakan perekonomian nasional antara Amerika
Serikat dan negara-negara penerima bantuan. Hasilnya bukan saja melapangkan jalan

bagi formasi hubungan Atlantik yang kuat, melainkan juga memperluas pencrimaan

" Saeful Arif, Menolak Pembangunanisme, Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 125.
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terhadap kebijakan internasionalis liberal Amerika Serikat pascaperang di kalangan
sekutu-sekutu Eropa-nya. Dalam hal ini berkat Marshall Plan, Amerika Serikat
berhasil mendorong sekutu-sekutunya untuk menerima pandangan dan kebijakan
nilai tukar mata uang yang lebih liberal. Begitulah formasi tempat tatanan ekonomi
dunia terbuka yang akan dibangun sudah ditanamkan antara Amerika Serikat dan
sekutu-sekutunya ketika konsepsi kebijakan bersama dikembangkan di antara

. l 3
negara-negara itu. -

Wacana pembangunan @n'%%g%%ﬁ" m%iadi isu sentral perbincangan

kenegaraan di mana-mana. Amer jadikannya sebagai kebijakan resmi,

yang jelas tujuannya untuk mer engi(;km komunisme di Dunia Ketiga.'

2

aha im tampaknya cukup berhasil,

gagasan pembanguhar) [ hy/bdfgm: s b5 s Gmeea menjadi suary
keyakinan yang tidak boleh 'glﬂk&M Akan tetapi, sayang karena
harapan pembangunan ‘NBO)N EISrI:ﬁhkan masalah di NSB

tidak kunjung menjadi kenyataan. Bahkan diterapkannya ckonomi kapitalis vang

Untuk mensosialisasikan uwan pun dikerahkan untuk

2

il

memberikan  kontribusi  pemikirannya.

cksploitatif semakin banyak melahirkan persoalan baru. Terutama setelah negara-

" Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci Terhadup Pembangunan Duniu Ketiga. terj
Cholish, Yogyakarta - Pustaka Pelajar, 1999, h. 72-73.
' Saeful Arif, ap.cit.. h 125

'" Saat itu teori-teori ilmu sosial mencerminkan kepentingan politik dan ekonomi vang

berbeda. Lihat, Kevin P. Klements, Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan, terj. Endi Harvono,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997 h. 3.
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iegara pemberi bantuan mulai melakukan intervensi kebijakan, yang ternyata Juga
sarat dengan muatan-muatan ideologis. B

Dalam konteks ini dikatakan bahwa hubungan antara negara-negara Dunia
Pertama dan Dunia Ketiga memang sengaja diciptakan. Dunia Ketiga dibeni
pengertian scbagai negara terbelakang, sementara Dunia Pertama diberi label sebagai
negara-negara industri maju. Perbedaan secara ekonomi inilah kemudian terwujud

dalam hubungan tersebut, yakni teknologi dan informasi dari Dunia Pertama dapat

ditransfer ke Dunia Ketiga. Inila}@mlédl‘aﬁ%g%an melahirkan apa yang disebut

g
dengan Furo Sentrism. Apalagh

si pembangunan juga sering

dipaksakan untuk diterapkan di 1 hubungan ini pun tidak bisa

terhindar dari klaim imperialisme.

SAENE

3. Pandangan Lama dan Paradigma Baru

st sk P R AR5 pemban
adalah pembentukan modal. qSkEuﬂsm pembangunan yang dianggap

paling sesuai adalah eki lerasi N konomi dengan mengundang modal
asing dan melakukan mdusrla isast.” Pa aémlg sa gat berorientasi pada

produksi, fokus dan prioritas utamanya adalah pada  growth generating sectors.

“Prioritas kepada pertumbuhan ekonomi dan berbagai unsur penunjangnya yang dikatakan

sebagai inti pembangunan itu sebenarnya merupakan tradisi Barat yang kemudian ditransformasikan ke
tinzkat global. Jan Erik Lame Suanie Ersson, ERenomi Politik Komparatif. Jakarta : RajaGrafindo
Persada, 1994, h. 54.

2 Lihat, Kevin P. Clements, op.cit.. h. 64,

2U Arif Hartono, “Menelusuri Wacana Pembangunan: Mencari Format Pembangunan Khas

Negara Berkembang”, dalam, Jurnal Ekonomi Pembangunan , Volume 4 nomor 1, 1999, h 12
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Dan, mekanisme pasar menjadi tumpuan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan pun selalu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan nyata per kapita

penduduk dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.* Dengan meningkatkan

pendapatan nyata per kapita, diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran,
kemiskinan dan ketimpangan di NSB dapat diselesaikan. Untuk itu, kebijakan yang
dipakai adalah apa yang dikenal dengan “dampak merembes ke bawah” (irickle
down effect). Indikator keberhasilan pembangunan pun semata-mata dilihat dari

meningkatnya pendapatan nasiona ita riil.>* Hal ini dapat dilacak dari

pemikiran-pemikiran awal men

Arthur Lewis, WW. Rostow, Hir&h
L

m
Sebagaimana karya Arthur L%'is > Tlhepry of Feonomic Growth”
-

mencerminkan munculnya teori pertumbuhan ekonomi sebagai

el e

tujuan utama dari setiap kebijakan ekonomi di negara mana pun.”’

Karena u@:N*MER@[@ASW vang paling
divtamakan dan pembangunan |<€ak-may\digkndang sebagai fenomena ekonoms
saja, maka masalah-masalah labﬁg isrm n, pengangguran, dan

IND S

ketimpangan distribusi pendap sering dinomorduakan.”” Ketidakpuasan terhadap

pembangunan pun terjadi di mana-mana. Inilah kemudian yang memberikan

2 Moeljarto Tjokrowinoto, Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogvakarta - Pustaka
Pelajar, 1996, h. 8.
“ BS. Muljana, “Beberapa Pengertian dan Masalah Mengenai Pembangunan Ekonomy

“dalam Hendra Esmara, penyunting, Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan, Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama, 1987, h 348

24 Mudrajat  Kuncoro, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan,

Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1997, h 7.
P Ibid, h. 8.

26

Michael P. Todaro, op.cit., h. 17,



inspirasi terhadap paradigma baru dalam pembangunan.

Pada dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi.
Mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan
ckonomi bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya,
melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan
ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks
perekonomian yang terus berkembang. Secara umum, NSB merasa tidak puas
terhadap apa yang dicapai oleh pembangunan vang terlalu berorientasi GNP.

(b ey

Meskipun GNP telah mengalam wkenal an tet

masyarakat tetap hidup dalam

kemiskinan. Pembangunan tidak st terhadap kemiskinan, justeru

memperlebar jurang antara yang iskin, sehingga melahirkan konsep

garis kemiskinan (poverty line)| down effect yang melekat pada

paradigma pertumbuhan dan dihaya; of() tflﬁlnenyertai pertumbuhan, ternyata

- m‘UNTV%I‘Q SITAS™ ™

produktivitas dan akses yang sama terhada ktor produksi, tidak pernah terjadi.

Kemudian muncul strategi yalble—deAan redistribution with growth. ™
Menurut strategi  ini, M@@m E&J&Abuhan pendapatan per

kapita nasional, tetapi dimasukkan juga indikator-indikator kesejahteraan. * Dalam

hal ini Todaro menckankan tiga nilai dasar pembangunan, yaitu /ife sustenance

‘kemampuan menyediakan kebutuhan dasar), self csteem (kebutuhan untuk

’ Yogesh Atal, “Konfrontasi dan Konsesus: Tinjavan Mengenai Perdebatan™ | dalam, Atal
lan Piens, ed., Kritik Asia Terhadap Pembangunan, terj. Hasan Basari, Jakarta: Y1IS, 1980, h. 159

¥ Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, Yogyakarta = Pustaka
Yelajar dan IDEA, 1998 h. 141.

*” Jan Erik Lane Suante Ersson, ap.cit, h. 6]
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dihargai), dan freedom (bebas dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan,

bukan hanya terhadap orang atau negara melainkan juga terhadap kekuatan yang

30

berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan). Ini menguatkan pendapatnya

yang mengatakan bahwa sistem eckonomi harus diletakkan pada konteks sistem

sosial  (social system) secara keseluruhan. Yaitu, hubungan-hubungan yang saling

terkait antara apa yang disebut faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor

nonekonomi.’’ Sementara Dudley Seers (1973) menunjuk tiga sasaran utama

U)har has been happening 1o

pembangunan dengan mengatakan:

declined from high
development for the coun
huve been growing worse,

gality? If all three of these have
ubt this has been ua period of
e or two these central problems
hree have it would be strange to

call the risult development, 'e 'Jicome doubled ™

Dari fenUnNivEﬁygri ,iu ;& gnbangunan harus

mencerminkan perbaikan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial
secara keseluruhan. Ini tidak !oe mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan
keinginan individual a(lammog -k iﬁ§(l9&ang ada di dalamnya,
untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan vyang lebih baik secara

material dan spiritual.

aa

Michae! P. Todaro, op.cit. . h 19
U rbid, b 14,

*? Dikutip dari Mudrajat Kuncoro, ap.cit., h 10,
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B. Teori Ekonomi Pembangunan

Terdapat banyak teori pembangunan yang telah diformulasikan oleh para
ekonom, sehingga tidak mudah untuk mengelompokkan teori-teori tersebut pada
suatu aliran tertentu. Dalam bab ini hanya akan dijelaskan empat teori (mengikuti
pengelompokan yang dilakukan oleh Michael P. Todaro) yang dianggap dominan
dan representatif, yaitu : (1) teori pertumbuhan linier, (2) teori perubahan

struktural, (3) teori revolusi ketergantungan internasional (dependensia), dan (4)

teori Neo-Klasik.

Di antara pengelompoka

dalam dua kategon besar, yaitus

dilakukan oleh Todaro ini tema%f%jﬂ@’\a, yaitu berdasarkan kronologi
JU ) »e ; t 12 ;

waktu.

Pada dasa"u M‘I-MER&I&A&UH&{ memandang
proses pembangunan sebagai IsslwamMpenumbuhan ekonomi yang

berurutan, vyang pasti Nngl NEt cgara yang menjalankan
INDONESI

pembangunan (teori pertumbuhan linier). Mereka meyoroti pembangunan sebagai
paduan dan kuantitas tabungan nasional, penanaman modal, dan bantuan asing.
Semuanya 1tu harus diupayakan oleh NSB agar dapat melewati jalur-jalur
pertumbuhan ekonomi modern, yang menurut sejarahnya telah dilalui oleh negara-
negara maju. Pembangunan selalu identik dengan pertumbuhan ekonomi agregat

secara cepat.

Y'Saeful Arif, op.cit.. h. 99,



Pada dasawarsa 1970-an, pertumbuhan linier ini tergusur oleh dua aliran
pemikiran ekonomi (yang sesungguhnya lebih berbau ideologis daripada akademis).
Aliran pertama adalah yang “menitikberatkan” pada teori dan pola perubahan
struktural. la menggunakan teori-teori ekonomi modern dan analisis statistik guna
melukiskan proses struktural internal yang harus dialami oleh negara-negara
berkembang agar mampu menciptakan dan mempertahankan pertumbuhan

ckonominya yang cepat. Aliran yang kedua, revolusi ketergantungan internasional.

Aliran ini bersifat radikal dda, f(%li'hAGé\rou}tasi politik. Ia memandang

J
keterbelakangan NSB sebagai ak %t &; o n kekuasaan internasional yang
16

idak adil, yang dalam praktikny guga tu s%men-segmen domestik tertentu.

renyusun kebijakan baru untuk

2erhatian utama teort ini ditujuka

Az ([
" ool ionl e/ I «yang I
nenghapuskan kemiskinan secara total, menyediakan kesempatan kerja yang lebih

yervariasi, dan me@N I(W)Eﬂ@liﬁﬁt&?"ujuan tersebut
1anya bisa dicapai dalam suatl&Sr‘e_ks NM’ekonomian yang sehat dan

rerkembang pesat. Teoril Nﬁwwegllbu n linter dan perubahan

itruktural.



Sepanjang dasawarsa 1980-an, yang paling menonjol adalah pendekatan
yang keempat, kontrarevolusi Neo-Klasik. Pendekatan ini menekankan pada peranan
menguntungkan yang dimainkan oleh pasar-pasar bebas, perekonomian terbuka, dan
swastanisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah atau negara yang kebanyakan
tidak efisien dan boros. Menurut teori ini, kegagalan pembangunan tidak disebabkan
oleh kekuatan-kekuatan eksternal ataupun internal sebagaimana diyakini oleh para

tokoh teoresi ketergantungan, tetapi diakibatkan oleh terlalu banyak campur tangan

dan regulasi pemerintah dalam plrekdmomtah nasidnal.  *  Berikut ini adalah

A

pembahasan teori-teori di atas.

1. Teori pertumbuhan linier.

UNIVERSITA
VISINOAN

Teori pembangunan linief- kiran yang memandang proses

: . 2L
pembangunan sebagai suatu seri urutan

tahap-tahap yang harus dilalui oleh seluruh

negara. Aliran ini @N*M&Rn&liq;%ntara tabungan,
penanaman modal, dan bantuan ISI@r ﬂlMara yang sedang membangun
dapat berjalan menelusull N[m N]E ggl wrut sejarahnya telah

dilalui oleh negara-negara maju® Model pertumbuban  ini mendominasi

perkembangan teori pembangunan sejak pertama kali dikemukakan oleh Adam

Smith dan mengalami kejayaannya dengan lahimya teori pertumbuhan yang

“Michael P. Todaro. Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga, Edisi Keenam, Buku 1. terj
Haris Munandar, Jakarta : Erlangga, 1998 h. 83.

“Masykur Wiratmo, Ekonomi Pembangunan, Ikhtisar Teori, Masalah dan Kebijakan,
Yogyakarta : MW. Mandala, 1992, h. 85.
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dikemukakan oleh Rostow. Adapun yang akan diuraikan di sini adalah teori Adam
Smith, Karl Marx, dan Rostow.
a. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang
berurutan, vyaitu dimulai dari masa perburuan, masa berternak, masa bercocok
tunam, masa perdagangan, dan terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori

ini masyarakat akan bergerak dagi radisional ke masyarakat modern

yang kapitalis. Dalam proses ckonomi akan semakin terpacu

dengan adanya sistem pembagi rupakan titik sentral pembahasan

dalam teori Adam Smith*® proses produksi akan dapat

meningkatkan keterampilan teﬁé@éﬁM@jendomng ditemukannya alat-alat

atau mesin-mesin baru, dan akhimya dapat mempercepat dan meningkatkan

s UNIVERSITAS

Untuk menjalankan Iéh@Mrja terlebth dahulu harus ada
akumulusi modal yangl MQQME&LAm Smith menganggap

akumulasi modal sebagai syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Dengan
demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan

manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal.™ Dalam hal ini Adam

Smith mengasumsikan hanya para tuan tanah dan pengusaha yang mampu

" Mudrajat Kuncoro, ep.cit._ h. 38.
" Irawan dan M. Suparmoko, Ekonomi Pembangunan, edisi 5, Yogyakarta | BPFE, 1992,

h 16
*M_L. Jhingan, op.cit, h 102
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melakukan aktivitas menabung, untuk kemudian modal tersebut diinvestasikan ke
sektor riil. Secara implisit, Adam Smith menyatakan bahwa gaji pekerja demikian
kecilnya, sementara laba pengusaha demikian besarnya, sehingga mampu
mengakumulasikan modalnya. Artinya, dalam sistem ekonomi kapitalis posisi tawar
menawar (bargaining position) pekerja terhadap pengusaha relatif sangat kecil. Jika
int benar, konsekuensinya adalah terjadi eksploitasi para pengusaha terhadap

pekerja. Asumsi ini menunjukkan ketidakadilan dan kekejaman teort Adam Smith

dengan sistem ekonomi kapltallsr( FSLAM

el’%l

hastl| produkst, sehingga perdagangan

\

IN

Di samping itu Adam %m kberatkan pada /uas pasar. Pasar

R

harus seluas-luasnya agar dapat

mternasional menartk perhatian an perdagangan internasional itu

menambah {uasnya pasar. Pasar t%ﬁ%ﬂaﬂ@lam negen dan pasar luar negeri.
Menurutnya, poteti) erwgﬁgrrfﬂglka setiap warga
masyarakat diberi kebebasan seluas-luasn a untuk melakukan pertukaran dan
melakukan kegiatan ekonom1 $ men orong pertumbuhan ekonomi perlu
dilakukan pembenahan I NQnQNcE&lAn undang-undang yang
menjadi penghambat kebebasan berusaha, dan kegiatan ekonomi, baik di dalam
maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Adam Smith merupakan penganjur
laissez faire dan free trade.”” Kebijakan ini didasarkan pada asumsi yang tidak
realistis tentang persaingun sempurna. Kebijakan pasar bebas dari persaingan

sempurna imi tidak ditemukan dalam perekonomian mana pun. Sejumiah pembatasan

* Mudrajat Kuncoro, ep.cit. h. 41

* Lincolin Arsyad, ep.cit., h. 50.
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malahan dikenakan pada sektor perseorangan (misalnya, larangan monopoli) dan
pada perdagangan internasional (misainya, adanya proteksi) pada setiap negara di
dunia. Penetapan asumsi yang tidak realistis ini adalah salah satu kelemahan teori
Pembangunan versi Adam Smith.*'

Menurut Adam Smith, sekali pertumbuhan itu dimulai maka ia akan bersifat
kumulatif. Artinya bila ada pasar yang cukup dan ada akumulasi modal, pembagian

kerja akan terjadi dan ini akan menaikkan GNP yang selanjutnya juga menaikkan

jumlah penduduk. Penduduk tidal¢'Saja sierpakan hasar karena pendapatannya yang
< Z

er tabungan. Jadi, spesialisasi yang

lebih besar itu juga akan mer

u_%ak
0
semakin besar membutuhkan pas is dan dorongan untuk membuat

alat-alat baru makin bertamba

natknya produktivitas akan

mengakibatkan tingkat upah nanfﬁf&ﬁj%}aﬂ@]asx modal. Akan tetapi, karena

sumber daya alaUNIW ﬁagllr&rgﬁ\ menurun karena
berlakunya hukum pertambahal-\gsll_yanésermberkurang. Pada tingkat inilah

perkembangan mengalami kemacetan atau berhenti yang sering disebut dengan

keaduan stasioner.” Aslm Qansc; t!adaLglas%Je int dinifai tidak realistis,

karena pembangunan terjadi tidak secara teratur, dan tidak seragam serta tetap.*’

b. Teori Pembangunan Marx

Karl Marx membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu

dart feodalisme, kapitalisme, kemudian sosialisme. Evolusi ini akan sejalan dengan

! Ibid., h.58
*lrawan dan M. Suparmoko, ep.cit., h 17

*'M_L.. Jhingan, op.cit., h. 107
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proses pembangunan yang dilaksanakan. Dalam masyarakat feodalisme,
perekonomiannya masih bersifat tradisional. Dalam masyarakat kapitalisme terjadt
perkembangan teknologi yang menyebabkan pergeseran di sektor ekonomi dan
agraris-feodal beralih ke industri yang kapitalis. Baik dalam masyarakat feodalisme
maupun kapitalisme, pemilik modal (tuan tanah atau pengusaha) merupakan pihak
yang memiliki tingkat posisi tawar-menawar relatif tertinggi terhadap pihak lain,
khususnya buruh. Dari sinilah Marx memulai analisisnya tentang teori pertentangan

kelus, nilai lebih (surpius value), dan akumulasi modal, yang semuanya dilakukan

untuk mengkritik kapitalisme. / ISLAM
%) -

Analisis Marx im dimul a%l kelas dalam masyarakat, yaitu

kelas pemilik modal dan kelas tida au buruh (proletar) yang sering

terjadi  konflik kepentingan, im ladanya pertentangan kelas atau

perjuangan kelus. Menurut penga dr-seluruh dunia ini di sepanjang

sejarah, kelas vyang lebih bawa ‘ ’érils ha untuk membebaskan dan

meningkatkan status SN R)gmi arx meramalkan
bahwa kaum prolkr) yan:gr Yﬁa a byruh aka§:mgk1t melawan
kesewenang-wenangan kaum $< A kan menghancurkan kelas yang
berkuasa.**  Untuk menlN;D@N&r&er pemilik modal, Marx
menggunakan analisis teori nilai lebih (surplus value). Adanya nilai lebih dalam
hubungan antara pemilik modal dan buruh ditunjukkan adanya pemberian upah
kepada buruh yang jauh lebih kecil daripada produktivitas yang disumbangkan.

Selisth antara nilai produktivitas dan tenaga buruh inilah yang disebut nilai lebih,

yang nantinya digunakan oleh pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal.

' Deliarnov. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, edisi revisi, Jakarta : RajaGrafindo
Persada, 1997, h 67.
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Para pemilik modal melakukan akumulasi modal dari nilai lebih. Maka
dalam usaha memaksimalkan modal ini mereka tidak segan-segan mengeksploitasi
pekerja atau buruh, baik dengan cara menurunkan upah maupun menaikkan
produktivitas. Karena agak riskan untuk menurunkan upah, biasanya mereka
memilih cara kedua dengan jalan investasi khususnya pada barang modal yang padat

kapital.® Konsekuensinya mereka akan menurunkan penggunaan tenaga buruh

diganti dengan tenaga-tenaga mesin yang lebih produktif dan efisien. Akibatnya akan

terjadi pengangguran besar-besaran, daya beli masyarakat rendah, dan usaha-usaha

kecil berguguran.* Dan, mulaila @palﬂnftﬁfbba
g Z

akan terjadi konflik antarkelas kepada revolusi sosial yang

crisis kapitalisme. Saat itu juga

dilakukan oleh para buruh. Re mbawa perubahan-perubahan

revolusioner di segala bidang. Ak gulasi m sistem kapitalis akan diganti

dengan pemerataan kesempatan,‘.‘f%p@iﬁj"’“ J@fjer daya, individualis dalam
J/Ll ) el e .

T Lo -1 47
masyarakat kapitalis akan berubah menjadi sosialis.

Teori-teori @NJaMER&ImA&iSwm kapitalis.
la menunjukkan bahwa tahap ;Ie@ih&nAdM semulus vang diperkirakan
sebelumnya. Untuk menczleeBr@NEsSlIb‘ ahulu harus melewati

tahap depresi ekonomi akibat kapitalisme yang merajalela tanpa kendali. Teori Marx
tentang depresi inilah yang akhimya justeru memperkuat argumentasi Keynes yang

merekomendasikan peningkatan peran pemerintah bagi upaya mengatasi depresi

" Baik cara pertama atau kedua sama besarnya pengaruhnya terhadap terjadinya konflik dan
pertentangan kelas dalam masyarakat.
* Menurut Marx sebab utama krisis ekonomi adalah kemiskinan dan terbatasnya daya beli

orang banyak. Krisis ini nampak dalam bentuk melimpahnya hasil produksi barang, sulitnya menemukan
pasar, jatuhnya harga, dan turunnya produksi secara tajam maka pengangguran meningkat, upah buruh
dipotong terus menerus, fasilitas kredit hancur dan buruh kecil menjadi binasa. M_L. Jhingan, op.cit., h.
150

*” Mudrajat Kuncoro, op.cit, h 42
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ekonomi yang ada.* Meskipun demikian, teori-teori Marx juga penuh dengan kritik

dan kecaman dar berbagair pihak. Sebagai teori pembangunan, ekonomi Marxisme

telah gagal.* Bahkan ia tidak lebih baik daripada kapitalisme yang eksploitatif

c. Teori Pertumbuhan Rostow
Walt Whitman Rostow, seorang ahli s¢jarah ekonomi dari Amerika Serikat
pada dekade 1950 dan 1960-an telah banyak mempengaruhi pandangan dan

perspektif para ahli ekonomi mengenahi strategi pembangunan yang harus

dilakukan. Teorinya (7he Stagey” of |Ecoporpc mowth, 1960) didasarkan pada

7)) -

g 4N Z o
h 001@ negara-negara maju dari abad
0)

%GStOW memformulasikan pola

pengalaman pembangunan vang t

pertengahan hingga abad mode

V4 : :
pembangunan vang ada menjadj5taha lusi dari suatu pembangunan

ckonomi yang dilakukan oleh nega%ﬁéﬂé@&

Rostow 1®NIWERjglmgelaskan proses
perkembangan ekonomi. la mergatan ad yfﬂnxtahap pertumbuhan ekonomi

yaitu : (1) masvarakat tradisional, (2) prasiarat untuk tinggal landas, (3) tinggal

landas, (4) dewasa (malur!ty”anq )%a kongnsismalssaé

Pertama, tahap masyarakat tradisional cenderung bersifat subsisten.

Pemanfaatan teknologi dalam sistem produkst masih sangat terbatas Dalam

® Ibid. h. 44,
M L. Jhingan, ep.cit. h 153
30 Mudrajat Kuncoro, op.cit., h. 45,

*' ML Jhingan, op.cit. h 179-188.
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perekonomian ini sektor pertanian memegang peranan penting. Kedua, tahap
prakondisi tinggal landas adalah proses transisi dari masyarakat agraris menuju
masyarakat industri. Sektor industri mulai berkembang di samping sektor pertanian
yang masih memegang peranan penting dalam perekonomian. Tahap ini merupakan
tahap yang menentukan bagi persiapan menuju tahap-tahap pembangunan
berikutnya, yaitu tahap tinggal landas. Tahap ini juga merupakan tonggak dimulainya

industrialisasi, yang ditandai dengan munculnya industri-industri, perkembangan

teknologi, lembaga-lembaga keu@ahsﬁeﬁﬂ/\sel}a ai penggerak dana masyarakat,
Z

serta investasi besar-besaran tc ng manufaktur. Keriga, tahap

tinggal  landas merupakan t

pembangunan bagi masyarakat. ihi terjadi perubahan yang drastis

‘:v“ép ':" "“f‘ ’: e "k f
dalam masyarakat seperti revolu%aiﬁl:iﬂrt‘gjmya kemajuan yang pesat dalam
inovasi, atau beruUNWﬁﬁ gjl ?ﬂ@at dari perubahan-

perubahan tersebut secara terltsatan teEivaasi-inovasi dan peningkatan

investasi. Investasi yani Nakin tinigN éngimp:ercepat laju pertumbuhan

pendapatan  nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan
demikian, tingkat pendapatan per kapita semakin besar. Keemput, tahap menuju
kedewasaan ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi modern terhadap
sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini merupakan tahapan jangka panjang yaitu
produksi dilakukan secara swadaya. Tahapan ini juga ditandai dengan munculnya
beberapa sektor penting yang baru. Pada saat negara berada pada tahap kedewasaan

teknologi, terhadap tiga perubahan penting yang terjadi : (1) tenaga kerja berubah



51

dari tidak terdidik menjadi terdidik, (2) perubahan watak pengusaha dari pekerja
keras dan kasar berubah menjadi manajer yang efisien, yang halus dan sopan, (3)
masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan lebih jauh.
Kelima, tahap konsumsi massa tinggi merupakan akhir dari tahapan pembangunan
Rostow. Tahap ini ditandai dengan terjadinya migrasi besar-besaran dari masyarakat
pusat perkotaan ke pinggiran kota. Pada fase ini terjadi perubahan orientasi dari

pendekatan penawaran (supply side) menuju ke pendekatan permintaan (demand

side). Sementara itu juga teﬁad@erlg%&ﬁﬁ/‘pepl ku ekonomi yang semula lebih
Z

banyak menitikberatkan pada si onsumsi. Ada 3 kecenderungan

yang ditempuh oleh negara yang mﬁnga ini,> (1) memperbesar kekuasaan

dan pengaruh ke luar negeri d

A ([
: )y -
terhadap bangsa lain, (2) menmpfékan negara

cara mengusahakar@NlMERpSzlngl A\&)ih merata melalui
sistem pajak progresif, (3) me'gzltk_aanlasyarakat melebihi kebutuhan

pokok (sandang, panga N beNE 1ppula barang-barang konsumsi
IND SIA

tahan lama dan barang-barang mewah.

escjahteraan (welfare state) dengan

Beberapa kritik yang muncul terhadap teori Rostow im antara lain berkaitan
dengan adanya tumpang tindih tahapan, periode (jangka waktu) tahap tinggal landas
vang meragukan, adanya masyarakat yang tidak melalui tahap tradisional, seperti
Amerika dan Australia merupakan “temuan” benua orang-orang Eropa vang

langsung menginjak tahap kedua.>*

** Lincolin Arsyad, op.cit., h. 54,
“Ibid., h. 54.
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Simon Kuznets (1989) mempertanyakan, bagaimana mungkin suatu desain
sederhana dapat menjadi suatu rangkuman deskriptif atau klasifikasi analitik dari
suatu perubahan historis yang beragam dan bervariasi? Kuznets menjelaskan
kemiripan dan perbedaan antara teori Rostow dengan Marx, dan pengaruhnya dari
pemikiran kapitahs Adam Smith. Beberapa kesamaannya adalah, pertama kedua-
duanya telah mencoba menginterpretasikan evolusi sosial khususnya di sektor

ekonomi. Keduu, sama-sama mengeksplorasi permasalahan dan konsekuensi dari

pembangunan sosial yang di sama-sama menyadan bahwa
perubahan sistem ekonomi pa mefupakan konsekuensi logis dari

perubahan yang terjadi di bidan an, dan sosial. Sementara di sisi

lain, perubahan sistem ekonomi

- o a ([(AC ([
kondist budaya, dan sosial mmmwm perbedaannya, pertama, Marx

memandang bahwuNirWE RaSoInqekﬁSnemi]iki berbagai
dimensi kebutuhan dan ekonor'gmiﬁa“ostow mempersempit dimensi

manu..a menjadi satu, yaitu seba:rai homo econmnicgs: Sampai di sini Rostow sudah

uga terhadap kehidupan politik,

A

terpengaruh dengan pemluan a;%s Ada%mith. Meskipun demikian, Rostow
sadar bahwa perubahan ekonomi yang sangat besar harus dipandang sebagali
konsekuensi dan perubahan motif dan inspirasi dimensi nonekonomi dan manusia.
Kedua, Marx mendasarkan teorinya pada sistem konflik antarkelas masyarakat,
eksploitasi satu kelompok manusia terhadap kelompok yang lain, dan adanva

tekanan-tekanan semacam itu yang melekat pada sistem kapitalis. Sementara itu,

Rostow lebih implisit dalam memandang interaksi kelas masyarakat dalam sistem
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kapitalis, mengingat Rostow sendin adalah ekonom yang berkiblat pada kapitalis.
Ketiga, Marx mengasumsikan bahwa keputusan yang diambil oleh masyarakat
semata-mata hanyalah fungsi dari siapa pemilik sumberdaya. Artinya, perubahan
ekonom: hanyalah merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh perubahan motif
dan inspirasi eckonomi kelas masyarakat penguasa sumber daya saja. Rostow
memandang bahwa perubahn ekonomi pada dasarnya merupakan konsekuensi logis

dar1 perubahan motif dan inspirasi nonekonomi yang terjadi pada seluruh lapisan

\
7
>
<
J

masyarakat.>*

2. Teori Perubahan Struktural

Teori ini memusatka

NIVERSITAS

epada suatu mekanisme yang

ISENOANN

memungkinkan perekonromian N§SBme kan struktur perekonomiannya

yang cenderung ke pertanian tra

yang lebih moderrt:l)rN'W E% SUItﬂlﬂnﬁs;g)koh yang terkenal
dalam aliran ini adaiah W. Ani:SeﬁdeKuMel teoretisnya tentang “ surplus

tenaga kerja dua Sektoi,No fectoor wgl@ ilan Hollis B. Chenery dengan

analisis empirisnya tentang “pola-pola pembangunan” (patterns of developrent).””
Menurut Lewis, perekonomian di NSB terdin dan dua sektor, yaitu : (1)

sektor tradisional atau sekfor pedesaan subsisten yang berlebihan penduduk dan

ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol. Lewis

menyebutnya ini sebagai kondisi surplus tenaga kerja (labor surplus) sebagai suatu

54Mudrajad kuncoro, ep.cit, h 49-50
** Michael P. Todaro, op.cit., h. 89.
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fakta bahwa sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian dan
sektor itu tidak akan kehilangan outputnya sedikit pun, (2) sektor industri perkotaan
modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan
tenaga kerja yang ditransfer sedikit dem: sedikit dari sektor subsisten. Im akan
meningkatkan owtput produksi. Dengan demikian, industri perkotaan tetap
menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk pedesaan dengan jalan urbanisasi.

Kondisi ini akan dikuti dengan naiknya investasian akumulasi kapital di sektor

industri, dengan asumsi bahwa ‘r@alsm”/ ng berkecimpung dalam sektor

- . z
modern tersebut bersedia menanarﬁ(_ an¢1 s

akan mendorong pertumbuhan dan pekerjaan yang lebih banyak.

h keuntungannya.>® Schingga,

Teori Lewis ini banyak|di enalafumsi -asumst dasarnya banyak

tidak relevan dengan NSB. l’erlamd/ﬁtlr{mﬂ t:%[katnya lapangan pekerjaan yang

sebanding dengan @NIVER@‘T ﬂasemikian, karena
keuntungan yang ada direinveitST untﬁ pRLAtan penunjang produksi yang
bersifat menghemat tenﬁ fi fla:T)r sgagdlan lebth canggih daripada

secbelumnya. Selain itu, teort ini juga tidak menjamin bahwa keuntungan akan

dikinm ke luar negeri, sehingga menciptakan “pelarian modal™ (capnal flight)
berupa penambahan rekening deposito di bank-bank Barat. Fenomena ini
menunjukkan, meskipun akumulasi kapital mengalami peningkatan, namun tidak
mempengaruhi jumlah pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Walaupun

Jjumiah GNP secara keseluruhan memang meningkat, namun kemungkinan besar

* Ibid.. h 90
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peningkatan kesejahteraan sosial agregat (misalnya, peningkatan upah buruh dan

perluasan lapangan kerja) sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali. 7 Kedua,

asumsi tentang surplus tenaga kerja di pedesaan tidak sesuai dengan kenyataan di
NSB. Yang terjadi adalah sebaliknya, di kota mengalami surplus tenaga kerja,
sehingga banyak pengangguran sedangkan di desa malah kekurangan tenaga kerja.
Ketigu, pasar tenaga kerja akan menjamin tingkat upah berada pada tingkat yang

tetap sampai penawaran tenaga kerja mengalami penurunan. Kenyataan

menunjukkan bahwa di NSB tengsh |§éeéh&é\'u@n peningkatan nilai upah secara

A‘%

ernpakan sumber utama peningkatan
0

terus-menerus baik di desa maul;&n

l%nu
y4

ya serikat pekerja dan tuntutan

penetapan upah minimum yang

-

S
Chenery dalam analisis ‘]3’ angunan (patterns of development
analysis) memfok@N{WrERﬂSrlﬁFﬁaSproses perubahan

ekonomi, industri, dan ininSIdiri Aemnan NSB yang mengalam:
transformasi dari pemiwﬁlﬁ N&Er'silxsta la menyatakan bahwa

sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan

58

1fu.

bergeser dan yang semula mengandalkan sektor pertanian ke sektor industri. Untuk
tujuan 1tu peningkatan tabungan dan investasi merupakan syarat yang harus

dipenuhi, tetapi tidak akan memadai jika harus berdiri sendiri.”” Pola ini juga

7 Bandingkan fenomena ini dengan pendekatan trickle down effect dalam pembangunan yang
mengalami kegagalan

* Mudrajat Kuncoro, op.cit., h. 55-57. Lihat , teori Lewis mengenai penawaran buruh yang
tidak terbatas, dalam M L. Jhingan, ap.cit., h. 197- 207,

* Berbeda dengan model Lewis dan pandangan dualisme tentang pembangunan
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mensyaratkan bahwa selain akumulasi modal diperlukan juga suatu rangkaian
perubahan yang saling berkaitan dalam struktur perekonomian negara yang
bersangkutan demi terselenggaranya transisi dari sistem ekonomi tradisional ke
sistem ekonomi modern. Perubahan-perubahan yang bersifat struktural ini
melibatkan seluruh fungsi ekonomi termasuk trasformasi penduduk dan perubahan
komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional dan sumber daya, serta

perubahan dalam faktor-faktor sosio-ckonomi seperti proses urbanisasi,

pertumbuhan, dan distribusi pendy@uk FSL AM

3. Teori Ketergantungan Intern t%nsia)

Teon ketergantungan pangkan di Amerika Latin pada

tahun 1960-an. Menurut para ferbelakangan (underdeveloped)

negara-negara Amerika Latin t a/tj;llasyarakat prakapitalis tersebut

“tergabung” (:’ncor@:N IWE@ Snl)rﬁl‘dﬁ gitalis‘61 Teori ini
kemudian tidak hanya berkem'SIi_Aﬂ(Mn saja, tetapt juga meluas di
kalangan para intelektu1lW6N*EK§I,K int tampaknya karena

tidak kunjung terwujudnya prediksi pertumbuhan ekonomi bertahap linier dan
perubahan struktural. Pada intinya model-model ketergantungan internasional ini

memandang negara-negara Dunia Ketiga sebagai korban kekakuan aneka faktor

* Ini karena teori ini mengasumsikan bahwa transformasi struktural yang terjadi di NSB

dipengaruhi oleh faktor intern dan eksteren. Mengenai perdagangan atau kerjasama internasional dalam
konteks pembangunan ada pendapat lain yang sangat pesimistis dari pemikiran ketergantungan
internasional. Ini akan dibahas setelah ini.

" Thee Kian Wie, “ Pendekatan Dependencia Dalam Sejarah Perekonomian: Suatu Kritik™,

dalam Hendra Esmara, penyunting, Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan, Jakaria -
Gramedia Pustaka Utama, 1987, h. 297.
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kelembagaan, politik, dan ekonomi, baik itu yang berskala domestik maupun
internasional. Mereka semua telah terjebak ke dalam perangkap ketergantungan
(dependence) dan dominasi (dominance) negara-negara kaya. Pendekatan ini
sebenarnya terpecah menjadi sejumlah besar aliran, tetapi kesemuanya dapat
digolongkan ke dalam tiga aliran pemikiran besar atau induk: model ketergantungan
neokolonial (neocolonial dependence model), model paradigma palsu (false

paradigma model), dan tesis pembangunan dualistik (dualistic development

thesis) (0, 'SLAM N

Model ketergantungan (s¢cara tidak langsung adalah

pengembangan pemikiran kaum menghubungkan keberadaan

Duma Ketiga kepada evolusi sejarah-h
)V

4

seimbang antara negara-negara kaya

asional yang sama sekali tidak

e

engan negara-negara miskin dalam suatu
sistem  kapitalis I@MMEIRSSE";F\Aasya dan miskin
digambarkan sebagai hubungan lfsslﬂyﬁwidak berimbang, antara pusat
(center, core) yang terle'DgorNEa'sTnﬁinggiran (periphery),

yakni kelompok NSB. Kemtskinan dan keterbelakangan yang terjadi di NSB adalah
tidak lepas dari pengaruh eksternal yang sengaja dicita-citakan, yaitu berupa
kebijakan-kebijakan kelompok negara-negara industri kapitalis yang disebarluaskan

melalui kelompok-kelompok domestik kecil elit yang berkuasa di semua NSB.*

Bantuan-bantuan yang diberikan melalut badan-badan dunia seperti Bank Dunia dan

°* Michael P. Todaro, ep.cit.. h. 97.

' Seperti para tuan tanah, pengusaha, penguasa militer, saudagar, pejabat pemerintah, dan

pimpinan serikat buruh.
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IMF adalah tidak lepas dari vested of interest, dan menyebabkan semakin
meningkatnya ketergantungan. Meskipun bantuan itu menggunakan persyaratan-
persyaratan lunak, namun IMF tetap memberikan rambu-rambu yang ujung-ujungnya
menguntungkan pihak negara-negara kapitalis di balik layar.**

Untuk itu menurut para penganjur kebijakan ini perjuangan revolusioner,

paling tidak berupa serangkaian restrukturisasi mendasar atas sistem kapitalis dunia,

mutlak perlu dilakukan dalam rangka membebaskan ketergantungan NSB dari

pengendalian ekonomi, baik SCC??I_SWwPUH tidak  langsung, yang
7

dilakukan oleh Dunia Pertama grang ibantuZoleh antek-anteknya, yakni para
= O

afarinya yang bersifat revolusioner

kelompok elit domestik peninli@.(’
Z

terhadap tindakan eksploitasi ole

disebut sebagai pendekatan radik an dengan teori Marxis. * Paul

Baran mengatakan bahwa negafd’fy!mgt:; Ketiga sudah terjebak dalam
perangkap sistem UNrdVEﬁtg(rdrh ,&Sgl untuk mencapai

kemajuan. Hanya suatu revolusi bisa membuka jalan ke arah masa depan yang lebih
baik. Seorang pakar dalam ganl ifaff dépendensia, Gunder Frank juga
menyatakan bahwa jikal NE gtliﬂan maka akan terjadi
keterbelakangan yang berkelanjutan (further development of underdevelopment).
Satu-satunya jalan keluar ialah aksi politik dengan melakukan revolusi yang

. T . 67
bersendikan sosialisme revolusioner.

' Saeful Arif, op.cit, h 137
* Michael P Todaro, ep.cit., h 98

“ Lihat, Bruce Herrkk dan Charles P. Kindleberger, Economic Development, fourth edition,
Singapore : McGraw Hill, 1984, h 54

*"Sumitro Djojohadikusumo, op.cit., h. 85-87.
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Aliran kedua dari teori ketergantungan internasional adalah model
paradigma palsu (false paradigm model). Model ini relatif tidak begitu radikal, ia
menghubungkan keterbelakangan NSB dengan kesalahan dan ketidaktepatan saran
yang diberikan oleh para pengamat atau pakar internasional yang bernaung di bawah
lembaga-lembaga bantuan negara maju dan organisasi-organisasi donor
multinasional. Kebijakan-kebijakan yang ditawarkan sering tidak tepat guna, karena

tidak memperhatikan faktor-faktor historis yang ada di NSB. Di samping itu,

menurut argumen paradigma palsﬁpil%lmA%nd% lawan, para pemimpin serikat

pekerja, para ekonom, dan para pejatﬁt d&dad umnya mendapat pendidikan

dan pelatthan Barat. Seringkali tgpa

z
konsep-konsep asing yang serba h ya tidak cocok diterapkan di

eka terlalu banyak menelan

negaranya. Akibatnya, tidak bisa mﬁ&Msa -masalah pembangunan, tetapi

justeru menjadi pem@ NachaE R sliﬁlaﬁnsmtcm kebijakan
elitis serta struktur kelembagaan ylzgfl:iuﬂ Mnbang o8
Adapun analisis INE}G(N Elg'l te&dap keterbelakangan

NSB didasarkan pada 4 elemen kunci. Pertama, adanya elemen “superior” dan
“inferior” yang hadir bersamaan (koeksistensi) di setiap tempat dan konteks yang

sama. Inilah hakikat konsep dualisme.*’ Kedua, koeksistensi tersebut bukanlah suatu

hal yang bersifat sementara atau transisional, melainkan sesuatu yang bersifat baku,

permanen atau kronis. Sehingga, tidak mungkin terkikis secara otomatis seiring

“* Michaei P Todaro, op.cit. h 100

“’ Contoh penerapan konsep dualisme bisa dilihat dalam pemikiran Lewis tentang koeksistensi

metode-metode produksi modern di kota dan metode tradisional di desa.
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dengan berlalunya waktu. Artinya, elemen superior memiliki kekuatan untuk
mempertahankan superioritasnya, sedangkan elemen yang inferior tidaklah mudah
untuk meningkatkan posisinya. Dalam kalimat lain, koeksistensi internasional
bukanlah hanya merupakan suatu fenomena sejarah yang akan membaik dengan
sendirinya bila saatnya sudah tiba. Ini membantah teori pertumbuhan ekonomi
bertahap dan model perubahan struktural. Ketiga, kadar superioritas serta inferioritas

dari masing-masing elemen akan terus meningkat sehingga memperlebar

kesenjangan. Keempat, hubungan( téﬁLd?eﬁ'ﬁ:n\penor dan inferior sama sekali

ﬁe @ 81 emen-elemen inferior. Dengan

demikian, apa yang disebut prms:ﬁper n kml awah (trickle down effect) sulit

tidak memberi manfaat untuk

diterima. Karena, kenyataannya iperior justeru memanfaatkan,

memanipulasi dan mengeksploitasi

s unfr) AR A i v s
menolak penekanan-penekanarl S\Isls ﬂiModel-model ekonomi Barat
tradisional yang dirancaiNW;E)grlb an GNP sebagai tujuan

utama pembangunan. Mereka mempertanyakan kebenaran model-model modernisasi
dua sektor dan model-model industrialisasi secara kilat seperti yang diajukan Lewis,
dan pendapat Chenery dan para tokoh lainnya tentang adanya keteraturan pola
pembangunan yang seharusnya diikuti oleh sebagian besar negara-negara miskin.
Mereka pun menekankan dilakukannya reformasi ekonomi, politik, dan

kelembagaan secara mendasar baik di masing-masing negara berkembang itu sendiri

" Ibid. h. 101
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maupun sistem internasional secara keseluruhan. Bahkan secara ekstrem mereka
menyerukan dihapuskannya kepemilikan pribadi dan digantikannya dengan
kepemilikan bersama yang mereka anggap lebih baik dan lebih adil.

Adapun kritik para ekonom terhadap teori dependensia di antaranya adalah ,
bahwa teori ini tidak lebih dari sekadar tesis yang mampu mengumpulkan sebab-
sebab terjadinya keterbelakangan dan ketergantungan semata tanpa mampu

mencarikan solusi/jalan kelvarnya. Teori ini sering diikuti dengan kampanye

nasionalisast industri-industn sv@a'%’a-tﬁ%y@mnya negara atau pemerintah

gi¢[ % la dekade 1980-an, gagasan

kontrarevolus: pasar bebas ned&slk 1 muncul dan segera mendominasi

mengalam:  kegagalan sama

pemikiran Barat dan negara- negc Munculnya kembali neoklasik

it menurut Kevin P. Clement d}(% u&.: JJJ/tq;kegagalan teori ketergantungan

s o Ny FE RS ey Gpsmans o
disimpulkan dalam “7eori Pemtlygrtn dcﬁiManan ", (1997).
Teori pembangun ikan penjelasan teoretis
vang (erbaik me m gﬁ skangan pada tingkal

nasional  dan mternasl()nal, Karena teori-teori ini , bagaimanapun juga ,
merupakan teori radikal, dun tidak menawarkan pemecahan-pemecahan yang
tegas terhadap masalalt sehari-hari vang dihadapi oleh pembuat keputusan,
muka terciptalah ruang kosong vang cenderung diisi dengan teori yang lebih
konservatif dan tidak memadai. Pembuat keputusan yang menggunakan teori
konservatif sebagai pemandu sering menampilkan keputusan mereka sebagai
retorika perspektif yang lebih radikal schingga menciptakan tindakan yang
menyesatkan.  Terlebifr lugi, penerapan  teori  moneteris Neo-Klasik yung
konservatiyf ataw  Strukturalis nasionalis yang borjuis cenderung memperlebur
gap kaya dan miskin.”

" Ihid, h. 102

X Kevin P. Clements, op.cit., h vi-vii
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4. Neo-Klasik Penentang Revolusi

Memasuki dekade 1980-an, orientasi politik konservatif yang dianut dan
dijalankan oleh pemerintah di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jerman
menghadirkan kembali apa yang disebut sebagai “kontrarevolusi Neo-Klasik™
(neoclassical counterrevolution) dalam teori dan kebijakan ekonomi. [nilah yang
sering disebut dengan kembalinya ideologi pasar setelah selama dekade 1960-1970-
an ekonomi pembangunan sempat didominasi oleh kebijakan-kebijakan antipasar

(dirigiste). Ini dimulai ketika Partaj 1L_dt Inggris dan Partai Republik di
ISLAM

Amerika pada tahun 1979 menjedangka emﬂ/ﬁnn umum yang menampilkan

(_

Margaret Thatcher dan Ronald F.g’(:lg menyerang habis sendi-sendi
L

aliran kin dengan menarik mundur p a dari  perekonomian, pajak

y4
)

diturunkan, privatisasi digalakka cbutan  “Thatcherisme”  atau

RIS
“"Reaganomics”. 7 2L : :

Kontrarevolu[i) N IaW ERrgxii‘rbﬁagiran pemikiran
makroekonomi  vang lebih gﬂ% M penawaran  (supply-side

macroeconomics), teori rasmnal ckspektasi, gelombang swastanisasi perusahaan-
perusahaan milik negara, INQQ)NEH&@LAemang -paling tidak -
dihilangkannya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari sinilah teori
i mendasarkan argumentasinya terhadap serangan teori ketergantungan. Dikatakan
bahwa keterbelakangan yang terjadi di NSB bukanlah disebabkan oleh eksploitasi
negara pusat atas negara periferi. Bukan karena faktor ekstern melainkan lebih

karena faktor intern yang ada di NSB itu sendiri. Besamya campur tangan

" Anthony Giddens, Jalan Ketiga : Pembaruan Demokrasi Sosial, terj. Ketut Arya

Mahardika, Jakarta : Gramedia, 1999, h. xx. Lihat juga Kevin P. Clements, op.cit., h. 23
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pemerintah, merebaknya korupsi, kurangnya intensif ekonomi, dan kesalahan dalam

pengalokasian sumber daya, merupakan sumber utama keterbelakangan itu.”

Jadi, menurut pemikiran ini, apa yang diperlukan NSB bukanlah reformasi
sistem  ekonomi internasional secara besar-besaran, restrukturisasi pola
perekonomian dualistik di NSB itu sendiri, peningkatan dana-dana bantuan luar
negeri, pembatasan laju pertumbuhan penduduk hingga ke tingkat yang serendah-
rendahnya, ataupun serangkaian pembaharuan atas sistem perencanaan terpusat yang

lebth efektif, melainkan promosi pasar bebas dan perekonomian laissez-faire.

Artinya, campur tangan pemer
selanjutnya keputusan-keputusan
“keajaiban pasar” dan mekanisn

pengalokasian segenap sumber daj

Mereka menunjuk keberhasilan WHML@LIM industri baru yaitu, negara-
negara Asia Timur@ﬁ I:W:Eeﬁngzlrﬁbaadaggagalan sejumlah

perekonomian yang mengandalkan campur tangan pemerintah di negara-negara

Afrika dan Amerika Latin.’

Lepas dari kcswmma&menerapkan teori ini,

agaknya laissez faire akan sulit diterapkan di NSB. Struktur dan organisasi ekonomi
NSB tidak sama dengan yang ada dalam perekonomian negara-negara Barat. Asumsi
perilaku dan kebijakan c¢konomi dalam teori Neo-Klasik belum tentu cocok untuk

NSB. Pasar-pasar kompetitif, misalnya, ternyata tidak ditemukan pada perekonomian

M Mudrajat Kuncoro, ep.cit,, h. 66
¥ Michael P. todaro, op.cit., h. 103

7"Mengenai contoh kehebatan pasar bebas ini akan ditunjukkan kesalahan-kesalahannya dalam

bab berikutnya, yaitu bagian akhir dari bab 111 (bab kritik M.Umer. Chapra ). Dijelaskan bahwa negara-
negara industri baru itu jauh sekali dari prototipe “/aissez faire
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NSB, pada umumnya lebih bersifat monopoli atau oligopoli, sehingga kalau
kebijakan ini diterapkan hanya akan menambah ketimpangan. Sebagaimana yang
dikatakan oleh Myrdal tentang dampak perdagangan internasional terhadap NSB :

Bahwa teori klasik mengenai perdagangan internasional tidak memadai untuk
menjelaskan berlangsungnya ketimpangan dan kesenjangan yang seakan-akun
bersifat permanen. Harus ditempuh lungkah-langkah kebijakan khusus untuk
membendung arah kecenderungun yang sedang berlangsung dalam lalu lintas
ekonomi  internasional. Tanpa itu maku perdagangan internusional tidak akun
membawa ekualisasi (persamaan) pada tingkat pendapatan negara-negura
berkembang dengun tingkat pendapatun  negara-negara maju. Apa vung
terjadi bahﬂ/;an sebaliknya, yaitu  semakin  besar  ketimpangan  dan
kesenjangan. G ISLAM ;

ebas
0]

l«ﬁada industri di  sentra-sentra

Myrdal juga menjelaskan an dan perluasan pasar akan

sering memberikan keuntungan

pengembangan yang telah mapar nemberikan iklim yang lebih

menguntungkan. Sehingga, hal in/ @Jindustri kerajinan dan industri

yang ada sebelumnya di wilayah kurang maju.”

UNIVERSITAS
ISLLAM
INDONESIA

77 Dikutip dari, Sumitro Djojohadikusumo, ep.cit., h 114

7 Masykur Wiratmo, ep.cit., h. 83,



BAB IV
KRITIK M. UMER CHAPRA TERHADAP EKONOMI PEMBANGUNAN
Bab tm bensi kritik Chapra terhadap ekonomi pembangunan. Dalam bab ini
akan dibagi menjadi tiga subbab; kritik paradigma, kritik kebijakan, dan kembalinya
ideologi pasar.
Dalam subbab pertama (kritik paradigma) akan disoroti paradigma Neo-

Klasik dan Marxis, yaitu /aissez fuire dan dirigiste, kemudian pendekatan yang

sering digunakan untuk mener / arat di negara-negara sedang

berkembang. Pendekatan ini d n pendekatan efnosentris atau euro

sentrisme.

Subbab kedua (kritik kgby an niethbahas pendekatan trickle down
Az (A [|f=y .
effect yang sering dijadikan strateg«bplpllm&;}lnudlan, konsep teori pertukaran

(trade-off) antara intij NWERWN g ketidakmerataan.

Selanjutnya, akan dibahas konrgi antaE kgbijakan yang menekankan kepada

sektor pei.anian dan industri, serta substitusi impor dengan promosi ekspor. Dan,
pembahasan terakhir darll Ma adg m‘lelé § Jlaaéyang sering terabaikan.
Dalam hal ini akan dikemukakan inflasi, hutang dan sulitnya perencanaan.

Subbab ketiga (kembalinya ideologi pasar) akan membahas program Neo-
Klasik, yaitu penyesuaian adjustment. Selanjutnya, akan dibahas klaim Neo-K lasik
yang salah. Dalam hal ini akan diungkap keberhasilan Asia Timur dalam
pembangunan yang temnyata tidak sesuai dengan klaim Neo-Klasik yang
mengalamatkan pada peran laissez faire. Qleh karena itu, akan dibahas faktor-faktor
keberhasilannya sebagai bantahan klaim tersebut.

65
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A. Kritik Paradigma

1. Laissez Faire dan Dirigiste'

Sampai saat ini negara-negara di dunia masih mengalami krisis
pembangunan, baik di negara maju, transisi, maupun terbelakang. Hal ini berpangkal
dari ketidakberhasilan negara-negara di dunia mencapai tujuan-tujuan pembangunan
vang telah jauh-jauh dicanangkan sebelumnya. Beberapa negara berkembang

menghadapi permasalahan yang memiliki pola sejenis, vaitu disparitas distribusi

pendapatan dan kekayaan yang In ferm of trade, marginalisasi

ekonomt rakyat, dan ketergantun N semua kegiatan pembangunan

pertumbuhan vyang tinggi adalal

o w

>
s N ng akhimya berdampak pada
=]

lemahnya kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang.”

Realitas eM“Jc¥n§R§Jontaﬁu§r dengan tujuan-
tujuannya inilah yang menimbullﬁaLd(AkMdak habis-habisnya. Berbagali

permasalahan yang muIN @[NEJ& LA berkembang banyak

kepada negara maju (depende

1 . R T .
Laissez Faire adalah istilah yang digunakan dalam wacana umum untuk mengacu kepada

paradigma Klasik atau Neo-Klasik, sedang Dirigiste adalah untuk mengacu kepada paradigma Marxis
atau Neo-Marxis. Amitai Etzioni, Dimensi Moral, Menuju Hmu Ekonomi Baru, ter]. Tjun Surjaman,
Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992, h. 2.

* Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) Catherine Bertini memprediksi hahwa
ancaman kelaparan yang melanda dunia akan dialami oleh 16 juta penduduk negara-negara di Tanduk
Atrika. Pernyataan ini disampaikan utusan khusus PBB tersebut saat mengunjungi korban kelaparan di
Gode, Ethiopia. Kedaulatan Rakyat, 14 April 2000. Yogyakarta.

! Sebagaimana yang dialami oleh Indonesia dengan lembaga penyandang dana internasional

IMF. Lihat Edy Suandi Hamid,” Ekonomi Indonesia masih ditentukan IMF”, Kedaulatan Rakyat, 14
April 2000. Yogyakarta.
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dipicu oleh paradigma pembangunan yang selama ini digunakan, yaitu paradigma
vang diimpor dani Barat, yang tentunya sangat berbeda sosial historisnya dengan
negara-negara berkembang. Berkaitan dengan ini David Karter (1990), dalam
Getting fo the 21th Century Voluntary Action and the Global Agenda, berpendapat
bahwa apa yang dilakukan orang sekarang adalah mengobati penyakit baru dengan

resep lama.* Dengan demikian, sangatlah mungkin bahwa penyakit-penvakit

pembangunan yang sudah sedemikian resisten terhadap resep-resep lama tersebut

suatu saat akan muncul kembali dggaﬁl'ﬁﬁz'f(\ res%s\ensi lebih tinggi.

Perdebatan dalam ekong ag telah terpolarisasi antara mereka

Z
asaﬂ('gan mereka yang meyakini bahwa

yang tidak mendukung ketergantmL)‘?Igan p

UN

liberalisasi pasar dengan pengura uitah adalah sangat penting untuk

. SETED
menyelesatkan masalah negara berkem ang’ S¢jak tahun 1950-an ekonomi Kevnes
dan sosialis mempeWWlELRBSIse'a y ksdari depresi besar
dan masalah rekonstruksi sctelargitg, eﬂn’M\bangunan juga meninggatkan
dasar Neo-Klasiknya dal Neaﬁu@ NESII pﬁar dan peran pemerintah

yang lebih besar dalam bidang ekonomi. Namun, ketika pelaksanaan strategi Kevnes
dan sosialis mulai melemah pada awal tahun 1970-an dan ekonomi Neo-Klasik

mulai comeback, ekonomi pembangunan mulai memasuki masa kritis.” Pandangan

' Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, )akarta: Gramedia Pustaka Litama.
1995 h 1i8-119.

Perubahan dramatis dalam tatanan ekonomi internasional pasca perang ini memicu

perdebatan sengit mengenai status hegemonik AS. Banyak penulis beranggapan bahwa perubahan
tersebut merupakan kemerosotan absolut maupun relatif hegemoni AS. Seperti yang disebutkan oleh
Robert Keohane (1984), Robert Gilpin (1975), dan Immanuel Wallerstein (1979). Meskipun juga ada
pendapat yang menolak dengan mengatakan bahwa anggapan tentang memudarnya hegemoni AS
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yang dominan berubah menjadi cenderung antidirigiste dan propasar bebas,
mencerminkan adanya kebangkitan liberalisme dan ekonomi neoklasik. Akibatnya,
beberapa problema ekonomi pembangunan di negara-negara berkembang
dilemparkan kepada kebijakan dirigiste yang dijalankan sebelumnya. Tingkat inflasi
yang tinggi di seluruh dunia pada tahun 1970-an dianggap sebagai sebuah
konsekuensi yang bisa diprediksikan dari penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi

Keynesian.” Dengan alasan, manajemen ini dibangun di atas kentalnya intervensi

negara. G ISLAM )

¢ embangunan dari pasar ke negara
c

l@pra bagai pemihakan setengah hati

dah
melahirkan resep kebijakan yang ﬁgw&gﬁﬂ@kenimbulkan inkonsistensi dan

ketidakpastian dalam program embzﬁn di negara—rgra berkembang
Ketidakpastian ini j&g) iﬂjmgg Anegu!i:]l; bahwa jawaban-jawaban
terhadap problema pembangunalS;Li.seA-\Mng begitu memuaskan. Krisis
pembangunan timbul diI N@@NEbSII Amodel pembangunan

mana yang bisa dijadikan pegangan untuk masa depan. ’ Tugas negara-negara

N

HTA

Perubahan-perubahan dal

N

dan kembali lagi ke pasar, oleh

ekonomi pembangunan. Hal ini ke nya dari tujuan yang jelas dan

berkembang menurut Chapra adalah tidak hanya mengembangkan ekonomi dengan

hanvalah mitos. Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga,
Yogyakarta - Pustaka Pelajar, 1999 h. 117.

“ Kritik terhadap ekonomi Keynesian ini bisa dilihat dafam, Fredrich A. Hayek, New Studies

in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, Chicago : University of Chicago Press,
1985, h 195, Milton Friedman, The Counter-Revolution in Monetary Theory, London : The Institute
of Economic Affairs Occasional Paper Series No. 33, 1970, h. 24

" Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta - Gramedia Pustaka Utama,
1995, h. 113,
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cara yang tepat dan dapat mengarah pada tingkat efisiensi dan keadilan yang lebih
tinggi, tetapi juga harus mengubah ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh resep

tama yang salah itu.® Tentang resep lama ini, Clements menyebutnya sebagai suatu

yang menggelikan. Ketika teori Neo-Klasik bangkit dan mendiskreditkan teori
Keynesian, pada saat yang sama teori Neo-Klasik secara sistematik didiskreditkan
selama berlangsungnya depresi antara dua perang dunia. Hal imi sebagian bisa
dijelaskan dari kenyataan bahwa teori ini merupakan wujud usaha mati-matian yang

dilakukan oleh kubu kapitalis untuk ' eori yang memungkinkan mereka
ISLAM

mercorganisasi diri tanpa mengala 1{5:7 perub an-pe/zll)ahan mendasar pada hubungan
(_

O
antara yang kaya dengan yang ‘é_}ni hingga, disparitas kekayaan tidak
Z
. m .
mendapat prioritas penanganan. P H ang muncul selanjutnya adalah, apakah

kebijakan baru yang sudah ditetapk; mi Neo-Klasik akan membantu

i)
o SR
mewujudkan keadilan bersama dengan efisiensi dan stabilisasi. Untuk itu perlu

dilihat dampak paWWE@ smagnan dan masalah-
masalah yang ditimbulkannya baf'sﬂnﬁa erkembang.

Menurut Chapra, paradigma pembangunan Barat adalah lahir dan
pandangan dunia Enlz‘g,th%Q Qomaﬁy% Id@:i untuk mewujudkan
kesejahteraan manusia dan analisis mereka tentang problema-problema manusia
adalah sekuler. Mereka tidak mengindahkan peranan nilai moral reformasi individu
dan sosial, dan terlalu berlebihan menekankan peranan pasar atau negara. Mereka

tidak memiliki komitmen kepada persaudaraan dan keadilan sosial, dan tidak pula

* M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, Leicester, UK : The Islamic
Foundation, 1992, h. 148.

Kevin P. Clements, Teori Pembangunan dari Kini ke Kanan, terj, Endi Haryono,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997, h. 23.
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memiliki mekanisme filter nilai-nilai moral yang disetujui oleh masyarakat.
Pandangan mereka yang sangat bersifat duniawi tidak memberikan suatu dasar
rasional apa pun selain materialisme dan Darwinisme sosial. Dalam Kerangka Kerja
ini tidak ada motivasi untuk memenuhi kepentingan sosial kecuali bila ia secara

otomatis merupakan hasil tidak langsung dari pemenuhan kepentingan pribadi. "

Ajaran Adam Smith menekankan pada kepentingan pribadi (self-interest)

dan kebebasan alamiah (rarural-liberty)."' la menganggap bahwa sikap egoistis

akan memacu pertumbuhan ekonofrindan pembang%x an secara keseluruhan. Dampak

dari aktivitas tiap individu dalam ntingan diri mereka masing-masing

LU
terhadap kemajuan masyarakat justru le ik, - dibandingkan dengan tiap orang

ttingan dirt sendiri oleh setiap

JJb ..f.tb"J
individu pada gilirannya adalah melayani kepentingan sosial.

Logika di MM&MHER&IIIM keinginan untuk
melayani kepentingan diri semliSlhrﬂoMmenjadi pelaku yang paling

efisien. Persaingan akanl N@ @EN.EB@inAA pemenuhan nafsunya

dan menghalanginya dari usaha melampaui batas-batas kepentingan sosial.
Konsumen akan membeli produk dengan harga yang paling rendah sesuai dengan

preferensinya. Produsen akan berusaha memproduksi apa saja yang diinginkan oleh

"M Umer Chapra, op.cit. h. 149.

" Edwin RA. Seligman, "Introduction”, dalam Adam Smith, The Wealth of Nations, vol. 11,

London : !M. Dent and Sons Ltd., 1960, h. vii.

* Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Edisi Revisi, Jakarta - RajaGrafindo
Persada, 1997, h. 27-29.
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konsumen dengan menekan biaya yang paling murah untuk memaksimalkan

keuntungan mereka. Perilaku konsumen dan produsen ini akan menjamin efisiensi.

Dengan demikian, dalam konsep pasar (inti konsep makro paradigma neoklasik)
setiap faktor di pasar mengejar tujuannya, akibatnya bukan konflik yang destruktif,
melainkan sebaliknya suatu sistem yang mengekalkan diri dan dengan sendirinya
harmonis. Selain itu, jual-beli akan mengorganisasi penggunaan sumber daya dengan

cara yang efisien secara maksimal, tanpa campur tangan dari luar. Pemeliharaan

stabilitas dan ketertiban telah dias@s&s&% sec%a plisit dan karena itu sama sekali

diabaikan atau, kalau tidak, keterti spgsnt dianggap sudah ada " Asumsi

inilah yang dinilai oleh Chapra s¢ tidak realistis. Tidak ada alasan

mengapa dalam ketiadaan nilakm nsumen yang berkuasa” akan

V)G
mengerem keinginan-keinginannya sejauh ia memiliki uang untuk membeli. Adalah

masic skl mengbls PN ARG e ans s o
sesual dengan skala preferensin;laSgﬂeﬂ'erampak yang ditimbulkannya

atas ketersediaan sumb[Nng@anEaSerﬁan st miskin. Dengan

berpandangan Darwinisme Sosial, ia telah mengalami indoktrinasi dalam sebuah
masyarakat sekuler, ia tidak merasa cemas dengan ketidakberdayaan si miskin untuk
memenuht kebutuhan-kebutuhannya. la tidak akan menyalahkan permintaannya

sendiri yang berlebihan atas kurang terpenuhinya kebutuhan si miskin. Malah 1a akan

"M Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi,terj. Ikhwan Abidin Basr, Jakarta -
Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000, h 16
" Amitai Etzioni, op.cit., h 214
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melemparkan kesengsaraan ini kepada mereka, atas kemalasan dan ketidakefisicnan

mereka.”

Paradigma Neo-Klasik telah  melukiskan pasar sebagai mekanisme
alokatif, yaitu yang menentukan siapa mendapat apa. Bagi kaum Neo-Klasik, pada
dasarnya hal ini merupakan masalah alokasi vang efisien yang “hendaknya tidak
didistorsikan” oleh kriteria yang “ekstrinsik” seperti nilai-nilai orang (selain yang

melekat dalam preferensi individualistik yang melayani diri). Implikasinya ialah

l)la(léf?al%ra%an menabung, dan menghukum

bahwa pasar mengganjar mereka

mereka yang tidak efisien atau m 1dil” dipandang sebagai alokasi

di mana tidak ada posisi orang ya (/)‘ tanpa memperburuk orang lain

S

Analisis pasar ini diasumsikan oleh Neo-Klasik dengan transaksi dalam

konteks kompetisi @NIV& RuiSL;ITAagekonomi terjadi
tidaklah kompetitif dengan senl;ﬁalﬁrAcMsejak Walras (1954) sampai
Debreu (1959) telah mfN}m@NE@fmsyamt-pras_yarat bagi

kompetist sempurna. Namun telah lama diakui bahwa prasyarat-prasyarat bagi

(optimal pareto)."

kompetisi sempurna itu mungkin tidak pernah terpenuhi.”” Lebih jelasnya tentang

asumsi-asumsi yang sulit dipenuhi, Chapra menyebutkan beberapa asumsi kapitalis

yang tidak realistis, yang secara implisit telah dipakai dalam penalaran di atas

M. Umer Chapra, |[EC, op.cit., h 34
" Amitai Etzioni, op.cit., h 88

Vibid, h. 215.
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meskipun biasanya hal in: tidak disebutkan secara jelas dalam buku ekonomi.
Sebagian dari asumsi tersebut adalah sebagai berikut : (a) keharmonisan
antara kepentingan individu dan sosial. Hal ini keliru karena kedua kepentingan
tersebut tidak selalu seirama, terutama karena di dalam suatu lingkungan sekuler
tidak ada yang memberikan motivasi kepada konsumen atau produsen untuk
memenuht kepentingan sosial manakala hal itu brtentangan dengan kepentingan

pribadinya, (b) preferensi individu menunjukkan prioritas sosial. Asumsi ini terbukti

keliru, karena tanpa keinginan unh@ rﬂéﬂalﬁﬁ\ﬂir&ng komitmen kepada nilai-nilai

7
a&a)g maka pilihan yang dijatubkan di
Z B

n s sosial, (c) distribusi yang merata.

g
moral dalam penggunaan sumbe '%y
c

Ka
2 .
eratal memberikan setiap orang suatu

A ([ [y
bobot yang sama dalam mempengél‘ﬁlmmﬂjmuatan keputusan di pasar dalam

sebuah lingkungan @nNI;VE]R}@‘d&FIﬁE@gS] sebagai suatu
tatanan dalam penggunaan-pevlgﬂSﬁbeN%, (d) harga sebagai refleksi
urgensi kebutuhan. Asui‘Ni'ﬁangag glliwrgensi untuk membeli

susu adalah sama bagi semua anak-anak, baik kaya maupun miskin. Akan tetapi

pasar boleh jadi tidak merefleks

Hanya dengan distribusi yang

jumlah uang yang digunakan oleh orang miskin untuk membeli susu tidaklah sama
dengan yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk memperoleh status simbol, (e)
persaingan pasar yang sempurna. Asumsi ini sulit diwujudkan dan mungkin tetap
demikian terutama karena ada tendensi di bawah kapitalisme menuju ke arah

promosi bisnis besar dan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan."”

""M.Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi_ op.cit., h. 17-20.
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Dalam hal ini, kaum Austrian juga mengemukakan cacatnya Neo-Klasik, di
antaranya : (a) perhatian yang berlebihan terhadap keadaan keseimbangan pasar
(equiltbrium), (b) pandangan yang tidak menguntungkan terhadap sifat dan peranan
persaingan di pasar (persaingan sempurna), (¢) perhatian yang sangat tidak memadai
terhadap peranan dan karakter subjektif pengetahuan, perkiraan dan pelajaran di
dalam proses pasar, (d) suatu pendekatan normatif yang sangat tergantung pada

konsep-konsep agregasi yang diragukan dan karena itu tidak peka terhadap

pemikiran koordinasi perencanaar@tdl%blﬁﬁfan)}ear_"’
Z

T o |
Teori-teori sosialis yang (pal uoaian paling banyak pengaruhnya
1 Z
adalah teori Karl Marx, yang | ya mé&rpipakan kritik terhadap kapitalis.

Dalam prosesnya, Marx meng konsep kunci semisal alienasi,

- e _.
eksploitasi, nilai surplus, pemilikKan”pribadi, perjuangan kelas, perbudakan gaji

o s on i PRAEER S| TAS
Dalam teorinya tentanl;szlﬁaﬂ Mngatakan bahwa sumber satu-
satunya bagi nilai adalall NEGNE SI ﬁghasilkan suatu barang.

Para pemilik modal dalam sistem kapitalis telah membeli tenaga pekerja dengan
upah yang tidak lebih dari sekadar mempertahankan hidupnya agar bisa bekerja.
Kemudian, pekerja tersebut mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan barang-
barang yang nilainya jauh melebim upah yang diberikan kepada pekerja tersebut.

Perbedaan antara yang dihasilkan oleh pekerja dengan upah riil yang diberikan

“Israil M. Kirzner,” Pandangan Austrian Terhadap Krisis” dalam Daniel Bell dan Irving
Kristol, (Ed)), Krisis Teori Ekonomi, terj. Umar Juoro, Jakarta: LP3ES, 1988 h. 166
*M. Umer Chapra, IEC, op.cii., h 72.
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disebut dengan nilai lebih tenaga kerja (surplus labor and value). Apa yang dirampas
oleh pemilik modal dan pemilik pekerjaan terhadap hak-hak para pekerja disebut

dengan pendapatan, laba, manfaat modal (capital wtility). * Pandangan ini

dipengaruhi oleh imajinasi dialektik materialisme dan materialisme historis yang
dikembangkan Marx, yaitu sejarah merupakan alur masa dengan pertentangan antara
kelas budak - majikan, buruh - pemilik modal, rakyat - raja, dan sebagainya.™

Dalam pertentangan antarkelas, yang kuat (borjuis) selalu dalam posisi yang

_ ISLAM ‘ ) .
diuntungkan sedangkan vyang lemah (pro/etarii etap tidak bisa memperbaiki

O
1" (mereka menjadi “fragmen umat

TAZ

posisinya. Ini “merendahkan™ di@ =

E

manusia” {alienasi). Mereka mehjadi ti mengembangkan potensi secara

penuh. Eksploitasi menyebabkan™ arakat menjadi kelas-kelas yang

2oL L, . : :
bertentangan dan meletakkan lahan perjuangan kelas membentuk sejarah manusia

g, mersaian ik JPVENAEE RGBT e kontik ang
tidak terhindarkan dari kepenti*&@nﬂlMa&kelas yang beragam dalam
masyarakat (de{ermimsmIszfO N E s I A

Untuk mengakhiri alienasi, eksploitasi, dan perjuangan kelas, Marx
menghapuskan pemilikan pribadi. Strategi yang digunakan adalah revolusi, yaitu
memusnahkan kaum borjuis dan menasionalisasikan sarana-sarana produksi milik

pribadi. Oleh karena itu, akan tercipta sebuah masyarakat rasional yang progesif

“Tagyuddin An-Nabhani, Membangun Sistems Ekoromi Alternatif, terj. Maghfur Wachid.
Surabaya : Risalah Gusti, 1996 h. 33,

“Didik Rachbini, Ekenomi Politik, Paradigma, Teori, dan Perspektif Baru, Jakarta
CIDES, 1996 h 5.

“M. Umer Chapra, IEC,0p.cit., h 73
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tanpa upah, uang, kelas-kelas sosial dan akhirnya tanpa negara. Penjelasan
rasionalnya adalah dengan menghapuskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh
pemilikan pribadi, mesin kekuasaan negara akan mengakhiri penyelewengan,
kesalahan alokasi, dan ketidakmerataan yang diperkenalkan oleh presi gelap

24

kekuatan pasar. Namun dalam praktiknya ini tidak terbukiti.

[mpian Marx tentang suatu masyarakat yang egaliter, persaudaraan tanpa

gaji, tidak ada kelas-kelas sosial dan akhimya tanpa negara nyata-nyata tidak

terwujud. Tujuan-tujuan yang diin@kaﬁ%ﬁék selaras dengan filosof: dan strategi
g Z
yang mendasaninya. la mengeter ikat-kebencian, pertentangan, dan

pelenyapan—dan mengalihkan man a sardna produksi ke tangan sebagian

kecil anggota masyarakat. Deng kudSaan yang amat besar di tangan

A (1S f14=y
segelintir orang, tanpa kekuatan perfdﬁﬂmgjgawasi kepentingan pribadi dan

sekaligus memenul’UNtIIW ER@I ?ﬁkgam pengambilan
keputusan, maka sistem tersebul gyrikaﬂnmnosikan hak-hak istimewa dan

sebuah perebutan kekuasa In ya, Setiap usaha untuk
IRDONESTA

memperkenalkan institusi-institust demokrasi ke dalam sistem ini boleh jadi akan

gagal karena kandas oleh kepentingan birokrasi yang amat berkuasa, yang ingin
mempertahankan  kepentingan dan hak-hak 1stimewa sosio-politiknya. Untuk
mewujudkan cita-citanya, Marxisme tidak mempunyai mekanisme selain pemaksaan
untuk menghalangi kepentingan pribadi manusia, yang dianggap sebagal biang

kerakusan dalam sistem kapitalis. Dengan demikian, sementara Marx memberikan

“Ibid., h 75
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suatu kritik tajam terhadap sistem kapitalis, namun ia gagal memberikan alternatif

yang konstruktif ®

Sebagaimana dalam kapitalis, Chapra juga mengemukakan asumsi-asums
Marxis yang tidak realistis. Asumsi-asumsi ini tidak diungkapkan dengan jelas dalam
literatur-literatur, tetapi secara implisit harus ada jika efisiensi dan keadilan ingin
direalisasikan. Asumsi-asumsi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, semua komponen masyarakat akan melakukan vyang terbaik untuk

kepentingan sosial tanpa mem bgtiﬁljrﬁ:%nt%an pribadinya; (2) para pekerja

g( mentingkan diri sendiri tanpa

dengan efisien tanpa dapat m i kepentingan pribadi, tanpa

A [ [If=y
mengalami tekanan persaingan dajrfbljaﬂg;jﬂjﬁl kemampuan untuk mengambil
keputusannya sendU(NllrWrERss I@NSdfm output yang

mercka anggap baik; (¢) para rgvlai pﬁi ah/idak akan mengambil manfaat

yang tidak semestinyaINﬁBNE.g Iya » banyak dan kekuatan

cksekutif mereka. Ini juga mengimplikasikan bahwa sebagai imbalan dari semua ini

mercka -- dalam kapasitas sebagai konsumen—akan membatasi klaim mereka atas
sumber daya hanya sebatas apa yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk
menghindari tekanan berlebihan atas sumber daya. Kedua, kekuasaan negara akan
dijalankan oleh sekelompok orang yang kepentingannya selaras dengan kepentingan

seluruh masyarakat dan dalam diri mereka tidak ada alasan yang khusus untuk

“Ibid ., h 90,



78

mengerjakannya. Ketiga, mesin perencanaan pusat akan melengkapi semua
informasi mengenai preferensi konsumen, biaya produksi dan harga yang perlu untuk
pengambilan berbagai keputusan. Keempar, subsidi umum yang besar yang
duimplikasikan dalam sistem penentuan harga akan menguntungkan si miskin. Ini
mengabaikan bahwa daya beli orang miskin terbatas. Kelima, pertanian-pertanian
monopolistik yang besar dan perusahaan-perusahaan negara akan beroperasi dengan

efisien meskipun terjadi skala produksi yang tidak ekonomis, kurangnya persaingan

Kelemahan-kelemahan datam ng inilah membuat Marxis tidak

lebih baik daripada kapitalis. Ia rupth di g scharusnya—menurut ramalan

Marxis—berjaya. Dalam hal ngemukakan kelemahan yang

A [ 1 y
menyebabkan kegagalan Marxis%‘-’*’egjlg;;lﬂag asumsi-asumsi dasarnya yang

keliru. Kedua, kar@MWiER@i qﬁﬁs kodrat manusia

sebagai makhluk ciptaan Tuhal.glﬂ ﬂa' defigan apa yang disyaratkan oleh

W.H. Werkmeister tenrﬁ bﬂ@ngl Eertameg dalil-dalil yang

mendukung teor: tersebut harus konsisten antara satu dengan lainnya. Kalau tidak,
apalagi saling bertentangan (inkonsistensi), maka teori yang dihasilkan pasti akan
bersifat kontradiktif. Kedua, dalil tersebut haruslah jelas, spesifik, dan seff evident.
Dengan kata lain ia harus diterima sebagai suatu kebenaran atau memang begitu

adanya (tidak bertentangan dengan kodrat-tambahan dari penulis).”

“Ibid, h 77-83.

37Tjipla Lesmana, Runtuhnya Kekuasaan Komunis, )akarta . Erwin Rika Press, 1992 h
205
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Dengan demikian, baik kapitalis maupun sosialis Marxis, kedua-duanya
sama-sama gagal dalam menangani masalah-malah pembangunan ekonomi. Perlu
dicatat pendapat sosiolog Muslim terkenal dari Iran, Ali Syariati :

Both of these social systems Capitalism and Communism, although they

differ in configuration, regard man as an economic animal. They are

reflecting these issues of which to provide more successfully the need of this
animal

2. Euro Sentrisme

Masih menjadi tanda tdnya B%éaé&ﬁk%;trategi ekonomi yang ketat atau
g

murni ekonomi akan dapat me (_ra m%‘ rhapus sama sekali kemiskinan?
= Z

Masalahnya bukan hanya m %/ang ers{l;)lnn kemiskinan dan distribusi
= 0

pendapatan yang sebagian besa % salah politik dan kelembagaan,

Sl
melainkan juga karena faktor-fakto u distribust pendapatan itu secara teoretis

s s A B S et e e
menganut teori-teori dari Barat Iagslﬂlwww sesuai bagi mereka.”
Sering dikatatND @NE@T mendiri tidak netral atau

tidak bebas nilai; konsep itu sarat nilai, dan definisi yang paling populer sangat
kental dengan pandangan masyarakat Barat tentang nilai-nilai kehidupan sosial yang
paling mendasar. Sadar atau tidak, makna konsepsi pembangunan ala Barat itu
acapkali dipaksakan terhadap masyarakat-masyarakat non-Barat. Prioritas kepada

pertumbuhan ekonomi dan berbagai unsur penunjangnya yang dikatakan sebagai inti

* Dikutip dari, Anwar Ibrahim, dalam Ainur R. Sophian, (Ed.), op.cit., h. 68,

*Michael P Tadaro, Ekonomi untuk Negara Berkembang, edisi ketiga, terjemahan
Agustinus Subekti, Jakarta : Bumi Aksara, 1995, h. 229.
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pembangunan itu sebenarnya merupakan tradisi Barat yang kemudian
ditransformasikan ke tingkat global. Atas dasar kenyataan ini, sementara pengamat
berkesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada konsep pembangunan yang benar-benar
baku atau universal. Lagi pula, pola pembangunan di suatu negara tidak mungkin
sama atau dipaksakan agar sama dengan pola yang terdapat di negara-negara lain,

sekecil apa pun perbedaan atau variasi itu pasti ada.” Menerapkan teori-teori

pembangunan yang tidak sesuai dengan historis negara—negara berkembang hanya

akan menimbulkan konsekuensi- (sel%uenm ya merusak. Namun, kenyataan ini

tidak berhasil menenangkan nega: ng yang dengan keyakinan baik

asumst-asumsi teori Barat. Ba putusan berdasarkan ideologi-

g
bl el t.’;’
ideologi yang seringkali sangat tld)'k’sesuai odifikasi sekadar sesuai dengan

kondisi historis dau)NiI MECRJS IAT(F]A &bangunan model
Barat menjadi satu-satunya acual&i@aﬁ%&rkembang.32
Pendekatan ya@ NE%‘ mra sebagai pendekatan

yang menanamkan rasa pesimisme dalam literatur pembangunan dengan mengaitkan

kemiskinan, keterbelakangan, dan penaklukan politik atas negara miskin, vang

* Jan Erik Lanc & Svantc Ersson, Ekonomi Politik Komparatif, Jakarta - Raja Grafindo
Persada, 1994, h. 54

> Kevin P. Clements, op.cit. . h 8-10

* Teori evolusi tentang gerak dan arah pembangunan masyarakat yang mengimplikasikan

kepada pandangan arah pembangunan negara-negara berkembang untuk mengikuti pembangunan yang
pernah ditempuh oleh Barat adalah gejala etnosentris yang merupakan lebel ideologis untuk
mengesahkan superioritas Barat. Lihat Suwarsono dan Alvin Y.SO, Perubahan Sosial dan
Pembangunan di Indonesia, )Jakarta : LP3ES, 1991 h 51.
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kebanyakan terjadi pada bangsa-bangsa non-Eropa dan institusi yang sama
yang ada di negara-negara Barat. Sebagaimana juga pandangan yang berlaku di
kalangan para ahli dalam Bank Dunia yang meyakini bahwa satu-satunya jalan bagi
negara miskin untuk meningkatkan formasi modal, produktivitas, dan konsumsi yang
sebanding dengan negara-negara maju adalah dengan cara meniru institusi-institusi
sosial, ekonomi, dan politik yang ada di negara-negara maju tersebut. Ini merupakan

kesimpulan dari Kindleberger dan Spengler setelah meneliti secara berurutan tiga

dan sepuluh laporan Bank Dum'a@iaI §‘J'«+aati'*iéﬁun/m75O-an.3’3 Ungkapan yang paling
Z

g

Sl %z

& Z

negara miskin hanya akan berhasil apgBifa dilgkukan di bawah citra Amerika
y4

S

pandangan dan cita-cita pembangunan negara-negara berkembang,

Syaratsyard_jdrobibdth FrmFdidmidiah A perspektir Barat
berimplikasi terhadap diterimar&&lﬂAMran setan kemiskinan dalam
literatur pembangunan. NB@@INE grﬂena ta miskin. Tidak

mungkin negara miskin akan mampu mengatasi lingkaran setan kemiskinan.

keras adalah pandangan Eugene ratakan bahwa pembangunan di

Serikat.™ Karena itu, kebudayaar ilai1 matenalnya mendominasi

Masalahnya adalah adanya dua kesenjangan tabungan investasi dan ekspor-impor,

> M. Umer Chapra, op.cit, h. 149. Lihat CP. Kindleberger, "Review of the Economy of

Turkey: The Economic Development of Guatemala, Repont an Cuba", Review of Economic and
Statistics, November 1952, h. 391-2; dan Joseph P. Spengler, "IBRD Mission, Growth Theory",
American Economic Review, Mei 1954, h. 586-7.

> Ibid., h. 150
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dan karenanya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. .

Pesimisme ini juga diungkapkan oleh Meier bahwa di semua negara terbelakang,
dicirikan secara khusus oleh keterbelakangan ekonomi berupa efisiensi tenaga kerja
yang rendah, berbagai faktor yang tidak mobil, terbatasnya spesialisasi dalam jenis
pekerjaan dan dalam perdagangan, kebodohan, serta struktur nilai dan sosial yang
memperkecil kemungkinan perubahan ekonomi. Menurut Dr. Stephen Enke, negara-

negara berkembnag mempunyai apa yang disebut "Struktur Ekonomi®. Pada

umumnya istilah  ini  berart U)bahwa pan\;an tradisional menghambat

pendayagunaan secara penuh sum ,ebih khusus lagi, berarti bahwa

orang sulit bekerja keras untuk aflkan kglp sumsi tambahan.™ Sebagaimana

UNE/EREITA \

pesimisme yang dikemukakan o ﬁrtz dalam konsep dualisme yang

menghasilkan analisis  bahwa ekonomi petam Jawa terjebak pada tingkat

keseimbangan renu M[MERSLTFA?S:& karena metode
produksinya yang tradisional, I&I@l Akoara (norma) bagaimana hasil
produksi dibagikan. KI)N@E@N‘E@S‘ ﬂanian dan pemerataan

kemiskinan (sharing poverty) ini sejak tahun 1970-an sudah banyak ditentang oleh

para ekonom.”

® Lihat R Nurkse. Masalah Pembentukan Modal di Negara-Negara yang sedang
Membangun, terj. Hutagalung, cet. 2, Jakarta : Bhratara, 1964, h. 13-15.

“ M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Pemikiran, terj. D Guritno, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, cet. 6, 1996, h. 30.

“Didik Rachbini, ep.cit., h. 66,
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Teonn The Stages of Economic Growth yang dikembangkan oleh W.
Rostow, yaitu masyarakat akan mengalami lima tingkat perkembangan juga secara
inheren menurut Chapra mengimplikasikan sebuah “"lingkaran setan". Faktor-faktor
strategls pembangunan yang menjadi fokus kepentingan dalam teori-teori tersebut
mengimplikasikan sebuah lingkaran sebab-akibat. Pelaksanaan faktor-faktor sosiai
dan institusional tertentu akan menghalangi negara-negara miskin untuk bergerak
dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Hal ini cenderung menimbulkan dampak

kumulatif yang lebih sering darip. ditimbulkan oleh lingkaran setan

dalam proses pembangunan ters

yang paling tinggi, langkah

menghilangkan hambatan pada

dapat memerdekakan diri dari n&&pﬂ‘l L tradfsingfa, dan mulai bergerak maju.”

Pandangan ini mengimplikasikan modernisasi, dalam hal ini iggustrialisasi sebagai

keharusan untuk dih)u!an |(!lthNgEareln§ullah yang dulu juga dilalui oleh
negara-negara maju, sebagaimalﬁL‘dAM: dalam lima tahapan Rostow.
Padahal, sejarah ekon(iND@ NE&SMuhan ini juga banyak

dipertanyakan, sebagaimana yang telah dibahas dalam bab tiga. Dapatkah orang
mengatakan dengan tepat bahwa suatu tahapan telah selesai dan tahap yang lain telah
mulai? Mempertahankan pendapat bahwa setiap perekonomian mengikuti jalur
perkembangan yang sama dengan masa silam yang sama dan masa depan yang sama

adalah terlalu  mensistematisasikan kekuatan-kekuatan pembangunan yang

¥ M. Umer Chapra, op.cit.. h. 50-51

" Arief Budiman, ap.cit. h 31
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sebenarnya bersifat kompleks dan terlalu menggeneralisasikan urutan tahap-tahap

tersebut secara tidak beralasan. “ Buktinya, ada negara-negara yang tidak mengikuti

urutan-urutan ini, seperti Amerika dan Australia. Dan, jika ini diterapkan di NSB
akan menemui kesulitan ketika menentukan suatu negara saat ini dalam tahap apa.
Kondisi masyarakatnya yang tidak sama dalam pencapaian pembangunan ekonomi,
sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep dualisme dan ekonomi dua sektor.

Ketika di daerah perkotaan modern NSB telah mencapai tinggal landas bahkan lebih

tinggi, sementara itu di daerah pemaal%ﬂs m\pe‘rﬂconomiannya masih dalam tahap

< Z
tradisional.* (<_[ 5

2 v O
B. Kritik Kebijakan T z

>

> n
1. Trickle Down Effect % >

Meskipun pertumbuhan %ﬂ]%{)j{@}’ﬂdﬂd (GNP) berhasil dinatkkan,

namun strategi pemﬁijgw] Jvhdgﬁrglle‘gigal?nmgni ditandai dengan

pengangguran yang terus-menerus. Ketimpangan distribusi pendapatan di dalam

maupun di antara bangsa-bangls§elrn_1sk‘man m dan sebagainya. Tema umum
dart semua kritik int alm QNQaME §Ja@an tidak bisa dinikmati

oleh golongan miskin di dunia. Yang berarti terciptanya ketidakadilan dalam
distribust pendapatan. Pertumbuhan GNP yang diukur secara konvensional telah

terbukti tidak memuaskan untuk diyjadikan sebagai tujuan pokok dari strategi

“M L Jhingan, op.cit., h. 188.
“Mudrajad Kuncoro, op.cit., h. 48



&5

pembangunan dan secbagai ukuran tunggal daripada keberhasilan atau
kegagatannya.**

Ketidakadilan distribusi pendapatan ini bermula dari pandangan yang
mengatakan bahwa pendistribusian yang sangat tidak merata justru merupakan
kondist yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan vyang cepat. Setelah
diakuinya pandangan ini oleh para penganjur pasar bebas, maka cenderung

memalingkan perhatian orang secara individu ataupun kolektif untuk tidak lagi

memusatkan perhatian pada u;*nasall'aﬁmasala kemiskinan dan distnbusi

agllan sosio ekonomi tidak dapat

pendapatan.” Pertumbuhan ek

dipertemukan.

UNIVER.SITA

VIS3N

Sikap antikeadilan dalan unan ini telah dimunculkan pada

tahun 1955 sclama hampir satu setengah dekade oleh Sir Arthur Lewis yang menulis

bahwa pokok perswrNrIIMuE Ra&l‘thA& bukan distribusi.
Prof. Harry Johnson menekanl&;lh_wamlMsana bagt negara vang ingin

menikmati peﬂumbuhar‘Nt@n@lNEl@l«ﬁbijakan-kebijakan yang

ditujukan untuk menjamin persamaan ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil.
Bahkan konferensi para tokoh pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada

pertengahan tahun 1960-an, hampir-hampir tidak menyebutkan tujuan tentang

** Frances Stewart dan Paul Streeten, Strategi-strategi Baru Pembangunan, Kemiskinan

Pembagian Pendapatan, dalam Thee Kian Wie, (penyunting), Pembangunan Ekonomi dan
Pemerataan, Jakarta : LP3ES, h. 96.

* Michael P. Tadaro, op.cit., h. 231
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mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan, sebagaimana terbukti dari laporan rapat
yang diterbitkan pada tahun 1966."

Dalam pemikiran tradisional, walaupun banyak varian pemikiran, pada
dasarnya key-word dari pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu,
strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan

ekonomi. ** Hal itu diyakini karena pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang

sangat penting untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu bangsa. eperti yang pernah

dikatakan oleh Rostaw, tidak @alﬁ'm%ﬁghe@ikan jika pemikiran paradigma
Z

pembangunan saat itu didominas tole@raxﬂentang bagaimana meningkatkan

pertumbuhan ekonomi suatu negara. g %stribusi pendapatan tidak perlu

dimasalahkan, cepat atau lambat n ekonomi akan menghasilkan

apa yang disebut trickle down MJJMJ@J gilirannya akan menghasilkan

pemerataan distribLUNd'Wt@RsTﬁhpeﬁungan ekonomi yang
tercapat setiap tahun, tingkat [i«wgritaan di'stri;usi pendapatan yang tinggi akan

. . . 47 \ .
makin cepat terealisasikan.”" Asumsi 1m didasarkan pada argumen dasar ekonomi

bahwa penghasilan atal\NperQ@aQ m5§al“ peéeorangan yang tinggi

* M. Umer Chapra, op.cit., h. 154

* Arf Hartono, "Menelusuri Wacana Pembangunan : Mencari Format Pembangunan Khas

Negara Berkembang*, dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 4, Nomor 1, 1999 h 72,

* Saeful Arif, Menolak Pembangunanisme, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, h. 20

“ BS. Muljana, “Beberapa Pengertian dan Masalah Mengenai Pembangunan Ekonomi®,

dalam Teori Ekenomi dan Kebijaksanaan Pembangunan, disunting oleh Hendra Asmara, Jakarta -
Gramedia, 1987, h 351,



87

merupakan kondist yang diperlukan untuk meningkatkan tabungan yang pada
gilirannya akan memungkinkan tumbuhnya investasi dan pertumbuhan ekonomi.*
Pendapat mengenai pemerataan atas dasar irickle down effect tersebut
mungkin sekali benar. Akan tetapi, ada kemungkinan pendapat tersebut hanya benar
apabila negara yang bersangkutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : peranan
ekspor dan impor relatif kecil, impornya terutama terdiri atas bahan mentah, dan

ekspomya atas barang jadi, penduduknya yang berpendapatan tinggi mempunyai

pola hidup yang lebih berorienl@céﬁ'd{ﬁfﬁ\j@ daripada kepada konsumsi, dan
q Z

kecenderungan untuk mengkonsunﬁ b ang impor relatif kecit.”
16

Dalam hal ini, MP. Targo Ju cnyﬁang kebijakan trickle down effect

yd
D D>
& =y

e
dalam menangani kemiskinan atau kesenjangan distribusi pendapatan. Periama,

strategi pertumbu@ MV)/E Rs&l"ﬁﬁa@m\eraﬁmn dalam
distribusi pendapatan, dalaml@@%tiMin daripada suatu kebijakan

ekonomi yang hanya akW@NEtsnls mumpung) bagi golongan-

golongan berkepentingan (vested interests) dan mengabadikan status quo kelompok

dengan menjelaskan alasan-alas pan strategi kebijakan langsung

w5

elit ekonomi dan politik di negara-negara berkembang yang seringkali dicapai
dengan mengorbankan kepentingan mayoritas penduduk. Kedua, pendapatan dan
tarif kehidupan rendah penduduk miskin dapat mengakibatkan merosotnya

produktivitas ekonomi mereka dan oleh karenanya menyebabkan secara langsung

*MP. Tadono, op.cit., h. 232,

“ BS. Muljana, op.cit., h. 352.
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atau tidak langsung pertumbuhan ekonomi yang lamban. Sebaliknya jika strategi
yang digunakan berorientasi untuk meningkatkan pendapatan kalangan bawah secara
langsung (tidak dengan melalui trickle down effect yang berorientasi kepada
kalangan atas saja), maka akan menyumbang tidak hanya kepada kesejahteraan
material tetapi juga produktivitas dan pendapatan ekonomi secara keseluruhan.
Ketiga, dengan menerapkan kebijakan yang berorientasi kepada

penanganan kemiskinan (memihak ekonomi bawah) secara langsung—tidak

bersandar kepada trickle do

A eﬁ‘é&LAMn)'lenaikkan tingkat pendapatan
g Z
jug sang|peningkatan secara menyeluruh

penduduk miskin yang selanjutn

permintaan akan produk-produk di dalam negeri. Hal ini akan

mendorong pertumbuhan produl membuka lapangan pekerjaan,

& menciptakan laju pertumbuhan

sronomt UNIVERSITAS
Keempat, semakin adil g':rahﬁt ibusi pendapatan diperoleh melalui
pengurangan kemiskinan masyarakat secara_menyeluruh—tidak dapat dicapai
NDONESIA

dengan pendekatan tric/![e down effect--akan dapat merangsang semakin luasnya

meningkatkan jumlah investasi y:

perekonomian yang sehat, yang pada gilirannya secara psikologis dan politis akan
merangsang peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Sebaliknya,
disparitas atau kesenjangan pendapatan yang lebar dan kemiskinan absolut yang
merata dapat berfungsi sebagai penghambat munculnya rangsangan-rangsangan
psikologis dan politis dalam memacu perkembangan ekonomi. Keadaan demikian itu

bahkan dapat menciptakan kondisi yang mendorong sebagian masyarakat yang
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frustasi dan yang secara politis mudah meledak, khususnya mereka yang terpelajar,

untuk menolak berpartisipasi atau menentang usaha-usaha pembangunan. *

Dari kenyataan ini, pada awal tahun 1970-an terjadi perubahan yang luar
biasa berkenaan dengan persepsi pemerintah dan masyarakat mengenai tujuan utama
kegiatan ekonomi. Di negara-negara maju ataupun berkembang tumbuh kekecewaan
terhadap tekad untuk mengejar pertumbuhan sebagai tujuan pokok dan beralih

kepada tujuan yang memperhatikan kualitas hidup (quality of life)’' pertumbuhan

. ISLAM .
tidak lagi identik dengan pemba@nan. Hlpotesri‘ ickle down effect yang melekat
<
e O

pada growth economic paradigm termy. rwujud. Bahkan yang terjadi adalah
14

sebaliknya, kesenjangan justru > leﬂ& ” Para pengusaha (kalangan

ekononomi atas) yang telah mendapatka .‘keB ﬁn untuk mengakumulasi kapital
J/L} w el . f

dari jerith payah keringat orang lain, 'yaitu fenagé—tenaga kerja murah yang tidak

terampil dan kuranL)ﬂNchﬁB srl :F:Aks tetesan ke bawah
ternyata tidak bisa diharapk*S[ﬂ(aAM mereinvestasikan modalnya
dengan membeli peral'N anpgih “)pen A, s)itﬂya—untuk menambah

akumulasi kapital—yang sifatnya menghemat tenaga kerja ({abor saving). Ini tidak

bisa menangani masalah pengangguran tenaga kerja.> Selain itu, mereka juga gemar

membelanjakan  penghasilannya  untuk barang-barang mewah ke luar negeri,

*MP Todaro, op.cit., h. 233.
* Lincolin Arsyad, op.cit , h. 224

* Saeful Arif, op.cit., h. 20.

*Lihat teori pertumbuhan Arthur Lewis tentang penawaran tenaga kerja.
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menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk perhiasan-perhiasan atau rekening di
bank-bank negara lain (capital flight). Investasi dan tabungan semacam ini tidak
akan menambah sumber-sumber produktif domestik, malah menghabiskan sumber-
sumber daya ekonomi bangsa. Sehingga, semakin para pengusaha kapitalis tersebut
meningkatkan kapitalnya, semakin lebar kesenjangan dengan orang-orang yang di
bawah garis kemiskinan.

Berbagai kekecewaan inilah agaknya yang mendasann munculnya

(ecodevelopment), serta pembangun g tikan ketimpangan pendapatan

menurut  jenis ettis) NI)WE/@@FT@AI«S tajam terhadap

pembangunan yang hanya berorfgiﬁtwh n telah banyak dilakukan oleh

para ekonom, terutama WB bkweg iiea (1974) mengemukakan

bahwa tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan perkapita, melainkan juga
harus disertai dengan distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan
mengecilnya  tingkat pengangguran. Chenery (1974) menyatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi haruslah diiringi dengan pemerataan hasii-hasil pertumbuhan.

Sen (1983) mendefinisikan perkembangan ekonomi bukan hanya pada meningkatnya

“Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan,
Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1997 h. 7-14.
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pendapatan per kapita melainkan juga kapabilitas rakyat dengan meluasnya
pemilikan harta atau sumber-sumber ekonomi di kalangan rakyat. Chakravarty
(1987) memberikan definisi pembangunan dengan pertumbuhan GNP, distribusi
pendapatan yang adil, meningkatnya kemampuan rakyat untuk berkreasi. Myrdal
(1973) mencirikan pembangunan dengan terjadinya peningkatan kualitas
keseluruhan sistem sosial yang mencakup ekonomi, politik, dan struktural sosial

yang merefleksikan keadilan sosial dan partisipasi rakyat secara demokratis.*

Menurut  Chapra ke@d%ﬁaﬁ’\ %nomi pembangunan  untuk

< 4N 2

kepada keadilan. Strateg: penanggan an%',ung melalui  pertumbuhan GNP
Z =

mempercepat pertumbuhan  yang tidak mencerminkan perhatian

dengan mengandalkan pada pene kle down effect) yang otomatis

A= (IS [I4=y
kepada golongan-golongan miskin ‘ﬁﬂU g&a‘j\} J %! efektif. Bahkan campur tangan

dari pemerintah da@ anxVeEﬂ;sf‘EFﬁ@n yang fatal yang
lebih menguntungkan go]onganl gulﬁsMak terjadi penetesan otomatis
dar: hasil-hasil pembarWD @NElSrI ﬁﬂiknya mengakibatkan

penctesan ke atas (trickle up effect) yang menguntungkan golongan menengah ke

atas.” Hal ini karena pengaturan institusional di kebanyakan negara berkembang

cenderung menguntungkan golongan atas, sehingga tidak bisa dihindari bahwa

*Sritua Arief. Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan, Jakarta: CIDESINDQ, 1998, h. 54-
55.

* M. Umer Chapra, "Negara Scjahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi*‘, dalam
Ainur R Sophiaan (Ed.), Efika Ekonemi Politik, Surabaya : Risalah Gusti, 1997, h. 45.

* Irma Adelman, "’Ekonomi Pembangunan, Suatu Penilaian Kembali tentang Tujuan-tujuan
dalam Thee Kian Wie, op.cit., h. 176,
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golongan atas akan memperoleh beberapa keuntungan dari kebijakan-kebijakan
investasi dan konsumsi yang sebenarnya khusus disusun untuk menolong golongan
miskin saja. Bahkan dalam hal tertentu jelas seperti subsidi pangan untuk keluarga-
keluarga yang paling miskin juga tidak lepas terkena korupsi dan inefisiensi.™

Hal ini tepat sekali dengan apa yang dinyatakan oleh Paul Baran (1952),

bahwa yang menyebabkan realisasi program pembangunan menjadi bagaikan ilusi

adalah struktur politis dan sosial pemerintah yang berkuasa. Masuknya kapitalisme

ke dalam masyarakat feodal @efﬁmﬁ%%ak}h menghasiikan pembangunan

kapitalis. Yang  dihasilkan aﬁla@.‘ 38 ekonomi dn politik yang

mengkombinasikan  segi-segi  terburu ari Rgdua dunia—feodalisme dan

kapitalisme-—-dan menghalngi s

ekonomi.” Pembangunan seperti ﬁgjgg‘:uﬂ tzzhtar Mas'oed akan menciptakan
kemiskinan ~ buatal_bPbld Az $rite Sch sy Senean kemiskinan
struktural ISLLAM

Menurut Chapr@NEtglnﬁp dapat menyelesaikan

masalah pertumbuhan dan keadilan ini tanpa mengadakan perubahan struktural yang

a kemungkinan pertumbuhan

besar dan menciptakan nilai-nilai dan sistem motivasi yang kondusif. Kalau tidak,

> Franklyn Lisk, “Strategi Pembangunan Konvensional dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar®.
dalam Thee Kian Wie, ap.cit., h. 240,

*Amdt, Pembangunan Ekonomi, Studi tentang Sejarah Pemikiran, terj. Fahzemil, Jakarta:
LP3ES, 1991, h. 138,
¥ Mochtar Mas'oed, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

1994, h. 138. Lihat juga, Revrisond Baswir, Difema Kapitalisme Perkoncoan, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IDEA, 1997,
Pembangunan tanpa Perasaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, IDEA dan ELSAM, 1999.
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maka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang sangat melekat ini sulit

dipecahkan,” yang akibatnya sangat buruk bagi kondisi sosio- ekonomi yang ada.®

2. Trade-Off

Scbagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jika upaya pengentasan
kemiskinan selalu mengandalkan kekuatan-kekuatan alamiah dalam pertumbuhan
ekonomi maka hasilnya tidak akan memuaskan. Namun sayangnya kenyataan ini
sering diabaikan. Sebagian besar teori yang ada tampaknya memang mengisyaratkan

o ISLAM
bahwa distnbust pendapatan yang(sangat tidak

ata merupakan sesuatu yang

lebih terbatas ini ditandai den

menunjukkan bahwa mereka para’ pendukung pertumbuhan cepat tidak begitu

memperhatikan amu@MME%\I @Aa&n ketimpangan
distribusi pendapatan. KekagumirSin_peMMekonomi sudah menjurus ke
pemujaan schingga apa erD;@aNE‘Sxfﬁya” demi tercapainya

laju ekonomi secara pesat. Lebih jauh mereka tidak saja menganggap ketidakadilan
pendapatan sebagai syarat yang pantas dikorbankan dalam rangka menggapai proses

pertumbuhan ekonomi secara maksimum, bahkan mereka juga menilai bahwa

“' M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge, op.cit. . h 156,

(‘zPembangunan yang mengabaikan pemerataan hanya akan menimbulkan patologi sosial dan

banyak liabilities dalam bentuk pengorbanan-pengorbanan secara sosial, ekonomi, politik, bahkan
budaya Lihat Sri Bintang Pamungkas, Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan
Pembangunan, Jakarta : Yayasan Daulat Rakyat, Edisi Kedua, 1996, h. 292
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perhatian yang langsung ditujukan kepada pengentasan kemiskinan justru dianggap

sebagai pendekatan gegabah.©

Nada antikeadilan dalam literatur pembangunan telah dimunculkan pada
tahun 1955 selama hampir satu setengah dekade oleh Sir Arthur Lewis yang menulis
“yang pertama kali perlu dicatat ialah bahwa pokok persoalan kita adalah
pertumbuhan dan bukan distribusi”. Pada tahun 1957, Bauer dan Yamey

mengungkapkan bahwa “redistribusi pendapatan untuk membantu rakyat miskin

mungkin tidak dapat mengangkai@déhﬂﬁt% %nomi dalam pengertian output
g

s

T.

yang lebih besar untuk setiap or pn  (1962) menekankan bahwa

#

“tidak bijaksana bagi negara yang ertumbuhan cepat untuk terlalu

menekan pada kebijakan- kebljak

ekonomi dan distribusi pendapatan yﬁb éJ d}ﬁ:: ﬂ

Argumen M MV"ER‘&IIH‘: Ac&kan kesan bahwa
ketimpangan pendapatan merllsal;sﬂ Msi sementara yang “tidak

terelakkan™ adalah bathWGNEASeIsﬁngan dan perusahaan

setinggi-tingginya memang harus diciptakan demi membentuk formasi modal yang

1 untuk menjamin persamaan

kuat guna merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Masalah pemerataan,
nanti akan terjadi pertukaran (trade off) dengan sendirinya antara pertumbuhan dan
pemerataan. Dukungan empiris untuk pandangan-pandangan tersebut terlihat daiam

kurva U-terbalik (inverted U/ curve) yang diasosiasikan dengan nama Kuznets. Simon

“*M P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Keenam, Buku I, h. 194.
“M. Umer Chapra, IEC, op.cit., h. 154
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Kuznets (1955) membuat hipotesis bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulat,
distribusi  pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu
tingkat pembangunan tertentu, distribust pendapatan makin merata.* lihat gambar di
bawazh ini;

Gambar 0.1. KURVA KUZNETS
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Sumber: Meier (1995), Dikutip dari Mu!r§ Lﬂtc&kM’embangunan, 1987, h. 106)
Terlepas dari ap“pﬂngQNE&l A(a Kuznets, keabsahan

empinis atas fenomena tersebut masih patut dipertanyakan. Meskipun data-data
jangka panjang atau pengalaman negara-negara Barat tampaknya mendukung
proporsi tersebut, berbagai kajian yang dilakukan atas NSB ternyata menunjukkan
hasil yang bertentangan. Hipotesis U terbalik versi Kuznets menyatakan adanya trade
off antara pertumbuhan dan pemerataan. Namun, kenyataannya bukti empiris

berkata lain. Cukup banyak studi kasus terhadap suatu negara yang spesifik seperti

‘f’Mudrajad Kuncoro, ap.cit, h. 105,
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Taiwan, Korea Selatan, Cina, Kosta Rika, Sri Langka, Hongkong dan beberapa
negara lainnya yang membuktikan bahwa peningkatan pendapatan justru sering
disertai dengan terus melebamya kesenjangan pendapatan. Dan, ternyata yang
mengagungkan kebenaran konsep Kuznetz terutama adalah para pemimpin negara-
negara yang distribusi pendapatan nasionalnya terus melebar. Dengan demikian,
mereka sebenarnya lebih sering memanfaatkan konsep tersebut secara politis sebagai

kedok atas kegagalan mereka dalam upayanya memperbaiki tingkat pemerataan

hasil-hasil pembangunan atau kur@ ril&ha%ﬁ'ﬁyzal-bi jakan-kebijakan yang mereka
Z

jalankan dalam meningkatkan pe zaman Adam Smith, sejarawan

ekonomi telah menekankan ad o gatif antara pertumbuhan dan

ketidakmerataan yang menjadi kerja surplus klasik (classical

e
labour-surplus model), yang dlangﬁé enar ‘secara apriort untuk seluruh negara-

negara berkembanUN I‘W ER g' q?ﬂu@\ubungan negatif
tersebut.” I SI_ A M

Bahkan suatu lINI@'@NEiSTﬁrena hal itu dianggap

meringankan beban pembayaran kembali pemerintah dan juga “memaksa” rakyat
untuk menabung. Diasumsikan bahwa inflasi mampu mewujudkan suatu redistribusi
untuk membantu individu dan kelompok-kelompok yang mungkin dapat menyimpan
sebagian besar dari pendapatannya yang diterima. Lewis menyatakan bahwa naiknya

harga yang disebabkan oieh inflasi lunak akan meningkatkan keuntungan kelompok

"M.P. Todaro, op.cit., h. 190.

“M. Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, terj Ikhwan Abidin Basri, Jakarta :
Gema Insani Press dan Tazkia institute, 2000, h. 36.
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industri dan perdagangan. Dengan demikian, akan meningkatkan simpanan yang
telah diinvestasikan. Hal ini menurut Chapra tidak benar, karena didasarkan pada
asumsi yang salah bahwa setiap uang yang dibayarkan digunakan untuk konsumsi
dan setiap uang yang tidak dibayarkan kepada tenaga kerja adalah disimpan dan

diinvestasikan secara produktif.**

Chapra juga mempertanyakan Konsep Kapitalis tentang trade-off antara

pengangguran dan inflasi. Inflasi dianggap tidak adil dan menentang kepentingan

jangka panjang kesejahteraan @m@l‘%ﬁan% n pengangguran sumber daya

manusia juga tidak adil yang tidg# gan dengan harga diri manusia

Z
sebagai khalifah tetapi juga meren gealisasikan distribusi pendapatan

el S

S

Sull employment atau sebaliknya wnemployment diperlukan untuk menghindari

inflasi. Kenyataan @N‘I‘M‘ER&I‘?A&"SM dan banyak
negara berkembang melihat adzi'ugﬂnﬂaMnj urus pada kenyataan bahwa
trade off inflasi dan penrNDt@ NE S%(ﬁngangguran dan inflast

yang tinggi memmbulkan keraguan besar terhadap Kurva Philips. Muncuinya

yang adil.”” Orang mungkin juga lasi diperlukan untuk mencapai

stagflasi dan analisis terhadap Kurva Philips membuat setiap orang dapat mengakui
bahwa adanya Kurva Philips dalam jangka pendek menyesatkan dan menjadi

masalah adanya trade off dalam jangka panjang. Abraham Lincoln mengatakan :

“ M. Umer Chapra, ep.cit., h. 155.

“ M. Umer Chapra, Al-Qur'an Menuju  Sistem Moneter yang Adil, terj. M. Sonhadji dan
Murwanto, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 12.
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Kau dapat mengibuli beberapa orang dalam suatu waktu, tetapi kau tidak

dapat membodohi mereka sepanjang waktu. "

Kurva Philips ini bermula dan penelitian empins yang dilakukan oleh A W.
Philips mengenai hubungan antara perubahan tingkat pengangguran dan perubahan
tingkat upah. Philips menemukan bahwa pada periode tertentu tingkat pengangguran
rendah, saat itu pula terdapat perubahan yang drastis atas tingkat upah. Penelitian

Philips tersebut kemudian diperiuas dengan melihat hubungan antara tingkat

pengangguran dan tingkat inflasi Uyal'fﬁ"dﬁ%u an adanya hubungan timbal balik

antara keduanya. Artinya apﬁll& gb ingin menetapkan tingkat

pengangguran yang rendah, makar at dicapai dengan tingkat inflasi

S

Kelemahan Analisis Phlhps adalah karena Philips menganggap yang terjadi

adalah hubungan a@NI;MAERu& IEFAs&gkan dalam teori
ekonomi senantiasa dikatakan ISaIte_naﬂranertimbangkan upah riil dan

bukan upah nominal. DimigmiEsgthh nominal dan tingkat

harga. Artinya, upah nominal dan harga tidak mengalami perubahan (tetap) atau

yang tinggi, dan begitu sebaliknyal™ !

berubah dalam tingkat yang sama. Kenyataannya, penyesuaian atas tingkat harga
barang dan jasa lebith cepat apabila ada ekspansi moneter dibandingkan dengan

penyesuaian atas upah buruh yang disebabkan olehnya upah buruh ditetapkan

7 Lihat Iswardono SP, Uang dan Bank, Yogyakarta: BPFE, 1991 h. 259

"Guritno Mangkoesoebroto dan Algifari, Teori Ekonomi makro, Yogyakarta : STIE
YKPN,1998 h. 170-71.
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berdasarkan kontrak kerja yang berlaku beberapa waktu. Oleh karena 1tu harga
mengalami kenaikan lebih cepat daripada upah buruh, sehingga terjadi penurunan
upah ril dalam jangka pendek. Penurunan upah riil terjadi karena tenaga kerja tidak
tepat mengantisipasi adanya kenaikan harga. Karena itu, kurva Philips dapat
diinterpretasikan sebagai hubungan antara tingkat perubahan upah nominal dan
tingkat pengangguran untuk suatu pengharapan mengenai keadaan inflasi pada masa

yang akan datang. Hal ini dapat ditunjukkan pada Gambar G-2 berikut.

Gambar 0.2. Kurva Philips Jangka @d&LAM )
L}

>
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Sumber: Guritno (Teori Ekonomi Makro, 1998, h. 174)
Kurva Philips digambarkan untuk perubahan tertentu (A P/ P), yakni Pe
menunjukkan perubahan harga yang diharapkan, sedangkan P menunjukkan tingkat

harga yang aktual (yang sebenarnya terjadi).
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AP</P = (%, schingga tingkat pengangguran alamiah (natural rate of
unemployment) terjadi pada (Un). Apabila tingkat perubahan upah (AW/W)
mengalami penurunan, maka buruh akan mengira terjadi penurunan upah riil. Ini
mengakibatkan pengangguran mengalami kenaikan. Hubungan negatif yang
ditunjukkan oleh kurva Philips pada Gambar 0-2 tersebut tidak mungkin berlangsung
dalam jangka waktu yang lama, karena buruh akan menyadari bahwa upah riil yang

diharapkan tidak pernah tercapai, sehingga merecka akan kembali pada tingkat

pengangguran alamiah (Un). Apa@ Iré}]ﬁ'véks,pa nsi moneter yang menyebabkan
terjadi harga sebesar 4%, muia—mﬁla 8‘1 akan turun dani Unx menjadi U..

Tingkat pengangguran sebesar karena masyarakat kemudian

menyesuaikan pengharapan mengenai ti sebesar 4%, dan ini ditunjukkan

dengan pergeseran kurva Philips ké’k)anam%{& Zirva Philips yang baru yaitu AP</P

= 4%, maka tin@ NIiWERS&ISmAnSmjukkan tingkat
pengangguran yang sama dengllsw &Mansi moneter, yaitu pada Un .
Jadi, dalam jangka pWﬁ@NErSTwnyebabkan terjadinya

kenaikan tingkat harga dan tingkat upah riil tidak akan mengurangi pengangguran,
dan pengangguran tetap terjadi pada tingkat pengangguran alamiah (Un).” Hal ini
sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh James W. Dean, bahwa usaha-usaha

untuk mengurangi pengangguran di bawah tingkat yang alamiah adalah didasarkan

pada penipuan karena keberhasilan mereka adalah terletak pada kesalahan

“Ibid h. 174-175.
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pengertian kaum buruh terhadap upah nyata sebenarnya.”

Menanggapi hal ini, sesuai dengan orientasi alternatif yang ditawarkan,
yaitu untuk kepentingan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi, menurut Chapra
ada satu nilai yang perlu dibuat, yaitu yang berkaitan dengan tuntutan mana yang
perlu dipertahankan atau diturunkan dan bagaimana hal ini dapat dicapai. Dalam
sistem yang berorientasi pada nilai tidak dapat dibenarkan pengembangan

kebijaksanaan yang menjurus pada hal-hal yang kurang penting demi mencapai

tingkat pertumbuhan ekonomi yarfld&lr ﬁﬁYﬁk\ngurangl pengangguran sumber

@ 8‘] lasi. Demikian juga sebaliknya,
n mElil

ﬂ(a siptakan  atau melanggengkan

daya manusia tidak harus dengarwn

harus dihindari memilih keb

pengangguran. Bagaimanapun fu is dapat diyakinkan meskipun

w5 2

harus melakukan restrukturisasi pj J t;; ncangan teknologi yang tepat.

Adalah penting ue@ NlWER@l@tﬁ@ng kebijaksanaan-

kebijaksanaan moneter, ﬁskall gllfnﬁt una menghindari inflasi dan

pengangguran sekaligusl Nﬂa@ﬁfggnl eznomi untuk memenuhi

. .. . . 7
kebutuhan-kebutuhan dasar semua individu sesuai dengan ajaran Islam.”

3. Kontroversi Kebijakan
Ekonomi pembangunan dalam perjalanannya telah diwarnai oleh berbagai
macam pertentangan kebijakan yang karena tidak adanya komitmen kepada suatu

mekanisme  filter nilai-nilai  khususnya kepada keadilan sosio ekonomi,

"James W. Dean,” Runtuhnya Kesepakatan Keynesian”, dalam Daniel Bell dan Irving Kristol.
Ed., op.cit, h. 36
M. Umer Chapra, Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil, op.cit., h. 13-14.
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menjadikannya sulit untuk menyelesaikan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak
produktif. Hal ini tampak pada tidak adanya hubungan positif dengan tujuan-tujuan
pembangunan karena kebijakan yang menafikan perbedaan-perbedaan kondisi sosio

ekonomi negara-negara berkembang. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan,

tingkat pertumbuhan yang lambat, inflasi, beban hutang, dan beban-beban sosial

(social cost) lainnya berupa patologi sosial yang cukup tinggi.”* Kontroversi-

kontroversi tersebut terjadi pada : pertanian lawan industrialisasi, pembangunan desa

ISLAM
lawan pembangunan kata, penurgnhan yang se?l ang lawan pertumbuhan yang

tidak seimbang, substitusi impor spor, dan kekuatan pasar lawan

perencanaan. Kontroversi-kontroviers ak a@n terjadi. Jika mekanisme fiiter

=

n1 Chapra menyoroti kebijakan pertanian lawan

industrialisasi dan S'@NI’M’E R@IISWA S
Untuk menjelaskan kolnSel'si_dmstiuraikan beberapa teon atau
konsep pembangunan inerrONtEpgrﬂan NSB. Dalam hal ini

akan dikemukakan konsep dualisme dan teori keseimbangan (equilibrium theory).

mengenal nilai-nilai yang disepakat: dilan sosio ekonomi telah jelas

menjadi target kebijakan. Dalam hal/b

Dualisme merupakan konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi
pembangunan, terutama untuk menjelaskan kondisi sosio-ekonomi NSB. Konsep ini
menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan

perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Perbedaan

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge, op.cit . h 157

" Lihat Saeful Anf, Menolak Pembangunanisme, op.cit., h 21,
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i1 sering dikaitkan dengan adanya unsur-unsur “superior” dan “inferior”
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di bab tiga.

Dualisme ini dapat dibedakan dalam beberapa macam yaitu dualisme sosial,
dualisme teknologi, dualisme finansial, dan dualisme regional. Dualisme sosial
adalah hasil penelitian seorang ekonom Belanda J.H Boeke (1910) tentang sebab-
sebab kegagalan kebijaksanaan ekonomi kolonial Belanda (1870) di Indonesia

terutama di Jawa. [a menunjukkan perbedaan tujuan kegiatan ekonomi dt Barat yang

berorientasi kepada kebutuhan e ?/SloxlrﬁLdé{gﬁnh Timur (Jawa, Indonesia) yang
q Z
berorientasi kepada kebutuhan s %)‘al. d%nlikian teori-teori pembangunan

. Z . .
Barat tidak dapat diterapkan lan memahami permasalahan ekonomi

negara-negara jajahan (tropis) tan ” teori.

e ([ [
Clifford Geertz (1963) deh‘g’mmyiej—glologm- nya mengatakan bahwa

di Indonesia ada dUﬁNIWER‘@'Wsawa) yang berciri
pertanian padat karya, seperti rgiiteﬁ, Mndonesia luar” yang berciri
pertanian padat tanah daIerodal: sefnﬁgglipa iawit. Benjamin Higgins

(1956), menjelaskan adanya dua sektor ekonomi, yaitu yang menggunakan teknik
produksi modern dan yang tradisional. Ini disebut dengan dualisme teknologi. Dan,
dualisme finansial oleh Hla Myint (1967) dijelaskan adanya dua pasar uang di NSB,
vaitu pasar uang yang terorganisir berupa bank-bank komersial dan lembaga-
lembaga keuangan nonbank, dengan pasar uang yang tak terorganisasi seperti para

rentenir dan petani-petani kaya. Terakhir, dualisme regional, pada tahun 1960-an
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menjelaskan ketidakseimbangan pembangunan di berbagai daerah di negara-negara

berkembang, yaitu daerah-daerah pusat perkotaan dan pedesaan.”

Berbagat macam dualisme ini mempengaruhi jalannya pembangunan di
NSB yang masih menjalankan kegiatan ekonominya dengan cara-cara tradisional.
Dualisme sostal dan teknologi menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi
scbagaimana mestinya. Ketidaksempumaan mekanisme pasar im selanjutnya

mengakibatkan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia tidak dapat digunakan secara

efisien. Penggunaan teknologi yaé téﬁ!ilfﬁ t%\gg,?li sektor modern mempersulit
g
(_

proses perkembangan kesempatanpker@\ o
16

opymodemn. Hal ini akan menambah
kerumitan masalah penganggur.

lan akan memperbesar jurang

pendapatan antara sektor-sektor h modern dengan sektor-sektor

yang tradisional ™

Teor kesMMM&R&ZﬁAI& dapat diartikan
sebagai pembangunan berbagzlisﬁuﬁ Ml bersamaan (simultaneous),

sehingga industri tersebTNBx@NEaSbliﬁng lain. Selain itu juga

bisa diartikan sebagai pembangungan berimbangan antarsektor, misalnya, sektor
pertanian dan sektor industri, sektor luar negeri dan domestik. Singkatnya, strategi
pembangunan seimbang in1 mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan
harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. Teori

ini pertama kali dikenalkan oleh Paul Rosenstein-Rodan (1953) dengan nama the big

"Lincolin Arsyad, ap.cit., h. 252-57.
"Ibid.. h. 258.
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push theory, yang menulis gagasan untuk menciptakan program pembangunan di
Eropa Timur dan Tenggara dengan melakukan industrialisasi besar-besaran. Menurut
Rodan, pembangunan industri secara besar-besaran akan menciptakan tiga macam
eksternalitas ekonomi yaitu : (a) yang diakibatkan oleh perluasan pasar, (b) karena
industri yang sama letaknya berdekatan, dan (c) karena adanya industri lain dalam

perekonomian tersebut.”

Nurkse(1953) yang terkenal den ran setan kemiskinannya (the

vicious circle of poverty)* T n Arthur Lewis (Hirschman

mengelompokkannya sebagai per bangunan keseimbangan pada

sist penawaran sedangkan Roda@atﬁ%rﬁ@l}an) yang terkenal dengan teori

penawaran buruh yan!g tidak terbatas a nomz duu sg)r Arthur Lewis

berpendapat bahwa jika pemLangunan ekonomi 1tekankan pada industrialisasi dan

mengabaikan sektor pertanian, nla§a!5‘ﬂ'h®ﬁ ulkan masalah yang pada akhirnya
akan menghambat proM@NEISPl[Ah kekurangan barang

pertaman akan terjadi dan akan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang
tersebut. Keadaan ini akan mendorong terjadinya inflasi. Masalah lainnya adalah

kesulitan untuk menjual barang-barang industri dengan menguntungkan. Kenaikan

“Ibid., h. 8991

3“Ur'agkapan Nurkse yang terkenal adalah a poor country is poor because it is poor (negara

miskin  itu miskin karena dia miskin). Menurut analisisnya bahwa adanya keterbelakangan,
ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya
produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan, rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya
tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Mudrajad
Kuncoro, ep.cit, h. 107



106

harga barang pertanian akan mendorong kenaikan upah di sektor industri, sedangkan
harga barang industri tidak dapat dinaikkan untuk menjaga pasar yang telah ada.
Atau, pka pendapatan petani dipertahankan supaya tetap rendah, maka mereka tidak
akan mampu membeli barang-barang industri dan oleh karenanya pasar dari produk
industri akan tetap terbatas, kecuali jika pasar luar negeri bisa dikembangkan atau
pemerintah yang membeli barang-barang tersebut. Akan tetapi, kedua langkah yang

terakhir tersebut juga mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menciptakan

pasar bagi industri. Lewis menyj

pembangunan di kedua sektor ters

Sebagaimana lainnya, te

antaranya adalah Singer dan Hir

@‘nenyatakan bahwa program ini

sulit dilaksanakan karena negara berkembang biasanya mempunyai sumber daya

yvang terbatas. F]em‘ﬂ? m!emvkag %&I@n§imbmg itu selain
menciptakan  efisiensi dan kellsgLry@lMinggi kepada masing-masing

industri juga bisa meniMD@ME&Aepem’ menghancurkan

cara-cara bekerja masyarakat, dan big push theory — nya Rodan yang memberikan
dorongan kuat kepada program industrialisasi secara tiba-tiba juga sulit dilakukan di

NSB.* Berdasarkan hal itu, Jhingan juga menyimpulkan (seperti kesimpulan Singer)

bahwa doktrin pertumbuhan berimbang adalah terlalu awal, kalau bukan salah,

¥ Lincolin Arsyad, op.cit, h 95-96.

* ML. Jhingan, op.cit., h. 236-237.
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dalam arti bahwa doktrin tersebut lebih cocok untuk diterapkan pada tahap sesudah

pertumbuhan berdikari daripada untuk memecahkan jalan buntu.®

Lepas dan kntikan-kritikan yang dilakukan oleh Singer, Hirschman, dan
Fleming, Chapra memandang bahwa pembangunan pertanian dan industri bukan
merupakan alternatif pilihan. Keduanya saling melengkapi dan mendukung berkaitan
dengan input dan owtput. Ini juga yang diungkapkan oleh Nigel Hesetline (1961)

bahwa suatu kesalahan adalah menganggap industrialisasi sebagai suatu usaha

industnn yang besar dan bukanny@ef)glg'alp‘%se)pengaruh mempengaruhi antara
<
(_

Z
g

banyak industri, penduduk konsumig berkembang, produsen industri

: : oY
masing-masing dan produsen pemTrr_nan.

y4
o

VIS3N

Yang menjadi masalah | ukannya pembangunan industri

J/L} ) . ) I O "
atau pertanian, tetapi manusia dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka.

Jika kesejahteraan @N lM ER&&FIA&% maka hubungan
timbal-balik  dan saiing. merlt@.lﬁlﬁiMi dan pertanian 1ni untuk
merealisasikan tujuan s<|NWNEa@ 'w patut dihargai. Dalam

hal ini program pembangunan apa pun yang mendukung pertumbuhan yang tidak

seimbang dan penckanan industrialisasi yang melebihi pertanian atau penekanan
melebiht industri, maka akan mengarah kepada ketidakadilan dan kemiskinan di

samping menciptakan kemacetan yang sangat sulit untuk ditangani tanpa adanya

S1bid . h. 241

“Beling dan Totten, Modernisasi, Masalah Modal Pembangunan, tery. Mien Jobhaar dan
Hasan Basari, Jakarta : Rajawali dan YIIS, 1985, h. 235.
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kebtjakan yang berlawanan untuk mengembalikan kesrcimbangan,85 untuk 1tu tidak

sedikit biaya sosial (social cost) yang harus dikorbankan.

Untuk 1tu, Todaro juga merekomendasikan adanya perubahan kebijakan
pemerintah kepada keseimbangan pembangunan antara kota dan desa, yang selama
ini lebih menekankan pembangunan yang berorientasi pada kota dan industri saja.
Sebagaimana juga yang disyaratkan oleh Muljana terhadap negara-negara yang ingin

mencapai tinggal landas.”’

ISLAM -
Bagaimanapun peran s¢ktor pertaman%am pembangunan ekonomi di

g
. =
NSB sangat penting, karena sebagign b&ot@r
o Z

hidupnya pada sektor tersebut. Ji al';upeme

nasyarakatnya menggantungkan

ngguh-sungguh memperhatikan

kesejahteraan masyarakatnya, s B adalah dengan meningkatkan

kesejahteraan sebagian besar angngaUMLt:%Ja yang hidup di sektor pertanian

itu. Cara ini bisa wwwgllm gaman pangan dan
tanaman perdagangan atau meigal: hari atsmoduk-produk yang dihastlkan.

Tentu saja kebijakan ini tidak boleh hanya menguntungkan petani-petani kaya saja.

Oleh karena itu perlu dlam gam 1I'jlga erasakannya

Sebagaimana pembangunan industri dan pertanian, Chapra memandang
sama pentingnya antara strategi substitusi impor dan promosi ekspor. Dalam

pelaksanaannya, kedua strategi ini harus mempertimbangkan efisiensi dan keadilan

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge, op.cirt., h. 158.
* Michael P. Todaro, op.cit., h. 337.
& Muljana, op.cit., h. 368.

®Lincolin Arsyad, op.cit., h. 327.



109

terhadap pemakaian sumber-sumber yang langka. Realisasi keadilan sosiol-ekonomi
dan peningkatan pembangunan ekonomi harus menjadi tujuan kebijakan. Oleh
karena itu, harus diupayakan untuk mendorong terutama pertanian dan perusakan-
perusakan kecil dan mikro (Small and Micro Enterprises, SMEs). Hal ini akan
membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan membuka kesempatan di desa dan

kota kecil.” Schingga tidak terjadi kekosongan di desa yang akan menyebabkan

ketidakseimbangan.”

Jika demikian, bantuan@aﬂ@deka@ kepada masyarakat desa dan

Z

pengusaha kota tidak hanya nénc lﬁmteksi91 tetapi juga membangun
o g O
a Z

infrastruktur fisik, sosial, dan ll;>@ua ngm ¢fisien di samping impor atau

. . Z . . . .
pembangunan domestik dari tekndlogt ya a tetapi efisien untuk SMEs. Ini

akan membuat mereka mampu ﬁé&’MdM{)mduksi dan akhimya mampu
bersaing dengan baran 'ngl ﬁﬂdﬂEtagan naik di daerah

pedesaan dengan berkurangnya penyumbatan di  pusat kota. Pendapatan yang
§

meningkat di daerah pedesaanlj mermmbantu pertanian dengan menjadikan

para petani mampu mexl;m QNEaSeInA]h baik. Pada awalnya

produksi dimaksudkan untuk bisa memenuhi permintaan pasar domestik.

*M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge, op.cit., h. 159
“ Lihat teori Lewis tentang perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota.

*' Salah satu mekanisme pokok dalam strategi substitusi impor adalah pemberlakuan tarif

proteksi (berupa pajak atau bea masuk untuk setiap produk impor) atau kuota (pembatasan jumlah atau
volume produk untuk setiap kurun waktu tertentu). Hal im periu untuk memberi kesempatan bagi
perusahaan-perusahaan lokal guna mempelajari seluk beluk produk tersebut Dengan waktu dan
proteksi yang memadai, maka sektor-sektor industri lokal tersebut pada akhirnya akan berkembang
sehingga mampu bersaing dengan produk-produk luar. Pada puncaknya tidak hanya mampu
memproduksi untuk pasar domestik tapi juga untuk ekspor ke negara-negara lain di seluruh dunia
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Selanjutnya ketika produksi meningkat dan ekonomi eksternal telah terwujud,

keuntungan ekspor juga akan diperoleh.” Dalam hal ini Emil Salim mencirikan

industrialisasi dengan dimulai dari industri substitusi yang menggantikan barang
impor dengan produksi dalam negeri. Tersedianya pasar dalam negeri kemudian
ditutup untuk barang impor dengan pintu tarif, mendorong tumbuhnya industri dalam
negeri. Lambat laun industri dalam negeri semakin kuat untuk masuk pasaran luar

negeri melalui  industri ekspor.” Arah industrialisasi tahap awal int tidak

mengimplikasikan pada tahap p

alrgggglwpeﬁ\utnya. Ketika kebutuhan telah
7

terpenuhi dan masalah pengangg ﬂn te Z kan, maka substitusi impor dan
promosi ekspor untuk barang-bar. 1 tahan lama tidak bisa menjadi

.. . 94
sasaran kebijakan nasional.

Bagaimanapun juga y@%}}@‘kan pada kebijakan semata,

melainkan pelaksanacran:irusvda%rﬁ'ag iejfgtizgangng bawah, bukan

hanya orang kaya. Di samping Jg perlu ada antisipasi-antisipasi akan terjadinya

distorsi di kalangan pemerintah dan pergusaha. ’ Jika substitusi impor tidak

mengambil arah yang MQHQMé\!Aak akan terwujud. Kalau

Lihat Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi keenam, jilid 2. terjemahan
Haris Munandar, Jakarta : Erlangga, 1998, h. 62-63.

*M. Umer C hapra, Islam and The Economic Challenge, op.cit, h 161

[

Emil Salim, “Pembangunan Berkelanjutan”, dalam M. Arsyad Anwar, dkk (Ed),
Pemikiran, Pelaksanaan, dan Perintisan Pembangunan Ekonomi, Jakarta = Gramedia Pustaka
Utama, 1992 h.379

"' M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge, op.cit., h. 161

** Aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam prakteknya sering dilanggar melalui kegiatan

penyelundupan sehingga secara ekonomis tidak efisien, dan juga cenderung menyuburkan praktek-
praktek korupsi seperti saat pemberian lisensi impor. Lihat, Struktur Tarif dan Proteksi Efektif. dalam
MP. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, op.cit., h. 68-89.
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dipaksakan hanya akan merugikan orang-orang miskin. Hal ini bertentangan dengan

tujuan keadilan sosio ekonomi.” Dampak akhir dari kebijakan apa pun mengenail

keadilan sosial ekonomi tidak boleh dikesampingkan, dengan alasan sejumlah
industrnt berskala besar yang tidak efisien telah berdiri. Devaluasi besar-besaran dari
mata uang bersamaan dengan pembekuan gaji nominal memungkinkan industri
perkotaan yang tidak efisien yang telah didirikan oleh orang-orang kaya dan orang-

orang yang berpengaruh untuk melakukan ekspor, dan dengan begitu industri-

industri tersebut dapat bertahan, t Qpi i 'a'k%‘r(‘ﬁem 1kan orang-orang miskin karena
Z

akan benar-benar menurunkan gaj

Untuk menekankan strate or dengan mengesampingkan

L , > _
substitusi impor bagi negara-neg }dalah riskan, karenanya perlu

T

dipertimbangkan. * Di samping itu juga ekspor negara-negara berkembang selalu

dan akan terus meum ISM! ERB%LJ bAaSonbea di negara-
negara industri dengan meIr&zhy_aAoM proteksionisme baru (rew

protectionism). FenomelxN\@@NEestlamhwa semakin banyak

negara berkembang berhasil tampil sebagai penghasil produk primer dan produk

olahan sekunder yang cukup kompetitif di pasar-pasar internasional. Selain itu, para

* Sebuah penelitian atas 32 negara-negara berkembang yang menerapkan berbagai kebijakan

perdagangan pada tahun 1980-an, memberikan gambaran bahwa prestasi ekspor yang baik tidak
selamanya sama dengan prestasi ekonomi yang baik seluruhnya Trade and Development Report,
UNCTAD 1989. Lihat juga, "Export Reforms No Guarantee of Economic of Growth", Firancial
Times, 6 September 1989 h 6.

M. Umer Chapra, Islam and The Ecaromic Challenge, op.cit., h. 162,

" Apalagi jika kebijakan ditekankan pada spesialisasi produk tertentu. Lihat Kasus Kopi
Brasil, Peter H. Lindert, terj. Agustinus Subekti, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 67-69.



pekerja bergaji tinggi di negara-negara maju juga semakin khawatir bahwa tekanan
persaingan produk ekspor dunia ketiga akan menggusur produk domestik sehingga
nantinya akan melenyapkan lapangan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, mereka
pun berusaha mendesak pemerintahnya untuk melindungi mereka dengan cara
membatasi, bahkan kalau perlu mengganjal sama sekali produk impor yang berasal
dart dunia ketiga. Kecenderungan ini terjadi hampir di semua negara maju, entah itu

di kawasan Amerika Utara, Kanada, dan Amerika Serikat, Jepang maupun di negara-

negara Eropa Barat. Bertolak dé %MMa) yang mengecewakan itu, para

pengecam perdagangan bebas pumane anohahwa perdagangan bebas itu

Z

merugikan negara-negara dunia keti

m
L
>

Menurut 7he Fconomist, tskin merupakan korban utama

SIIATE

dari kejahatan perdagangan vang paimg merusak, misalnya, kebijakan pertanian

umum Eropa dan k@NI\MrER&WA@n kecurangan. "
Bantuan pemerintah untuk pertanli&huﬁ Merkembang secara berarti di
negara-negara industri SQINIES1 mngan terhadap impor

Juga membesar. Akibatnya, impor pertanian dan negara-negara berkembang sangat

™ Michael P. Todaro, Pembangunan di Dunia Ketiga, op.cit., h. 78. Kesimpulan ini mercka

tarik dari tiga alasan pokok. Pertama, pertumbuhan permintaan terhadap produk-produk ekspor
tradisional mereka relatif rendah Itu berarti peningkatan kuantitas ekspor mercka hanya akan
mengakibatkan penurunan harga dan meningkatnya transfer pendapatan dari negara-negara miskin ke
negara-negara kaya. Kedua, elastisitas impor Duma Ketiga. Sebaliknya relatif tinggi sehingga tan pa
pembatasan impor negara-negara berkembang akan terus mengalami kesulitan dalam penyeimbangan
neraca pembayarannya, serta akan terus mengalami krisis atau kelangkaan devisa. Ketiga, karena
keunggulan komparatif negara-negara Dunia Ketiga dalam komoditi primer itu relatif statis maka
kebijakan promost ekspor hanya akan menghambat industrialisasi Dunia Ketiga, sehingga pada akhirnya
akan  menyulitkan usaha mereka untuk mengembangkan teknologi atau dalam rangka
mengakumulasikan keahlian teknis serta bakat-bakat kewirausahaannya.

““ The Economist. 22 Juli 1989 h. 65
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dirugikan. Pada saat bea turun, protekst melatui rintangan nonbea telah mengalami
peningkatan yang berarti. Negara-negara berkembang yang mencoba berusaha keras
agar menjadi negara pengekspor yang besar, menghadapi peraturan yang ketat

tentang batasan kuota, sehingga akan kesulitan untuk meluaskan ekspornya. ™"

4. Implikasi Kebijakan: Inflasi, Hutang, dan Sulitnya Perencanaan

Ketika para pendukung ekonomi pembangunan menekankan strategi

dirigiste, setelah filsafat Laissez Faire diterpa badai depresi besar tahun 1930-an,

ternyata tidak bisa juga menjaminGtuﬁ?ﬂLdﬁkArAnunc | masalah-masalah serius dalam

g Z
= O . )
@ t@ak terantisipasi atas pemakaian
Z

Itur Konsumerisme Barat secara

T

ekonomi pembangunan. Seperti

g

sumber-sumber dana yang berleb

UNI¥ER
=
3
=
<
P
b=

besar-besaran, bahkan negar: ng pada tahap permulaan

pembangunan telah didorong m%ﬂ L&?&%an sarana hidup yang tinggi dari
tahapan kelima Roltol) P Ng/rEmycfarkofrm driiekdliya Smpor barang-barang
mewah sccara tidak beralasan| €hirza mépfethr gap antara ckspor-impor dan
investasi-tabungan. Per'@NEpSrlrmdak penting menuntut

"' M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge, op.cit.. h. 163
"" Momentum ini telah menghancurkan kepercayaan yang telah lama kepada Hukum Say yang

meyakini bahwa perekonomian akan memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis. Ungkapan Keynes
dalam hal ini yang terkenal adalah. "in the long-run we may all be dead", sehingga tak seorangpun yang
sabar menunggu jangka panjang itu. Sebagaimana yang telah dikutip oleh M. Umer Chapra, Islam The
Economic Challenge, op.cit., h 54

" Lima tahapan Rostow: the traditional society, the precondition for take-off, the take-off,

the drive to matunity, dan the age of high mass-consumption, Lincolin Arsyad, op.cit., h 47
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pertimbangan-pertimbangan nilai, dan ekonomi pembangunan tidak mampu

- 14
memenuhinya.

Untuk menekan konsumsi maka dipakai kebijakan pajak dan inflasi. Akan
tetapi, tetap tidak bisa menghindan defisit anggaran dan current account. Karena,
penghasilan dan pajak tidak bisa ditingkatkan seiring dengan pengeluaran karena
dasar-dasar perpajakan yang terbatas dan ketidakefisienan dan korupsi administrasi

perpajakan  di negara-negara berkembang. Untuk membiayai defisit ini, Keynes

mendorong perlunya ekspansi mﬁf:télsﬁaﬁ'}féng}atan two gap terhadap bantuan

g Z
asing. Dalam hal ini keseluruhan %d l¢ vergx
ia v Z

surplus 1mpor dalam perkiraan yar& se rjalam ((current account) dalam neraca
zZ =

2lah berfungsi untuk membiayati

pembayaran. Dalam situasi peran akan membuka seluas-luasnva

L;IP ’7 td”f ¢ “L '}
kesempatan bagi pihak asing unttﬁ(‘-’iﬂﬁ;;ylg’!operasi “monopoly price” yaitu

penentuan harga WNPWER@ilwmﬁ@aan yang sedang
berjalan dalam neraca pembajlas ESﬂBMang mengakibatkan perlunya

menambah hutang secara terus-menerus juga .-
INDONESIA

Mereka yang mendukung ekspansi moneter mungkin tidak menyadari

bahwa negara-negara berkembang, dengan hambatan-hambatan struktural dan
pembatasan-pembatasan permintaan mereka, rentan terhadap tingkat inflasi yang
tinggi dan selisth ekspor impor yang lebih besar, daripada negara-negara maju.

Mereka yang menekankan bantuan mungkin tidak menyadari bahwa hanya sebagian

104

M. Umer Chapra, Islant and The Economic Challenge, op.cit , h. 163.

w:’;sritua Arief, op.cit, h 418
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kecil dar bantuan tersebut yang berupa pembenan (grants) sebagian besarnya adalah
pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunga. Oleh karena itu ekspansi moneter
dan pinjaman yang besar (internal dan eksternal) menjadi sandaran pemerintah.
Sekali pemerintah tergantung kepada bantuan ini, sering sulit untuk keluar dari

ketergantungan tersebut.'”

Akibat ekspansi moneter yang berlebihan adalah kian pesatnya laju inflasi.

Hal ini mempunyai dampak yang berlawanan baik terhadap efisiensi maupun

keadilan. Meskipun pada mulan hzlﬁ'ni/h{éfhga\1 pada suatu peningkatan ouwtput
2 7

h pada stagnasi, kenaikan harga

)

. i s )
dan gaji bersamaan dengan |permi > menurun, produksi rendah,
y 4

pengangguran yang tinggi dan k , produksi. Laju pertumbuhan di

" 2,
2

ol 1l !

negara-negara industri menjadi rendﬁﬁ dan pengangguran secara relatif menjadi lebih

ingi. Do onds) P/ HEE R S e mose ey
menjadi  sulit. la lebih mi@@r Meana membantu peningkatan
pertumbuhan dan memU@WST ﬁnario yang stabil kim

secara luas dianggap penting untuk merangsang pertumbuhan riil dan mengurangi

)i
pengangguran.

"“M. Umer Chapra, IEC, ap.cit, h. 164.

" Keynesian berpendapat bahwa ada trade-off antara inflasi dan wnemploymenr. Kurva Phitlip

mempunyai lereng negatif, maka kestabilan harga dan kesempatan kerja yang tinggi adalah dua hal yang
idak bisa terjadi bersama-sama. Kalau menghendaki kesempatan kerja yang tinggi harus mau
menanggung  beban inflasi, jadi keduanya tidak bisa terjadi bersama-sama, harus ada frade off, Nopirin,
Ekonomi Moneter 2, Yogyakarta - BPFE, 1987, h. 37.

108

M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challange, op.cit h 56
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Inflasi mempengaruhi kontrol harga dan subsidi makanan serta konsumsi
penting lainnya. Pada saat kontrol harga merugikan pertumbuhan penawaran jangka
panjang terhadap barang-barang int, subsidi sangat membebani anggaran pemerintah
dan sulit dipikul oleh pemerintah. Inflasi juga menyebabkan penilaian kurs valuta
yang berlebihan yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengurangi tekanan
inflasi. Hal ini akan mendorong impor dan merugikan ekspor karena tidak mampu

bersaing di pasar internasional. Pertanian dan SMEs sangat menderita karena

keduanya tidak mendapat dukt@ms&ebagaim/ma yang ditennma oleh industri

Z
berskala besar. Ketergantungan )é[da ‘laiﬂc
0 O

a

lebth tinggi. Hal ini akan mg iq%iman dan memperberat beban

an defisit valuta asing melonjak

pembayaran hutang. Meskipun ingin — di bawah tekanan [MF

SAIEES

dan Bank Dunia -- menghapuskan kontrol harga dan bantuan dan mengambil kurs

yang realistis, secumilVeERtsLa:Aﬁnnya sebab akan
berpengaruh buruk terhadap bia:lz&tlgf)A M

Akibat naiknyalM@ @N&-&l&ara berkembang baik

internal  maupun  eksternal pun menjadi meningkat."" Ini menyebabkan

ketidakseimbangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh negara-negara

10k

Ibid.. h. 165

""" Jumlah hutang Indonesia menurut Laporan Bank Dunia "Indonesia: Public Spending in a

Time of Change", telah meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 134 milyar dollar AS (83 persen dari
GDP) pada awal tahun 2000, dari 53 milyar dollar AS (23 persen dari GDP) sebelum krisis, Kompas,
5 Jum 2000,
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berkembang menjadi rumit. ' Pemanfaatan pasar keuangan domestik yang kecil

untuk pinjaman pemerintah yang besar, tidak hanya merugikan sektor swasta tetapi
Juga melemahkan lembaga-lembaga keuangan, membebani pemerintah dengan
hutang yang kurang membawa hasil. Mereka tidak mampu menyediakan cadangan
yang cukup untuk kerugian yang diakibatkan oleh utang-utang yang tidak dapat
dibayar. Bersandar pada bank-bank multinasional untuk pinjaman luar negeri, pada

mulanya dibenarkan berdasarkan ketidakmampuan pemerintah membayar hutang

yang tingg:, telah menaikkan b@nlﬁﬁ@'\ﬁeagkat yang membahayakan karena

ketidakmampuan negara-negar,

RSITA

%‘l uk membayar utang sangat
Z

mengancam  kelangsungan hid% da ankJ(l;)"bnk tersebut.”  Bahkan proses

>

UN

pembangunan saat ini telah ¢ fngkat pertumbuhan nyata telah

menurun, usaha-usaha untuk menurunkan

¢

inflasi dan ketidakseimbangan eksternal

bahkan semakin m@:N'M E R S I TA S
Selain itu, ekonomi pll&hmaAMhadapi kesulitan perencanaan.
Lebih-lebih lagi, adanyl N@@NE s* ﬁamp dari sebuah model

perencanaan. Tidak disadari bahwa suatu model perencanaan tidak bisa

menghapuskan atau menyederhanakan pilihan-pilihan sulit yang harus dibuat oleh

"' Lihat krisis hutang dunia, dalam Peter H. Lindert, Ekonomi Internasional, op.cit_h 6-8

"“ Pada tahun 1982, pengungkapan sembilan bank ternama di AS mengenai pinjaman-

pinjaman luar negeri yang mengalami guncangan adalah dua kali besarnya dari seluruh nilai modal yang
harus mereka terima sebagai pembayaran kembali (paid-in capital). Hal yang serius ini juga dialami
oleh negara-negara debitur itu sendiri. Ketika suku bunga riil yang tingg: menghantam para peminjam
lebih keras dari pada yang mereka alami ketika terjadi kemerosotan ekonomi pasar (great sfump) pada
tahun 1930-an. Peter H. Lindert, op.cit, h. 611-12

115

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge, op.cit. h. 165-66.
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pembuat kebtjakan. Konflik antartujuan yang sering dihadapi dalam program-
program pembangunan tidak bisa diselesaikan tanpa menetapkan prioritas. Sebuah
model ekonometrik tidak bisa menggantikan filsafat pembangunan yang memberikan
gans petunjuk dalam bentuk tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang disetujui, yang
demikian itu tidak bisa diwujudkan dalam kerangka kerja optimalitas pareto. Sebuah
filsafat pembangunan dan motivasi untuk para pembuat kebijakan dari masyarakat

umum dibutuhkan untuk mengambil dan menerima keputusan dengan sukarela demi

kepentingan yang lebih luas ba kedé&h&fsﬁn\mum Tidak adanya filsafat dan

sistem motivasi semacam itu d ngapa hampir seluruh rencana

pembangunan menempatkan keadh juan-tujuan perencanaan, tetapi

tidak satu pun darinya yang |meny

menyelesaikannya. ' /\Jwi:w J&%ﬂjg}

Banyak re@Nﬁ"ntE%S’leﬂ? msSuji efisiensi dan
konsistensinya (meskipun buktSﬂ%tm gagal dalam praktik karena
kekurangan prasyarat-przlwﬁibdNEg'“A Pelaksanaan rencana-

rencana tersebut cenderung sangat sulit karena rumusannya didasarkan pada model

program yang efektif untuk

ckonometrik yang paling maju. Rencana-rencana itu terfalu baik untuk dipraktikkan.
Kebanyakan negara-negara berkembang bisa memanfaatkan lebih banyak dari

senerapan yang benar dar prinsip-prinsip dasar ekonom: ketimbang dari upaya-

" Ibid  h. 166-67.

""" Galbraith menekankan komponen-komponen non ekonomi sebagai prasyarat, seperti

yemerintah yang efektif, pendidikan dan keadilan sosial. Lihat, J K. Galbraith, Economic Development
n Perspective, Cambridge, Mass - Harvard University Press, 1962, h. 9-10
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upaya menerapkan gaya teort tinggl. Dan, yang penting lagi menurut Chapra bahwa
model-model makroekonomi memiliki  preferensi  built-in yang mendukung
komponen-komponen yang bisa diukur daripada komponen yang relatif dilupakan
yang tidak bisa diukur, tetapi sangat penting untuk mewujudkan tujuan rencana

. . . - 116
pembangunan itu, khususnya keadilan sosio-ckonomi.

C. Kembalinya Ideologi Pasar

Kebijakan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang telah berubah

secara drastis sejak tahun 1980- { HM@ negara berkembang menggeser

kebijakan-kebijakan ekonomi mct%ka ralisasi yang lebih besar pada

mekanisme pasar melalui serang nomi berorientasi pasar. Nyaris

di segala penjuru dumia, negara- gmulai mengadopsi kebijakan-

kebijakan yang dimaksudkan unttﬂ(bz‘xje@;m sasi watak peran negara dalam

perekonomian, untUN'Mi E@g Ilﬂl?ﬁdSregulasi investast
serta untuk menswastakan penngWMik negara. Berbagai reformasi

kebijakan tersebut nyiNﬁ@NE nguEihan semua kebijakan

sebelumnya yang mendominasi negara-negara berkembang Reformasi yang
mengenyahkan nasionalisme ekonomi dari perbendaharaan kata negara-negara itu,
mengurangi  peran  eksesif negara dalam perekonomian, dan menghentikan
kecenderungan pada pembangunan jenis sosialis, orientasi mutakhir pembangunan di
negara-negara berkembang didasarkan pada premis kebijakan-kebijakan memandang

keluar, dirancang untuk mengintegrasikan perekonomian ke dalam pasar global,

"M, Umer Chapra, Istam and The Economic Challenge, op.cit, h. 167.



utamanya ketika strategi-strategi berorientasi ekspor menggantikan industrialisasi

substitusi impor.'"” Keberpihakan kepada ideologi pasar ini telah dijelaskan oleh M.

Friedman :

Tampak jelas bahwa, paling tidak hingga saat ini, sebuah pasar bebas
funpa  perencanaan  ferpusal  fefalt menjadi bukan  hanva  jalan
pertumbuhan ekonomi yang paling efektif, bahkan satu-satunya jalan yang
efektif untuk meningkatkan standar hidup rakyvat banvak. Dan, sangai
jelas pula bahwa cara ini telah menjadi satu-satunva jalan yang cocok
dengan kebebasan politik dan demokrasi.’””

Kebangkitan kembali se Qa Il%‘le'n')?éMrugmpentingan politik praktis teor

Neo-Klasik bermula dari jawabara)e /konservatif yang diajukan oleh

teort ini untuk menanggulangi K 1 yamg tidak mampu diselesaikan oleh

usulan-usulan kontradiktif teon K pmg itu juga runtuhnya sistem

At
ekonomi yang dikendalikan seca QM 1'Soviet dan negara-negara Eropa

Timur lainnya, se@ MWEUR‘(SWAS@“ ekonomi yang
didasarkan pada pengendalian rsglemeriﬁah Ke%ra terpusat."*’ Sehingga, tidak
heran kesalahan-kesalarN ﬁn@kﬁ E}siraﬁgi sosialis mengenai

pemerintahan yang besar dan rencana pembangunan menyeluruh yang dianutnya
selama masa kurang lebih tiga dekade. Telah dikatakan bahwa bersandar pada

investast  sektor publik dan kontrol untuk meningkatkan pertumbuhan telah

" Muhadi Sugiono, ep.cit., h X

T M Friedman, Foreign Economic Aid : Means and Objective, dalam T. Baghwati dan

R Eckans (Ed.), Foreign Aid, London: Penguin, 1970, h 72-73.
" Kevin P. Clements, op.cit. h 22

R3]

= Suhadi Mangkusuwondo. op.cit h 158



121

menimbulkan bukan saja penyelewengan pada alokasi sumber-sumber, melainkan
juga pada ketidakseimbangan makroekonomi dan eksternal. Hal ini telah merintangi
realisasi musiatif dan potensi investasi bagi sektor swasta. Antusiasme terhadap
industri-industri  berat yang padat modal dan berskala besar telah menimbulkan
industrialisasi yang tidak efisien yang merugikan pembangunan pedesaan dan
pertanian sebagaimana ditekankan oleh Michael Camdessus :

Fkonomi yang mengalami inflasi terus-menerus, defisit anggaran yang
finggi, pembatasan perdagangan vang besar, salalt menetapkan kurs, suku
bungua yang tiduk real/’ﬂWemd vang besar, dan larinyu
modal tidak sehat ydng terus-menerus\adalah tidak dapat dan tidak
tumbuh cepat dalam ma '

1. Program Penyesuaian (Adjust

Kebangkitan ekonomi N pnasa kegagalan strategi sosialis

telah menyebabkan negara-negar iﬂm&@ kembali ke tempat mereka

mengawali langkaUJtN rvbhEﬁjgzr,iﬂ;igsig\ keadilan dalam

memanfaatkan sumber-sumber a vyang langka Hal ini telah terjadi sejak

permulaan tahun 1970-an ketika mulai muncul kesadaran bahwa pembangunan
bukan identik dengan pl:MQnQrMaél‘psr‘kapita saja, melainkan

juga penurunan angka kemiskinan.'“Karena itu, ckonomi pembangunan tidak lagi

mendewakan GNP, hanya mementingkan pertumbuhannya, fa juga mengklaim

Michael Candessus, "Opcning Remarks”, Victoria Corbo, dkk., "Growth Oricntcd

Adjustment Programmes”. dikutip oleh M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge,
op.cit  h 167-168.

" Suatu perbatkan dalam tingkat hidup manusia di negara-negara berkembang hanya dapat
tercapai melalui akselerasi pertumbuban dengan keadilan, Sumitro Djojohadikusumo. “Menuju Tata

Ekonomi Internasional Baru”", dalam Thee Kian Wie, (penyunting), Pembangunan Ekonomi dan
Pemerataan, op.cit. h. 252



sebagai pendukung redistribusi, 1a menyeru ke arah pertumbuhan dengan
redistribusi, pengurangan kemiskinan absolut dan pemenuhan kebutuhan pokok
manusia. Ekonomi Neo-Klasik sekarang tidak saja mengaku menjadi pengawal
rasionalitas, ia juga hendak menjadi penyantun orang-orang miskin.'*

Dalam pertemuan tahunan Bank Dunia di Nairobi tahun 1973, Mr.

McNamara, yang setelah itu menjadi pimpinan Bank tersebut, mengimbau dunia

untuk memfokuskan kepada kemiskinan absolut vaitu mereka yang mengalami

kondist hidup yang buruk karen mnyi%’%’lﬁ\a if, kurang gizi dan kemelaratan,

@ut@ kollldup mereka. Theodore Schultz

pada waktu menerima hadiah N tyl tah 79, aﬁ nyatakan, sebagian besar rakyat

schingga tidak bisa memenuhi

dunia adalah miskin. Apabila ki ¢ nomi yang miskin ini, kita akan

banyak mengetahui keadaan ckofd 'Ql yang/t:e%enarnya Gerald Meter dalam

karyanya Leading MN I/uV)ER]&cIﬂTI?ﬂ:SpeNama kali pada
tahun 1964, menyatakan bzll'g Iie-mNMetidakadilan, dan distribusi
pendapatan benar—bcnarl Nlbl@ NE«giiwempat (1984) dengan

penekanan yang berarti pada distribusi pendapatan di negara-negara berkembang dau
seterusnya mengatakan bahwa "yang muncul duri kemiskinan" adalah "masalah
ckonomi yung sebenarnyd”, pada buku yang lain, yang juga diterbitkan pada tahun

1984 '

M. Umer Chapra, Islam and..., op.cit., h. 168

" Ibid., h. 169,



Kenyataan, bahwa keadilan sosio-ekonomi telah dihapuskan dari
kepentingan formasi dan pertumbuhan modal yang cepat. Kini diakui kembali
merupakan perubahan yang menggembirakan. Bagaimanapun pertanyaan yang
penting adalah apakah teori ekonomi neoklasik yang bebas nilai mampu memberikan
strategl yang efektif untuk merealisasikan tujuan ini di negara berkembang ? Strategi
yang ditekankan adalah penyesuaian "adjustment”. Melihat kondisi negara-negara

berkembang yang ditimpa ketidakseimbangan, strategi ini bukan lagi menjadi sebuah

pilihan, ia menjadi suatu kehe@aiﬁ@éﬁéﬁn@pun yang lebih penting adalah

Z
es ngdirumuskan oleh teori ekonomi
u &O
. Z
ckonomi akan direalisasikan, pe sumsi diwujudkan sedemikian

| e 2 9
rupa, sehingga efek yang merug . “pada orang kaya dan mereka
gg y

vang  cukup kttt) N.I(WRgnlgq‘kﬂsgangorang miskin
setidaknya tidak diperburuk, Ijs Iid_ak ﬂisaAkXena alasan-alasan yang kuat,
menjadikan mereka lebilw fni Eemlglgitifsaling diinginkan. Di segi

penawaran, keadilan sosio-ekonomi menuntut diwujudkannya peningkatan ourput

apakah komponen program pe

neoklasik bhisa membantu mereali an efisiensi. Jika keadilan sosio-

sedemikian rupa sehingga kebutuhan-kebutuhan bisa dikurangi. Jelasnya, jangan

sampai orang miskin yang telah tertekan oleh ekonomi pembangunan sekuler selama

masa  ckspansi, akan tertekan lagi oleh ckonomi Neo-Klasik selama masa
- 125

penyesuaian,

"> Barber Conable mengakui bahwa pemotongan dalam standar hidup dalam jangka pendek

adalah sangat sulit yang kadang-kadang sangat buruk pengaruhnya kepada rakyat miskin, Opening
Remarks, Corbo, dkk., 1987, ibid., h 170



Karena program penyesuaian ini tidak lepas dengan benang liberalisasi,
maka negara-negara berkembang yang mempertahankan umumnya menghadapi
kendala struktural harus berbagi kerja dengan aktor-aktor di luarnya, terutama sektor
bisnis. Proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi kapitalis
global, keharusan bertumpu pada negosiasi dan perjanjian internasional, dan
ketidakmampuan untuk mengisolasi diri dari serbuan arus informasi dan ideologi

memaksa para elit penguasa unt formasi politik. Mereka terpaksa
p peng y—-mel-ak-ukan-ggl TNV po p

membuka dir1 dan menerapkan yang membuat mercka harus

mempertanggungjawabkan perila mbuat proses pemerintahan jadi

&S

£

G

' o
sapodn
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§io]

transparan, yaitu aturan main Jkdpentingan pemilik kapital dan

g

=

menempatkan negara dan blrokrMMJMaturan dan undang-undang yang

jelas. Dan, mekal@N’VEaﬁ Siln‘ﬁ'ﬂ’%@a dalam proses
pembuatan keputusan mengenaiIaSaIiiuﬂdM’
Pembentukan IN@‘NrEaSpleﬂmgan serta investasi

ataupun langkah-langkah lain itu menempatkan elit-elit negara berkembang dalam

" Mohtar Mas'oed, op.cit., h. 59 Hal ini sangat jelas ketika Ronald Reagan menempuh segala

upaya untuk membuka negara-negara berkembang bagi pergerakan modal internasional. Secara khusus
ia menghadiri dan memanfaatkan dialog utama selatan di Cancun Meksiko tahun 1981 untuk
mengekspor gagasan-gagasannya ke negara-negara berkembang melalui kuliahnya tentang keajaiban
pasar, yaitu mengenai kebaikan pasar dan keburukan negara. Bukannya mempersoalkan ketimpangan
hubungan antara negara maju dan negara berkembang, ia malah bersikukuh menjalankan kebijakan
domestik negara-negara berkembang sebagai penghalang bagi kemakmuran dan sumber masalah
ekonomi negara-negara berkembang. Muhadi Sugiono, ep.cit., h. 159
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blok historis baru hyper-liberalisme bersama dengan elit-elit transnasional lainnya-127

Dengan mendukung reduksi peran negara dalam perekonomian dan pemulihan
mekanisme pasar, maka program penyesuaian telah mengangkat sebuah lingkungan
yang menguntungkan bagi modal internasional dan meningkatkan kekuatan
struktural modal in1 vis @ wvis kekuatan-kekuatan sosial lainnya seperti buruh
terorganisasi dan warga negara kebanyakan. Keberpihakan program penyesuaian

pada kepentingan modal internasional bisa_dengan mudah dipahami bahwa secara

n modal internasional '* Muhadi

ni programmes yang dirancang

dan Bank Dunia sebagai sebuah

pakar stabilisast ekonomi dan @%ﬁﬁﬁd}»@kenghematan merupakan bukti

paling nyata dan petejwrwgﬁrgl' da'l'mggt psintelektual Kanan
Baru bagi negara-negara berkerilggli(oxrmaling utama dari liberalisasi

" Transaasionalisasi berlangsung melalui bermacam-macam media. Pendidikan mahasiswa

(ekonomi) pascasarjana dari negara-negara berkembang di Universitas yang ide-ide Neo Klasiknya
dominan seperti di AS dan Eropa sesudah tahun 1970-an merupakan media efektif bagi importasi
ideologi pasar ke negara-negara berkembang. Disamping itu juga program-program pelatihan yang
ditawarkan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia bagi para teknokrat negara-
negara berkembang, didukung juga dengan tersedianya bermacam-macam berkala internasional seperti
The Walt Street Journal, The Economist dan The Financial Times. Semuanya ini berujung pada
institusionalisasi  ideologi pasar di seluruh dunia dan membantu mendefinisikan agenda kebijakan
ekonomi negara-negara itu sejalan dengan ideologi pasar. Muhadi Sugiono, op.cit., h 158

5 Ibid h 168

"“Ibid.. h. 162.



Neo Klasik, sebagaimana diungkapkan oleh IMF dalam program penyesuaian adalah:
(a) mengurangi peranan pemerintah dalam bidang ekonomi, (b) mengizinkan pasar
untuk memainkan peranannya, dan (c) liberalisasi perdagangan asing."

Dengan kecondongan Bank Dunia dan IMF kepada modal, institust

mekanisme pasar yang difasilitasi Bank Dunia dan IMF melalut kondisionalitas

reformasi di bawah program penyesuaian hampir tidak bisa dikatakan sebagai

sentral."" Sebuah studi yang dispo ISLAM engenai Konsekuensi Program

S

e

Penyesuaian (1987), sangat jela$ bahwa beban-beban yang

D

diakibatkan oleh langkah-langkah

NIV@RSIT

Z
l@r
(@)
ﬁ(n pemangkasan pengeluaran
)
ke

kesejahteraan secara tidak proporsid ompok-kelompok miskin dan

tidak beruntung di negara-negara @mﬂmﬂjgﬂlndmg yang kaya, orang-orang

miskin lebih tidak n@N'WERr@WAﬁgagai akibat dari
segala langkah penghematan'ﬂl gal\’_awemn-kebijakan dart program
pemberian dana yang nIN.DGANEaSk[pI it untuk meringankan

dampak-dampak distribusi yang merugikan dari goncangan yang timbul dari luar ata
dart penyesualan ekonomi yang dibutuhkan pada masa lalu, mereka mengakui

masalah distribusi merupakan kepentingan politik internal. Akibatnya tidak satupun

1.3

M. Umer Chapra, IEC, op.cit., h. 17!

"“Liberafisasi dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) umumnya juga

diterapkan atas dasar negara yang paling diuntungkan (most-favored-nation-MI-N)_ blok-blok ekonomi
secara eksplisit mendiskriminast bagian dumia diluar mereka dengan memberikan pengaturan dagnag
preferensi kepada negara-negara anggotanya saja. Philip Kotler, dkk., Pemasaran Keunggulan
Bangsa, ter). Aldi Jenie, Jakarta : Prenhallindo, 1998, h. 16.

"™ Muhadi Sugiono, ep.cit , h. 169.
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dan laporan konsuitasi tahunan IMF mengenai negara-negara anggota yang pernah
membicarakan kemajuan usaha negara anggota dalam menanggulangi kemiskinan,
memenuhi kebutuhan, dan mengurangi ketidakadilan. Suatu negara mendapat
penghargaan dari IMF apabila negara berhasil mengurangi ketidakseimbangan tanpa
memandang apakah hal ini dicapai dengan atau tanpa efek yang merugikan

keadilan.™

Suatu pembicaraan mengenai sisi pasokan dan program dana hanya

menyinggung terutama masala entif yang lebih baik untuk
mengenalkan tabungan, investasi

bunga, kurs valuta dan pajak. '™ n program penyesuaian lainnya

adalah devaluasi mata uang dan p@%{%ﬂ%ﬂ’@kar Devaluasi dianggap sebagai

langkah jangka Pertej Nhlrvggrﬁegl]aglgmﬁm Scounr dan neraca
perdagangan ketika di mata BinéDlliia dan l[\\/IF nilai tukar yang over valued di

negara-negara  berkembang mengakibatkan bias terhadap ekspor. Dengan
mendevaluast mata uang!ms ;ersebut !isa glgore:%sildan membuat ekspor lebih

kompetitif sambil mereduksi impor yang menjadi makin mahal.'* Akan tetapi,

devaluast 1m juga bisa menyebabkan harga-harga lain ikut naik, juga harga bahan-

M. Umer Chapra, Islam and ..., op.cit_h 171
" Ibid  h. 172,

" Muhadi Sugiono, op.cit., h. 164,
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bahan yang dibutuhkan untuk industri dalam negeri.™ Untuk mengatasi inflasi

ditawarkan manajemen demand, yaitu tindakan-tindakan penghematan yang
melibatkan reduksi suplai uang yang melalui reduksi upah, reduksi pengeluaran

publik, dan pelayanan publik.'”’

Dengan demikian tujuan dari manajemen permintaan adalah mencapai

suatu keseimbangan antara kesempatan kerja dan inflasi. Namun, fenomena baru

telah muncul, yang dikenal sebagai ' lam hal ini inflasi tetap tinggi
’ ISLAM P

walaupun tingkat pengangguran “‘8 %ementara itu, tidak ada yang
O

menyinggung suatu perubahan pengeluaran pemerintah untuk

meningkatkan kinerja anggaran

da pembicaraan tentang cara

menghemat sumber-sumber yang dmﬂMMfﬁJenaikkan kualitas dan kuantitas

fasilitas pendidikan,@WEﬂamw rsthan bagi rakyat
miskin dalam rangka meningka[giu_alitaAfamumber daya manusia dalam
pembangunan.'”

INDONESIA

Penyandaran kepada mekanisme harga dan sistem perbankan yang

berdasarkan bunga untuk mengalokasikan sumber-sumber daya tetapi bertentangan

BT Gilarso, op.cit., h. 329

" Muhadi Sugiono, op.cif., h 164-65

138

Philip Kotler, op.cif. h. 40

"’ Sudah jelas bahwa pembangunan memerlukan konsentrasi modal, namun masalahnya yang

mendasar adalah bagaimana dengan cepat menyebarkan hasil-hasil pertumbuhan ekonomi ke mayoritas
penduduk sehingga tidak terjadi disparitas pendapatan antara yang kaya dan yang miskin,



dengan upaya pemenuhan kebutuhan dan distribusi yang adil, dari pendapatan dan

14

kekayaan adalah aspek yang terlupakan.'™ Aspek ini bagaimanapun ada di luar

ptkiran mereka ketitka memprediksikan yang sebenarnya tentang pengaruhnya atas
orang-orang miskin. Mereka beranggapan, dan anggapan mereka itu realistis dalam
kerangka kerjanya yang bebas nilai bahwasannya tidak satu pun yang bisa dilakukan
untuk menghindari pengaruh paling buruk atas orang-orang miskin. Segala bentuk
usaha untuk menghindari akibat kekuatan-kckuatan pasar akan menimbulkan

/ ISLAM \

penyimpangan yang dapat meny:@bkan etidak/zf

sienan dan pertumbuhan yang

(_
rendah. Karena itu, satu-satun)& a ngr menarik adalah mengizinkan
1]

elalyi fliberalisasi untuk meningkatkan

>
sist orang-orang miskin. Namugz.ihdsal: iz Yisakah pertumbuhan yang lebih
o orgarsn misin, NI Akt et o
tinggi secara otomatis menghasilkan keadilan. 'Jawabannva adalah negatif

UNIVERSITAS

Ekonomi neoklasik menurut Chafra bisa efektif hanya jika berkenaan dengan

masalah pemenuhan kepentingan pribadi setiap orang, yang diperfukan untuk
meningkatkan inisiatif JMQSQI@NI%L%SLID% vang adil tidak bisa
dicapai oleh setiap orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja.
Kepribadian semacam itu cenderung memperburuk distribusi pendapatan. Distribusi
vang seimbang memerlukan motivasi untuk memenuhi kepentingan sosial yang

melibatkan pengorbanan kepentingan pribadi. Pendekatan bebas nilai yang sekuler

"'M. Umer Chapra, Islam and ..., op.cir  h 172

" Ibid. h 173,
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dari liberalisasi tidak memiliki mekanisme apa pun untuk memotivasi masyarakat
agar mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi kepentingan sosial pada saat

keduanya tidak serupa.'*

Ironisnya, tidak ada negara yang memiliki ideologi nasar diberlakukan
secara paksa lebih dart yang terjadi di negara-negara berkembang : Amerika Serikat
dan Australia, misalnya, merupakan dua negara yang paling gigih memperjuangkan

pasar bebas. Namun, kenyataannya masih memiliki banyak peraturan hambatan dan

menerapkan tanf bea masuk.'? menghadapi persaingan ketat di

pasar dalam dan luar negeri, surpl% ------ oANga 5 telah hilang, sementara defisit

perdagangannya makin terbuka l¢ bat sekali apa yang disimpulkan

oleh Amitat Etziom (1992), bahw

pedoman pemakuUNl\d“/rER(gTT AtSmempenahankan

5

ekonomi pasar.'® Berkaitan dfgllﬁolﬁi pasag ini, di kebanyakan kawasan

selatan sebenarnya jugalﬁﬂﬁ NE\ST ﬂ keterbatasan bermain

strategi pembangunan, serta ada keyakinan yang semakin berkembang bahwa jalan

" Ibid b 187
**' Kompas, tarif impor bahan baku Agro Industri harus dihapus, 5 Juni 2000.

" Anggota United Auto Workers memprotes impor mobil yang tidak dibatasi pada butan

Maret 1981. Mereka menghancurkan sebuah mobil Toyota di dekat pabrik pemasangan label Ford
Motor Company di Chicago Heights, Illinois. Peter H. Lindert, op.cit., h. 2.

" Amitai Etzioni, op.cit., h. 277
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keluar dan krisis saat ini tidak bisa ditentukan dengan cara berpaling kembali pada

strategi-strategi tersebut (kembali ke Neo-Klasik).'™

Bahkan George Soros, yang sering dituduh secbagai spekulan dan
pengguncang pasar juga mengakui keburukan pasar, sehingga mengusulkan konsep
tentang pasar perlu ditinjau ulang. Kekhawatirannya terhadap ancaman pasar inilah

sehingga Soros menyebut pasar (/aissez fuire) sebagai musuh baru (the new enemy)

bagi masyarakat terbuka (openﬂ)qg{zhs,qel‘h\1de0l0gi-idiologi totaliterian.'*

Dalam The Capitalist Treath (19?1) i¢ryﬂakan bahwa musuh utama dalam

masyarakat terbuka tidak hanya | @mu pt rmu ga kapitalis. Kalau Karl Popper
0n

dalam Open Society and Its Fng /?iev yatakan bahwa komunisme dan

fasisme telah menjadi musuh ma‘ﬁvg’lﬂi;‘jﬂl a karena mempercayai kekuatan

negara untuk men@anViER&:@l‘ilﬁﬂ,ska Soros (1997)
menyatakan bahwa masyarakatl@lte_mﬁ Mkarena individualisme yang
berlebthan. Semakin bmmNEgr‘aﬂalu sedikitnya aturan

dapat menyebabkan kondisi yang tidak toleran dan tidak stabil. Meskipun demikian,
bukan berarti Soros menyamakan antara /uaissez fuire dengan Nazisme dan
komunisme. Karena, bagaimanapun ideologi-ideologi roraliterian sejak kelahirannya

memang sudah berseberangan dengan open society.

“Lihat Komisi Selatan, Tantangan yang Menghadang Selatan, terj Suwandi S. Brata,
Jakarta - Gramedia, 1990, h. 103.
"lstilah mayrakat terbuka “open society” telah dikenalkan oleh Henn Bergson dalam bukunva

The Two Sources of Morality and Religion (1932), kemudian diskembangkan oleh philosof Austrian
Karl Popper dalam bukunya The Open Society and Its Enemies (1945).



Soros tidak mengingkari dengan segala kemudahan yang didapat dari
masyarakat terbuka, tetapi karena tidak diakuinya adanya kebutuhan terhadap
sesuatu yang wmendukung nilai-nilal dan institusi-institust yang melindung;
masyarakat terbuka, maka muncul ancaman tersebut. Ancaman /aissez faire sekarang
ini bagi Soros lebih potensial daripada ideologi roraliterian.™ Hal ini juga yang
dikemukakan oleh Antony Giddens, bahwa manusia perlu dilindungi terhadap

terkaman dan ancaman pasar bebas global. Memang pasar dibutuhkan untuk

mendatangkan kesejahteraan, t(@ilgzllﬁ?'s\éat%\g sama juga diperlukan baik

ke‘*ﬁle mdungi ancaman pasar.'™

terfalu  meneckankan kepada

peranan pemerintah maupun masy

%NIVERSITA
5]

Soros megkrittk  paradi

terjadinya keseimbangan secara ojﬂ,{ﬁéﬂgﬁfj&u@]hat kekurangan-kekurangannya.

Ia mengatakan sebatij)mll V E R S I TA S

Kita harus mengakui rg kitu zen lpl kan pasar global, dan pasar
finansial global ini ta lmu.{ kodrat pasar itu sendirt. Kita

mempunyai teori keliru, bahwa biarkar ; saja  pasar berjalan dengan

kekurangannva, IrN m @N

Pandangan imi agaknya bermula dan kritik Popper terhadap ideologi

w/lbrlum sendiri.”™

totaliterian yang menurutnya telah memonopolt klaim kebenaran. Mengapa tidak

seorang pun berhak mengklaim kebenaran? Soros mengaitkan penjelasannya dengan

S RBurmaNews Nenvork (BNNJ. EBN, UV net, The Atlantic Monthly, Soros Founduations, 18
Janari 1997
"“"Sindhunata,enuju Masyarakat Risiko™, dalam | BASES. Edisi Januari-Februari 2000, h 3

“Ibid, h 7
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konsep refleksivity dan fallibility. Menurut konsep refleksivity, manusia selalu
mempunyai ide tentang dunia sosial, tentang dirinya sendiri, tentang masa depannya,
tentang kondisi kehidupannya. Dan, idea itu bukanlah ide independen, artinya ide
tentang suatu dunia atau keberadaan yang begitu lepas dari dirinya. Dengan
mempunyai ide itu, manusia juga masuk ke dalam dunia sambil mempunyai niat
untuk mempengaruhi dan mengubahnya. Dengan demikian, hidup ini semakin hari
semakin sedikit ditentukan oleh kepastian dan ketentuan tradisi. Keputusan diambil

( ISLAM

dari refleksivitas yang tidak lepas @ri resiko-resik. |Oleh karena itu perlu dibarengi

dengan konsep fallibility (kesala | Artinya, ide manusia tentang

m
dunia di luar dirinya itu selalu tiddicmemadal. Add/bagian dari realitas dunia yang di

D >
luar pengetahuannya. Sehingga, pﬁﬁg%%&?m@fa selalu mengandung cacat dan
JJL} ' w . 1 "

kekurangan, karena tidak mengerti realitas seluruhnya. Oleh karena itu manusia

perlu kritis terhadayuim&yatg Een{c§l!1balng‘ kes'a§an dan cacat 1tu.
Termasuk dalam aktivitas pasa|§lﬂmﬁsm|‘, Mgga resiko dapat dikurangi.™

Tanpa ada koreksi mak;! MAQnQ(M@ﬁi%t!ﬁ kslaps. Jika setiap orang

mempunyai refleksivitas sendiri-sendiri, maka pasar akan menjadi tidak stabil. Tidak

ada yang dapat memegang dan mengendalikan pasar, akibatnya pasar semacam itu
menjurus  menjadi chaotic. Dan, jika pasar dibiarkan berkembang terus dengan

mekanisme yang seperti ini maka akan menjurus untuk menghancurkan masyarakat.

“irbid . h 6
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Giddens sependapat dengan Soros bahwa refleksivitas harus disertai dengan
falibilitas, namun ia mengingatkan, tidak mungkin orang harus terus-menerus
bertanya dengan kritis. Artinya, di samping bersikap kritis orang juga memerlukan
seperangkat patokan hidup atau kebiasaan-kebiasaan yang akan dipatuhi dan

i

dijadikan pegangan. ™ Di sinilah letaknya bahwa harus ada aturan atau filrer yang

disepakati bersama oleh masyarakat untuk dijalankan. Dalam hal ini Chapra

menekankan perlunya injeksi dimensi moral yang akan membatasi perilaku-perilaku
((/) ISLAM /\

menyimpang. Z

Para pemikir neoklasik aman-pengalaman Asia Timur

sepertt Jepang, Taiwan, Republik;%lémgmran), Hongkong, dan Singapura

sebagai sebuah telamiw ER) glla-krrﬁug liberal. Memang

tidak diragukan bahwa Iiberalisaliglﬂ'entﬁi ekspor berperan dalam mempercepat

pertumbuhan di negara-iw%ﬁggienﬁ untuk mengalamatkan

semua keberhasilannya kepada kedua faktor ini. Masih banyak faktor lain agi yang

sama, jika tidak lebih bertanggung jawab. Di antaranya adalah, campur tangan

S Ibid, h. 7.
"M Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi_op cit, h 9.

**Pembahasan khusus tentang keberhasilan Asia Timur ini juga merupakan kritik chapra

terbadap neoklasik yang menganggap bahwa negara-negara Asia timur berhasil karena menerapkan
sistem hberalisasi. Dalam pembahasan ini Chapra menunjukkan akan kesalahan pendapat tersebut dan
menolak anggapan yang mengatakan bahwa liberalisasi adalah obat yang mujarab untuk mengatasi
perekonomian NSB.
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pemerintah, keadilan sosio ekonomi dan kehormonisan sosial yang diwujudkan oleh
Land reform dan nilai-nilai sosial yang ekstensif, kecenderungan yang tinggi untuk
menabung dan menginvestasi, dan dukungan aktif dalam substitusi impor serta
promosi ekspor untuk industrialisasi. Tidak seluruh faktor tersebut sesuai dengan

model Neo-Klastk, bahkan sebagian besar nyata-nyata bertentangan dengan teori

135

ini.

tergantung bagaimana menafsirks Asia Timur mengenai ekonomi

pasar, misalnya, pasti berbeda darg:)l( dan Amerika. Bagi elit-elit Asia

Timur, pengertian pasar semata-m ebijakan-kebijakan berorientasi

ekspor, tanpa harus ada sangkut Ww@reterbukaan ekonomi.'™ Bahwa
JJU ' w . ¢ 5

perdagangan bebas itu baik un@erekonomlan tampaknya menjadi ide semua ahli

ekonomi vang balkkﬂglam arti bahwa orang tldl | ﬁlkaltkan dengan ilmu

ekonomi neoklasik untuk men!l%!ﬂﬂ'@- esep kebijakan berorientasi pasar
semacam itu. 157Professorl MDHQMEIS tAiri unik yang membuat

kinerja perekonomian di Asia Timur berbeda dengan negara-negara berkembang

lainnya mungkin lebih terletak pada ideologn atau kerangka pikiran elite-elite

15

Peter H. Lindert, op.cit., h. 173-4

""" Barbara Stallings, 'Introduction: Global Change Regional Response'. dalam Barbara

Swallings, (Ed), Global Change, Regional Response: The New International Context of
Development, Cambridge - Cambridge University, 1995, h. 22

" Muhadi Sugiono, ep.cit., h. 174



daripada keinginan pribadi sebenarmnya yang berakar pada struktur sosial, P jadi

bukan liberalisasi.
a. Peranan Pemerintah

Dalam 7he Fast Asian Miracle (1994) John M. Page menyatakan bahwa
selain Hongkong, negara-negara Asia Timur, Jepang, Korsel, Taiwan, dan Singapura,

semuanya menerapkan intervensi pemerintah untuk mempercepat pembangunan

ekonomi. Intervensi itu dalam bentuk perdagangan negara, subsidi, peraturan, dan
{ ISLAM \
%) ) 7

pertimbangan lain yang memp@(oggaru asa% modal, tabungan domestik,

perdagangan, dan hampir di setia . Pemerintah juga mengarahkan

perdagangan swasta pada saluran kan melalui pengontrolan izin

industri, pinjaman luar negeri danﬁﬁﬁ@ﬂ" a ri, dan pemakaian insentif dan
L y

hukuman yang selektif. Oleh karena 1tu, tidak mungkin menyebut mereka sebagai

— ] » |\ = S Y RS

Pemerintah Jepang jauhle§ !ﬂ'ﬂ?fﬁ te}lMIam pembangunan ekonomi
‘daripada pemerintah neJMD.QNE g%ji, pemerintah telah

merintis industrialisasi dengan membuat model pabrik-pabrik dan memperkenalkan

teknologi mesin dan Barat. Pemerintah merupakan investor terbesar dan paling

s Dwight H. Perkins, "There Are at Least Three Models of Asian Development”, World
Development, Vol 22, no. 4, 1994, h. 660.

“** Philip Kotler, ap.cit., h. 56.

1ex)

M. Umer Chapra, Islam and ..., op.cit., h 174
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penting dalam perekonomian. Setelah PD II, pemerintah mengambil peran aktif,

kontrol impor, kuota, dan valuta asing."’

Tentu saja intervensi ini akan lebih positif jika tidak hanya pada kontrol
yang menghambat inisiatif dan gerakan sektor swasta. Akan tetapi, lebih diarahkan
kepada pemberian fasilitas dan dukungan sektor swasta, serta menghapuskan
ketidakmenentuan tentang kebijakan-kebijakan dan memberi inspirasi lebih banyak

kepada kepercayaan pada investor.'*’ Menurut John Page, kebijakan campur tangan
p g g

ISLAM
int digolongkan ke dalam dua bag@besar: cam \

a P
Kebijakan-kebijakan kunci fundar

keuangan yang stabil dan aman, di@prsi harga, keterbukaan terhadap

ngan fundamental dan selektif.

abilitas ekonomi makro, sistem

teknologi asing, dan investasi mo umber daya manusia. D1 antara

JJL) ‘ } ,. | . "
campur tangan selektif yang paling penting adalah kebebasan dalam memilih

industri yang akan MNIIM@R&:IE&A& yang mendorong

kegiatan ckspor, dan pendanaan Is@ is ( thﬂt M yang rendah dan kredit yang

rareh). INDONESIA

b. Land Reforms dan Distribusi Kekayaan
Pelaksanaan program /and reforms dan pengurangan kepemilikan lahan
kaum kaya di Jepang, Korsel, dan Taiwan setelah Perang Dunia Il mempunyai

dampak yang sangat luas terhadap pemerataan distribusi pendapatan di pedesaan dan

"“!Y oshihara Kunio, Pembangunan Ekonomi Jepang, edisi 2, terj. Pondam Guritno, Jakarta
Ul press, 1992, h. 43
M. Umer Chapra, Islam and ..., op.cit h 175

"“* Philip Kotler, op.cit.
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membuat perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan semakin kecil
dibandingkan dengan negara-negara lain. Pembentukan badan yang besar daripada
petani, merubah keseimbangan kekuatan politik untuk membantu kaum tani. Karena
pemerintah  memerlukan dukungan mereka, maka pemerintah berkewajiban
memberikan proteksi atas pertanian dan membangun infrastruktur pedesaan.
Infrastruktur, bersamaan dengan pengalihan pemilikan tanah menjadikan para petani

mampu memenuhi  kepentingan pribadi mereka, yang selanjutnya memberikan

motivasi untuk menciptakan pepi (nvestasi jangka panjang dalam

%)
pertanian. Dengan pemilikan ta gya a petani bisa memanfaatkannya
n
dengan baik, teknik tenaga ker] %/a tuk mendorong kenaikan yang
>

penting dalam pengeluaran dan pendapa bukan hanya menawarkan yang
o)

dibutuhkan melainkan juga me I((tabungdn=dan pasar yang diperlukan untuk
E9) i) e

ekspansi industri. Dengan begitu juga memungkinkan bagi mereka untuk

menginvestasikan sL)iMlMEB@JaImA &an Barat. Hal ini
memmbulkan sebuah ekspansi Iy& EEaAaMnm industri melalui pendirian

sejumlah unit perusanhz‘aN,lw@NrEg7 lllﬁeningkatkan produksi,

sehingga terwujud pertumbuhan serempak dan seimbang dalam bidang pertanian dan

- J 4%
industri.

c. Keadilan Sosial
Pertumbuhan besar yang dihasilkan oleh Land Reforms mengantarkan pada
keadilan sosial yang lebih besar. Keadilan juga mengurangi konsumsi yang

beriebihan dan investasi terkait yang dipromosikan oleh kesenjangan pendapat di

Toad

M. Umer Chapra,IEC, op.cit., h. 136.
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kalangan orang kaya. Sumber-sumber daya diperuntukkan memenuhi kebutuhan
orang miskin  dengan demikian meninggikan tingkat kesehatan dan pendidikan
sebagai dasar yang kuat untuk pertumbuhan yang lebih cepat dan berkesinambungan.
Pengurangan penderitaan orang miskin menghilangkan perasaan antisosial
antarsesama, meningkatkan motivas: kerja dan efisiensi serta pemborosan sebagai

akibat dari pemogokan dan konflik.'*®

d. Teknik-Teknik Padat Karya

Keadilan lebih ditekank 1£<x[0()leh ilihan% bijakan padat karya yang telah
membantu masalah pekerjaan di tefsgbut. Tidak sama dengan Jepang

dan Korsel, Taiwan telah mensli an yang efektif dengan perusahaan-

perusahaan kecil di bidang pe
konglomerasi yang besar dalam bisnis domestik. Kebijakan ini tidak hanya

memberikan dukung!b) MilMaElaéImlnéurahg%engangguran dan
kurangnya lapangan kerja, leSLugAMan kelompok petant kecil

berkesempatan memperlmQ@N Eegl Aan telah beralih dan

ekonomi yang memiliki kelebihan tenaga kerja pada tahun 1950-an kepada ekonomi

aktur, dan tidak mengizinkan

yang kekurangan tenaga kerja pada tahun 1970-an. Keberhasilan mencapai fuf/
employment di desa dan kota menyebabkan peningkatan pendapatan seluruh
keluarga dan selanjutnya meningkatnya keseimbangan pendapatan yang telah

tercapai sebagai hasil dari /und reforms. Dalam persamaan pendapatan ini Taiwan

" Ihid _h. 177
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mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.
Rasio pendapatan dari 20 persen orang terkaya dari seluruh yjumlah penduduk atas
pendapatan 20 persen orang termiskin menurun dan 20,5 pada tahun 1953 menjadi
4,2 pada tahun 1980 dan ini bisa jadi rasio terendah di negara-negara berkembang
mana pun.'®

e. Nilai-Nilai Budaya

Selain banyak faktor yan

Timur, 1deologi, nilai-nilai bud itas penduduk juga dipandang
sebagai bagian yang utama. Bahkd model pembangunan di Asia Timur

ini dianggap timbul dari seperangka husus, yang mungkin tidak akan

terulang di mana pun.'”’ Lepas%{“ﬂﬁ%éég@%as, yang jelas kondisi yang ada

telah membantu m@[Nkl WERSTT SEiagstem nilai mereka
dipusatkan pada kewajiban Ig\fﬂ K erakat yang dapat menjaga
kepentingan pribadi di biﬁkftmi farﬁlgigintiggan sosial. Mengapa hal

ini tidak terjadi sebelum perang? Salah satu faktor yang dapat menciptakan

lingkungan demikian ini adalah keadilan sosio-ekonomi yang diwujudkan oleh
restrukturisasi ekonomi dan politik setelah perang. Faktor lain adalah kesulitan-
kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam ekonomi yang buruk akibat perang.

Setiap orang mengetahui secara jelas apa yang dituntut oleh rekonstruksi rasional-

" Meier, Emerging from Poverty (1984) h. 178 Dikutip dari Chapra,IEC, Ibid., h. 178.

" Philip Kotler, op.cit., h. 64.
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ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya. Kesadaran ini memberikan nilai-nilai
budaya yang mengikat mengenai kehidupan yang sederhana dan penahanan diri dari
konsumsi yang mencolok Dengan demikian, semuanya tanpa kecuali, keluarga-
keluarga individual untuk hidup sangat hemat. Hal ini membantu konsumsi yang
moderat dan meningkatkan tabungan. Tabungan domestik kotor sebagai persentase
dant GDP adalah 33,4 ; 30,7 ; 39,9;37,6;dan 37,0 persen di Jepang, Hongkong,
Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan pada tahun 1987 dibandingkan dengan rata-

(( ISLAM

n Kartpid, 13,0 persen untuk Sub-Sahara
O

A@'lka Utara, dan 13,9 untuk Asia

rata 19,8 persen untuk Amerika

(_
Afrika, 17,0 persen untuk Timu ((g"
Ll
, >
Selatan.'® z

©) >
Melihat kenyataan ini, w@j%ﬁ@kmudian menjadi Bankir Dunia,

e e ONIVERSITAS™ ™
menabung bagian lebih besar ciagelmi_apatannwwngan berarti akumulasi aset

atau pengurangan utang. Akumulasi aset Jepang telah sedemikian besar, sehingga
dominasinya terhadap s!sﬁ Eeuangan dunia sulit dipungkiri. Pada akhir tahun
1980-an pembelian aset Jepang melaju dengan cepat meliputi hampir semua aset di

- 169
duma.

Tabungan yang tinggi sangat membantu terhadap keberhasilan ekonomi di

negara-negara tersebut, karena akan menjaga suku bunga di negara-negara tersebut

168

M. Umer Chapra,IEC ap.cit h 178

""" Peter H. Lindert, op.cit., h. 9.



relatif lebih rendah danpada negara-negara lain, sehingga sangat mendorong
investasi. D1 samping itu juga negara-negara tersebut tidak bersandar kepada
ckspansi moneter dan kredit serta pinjaman luar negeri yang besar yang tidak
semestinya. Oleh karena itu inflasi menjadi terkontro! dan meningkatkan persaingan

. 170
di pasaran ekspor.

f. Kontrol Impor dan Promosi Ekspor

Ketika niiai-mila1 sosial eningkatkan tabungan di negara-

" ISLAM

negara tersebut, hal ini juga konc (u_ﬁif bagi lian impor yang kurang penting.
0

Di negara-negara berkembang lLIEl nasional yang sah ini telah
>

dipenuhi oleh bea impor yan ; | pertukaran yang ketat yang

menimbulkan penyelundupan, u@i‘%ﬂﬁ%ﬂ‘j@g korupsi. Di dalam konsensus

nonlegal m%yarakﬁiﬁiwgﬁngiJelsh genuhi oleh norma-

norma sosial yang tidak mungkin ditinggalkan tanpj ada hukuman dari masyarakat.
Karena 1itu, ketika ekonomi tersebut memungkinkan untuk berorientasi ke luar,

hubungan keluar itu teta!mgl e;spomagmléllnpor, meskipun tidak adanya

kontrol impor yang ketat bisa membuat ekonomi tersebut tampak demikian. Pada

tahun 1983, tingkat bea rata-rata di Jepang 4,5 persen untuk impor yang dikenakan

bea cukai dan 2.5 persen untuk seluruh impor, lebih rendah dari Amerika dan Eropa.

17

M. Umer. Chapra, IEC, op.cit , h 179,
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Bahkan pada tekstil dengan biaya 13,8 persen masih lebih rendah dari Amerika yang
22,7 persen dan demikian juga di Eropam

Pada mulanya negara-negara ini memang memilih proteksi ketat, baru
kemudian meninggalkan substitusi impor menuju promosi ekspor, tetapi tanpa
perubahan yang berarti dalam filsafat pembangunan. Seluruh ekonomi tetap

diorganisasi untuk meminimalkan impor barang-barang yang tidak penting."” Kalau

diamati, sebagian besar contoh-cmm—d\ri Jerman dan Amernika Serikat
7

7]

sampai Jepang telah melibatkan ¢wasa Ini, semua negara tersebut

mengambil jalan proteksi yang k

karena itu, mereka meminta neg ang untuk melakukan apa vang

belum dan tidak dilakukan O@Eggg‘mg‘gjmaju adalah saran yang tidak

=== UNIVERSITAS
g. Pengeluaran untuk PertahargﬁwaM

Di Jepang, perfmrﬁﬁ Niggc'tuyjnkan hingga kurang dari

satu persen GNP dibandingkan dengan rata-rata 4 persen di negara-negara industri

dan sekitar 3 persen di negara-negara berkembang. Pengurangan ini  justru membuat

"' An Open and Shut Case”, dalam “Japan - A Survey", The Economist, 7 Oktober 1985,
1.20.

172 g e . . . . . . .
Dengan demikian negara-negara Asia Timur meskipun lebih sering beronientasi keluar,

idak bisa begitu juga dikatakan telah berhasil berkat kesetiaan mereka mendukung perdagangan bebas
arena mereka bukan sepenuhnya penganut perdagangan bebas, mereka juga menerapkan strategi
substitusi impor yang berbau proteksionis, sehingga keberhasiian mereka bukan semata-mata dari
rinsip pasar bebas. MP. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, op.cit., h. 55,

173

M. Umer Chapra IEC, op.cir . h 179-180.
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pembangunan infrastruktur iebih efisien. Dan, juga membantu mempertahankan
pajak pada tingkat yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. D1 Jepang,
pajak merupakan 21 persen GDP pada tahun 1975 dan 31,3 persen pada tahun 1988
dibandingkan dengan 33 persen dan 40,8 persen secara berurutan di MEE.
Dibandingkan dengan Jepang, Taiwan dan Korsei relatif lebih tinggi pengeluarannya
dalam bidang militer, beban pajak negara-negara tersebut teiah terkurangi dengan

bantuan asing, khususnya dari Amerika Serikat.'™
/ ISLAM P

Demikianlah beberapa f
yang cepat di negara-negara ini, engurangi konflik tujuan antara

pertumbuhan dan keadilan. K benar untuk menghubungkan

keberhasilan ini  dengan hanya%ﬁiﬂ%ﬂﬁ@(‘lpun liberalisast juga berperan

penting untuk meniLnikitkanI WosiEeksEorg:rlkenaan degan keberhasilan i,

ada pertanyaan penting, mungkinkah negara-negara Asia Timur mempertahankan

keadilan yang dulu pernah m!ﬁé I@isa&an arena kondisi-kondisi tertentu?
Beberapa faktor yang telAMQaQMﬁéall@a tersebut memberikan
jawaban yang relatif.

Dt Korea Selatan yang menerapkan konglomerasi yang dijalankan oleh
keluarga besar (Chaebol) dalam bidang industri telah menyebarkan benih-benih
disparitas pendapatan, konsumsi yang mencolok dan persaingan industri. Dari tahun

1981 ke 1985, hanya ada 100 pemogokan kerja dalam setahun. Pada tahun 1986, ada

7 Ibid  h. 181
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276 pemogokan. Pada tahun 1987 jumlah pemogokan melonjak menjadi 3008.

Begitu juga di Jepang, ramalan tentang masa depan adalah naiknya ketidakadilan
secara perlahan. Pembuatan Zaifatsu (keluarga yang mengontrol kelompok-
kelompok perusahaan monopolistik, misalnya, mitsui, mitsubishi, sumitomo dan
yasuda). Setelah perang bersamaan dengan /and reforms menyebarkan kekuatan
ekonomi yang merata ke semua rakyat, menjadikan kelompok rakyat kecil, kesulitan

untuk mendominasi ekonomi 1f1 sionat. Hal ini menumbuhkan
" ISLAM P

perdagangan kelas kecil dan me n&ngah mer%i vtakan persaingan yang hebat di

V)]
seluruh industri. Bagian Ierbesarﬁa ga beralih ke bursa efek dan

>

spekulasi tanah dan menaikkan 1ah, dengan begitu memberikan

o
momentum kepada frend yang ada@iﬂ}ﬂw@{ e

Meskipun Gﬁwim Sr|b1ngub seSh perang dengan
persamaan yang relatif dan menlegll' kondia-kOSdis" dasar untuk pertumbuhan dan
keadilan, mereka merasalsﬁuntuk memﬁahékgkciadilan sosio-ekonomi dalam

kerangka kerja ekonomi kapitalis dan sistem keuangan yang berlaku di negara-

negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sekiranya ketidakadilan bisa
diminimaikan sejak awal oleh situasi yang tidak biasa, mereka akan muncul kembali
dan akan mengarah pada pemusatan kekayaan, kecuali kalau seluruh ekonomi

direstrukturisasi dan sistem keuangan direorganisasi yang akan dapat membantu

> Ibid., h. 182

" Ibid., h. 182-83.
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mempertahankan dan meningkatkan cquiry. " Tentang hal ini akan dibahas pada bab

berikutnya.
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"7 Bbid  h. 185



BAB YV
KE ARAH SISTEM YANG BERKEADILAN : PERSPEKTIF CHAPRA
Bab ini merupakan alternatif yang ditawarkan oleh Chapra tentang schuah
sistem ekonomi pembangunan yang berorientasi kepada keadilan. Pembuhasan
dalam bab 1ni dibagi menjadi dua subbab.
Subbab pertama adalah tentang prinsip dasar yang digunakan untuk

menyusun sebuah mekanisme kebijakan. Dalam hal ini akan dibahas pandangan

S

Chapra terhadap fungsi negar( dh%L&ﬁde@n komprehensif Islam yang
Z

ditawarkannya.

Subbab kedua adalah di vang merupakan aplikasi dari

NI\EERSITA

pendekatannya vang komprehensiff: bahas {ima dimensi kebijakan,

pertama,  adalah pembungunan fﬁMﬁﬂ mﬂjkq%{ sini akan dibahas pentingnya

manusia dalam pen@NrI WE@ SII]BTR\ﬂaga saja yany dapat
memotivasi manusia untuk dapIsrlt aktib’ daMembangunan. Dalam hal ini
penghargaan diri, keb Nrﬁu&ﬁggr' menumbuhkembingkan

kemampuan menjadi vang ditekankan.

Kebrjakan kedua adalah mengurangi pemusatan kekayaan. Di - sini akan
dibahas kebijakan-kebijakan vyang dapat mendorong pemerataan distribusi
pendapatan dan kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti
kebijakan /und reforms, pengembangan usaha-usaha kecil, dan fungsionalisasi sistem
zakat dan waris.

Ketiga adalah kebijakan restrukturisasi ekonomi. Untuk yang pertama

Chapra mengharuskan adanya sistem fi/ter moral yang dapat mengendalikan perilaku

147
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seorang konsumen. Selanjutnya, reformasi keuangan publik yang menyangkut
kebijakan fiskal, kemudian meningkatkan iklim investasi, reformasi pertanian, serta
mengurangi pengangguran.

Keempat adalah restrukturisasi keuangan. Di sini akan dibahas pentingnya
sebuah lembaga keuangan, dengan meluruskan tujuan dan fungsinya dalam
pembangunan, yaitu sebagai penengah yang adil dan perantara yang efisien.

Kelima adalah perencanaan kebijakan strategis. Di sini akan dikemukakan

hal-hal yang dapat memberikan 2@ )lﬂ'g'ﬁzf?ﬁs dil kukan dari kebijakan-kebijakan

<

untuk mencapai tujuan pembal(*éun
a

ak mematikan kreativitas dan

respons masyarakat terhadap pemk A

A. Prinsip Dasar

1. Fungsi Negara menurut Cha[/)\)fa&g' JKBHJ@J
Islam menw N*WaE R@i@aﬁ-\gtur seluruh aspek

kehidupan, termasuk sosial, efg 1, dWI ik ASemua aspek tersebut saling
terhait, sedangkan pandrm ﬁ‘blﬁ E.lgar &atuan yang utuh, maka
tyuan dan nilai pada satu bidang kehidupan akan menentukan tujuan dan nilat pada
bidang lainnya.

Pandangan hidup Islam yang berorientasi pada tujuan ini menurut Chapra
tidak dapat tegak tanpa terbentuknya suatu komunitas yang diatur sesuai dengan
prinsip ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya organisasi dan kekuasaan dalam
masyarakat. Penekanan itu tampak sekali baik dalam berbagai pernyataan Rasulullah
maupun perilaku para sahabat dan dalam berbagai pemikiran para fugaha. Umar,

Khalifah kedua, menegaskan bahwa tidak ada masyarakat yang terorganisasi jika
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tidak ada imam (yang berdaulat) dan tidak ada imam tanpa ada ketaatan. Ulama
terkenal Imam Syafi’i (150-204 H.) menyatakan, terhadap konsensus (ijma’) di
kalangan umat Islam, bahwa harus ada seorang khalifah. Demikian pula imam
Hambali yang mengatakan bahwa tidak adanya imam akan berakibat pada

kegaduhan.'

Hal ini juga dinyatakan oleh ulama besar panutan para kaum “modernis”

Ibnu Taimiyah. la mengatakan keharusan sebuah keadilan ditegakkan oleh negara

sekalipun bukan negara Islam : 6 ISLAM )
Z

Tuhan mendukung kelmésa @y meskipun kafir, dan tidak

mendukung  kekuasauan ‘@n néshipun Islam. Dunia akan tetap
bertahan dengan keadildnisektily ﬁédan tidak akan bertahan dengan
kezaliman sekalipun [slam% [0

=) >
. | A (M ([f o »
Allah juga menglsyaratkwlw@stem organisasi untuk mencapai
waEm I ONIVERSITAS
Sesungguhnya Allah me - mereka yang berperang di jalan-Nya dengan
L8 yang berperang di j y &
membentuk barisan seu 2 : hangunan yang kokoh.”
Bangunan yang kokoh MNE&(AL&S bagian-bagian yang

saling menopang. Karena itu mengandung ide tentang pembagian kerja atau

organisasi, dan lebih luas lagi adalah sistem negara.

M. Umer Chapra'"Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi”. dalam Ainur
R. Sophiaan (Ed.), Etika Ekonomi Politik, Surabaya : Risalah Gusti, 1997, H. 23.

*Dikutip dari Nurcholish Madjid, Pintu-Pintu menuju Tuhan, Jakarta: Paramadina, 1995,
258

* Qs Ash-Shaf(61) : 4.
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Chapra memandang bahwa negara dalam Islam adalah salah satu instrumen
untuk merealisasikan tujuan akhir; spiritual dan material masyarakat Islam. Akan
tetapt, kekuasaan yang disandang negara tidaklah mutlak. Kekuasaan adalah amanat
Allah swt. Dan, ia harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak syariah. Amanat itu
oleh Chapra diwujudkan dalam bentuk demokratis dan kemakmuran baik spiritual

.14
maupun material.

a. Orientasi Demokratis

Demokrasi menurut Chaﬁ haumnab@sikan kepada kedaulatan Allah
q Z
swt., yang berarti berlakunya sermﬂa alam| perspektif Islam. Sebab hanya

7))
Allahlah yang memiliki kedaulatan %J and yang tertulis dalam al-Qur’an :
>

0
Bukankah Dia yang me»'%iptak eka!gz s memerintah.”  Kedaulatan

bukanlah untuk siapa pun_

diturunkan kepadamu dari/J: /) an engkau judikan sesuatu pun
sehagai teman maupun pelindung, kecuali Dia.”

Manusia haL) mj Mﬁ@%!mlnﬁé mengerti bahwa
Allah adalah puncak kebijakszl'ns L“Q Mdu terbaik manusia dengan

seluruh urusannya. Berd’ND@ NE&LAg tunduk kepada-Nya

berarti telah menjalankan ajaran-Nya. Karena itu, begitu kedaulatan Allah diakui,

. }l' S lkutilah wahyu yang telalh

kemampuan untuk mengamalkan merupakan tanggung jawab umat. la harus

dilaksanakan sesuai dengan al-Qur’an dan Sunah melalui proses musyawarah dengan

* M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur

R. Sophiaan (Ed.), Etika Ekonomi Politik, Surabaya : Risalah Gusti, 1997 H. 25
*Q.s. al-A‘raaf (7) 54.

®Q.s. Yusuf (12): 40,
"Q.s. al- Araaf (7) 3.
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umat secara demokratis (wakil-wakiinya yang bijak) sebagaimana dikemukakan
dalam al-Qur’an:

Dan  Bermusyawarahlah dalam berbagai masalah.’  Dan mereka

melaksanakan semua urusannya dengan cara musyawarah.9

Dengan demikian, Chapra tidak menghendaki adanya sistem pemenntahan
vang bersifat totaliter dan masyarakat yang menerapkan /aissez faire. Bagaimana

pun demokrasi harus mencerminkan peran negara yang positif dalam memantapkan

: ISL . . .
keseimbangan antara kepentmgg pr?ba(ﬁ Aﬁan%osnal, tidak boleh bertindak

g

(_
sewenang-wenang, ia harus tetap bera batas svariah dan melalui suatu

16

L

saluran demokrasi dari konsultasP (syu jakan-kebijakan yang mengacu
y 4

kepada tujuan-tujuan magashid s dan tanggung jawab bersama,

baik pemerintah maupun swasta.

UNIVERSITAS

b. Komitmen Kemakmuran (kesej ahteraan)

Misi Rasulullah dlgam!aén alam a-Qur an sebagal pembawa rahmat
bagi seluruh umat mamLNQzQ mgflﬁinyatakan secara |elas
dalam Islam. Misalnya perlunya kehidupan sejahtera (hayar thayyibah) dan
kesejahteraan (fulalt), sikap ramah dan keras, generasi yang makmur, mendidik
dalam suasana penuh cinta dan kasth sayang, jaminan keamanan dari bahaya

korupsi, kelaparan, ketakutan dan tekanan mental. Karena itulah semua lembaga

*Q.s. Ali Imran (3): 159.
’ Q.s. Asy-Syura (42): 38.
" M. Umer Chapra, IEC, op.cit., h. 223
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organisasi, termasuk negara harus mencerminkan sifat rahmatan dan harus
melahirkan kesejahteraan bagi semua manusia. Inilah yang tergambar dalam
kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Umar, khalifah kedua pernah mengirim
surat kepada salah satu gubernurnya :

Sebaik-baik penguusa adalah yang dapat memakmurkan masyarakatnya.

Sebaliknya,  sejelek-jelek  penguasa  adaluh  yang  menyengsarakan
masyarakatnya."!

Dalam memandang kesejahteraan, Chapra kembali kepada fitrah manusia

yang komprehensif. Manusia d@ptzlﬂ%aLnA(%i Bxa unsur mater: dan ruh yang

q Z

semuanya saling melengkapi. Matgri &mgibentuk bersama-sama jati din
e Z
w g

manusia yang bebas, namun bestang JavFUE)k di depan Allah atas semua
y 4 —_—

tindakannya. Tugas manusia adal: i zwajiban sebagai khalifah Allah

|| [l
di muka bumi untuk mencapai tﬁ{giglwan@ying lengkap (spiritual ataupun
e selarasdely P R D iy oo s
optimal kepada umat dan selur'lSalu_siamMmikian, konsep kesejahteraan
tidak semata-mata ukhrcl\‘Ntw@NEgl ﬁsatu atau kedua aspek

kehidupan tadi akan menghalang-halangi tercapainya kescjahteraan sejati. '

I

Selanjutnya, Chapra menegaskan bahwa kesejahteraan individu dalam masyarakat

Islam dapat terealisasi bila ada iklim yang cocok bagi: (1) pelaksanaan nilai-nilai

a Dikutip dari M. Umer Chapra, dalam Ainur R. Sophiaan, (Ed.), op.cit.. h27.
"2 Ibid., h. 28.
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spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu ataupun masyarakat, (2)

pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup.”

1) Peningkatan Spiritual

Untuk merealisasikan nilai-nilar  spiritual Islam dalam pribadi dan
masyarakat, sebuah negara Islam harus berjuang keras menuju ketiga arah. Pertama,
harus diciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknya rumah tangga yang

memungkinkan berlangsungnya pe gi generasi baru. Kedua, negara

Isiam harus berusaha menciptak F_Isua ndidikan yang dijiwai dengan

temé

semangat Islam sehingga melahi mudi yang disinari dengan cita-

cita [slam. Ketigu, Islam harus nilai dan norma Islam berupa

penegakan hukum (/egal enforce

)¥) >
rupa, schingga membuat j Iera bagi calon gelaniggar birlkutnya s

2) Kesejahteraan eria

Sebagaimana yang Il§ Lﬂs&Mva Islam menganggap sama
pentingnya antara keble QQ[NE’[S liAapa kebutuhan pokok

manusia yang harus dipenuhi menurut Chapra adalah :

(1) Pelatihan dan pendidikan yang mengembangkan kepekaan jiwa
seseorang serta memungkinkannya untuk secara independen memenuht
kesejahteraan tanpa menjadi beban orang lain.

(2) Pekerjaan, profesi, atau perdagangan yang sesuai dengan sikap,

kemampuan, ambisi dan kebutuhan masyarakat sedemikian rupa,

" Ibid , h 30-34.
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sehingga ia dan masyarakat dapat menikmati hasil kemampuan dan
pelatihannya.

(3) Sandang atau pakaian yang cukup.

(4) perumahan yang nyaman.

(3) Lingkungan yang sehat disertai fasilitas kesehatan yang layak.

(6) Fasilitas transportasi yang cukup sehingga memungkinkan setiap pekerja

cocok dengan tempat kerjanya tanpa adanya keresahan yang tidak

masuk akal. Selain @ lagl_'il@{‘/r‘nahu menghasilkan produk untuk

< Z
} =
dipasarkan dengan harga p$
a

Pentingnya pemenuhan

masyarakat tersebut mengharusk Islam untuk menerapkan sistem

| I ] "
Ekonomi Islam. Apa pun peran adalah untuk mendorong individu

dan  masyarakat @N‘WtEﬂlsplt@A gm mewujudkan
kesejahteraan material dan srgzi._lshAste]arang sikap-sikap malas,
menerima  nasib tanI)Nsﬁ @Nggelba' an. Sebaliknya, Islam

menckankan kerja keras dan memusuhi praktik-praktik mengemis dan meminta-
meminta. Sehingga, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh negara bukan
berarti membuat rakyat selalu tergantung kepadanya Bagaimanapun harus
diupayakan untuk menjadikannya mandiri membangun ekonominya.

Beberapa asumsi dasar di atas inilah yang mendasan ide-idenya tentang
keharusan Islamisasi segala tatanan ekonomi kontemporer, tentunya menyangkut

segala tatanan kehidupan, ekonomi, sosial, dan politik.
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2. Pendekatan Komprehensif

Kenyataan mengatakan bahwa strategi-strategi yang didasarkan pada
Enlightenment yang sekuler telah gagal mewujudkan tujuan-tujuan efisiens: dan
keadilan. Hal im dibuktikan dengan adanya kemakmuran yang meningkat bagi
banyak orang telah membuat orang lain tertinggal dan tersisih. Dua puluh negara
terkaya di dunia telah mengalami peningkatan kemakmuran yang stabil sejak tahun

1980. Kira-kira seperempat populasi dunia hidup dalam negara-negara ini. Stagnasi

ekonomi, atau bahkan penurunan @)lllﬁl'&%%ﬁ/\me%\di cin dan banyak masyarakat

miskin. Kira-kira 30 persen dari iagudup dalam garis kemiskinan.
Z

Wilayah Afrika sebelah selatan § ali Ala)}ika selatan, merupakan wilayah

kontinen yang tersisth. Bahkan d iskin pun terdapat eksklusi di

; vl Il -

ingkat atas. Kelompok-kelompok™ kecil €lite, Kadang-kadang amat kaya, hidup
dalam keterisolasian@Nl VchRs«Snlaﬁrﬁﬂ@oritas. Disparitas
inilah yang selalu menjadi isu I:i@lin &Ms-habisnya. Sementara itu,
banyak orang vyang terjeTNDd@NEgsbrhA pada akhirnya segala

sesuatunya akan berjalan dengan baik.'*

Dart  kegagalan teori-teori pembangunan Barat yang menimbulkan

ketidakpuasan khususnya di negara-negara dunia ketiga,”” maka tidak ada alasan

bagi negara-negara mushim untuk menjadikannya model yang akan diterapkan. Oleh

"Lihat Anthony Giddens, Jalan Ketiga, terj. Ketut Arya Mahardika, Jakarta . Gramedia.
2000, h. 176-177.
"Teori ekonomi pembangunan barat menganggap kekayaan dan keuntungan sebagai indikator

kemajuan, sedangkan nilai pembangunan itu sendin telah gagal memenuhi kebutuhan pokok manusia,
Anwar lbrahim, “Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat”, dalam Anwar R Sophiaan (ed), Etika
Ekonomi Politik, Surbaya : Risalah Gusti, 1997, h. 66,
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karena 1tu, negara-negara muslim perlu mengambil suatu sistem tersendiri yang
dapat memberikan semua unsur yang perlu untuk kesejahteraan manusia sesuai
dengan tuntutan persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi. Sistem ini harus mampu
tidak hanya memberantas ketidakseimbangan, tetapi juga mewujudkan suatu
realokasi sumber-sumber daya sedemikian rupa, sehingga tujuan-tyjuan efisiensi dan
keadilan dapat dicapai secara bersamaan. la juga harus mampu mendorong para

partisipan untuk mematuhi prinsip-prinsipnya dan berbuat sebaik-baiknya bukan

hanya untuk kepentingan merek(yn@k%ai%n juga masyarakat. Sistem im

| &

harus mampu menciptakan suaty hin
16

o%t f melalui restrukturisasi sosio-
Z

ekonomi yang menyeluruh bukarl'puparsia

y4
‘ =)
terpancar dari dalam kesadaran h

argﬁhya adalah kesehatan sosial yang

ngan keadilan dan keterbukaan

pada semua tingkat interaksi manusia. Kesehatan semacam ini hanya bisa dicapai

dengan transformachlaMtE Rl&l()ﬁAl&T Oleh karena itu,
perfu ada adaptasi melalui refolr% MiAoM dan sosial sehingga tidak ada

individu  atau kelompo}N@@NESrlfﬂang tidak semestinya

dengan cara melanggar prinsip-prinsip dasar sistem ini.
Karena yang dihadapi adalah masyarakat yang kompleks, sulit menyatukan
kepentingan individu dan sosial dan mewujudkan tujuan-tujuan sosial, menurut

Chapra, tanpa suatu pendekatan yang komprehensif tidak mungkin ada strategi yang

16

M. Umer chapra, Islam and the Economic Challange (IEC), Op.cir. h 199

'""M. Umer Chapa, Al Qur;an menuju Sistemt Moneter yang Adil, Op.cit. h. xxv.
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efektif '® Yang ada hanyalah adonan dari kebijakan-kebijakan yang tidak serasi, yang

diciptakan dengan cara mengompromikan dengan tuntutan-tuntutan yang
bertentangan dan kelompok-kelompok pluralis dan kelas-kelas sosialis. Sikap yang
komprehensif ini selaras dengan pandangan Islam yang seimbang antara unsur

material dan spiritual, antara dunia dan akhirat.'” Tidak ada pemisahan atau

anggapan bahwa yang satu lebih penting sehingga mengabaikan yang lain. Berbeda

dengan Barat, yang memisahkan antaraktivitas ekonomi dan agama. Seolah-olah

- ISLAM "\
berlaku adagium “bisnis adalair[) bisnis, agamz adalah agama, keduanya harus

O

ss 20

dipisahkan”.”" Inilah di antara pemikiran mengenai sekularisme

yang berlaku di bidang ilmu peng n ekonomi.

Sebagian ada vang beran Jstrategi Islam hanya didasarkan

pada tiga hal : norma-norma perilaku, zakat, dan pengharaman. Ketiga ha! ini

bukanlah merupakUMItM sERns Islﬁ&l&n berperan penting
dalam restrukturisasi ekononliSIﬂgaAMjsa efektif’ jika didukung dan

diperkuat oleh mekalxN:@@NEpSliﬁ motivasi yang Kkuat,

restrukturisasi yang efektif, dan peranan positif pemerintah. Tanpa dukungan ini
semua, ketiga hal ini tidak mampu memikul beban tanggung jawab untuk
mewujudkan magqas id. Keterkaitan ini diibaratkan oleh Chapra seperti manusia

vang terdiri dari organ-organ tubuh berupa fisik dan nonfisik. Tidak satu pun dari

"M. Umer Chapra, IEC, Op.cit., h. 225,

“Ini berarti dalam Islam, pembangunan tidak dibatasi semata-mata dalam bidang ekonomi

secara terpisah dengan persoalan moral dan keadilan. la harus merupakan proses yang menyeluruh,
vang melibatkan multi dimensional, Anwar Ibrahim, Islem, Pembangunan, Keadilan sosial, Surakarta
- Hapsara, 1982, h. 35.
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semua organ membentuk manusia jika dipisahkan. Sebagaimana juga ramuan yang
terpisah dari keseluruhan resep, tidak akan memberikan rasa, aroma, dan warna
suatu makanan, tidak peduli betapa pentingnya ramuan tersebut dalam resep itu.
Dan, yang tak kalah pentingnya juga faktor norma-norma keyakinan dalam
mentransformasikan manusia dan memotivasi mereka untuk bertindak dengan suatu
sikap yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Kenyataannya, tanpa suatu

keyakinan dan norma-norma semacam itu, tidak ada sistem yang dapat bertahan,

ISLAM N . Y
tanpa memandang apakah tang g:)yang terhhat/f au tidak 1tu membimbingnya.

Banyak kajtan vang menghul _ ini dengan sikap dan perilaku

ckonomi. Tesis Weber yang me tik protestantisme turut memberi

Z
- >

saham terhadap perkembangan Kap %j.ijvolusi industri menarik perhatian
by (o

luas. Tawney ikut mengembangkan tema ini dan Robert N. Bellah berusaha mencari

pola hubungan yauMJ Mra%&l;r dABSgkitan Kapitalisme
Jepang. Karl Marx dalam mI&bA{Mek ckonomi, juga tidak luput

melihat agama. Di Ast’@@;NEi@fﬁulam membuktikan tesis

Weber dalam konteks agama-agama penduduk Asia, seperti Islam, Konfusianisme

-

Hindu, dan Budha.?*

Bagaimanapun, di negara yang mengalami penipisan berat dalam hal

norma-norma keyakinan, tidak cukup mampu memotivasi kebanyakan individu

“Dawam Rahario, Etika Ekonomi dun Manajemen, Yogyakarta: Tiara Wacana. 1990. h. 28

"™ Umer Chapra, IEC, op.cit h. 225-26

“’Dawam Rakano, op.cit,, h. 29, lihat RH. Tawney, Religiun and Rise of Capitalism,

Penguin Book, 1977, Delos B. Mc Kown, The Classical Marxist Intiques of Religion: Marx, Engels.
Lenin, Kanis Kg, Martinus Nijhoff (1975)
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untuk menjaga kepentingan pribadi mereka dalam batas-batas kesejahteraan sosial
sejauh 1a perlu untuk mewujudkan kualitas restrukturisasi yang diperlukan guna
mewujudkan keadilan sosio ekonomi. Oleh karena itu, tidak ada satu pun yang tidak
penting, semuanya merupakan bagian dan suatu reorganisasi total sosio-ekonomi
dan potensi penuh, mereka tidak berarti jika diamalkan secara terpisah. Oleh karena
itu, program Islam harus diterima dan diterapkan secara keseluruhan, bukan

sepotong-potong agar benar-benar efektif dalam rangka mencapai tujuan-tujuan.”

Al-Qur’an menegaskan :

Hai  orang-orang
keseluruhan, dan jd
karena setan itu adald

B. Dimensi Kebijakan f&u J&%ﬂj@]

1. Pembangunan Faktor Manusia

a. Motivasi UNIVERSITAS
Pertumbuhan pesat l@l@gaAsM‘nur sejak tahun 1970-an, dan

terutama selama tahurl N EaSitwAidigma baru yaitu bahwa

vang tidak kalah penting, bahkan lebih penting daripada akumulasi modal fisik

P OMasuk  Islamlah  kamu  dengan
u Zntengrkuti lungkah-lungkah sctan,
2
1.

adalah akumulasi modal manusia, terutama kualitas sumber daya manusia yang
meningkat melalur pendidikan dan perbaikan kesehatan. Setelah banyak kajian
mengenai 1m, kebijakan ekonomi pun bergeser dengan memberikan prioritas utama

pada pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci pertumbuhan ekonomi

BM Umer Chapra, Islam and ....., op. cit.. h. 226
Q. s. al Bagarah (2) 1208,
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yang pesat dan berkesinambungan”®  Alex Inkeles dan David H. Smith

menempatkan  manusia  sebagai  komponen penting dari pembangunan dan
merekomendasikan pendidikan sebagai sarana yang paling efektif untuk membentuk
manusia modern.® Para ckonom kemudian menjadikan sumber daya manusia
sebagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat usaha-usaha pembangunan

27
suatu negara.

Bagaimanapun, memang p.

pembangunan manusia. Permasa igaimana menciptakan kondisi

lingkungan, baik lingkungan politi A yang bisa mendorong manusia

kreatif. Dalam hal ini yang dite

adanya rasa aman, rasa bebas d%%ﬂj@febagalnya Dengan demikian,
2

pembangunan tidak hanya berhubunian clengL infrastruktur  tetapi  juga
any itthat s

suprastruktur. Sehmgg manusia tlg ; egagalétor produksi yang
penckanannya pada peningkatal §clﬂk§i‘saj§, afau'masalah manusia tidak hanya
masalah teknis untuk mJN(DﬂQEHE l&ILAmacam-macam sistem

pendidikan.

tor-faktor nonmaterial, seperti

Yang dibutuhkan menurut Chapra adalah kebangkitan moral dari setiap

individu dengan suatu ideologi yang mengubah semua pandangannya terhadap

2*Suhadi Mangkusuwondo, op.cit., h. 156

% Arif Hartono, ap.cit. h 74

BS. Muljana, op.cit., h. 365.

B Arif Budiman, ap.cit., h. 14. Lihat Michael M Cernea (Ed.) Mengutamakan Manusia di

dalam Pembangunan : Variabel-variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Pedesaan, Jakarta - Ul
Press, 1988, h 446 Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dari 68 proyek yang tidak menekankan
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kehidupan dan motivasi untuk berbuat secara benar sesuai dengan nilai-nilai internal
tertentu. Ideologi harus mendorong persaudaraan dengan membuat semua individu
secara sosial mempunyai kedudukan yang sama dan membuang ketidakadilan sosio-
ckonomi serta ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Ideologi itu
juga harus mampu menawarkan sistem ekonomi yang adil dan manusiawi, yang
memperbaiki harga din menjadi manusia, menyediakan pekerjaan dan standar

kehidupan yang dapat diterima. Ideologi mestinya mampu menciptakan suatu

lingkungan sosial yang mengu@il%letﬁﬁ%kap, kan konsumsi, korupsi, dan
Z

pemborosan, serta mendorong kgsei n dan penawaran akan sumber

daya. Ideologi juga mengarahk mbg’i daya nasional untuk produksi

barang dan jasa yang dibutuhkan kebutuhan antara kepentingan

individu dan nasional tanpa mendorﬁﬂmﬂL@nebam ¢
et et Pl | Do ERFRGHF A S
1) Menjamin kepentingan indilgﬂtﬁw kepentingan sosial, disertai
penerapan nilai-nilai INET@rNel S.I j&om sehingga individu

tidak mungkin dapat memenuhi kepentingan pribadinya, kecuali dalam batas-

. . - 30 .o S . . -
batas keadilan sosio ekonomi.™ Hal ini untuk menumbuhkan inisiatif, motivasi,

rancangan sosial (tidak mengutamakan manusia), 36 (53 %) mengalami kegagalan atau tidak mencapai
tujuan yang seharusnya dicapai (belum termasuk keadilan dan efisiensi).

* M. Umer Chapra, Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang adil, op.cii., h. xxxi.

*“Ini tidak sesuai dengan konsep sosialis dan kapitalis yang tidak realistis memandang

kepentingan individu dan sosial. Lihat kegagalan sosialis dan kapitalis dalam bukunya Chapra, Isfam
and The Economic Challenge, op.cit., h 17-107, "The Capitalis Chaos", dalam Syaikh Mahmud

Ahmad, Econemics of Islam, Pakistan @ SH. Muhammad Ashraf, 1952, h 1-17, lihat juga “The
Unsocial Socialisme™, h 45-77.



dan efisiensi yang menurut Chapra gagal diwujudkan oleh ekonomi sekuler.
2) Membangun infrastruktur di kawasan pedesaan, untuk mendorong pertanian dan
perusahaan-perusahaan kecil dan mikro (Small and Micro Enterprises, SMEs).
Ini untuk mengurangi pemungutan kekayaan di perkotaan yang berakibat kepada
berpindahnya tenaga kerja dalam jumlah besar ke kota. Bagaimanapun masalah
urbanisasi i juga menjadi perbincangan serius di kalangan para ekonom,

menandakan dampaknya yang tidak bisa dianggap ringan.”’

| | . ISLAM. 1\ ) |
3) Keadilan sosio ekonomi hari$ menjadi tuw? dari segala kebijakan. Ketika
& O
imbalan materi tidak diberikam s bagi kerja keras, kreativitas dan
x pa
L
sumbangan kepada output, | n'%yebabkan rakyat apatis, dan
y 4 =
o 12. >l . :
menurunkan inisiatif, motive 1. Intlah di antaranya vang

t

egitu juga kapitalis. Oleh karena itu,

kebijakan-kebi ja@ M v E R&@A&saha-usaha vang
mengarah kepada pemusatlg kayamMgelintir orang, baik di desa
maupun di kota harl.\NIDg@ NECSTRA'struktur industri vang

sangat oligopolistik dan monopolistik yang merugikan public interest.” Tidak

- 2LV
mengantarkan sosialis pada kehancuran, b

mendasarkan  kebijakan pada bewing on the strong, dasar yang lebih

menguntungkan golongan kaya di kota atau desa, sebagaimana yang disebut oleh

"'pada mulanya gejala perpindahan tenaga kerja ini tidak ada masalah. Tapi bagaimana jika

surplus laba para pemilik modal diinvestasikan kembali dalam bentuk peralatan yang hemat tenaga kerja
(Labor-saving). Dan bagaimana juga jika semua tambahan pendapatan dan pertumbuhan output
didistribusikan hanya kepala beberapa gelintir pemilik modal sedangkan tingkat pendapatan sebagian
besar pekerja tidak berubah sama sekali. Lihat teort Lewis dan Kritik terhadapnya, dalam, Lincolin
Arsyad, op.cit | h 279-283.

Lihat industrialisasi yang timpang dalam, Saeful Arif, ep.cit., h. 236



WF. Wartheim dalam FEast-West paraliels sociological Approaches to Modern

Asia (1964). Akan tetapi perlu ditekankan pada betting on the Many, untuk

menjadikan mereka kuat.*

4) Reformasi tenaga kerja dengan menghilangkan perilaku-perilaku majikan yang

tidak manusiawi terhadap para pekerja. Hubungan antara majikan dan pekerja

adalah hubungan antarkeluarga yang saling menghormati. Gaji riil secara ideal

setidaknya dengan para pekerja dapat memenuhi semua kebutuhan pokok dirinya

dan keluarganya secara wajar
keamanan pekerja, sehingga r

. 34 . o -
efisien. "Meskipun demikian,

saja untuk mencapal tujuann

/" ISLAM \

e

asuk juga
(Fermasu _}ugZ

hak-hak lainnya seperti jaminan
a dengan sungguh-sungguh dan

a pekerja bebas melakukan apa

n Islam memerangi kegiatan

antisosial pekerja dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, kompromi antara

majikan dan pelu N\IM’EIRHSIH likAsmrja dan majikan
diresapi nilai-nilai Islam, lala&‘lﬁrm Mgokan dan ditutupnya tempat-
tempat kerja, menjadl l@NE@i ﬁn bagaimana melarang

atau membatasi pemogokan melainkan bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam

antara pekerja dan majikan.

Untuk mengurangi eksploitasi dan meningkatkan produktivitas pekerja

serta memperluas peluang baik di desa maupun di kota maka kebijakan-kebijakan

3 . R .. 5
** Anwar Tbrahim. Islam, Pembangunan, Keadilan Sosial, op.cir. | h 35

"M Umer Chapra, Islam and...,op.cit, h. 253

“MA. Mannan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, ter). M. Nastangin, Yogyakarta: Dana

Bhakti Prima Yasa, 1997 h 117
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yang ada harus meliputi : (a) pemberian pelatihan kejuruan yang lebih baik untuk
meningkatkan produktivitas, (b) perluasan fasilitas keuangan untuk meningkatkan
SMEs, dan (c) restrukturisasi seluruh ekonomi dengan mendukung program
pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan yang lebih adil. Selanjutnya,
kebijakan-kebijakan ini harus diarahkan kepada kebijakan membuat pembagian
laba dan rencana pemilikan stok pekerja (ismployee Stock Ownership Plan,

ESOP) seluas-luasnya. Setiap perusahaan harus diminta menetapkan skema

pembagian laba untuk para (erja fﬁ'\f}x porsi tertentu yang disepakati

mengenai faba bersih perusah agar sebagiannya dialokasikan

untuk didistribusikan di kalang iy ag,ai bonus pembagian laba dan

sebagiannya lagi digunakan un sllitas pelatihan, meningkatkan

kondisi kerja dan memberikan pelUyanan me s jatah uang untuk pendidikan

anak-anak, fasilil@MWERdSllﬁFﬂlSakan mempunyai
dampak positif bagi majikarl 3E6ASM perfama mengurangi sikap
apatis yang ada meIaItN:ﬁk@ NE:)S[TI«K dengan begitu akan

melahirkan  kesungguhan yang lebih besar, pengurangan pemborosan dan
produktivitas yang lebih tinggi. Kedua, memperbaiki hubungan antara buruh
manajemen melalui partisipasi pekerja dalam manajemen. Keriga, menjaga agar
penghidupan para pekerja tetap fleksibel dan responsif terhadap kesehatan
ekonomi nasional dan kinerja perusahaannya, bagian para pekerja meningkat pada
saat perusahaan memperoleh laba yang baik, tetapi mereka tidak diberhentikan
ketika laba rendah atau perusahaan mengalami kerugian Keempat, mengurangi

tingkat penggelapan pajak (asalkan sistem perpajakan direformasi), sebab para
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pekerja, dalam mempertahankan kepentingannya sendiri akan menjaga laba
aktual perusahaan yang selama ini mereka kesampingkan. Ke/ima, meningkatkan
daya saing ekonomi dan perusahaan, dengan begitu akan memperbaiki 1kiim
umum untuk Investasi ekonomi dan kinerja makro ekonomi. Menerapkan skema
pembagian laba ini harus menjamin bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan
eksploitasi yang bisa terjadi jika upah pokok, yang bebas resiko, tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja.*

Dengan diterapkannjg E%bﬁ'\gka;dapat mengurangl pemusatan
o
O

T.

kekayaan dan kekuasaan ini ckerja untuk memiliki saham,

%I
J

YER

dengan demikian akan menar an k@¢ ngan mercka dalam kesuksesan

UNI

perusahaan. Suatu bagian dalar artisipasi aktif dalam kebijakan

ggju%n pekerja-manajemen tetapi juga
mengurangi persdistHiniYud, Fen Fore Epyh TFRsI B sunegu-sungeun
dan efisien. Ini akan menal@ Iﬁuﬂ, Mrunkan alternatif yang tidak
produktif, juga merNDs@NE serj&uam perusahaan dan

3
masyarakat."’

I
boleh jadi udak hanya meninglél’t an

5) Keuntungan yang adil kepada para pemegang obligasi dan saham yang kecil.
Rendahnya tingkat keuntungan obligasi dan saham di beberapa negara karena

wewenang  administrasi dan korupsi perusahaan merugikan, terutama para

“Ibid..h 254

"Ibid . h. 255. ESOP ini telah diadopst bahkan di negara-negara kapitalis seperti Prancis,

Inggris dan Amerika Serikat, lihat J W Middendort 11, “Employee Share Ownership: An ESOP’s
Moral for The Third World”, Financial Times, 25 Maret 1987 hal. 25.
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kreditor dan investor kecil. Perusahaan-peusahaan besar menggunakan
perangkat berbeda untuk memperoleh keuntungan yang semestinya. Di samping
itu mereka diduga menyimpan kebanyakan tabungan mereka di luar negeri
untuk menghindari pajak, melindungi din mereka dari penurunan mata uang
nasional, dan untuk memperoleh suatu keuntungan pasar internasional terkait.
Bagaimanapun merecka meminjam dari bank-bank lokal dan institusi keuangan

pemerintah pada tingkat yang sangat tinggi atau konsesi yang lebih rendah untuk

investast domestik. [ni mel(mgkla%(%@%\etia:adilan. Kebijakan ini untuk

g
mendukung pembiyaan ekuiti%an‘¢ii Ur k-bank perusahaan-perusahaan
Z
nonbank sesuai dengan syar unt embefikan keuntungan kepada para
kreditor dan investor serta L lensi alokasi, stabilitas dan

pertumbuhan ekonomi yang IebaﬁLb é iﬂ

6) Keadilan untuk P@N#M‘ER&JJWA&éﬂm asing yang
tidak realistis dan kontrol hlls ng tkApMan merugikan para produsen
dan eksportir, sedanglIleNEgulgﬁpara konsumen. Dalih

bahwa langkah-langkah ini memenuhi kepentingan umum dan meningkatkan
pembangunan negara biasanya hanya sckadar kedok. Kenyatannya, tidak
demtkian. Semuanya int hanya memenuhi kepentingan pribadi orang-orang kaya
dan berkuasa yang bertambah kaya dengan mengorbankan massa yang menjadi
semakin lebth miskin. Ini menghalangi penguasa untuk mengambil kebijakan-

kebijakan sehat yang akan mengekang inflasi, memperluas penawaran untuk

*Ibid, h. 256, lihat, M.Umer. Chapra, Al-Qur’an Menuju Sistem . op.cit. h. 103-118.
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memenuhi kebutuhan akan barang-barang dan jasa-jasa, dan memperbesar
lapangan kerja dan pendapatan.

7) Reformast moral untuk pembangunan sosio ekonomi. Hubungan timbal balik
antara kerja dan upah memang penting untuk menciptakan kerja keras dan
efisiensi, tetapi ia tidak dengan sendirinya dapat melahirkan integritas dan
kesungguhan. Ia juga tidak menjamin untuk memotivasi rakyat agar mengubah

perilaku konsumsi, simpanan dan investasi sesuai dengan magdsid. Pengalaman

membuktikan bahwa sekular sﬁne, ba sosiaﬁsme maupun kapitalisme tidak

mampu mewujudkan tujuan-fujlia Bagaimanapun Islam mempunyai
} ] Sag p p
m

suatu potensi besar untuk me ikualitas yang dikehendaki dan

memiliki kharisma vyang dipe
2L .
masyarakat.”” Suatu contoh vang sangat bagus dalam hal ini adalah yang telah

terjadi pada perisd) MIM [g I Seia§nlan! )@)ﬁh dijelaskan oleh
Prof. Dr. Syed Muhammad IPS.ILAIAEM‘I}; pembangunan dalam Islam

yang berinspirasikan plN E‘&’lA’

Change, Development and progress, according to the Islumic view-point,
refer o the return to the holy prophet (mav God bless and give him
peace) and his noble companions and their followers (blessing and peace
be upon them all) and the fuith and practise of genuine muslims afier

them, and they also refer to the self and mean its return to its original
40

&mﬁ]nberi inspirasi dan mengubah

nature and religion (Islam).

"M Umer Chapra, IEC, op.cit. h. 257

“Dikutip oleh Anwar Ibrahim, Islam, Pembangunan, Keadilan Sosial, op.cit.  h 6.



168

Sistem sosial dan ekonomi masyarakat jahiliyah Mekkah telah diserang karena ia

didasarkan kepada nilai kebendaan melulu, seperti dikatakan Bashier.

'yl . . . . - . sy 41
“Capitalistic values of the money-concious mercantile society or mecca’

Al-Qur’an mencela golongan tersebut dengan keras.

Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan
harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapar
mengekalkannya. Sekali-kali tidak | sesungeuhnya dia benar-benar akan
dilemparkan ke dalam Huthamah.”

ISLAM
Begitu pula diserang kepura-p gaan golongan @ indas Quraish dengan ayat-ayat
= ‘} O
- ? V)]
Al-Qur’an. o

Tahukah kamu (arang’ ang
menghardik anak yatipisDan menganjurkan memberi makan orang
miskin, maka celakald y shalat, yang mereka itu lalai

duri shalainya, vang i %WI riva. Dan enggan (menolong

3
dengan) barang berguna. ™

UNIVERSITAS
Demikian juga dengan “arilrgtlic_qﬂuﬂx the high finance society of
meced”, menggambarkN aimana ea E giwar}g bermegah-megah

dan disibukkan oleh arta enda sehingga lupa kepada Allah, baik dalam soal

harta, pangkat, kemuliaan anak, pengikut dan sebagainya, mereka itu adalah

orang-orang yang merugi."* Untuk hal ini, Chapra mengharuskan pemerinah

melepaskan kecenderungan sekuler dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk

* thid.

*Q).S. al Humazah (104) :1-3
QS. al Ma'un (107) :1-7.
“ Lihat QS. at Takasur (102) :1-8.
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gerakan reformasi. Ini akan mempercepat perubahan sosial untuk menuju pada

kualitas rakyat yang dikehendaki. Kalau tidak maka erosi moral akan terus dan

menyebabkan semakin menurunnya kualitas rakyat dan dampaknya sangat buruk

bagi pembangunan dan stabilitas ekonomi. Penggunaan lembaga pendidikan dan

media berita secara efektif akan dapat membantu pemerintah mempercepat

langkah perubahan sosial dan menghapuskan atau mengurangi dengan lebih cepat

pelaksanaan sejumlah nilai-nilai sosial yang tidak Islami.

b. Kemampuan

Keadilan sosio ekonon
adalah penting untuk memoti

mewujudkan efisiensi dan kead

bukan sekadar bawaan tetapi Jugﬁ" g drperole

( ISLAM 1\

p 7
e 0%1

Z

vasi t, téth
= n

dan lingkungan sosial yang baik
p11tu belumlah cukup untuk

ada perbedaan kemampuan yang

h, baik melalui pendidikan dan

latihan maupun aL%)NkWECRka'ﬁF@@asilitas pendidikan

dan pelatihan dan akses rakyat Ig padeﬂa agimenjadi penting.*’

Telah diakui bINwW@IWk persamaan sosial dan

peluang ekonomi, dan dengan tepat telah dianggap sebagai pemerataan yang agung

dan kondisi umat manusia dan roda keseimbangan mesin sosial. Tekanan utama

pendidikan menurut Chapra harus untuk menciptakan manusia yang “baik” dan

“produktif”. Ini yang akan membantu memobilisasi semangat dan bakat yang masih

Btbid, h. 259



170

belum termanfaatkan di negara-negara muslim.*® Setiap pelajar mustim harus dididik

mengenai kualitas-kualitas seorang muslim sejati dan benar-benar dimotivasi untuk
menanamkan kualitas-kualitas itu dalam diri mereka. Akan tetapi, ini saja tidak
cukup perlu juga mengajarkan kepada mereka keterampilan yang dibutuhkan dan
teknik-teknik produksi, manajemen dan pemagaran yang paling efisien. Oleh karena
itu, perlu suatu perubahan yang berarti dalam kurikulum pendidikan dengan tujuan

menanamkan nilai-nila Islam dan memberikan keterampilan-keterampilan teknis

sehingga anak orang miskin di ﬁdal

yang diperlukan, juga menciptaka ringan kerja institusi-institusi yang luas
PV:‘/)(' 0 SuaR Y e

n aé kawasan kumuh perkotaan dapat
)

dilikan teknik dan fasilitas pelatihan.

m
lah % sumber utama ketidakadilan dan

kemiskinan dan memberi mluﬁ%ﬁ%}@g orang untuk meningkatkan dasar

keampuan baik yang bawaan maupun yang tidak bawaan."’

Adapun Laescs terkM Eeuangan yang kurang dari orang-orang miskin
menjadi faktor terpenting dJr§flg.gAﬁMkan basis pemilikan yang besar
dan pemsahaan—perulM.E&An, akan menyebabkan

memiliki akses yang sepantasr ﬁ t

Ini adalah upaya untuk meng

“Kritik Chapra terhadap sistem pendidikan sekular di negara-negara muslim, bahwa ia tidak

hanya gagal membuat manusia yang “baik” tapi juga gagal menjadikannya lebih “produktif”. Kurangnya
fasilitas ikut memperburuk kondisi, dimana para pemuda berbakat menjadi kehilangan kesempatan.
Sementara silabus konvensional yang diterapkan melahirkan generasi yang dibekali denganilmu-ilmu
liberal yang sekular dengan orientasi utama untuk kerja administrasi dan kepegawaian yang kini tetah
lebih dari sangat mencukupi karena itu tegadi peningkatan tajam dalam jumlah kaum terdidik yang
menganggur di kota-kota meskipun terjadi kelangkaan tenaga terlatih di beberapa sektor ckonomi.
sementara orang-orang kaya dengan mudah dapat menikmati pendidikan teknik di dalam maupun luar
negeri, sedang orang-orang miskin yang lebih memerlukan, tidak mampu. Ini cenderung memperlebar
jurang antara si kaya dan si miskin. fbid., h. 260.

Ibid | 260.
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gagalnya realisast tujuan-tujuan egaliter Islam. Sistem pendidikan yang baik dapat
membantu meningkatkan efisiensi dan pendapatan. Akan tetapi, tidak efektif dalam
mengurangi  kesenjangan kekayaan secara berarti, sehingga mengakibatkan tidak
berartinya pembicaraan mengenai upaya menciptakan masyarakat Islam yang
cgaliter. Oleh karena itu Islam memberikan jalan keluar yang jelas melalui sistem
keuangan yang dibangun dalam sistem nilainya dan yang memberikan kekuatan

untuk mewujudkan keadilan sosio ekonomi.* Lebih jauh lagi, hal ini akan dibahas

dalam bab restrukturisasi keua LS AM

2. Mengurangi Pemusatan K

7]

k3

Paradigma pemban menckankan kepada kebijakan

“economic growth” daripa “social justice”, saat ini telah

memberikan predikat bahwa ﬁm}ﬁ%@}ah “growth with poverty” dengan

jurang yang semakin melebar yang ditandai dengan pemusatan pemilikan atas sarana

produksi teruta‘h)nlﬂ;LMgﬁ@n§J49 l;iﬁr%a yang paling serius

untuk merealisasikan muqzl_'msﬂlnqj AMaliter, schingga perlu perubahan
atau langkah-lanng@N&&ll Aang telah dilakukan oleh

kapitalisme dan sosialisme adalah mereduksi manusia kepada suatu keadaan

URIVERSI

permanen  dari perbudakan upah dan membunoh inisiatif dengan sistem kolektivitasi

dan sentralisasi. Bagi Islam, apa pun usaha untuk langkah-langkah perubahan harus

B rbid, 261

“Di antara kebijakan yang mendukung maldistribusi adalah kebijakan dualisme ekonomi

Dalam hal ini sumberdaya yang paling baik diambil untuk mengembangkan pertanian komersial besar
dan berorientasi eksport sementara petani kecil dan pinggiran tidak punya kesempatan berkembang
Mohtar Mas’oed, op.cir., h. 146,
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sesual dengan martabat, kebebasan, dan inisiatif yang dikaitkan dengan konsep

kekhilafahan. *® Untuk itu, strategi yang ditawarkan oleh Chapra adalah

pengembangan pemilihan dan desentralisasi pembuatan keputusan. Adapun
komponen-komponen kebijakannya adalah :
a. Land Reforms

Keberadaan para tuan tanah dan lintah darat di negara-negara berkembang

yang memiliki akses besar terhadap keuangan dan kekuasaan adalah benar-benar

telah mengeksploitas1 para petwr keeil, memburiuh insentif mereka, memperlambat
7))
pertumbuhan output, dan rnﬁan iskinan dan ketidakmerataan

ekonomi.’’ Lingkaran setan i m% n buruk ketika ditkuti dengan

menurunnya kontro! sosial yar kanjlingginya kejahatan dan keresahan

sosial. Reformasi yang dlbulﬁﬁﬂj%ﬁ@ dapat mengurangi pusat-pusat

kekuasaan melalui rfNilasiytangRegglan Dezgan mikian, kebijakan

redistribusi hendaknya digunakan untuk mengatasi masalah pemusatan kekayaan.

Salah satu cara yang palingle§tl‘15@leeform. Menurut M.P. Tadaro,
konsep dasarnya adellmm NE}&I«Auk menjadi pemegang

**Konsep Khilafah menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di dunia, sedang

amanat yang diemban adalah menyangkut manusia sebagai muslim maupun sebagai anggota dari
masyarakat sosial. Dari sini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-
prinsip organisasi sosial. Khurshid Ahmad, ap.cit., h. 13

' Dalam Gerald M. Meier (Ed)). Pioneers in Development, Second Series (1987), h. 33,

Theodore Schultz menyatakan bahwa untuk mengetahui potenst ekonomi pertanian tidak boleh tidak
untuk memperhatikan insentif-insentif mereka. Insentif ini tidak hanya terbatas masalah harga tetapi
juga sejumlah faktor-faktor pendukung pendapatan riil penduduk seperti, pemilikan tanah atau sewa
untuk waktu tertentu, infrastruktur yang memadai (sistem irigasi jalan, pasar, listrik, input yang lebih
berkualitas) dan pendanaan. Dikutip dari, M. Umer Chapra, IEC, op.cit., h. 263.
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pertanian kecil, yang kemudian akan memiliki insentif untuk meningkatkan

produktivitas memperbaiki produksi, dan meningkatkan pendapatan mereka.>

Dalam program Land reform ini menurut Chapra perlu dilakukan
pembatasan makstmum pemilikan tanah dan masalah masa sewa tanah. Pembatasan
pemilikan tanah ini dilakukan ketika kondisi memang dalam keadaan tidak adil,
yang menyengsarakan rakyat miskin. Ketika dalam keadaan normal, syariah tidak
menggambarkan peletakan batas semacam itu untuk kekayaan pribadi. Sejumlah
iimuwan termuka, termasuk i [Hasan aly a dan Maulana Abu A'la Maududi

mendukung pembatasan sema k még;embalikan suatu neraca yang adil

e . 53 . R
dalam pemilikan dan untuk msg n sosial.” Di negara-negara Asia

Timur yang menerapkan ke Jepang, Korsel, dan Taiwan

menunjukkan hasil yang sangﬁ%ﬁ%ﬁ@ﬁlpw pertanian dan tenaga kerja.™
Distribusi penduaNleraEﬁ grﬁig Eg gcgara negara yang

membolehkan berlangsungnya ﬁemusatan pemilikan tanah, mengalami tingkat
kemiskinan yang tinggi, dan Jl ust ya‘ng lebl idak adil.

Sedang tentmgmalsmroversial dalam literatur

figh, mayoritas ulama figh membelehkan baik tanam bagi hasil maupun sewa tanah

masa tertentu. Ini sesuai dengan  dibolehkannya mudarabah dan sewa dalam

MP Tadaro, Economic Development in the Third World, 5" edn, White Plains, New
York: Longmans, 1994, h. 165-69.
M. Umer Chapra, IEC, op.cit., h. 265.

**Tanah yang dimiliki oleh tuan tanah di lepang dibagikan (dengan kompensasi nominal) ke

petani yang mengerjakan tanah tersebut. Jadi telah terjadi peningkatan pesat dalam persentase petani
yang memilik: ladang sendin. Ukuran rata-rata sebuah lahan adalah sekitar 1 hektar. Area ini cukup
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syariah. Dasar rasional mereka adalah ketika kondisi mayoritas umat Islam periode
awal Madinah miskin, Nabi lebih banyak menuntut dari orang kaya, yaitu dengan
tidak membolehkan tanam bagi hasil dan sewa untuk masa waktu tertentu, dan
membolehkan para tuan tanah untuk mengizinkan para petani menanami tanah
mereka tanpa memberikan kompensasi atas tanah yang tidak bisa ditanami sendin
oleh para tuan tanah. Akan tetapi ketika kondisi ekonomi umat Islam meningkat

beliau mengizinkan, baik bagi hasil maupun sewa tanah.”> Menurut Tbnu Taimiyah,

dilarangnya bagi hasil oleh RasulilahASaw %ﬁlah khusus beberapa kasus vang
memang jelas-jelas mengabai n. Seperti satu pthak menetapkan

syarat harus menerima sejuml 1w meminta hasil bagian dan tanah

tertentu (kawasan yang subu iliknya. Atau, dalam kasus yaitu

pemilik tanah mendapat hasil ’ﬁjf@”egj %ﬁﬁ@etani penggarap tidak memperoleh
apa-apa. Karenﬁﬁr@x%ﬁn gai %Krbogmn.s (’Adapun alasan
keberatan menerima sewa tanah untuk masa tertentu adalah adanya jaminan bagi
tuan tanah untuk mendapat pe§ehan yang pasti meskipun penyewa boleh jad: dapat
hasil atau tidak. JN]DI’:QMEF& I!&ratkan adanya validitas
kontrak sewa tanah. Sebagaimana imam Malik menyatakan, jika hasilnya rusak atau

penyewa itu tidak dapat menanamt tanah yang disewa karena di luar kontrolnya

kecil bila dibandingkan dengan di negara-negara lain. Karean kecilnya lahan, para petani berusaha
semaksimal mungkin untuk meningkatkan produksinya. Di Korea Selatan

M Umer Chapra, IEC, op.cit., h. 266

AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, terj. Anshari Thayib, Surabaya : Bina Iimu,
1997 h. 202
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(misalnya, banjir atau kekeringan) maka kontrak sewa itu dapat dibatalkan karena

resiko yang berlebihan dan ketidakmenentuan (Garc‘zr).5 7

Menyikapi alasan di atas, Chapra cenderung mengambil jalan tengah. la
menjadikan tanam bagi hasil sebagai dasar bagi sewa tanah dan menekankan suatu
bagi hasil yang adil di antara tuan tanah dan penyewa. Menurutnya, para petani
penyewa dan yang tidak memiliki tanah itu lemah maka sewa tanah untuk waktu

tertentu boleh jadi tetap terus menjadi sebuah sumber ketidakadilan dan kemiskinan

s
¢bij aané
A

k yafg memiliki tanah maupun tidak >

jika ongkos sewa tinggl da tidak menentu. Oleh karena itu,

pemerintah harus mengambi ang tepat dalam hal i, yaitu

meningkatkan kesejahteraan

Bagaimanapun, wewenang itunjukkan oleh Rasulullah nada

periode awal Madinah. Dan, y%%ﬂ;@}]wa penerapan Land reforms tidak
dengan sendirinya men im@sikau bahwaéemilikan tang dikurangi di bawah
l I IIS se I >

suatu tingkatan terfentu yang prak cara ekonomis.’

b. Pengembangan perusahalan-spe!mhaan ka mikro (SMEs)
Pengembanlm QQJMES IAdan mirko 11 akan

melengkapt land reforms dalam mengurangi pemusatan kekayaan dan kekuasaan di

samping mempunyai keuntungan yang tinggi dalam kerangka nilai-nilai Islam,

"M Umer Chapra, IEC op.cit, h 267

**Kebijakan ini harus diikuti dengan membantu mereka, yaitu dengan mengadakan kredit-

kredit untuk pembelian-pembehian pupuk, alat-alat serta perbaikan tanah seperti irigasi, pendidikan,
kursus-kursus pertanian, cara mengolah tanah yang berbeda-beda dan sebagainya, Irawan dan M
Suparmoko, Ekonomi Pembangunan, Edisi 3, Yogyakarta : BPFE UGM, 1982, h, 199.

M. Umner Chapra, fEC, op.cit, h. 268
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sehingga akan lebih kondusif untuk mewujudkan maqasid. Dampak positifnya
adalah terhadap kesehatan sosial, sebab pemilikan perusahaan cenderung menambah
rasa kemerdekaan, martabat dan harga diri pemiliknya. Ini akan mendorong mereka
untuk melakukan inovasi dan kerja keras demi kesuksesan perusahaan mereka,.
schingga akan mencipiakan lingkungan lebih sehat untuk persaingan. Dengan

demikian, akan menyumbang efisiensi dan memperluas peluang kerja secara cepat.®’

¢. Pemilikan dan kontrol perusahaan yang lebih luas

Untuk mengembangkff pemijikap,
V)

organisasi-organisasi bisnis urﬁ(
)

lu dipilih bentuk perseroan dari

dengan magqasid  Islam, per%ro ru§ | benar-benar direformasi untuk

mengurang: pemusatan keka uas termasuk mengurangi kekuasaan
g pe Yy agn gurang

yang berlebihan di tangan pa%fﬂ%lﬂ@} diharapkan dapat mengarah pada

suatu pemilikan saham perseroan yang lebih luas dan distribusi kekuasaan yang lebih

adil, tidak terbaum l%m&Lu!& ‘ﬁay% §Ja. Oleh karena itu,
harus dilakukan mnghapuszl&!ﬂﬁA)Muiti vang berarti dalam struktur
modal dar1 perseroan IN @@NE]&II A

d. Fungsionaliasi zakat dan waris
Zakat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keimanan sangat besar
pengaruhnya terhadap kehidupan sosio ekonomi. Zakat yang diambil dari kaum kaya

dan  diserahkan kepada kaum fakir, memberikan indikasi bahwa zakat adalah

“Ibid, h. 269
“Ubid., b 270,
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pengalihan surplus kekyaan dari yang kaya kepada yang miskin, sehingga tidak

terjadi jurang pemisah yang terlalu lebar.*” Untuk itu sangat perlu memfungsikannya

sehingga peran zakat menjadi maksimal. Chapra menekankan dalam pembayaran
zakat diupayakan untuk menjadikan orang miskin dapat mandiri. Zakat sebagat
tambahan pendapatan yang permanen hanya untuk mereka vang tidak mampu
memperoleh pendapatan cukup darn usahanya sendin. Untuk yang lain, zakat harus

digunakan untuk memberikan bantuan sementara bersamaan dengan penyediaan

sumber-sumber penting untuk ( mtﬁl:al@h%;e@han, peralatan dan bahan-bahan

penting untuk menjadikan 1emperoleh penghidupan yang

mencukupt. Bahkan zakat bisa membuat rakyat mampu mandiri

dalam lingkungan ekonomi yan S sehingga dengan demikian akan

mengurangi pengangguran kclmxs t&aj{ JJJ@ dilan.®

Sistem @WEIRS\IWTN ﬁvg diam-diam dalam
seluruh pembagian kekayaar;l gﬁnmskemtekmk yang belum pernah ada,

dalam sistem ekon0m1 lam Ramsay mengakul, hukum waris Islam tampak lebih
masuk akal dan bxjaksana !a pag umumnya yanglfer]aht di masyarakat. ®’Islam

menganggap hukum waris scbagai alat keadilan sosial. Oleh karena itu, tidak

2 ihat, Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, terj. Didin
Habiduddin dkk, Jakarta : Rabbami Press, 1997, h. 418, Abul Hasan, Muhammad Sadeq, Economic
Development in Islam, Malaysia: Pelanduk Publications, 1990, h. 88-94, Amim Akhtar, “Kerangka

Kena Struktural Sistem Ekonomi Islam“, dalam Ainun R, Sophiaan, (Ed.), ap.cit., h. 98, M.A.
Mannan, op.cit., h. 134
M. Umer Chapra, IEC, op.cit., h. 274.

*M A Mannan, op.cit h. 135.
% Amin Akhtar, op.cir., h. 102.
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mungkin dalam kerangka nilai-nifai Islam, memberikan seluruh harta hanya kepada
seorang anak schingga mencabut hak yang lain. Dan, juga tidak seorang pun
memberikan wasiat meiebihi sepertiga hartanya. Jika nilai-nilai Islam diterapkan dan
sistem pewarisan dilaksanakan dengan efektif, distribusi kekayaan dalam masyarakat

muslim pasti akan adil.®

e. Restrukturisasi sistem keuangan.

Tanpa restrukturisasi, keuangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam,

seluruh kebijakan yang dirancar@tidbﬁhléMa@J mengurangi ketidakadilan sosio
g Z
ekonomi.®” Untuk masalah ini akln di@la@t ab tersendiri.
0 0
n Z
3. Restrukturisasi Ekonomi L>“ m
i )
Persoalan ekonomi adala an ta nusia, maka penanganannya pun

harus berangkat darn manusna%ﬂlmﬂim manusia tidak hanya dari sisi

materi semata, lejiNzl wER S'!m;)egian kapitalis® dan
sosialis.®  Krisis pembangursltkanla sﬁmata berpuncak pada knsis
ekonomi akan tetapiiﬁ Ba@aﬁgg(fn is peradaban). Oleh karena

M. Umer Chapra, IEC, op.cit., h. 275-76, lihat juga, Abul Hasan, Muhammad Sadeq,
op.cit., h. 67, Shaikh Mahmud Ahmad, op.cit., h. 137
"M. Umer Chapra, IEC, op.cit., h. 298-99.

**Dengan prinsip meraih keuntungan semaksimal mungkin (profit motive), dalam ideologi

kapitalisme orang tidak akan memberi makan orang lain kalau tidak memberikan keuntungan (matert)
kembali, seperti supaya orang lain tidak mencun hartanya. Sebaliknya kalau ternyata hartanya
bertambah karena membiarkan mereka kelaparan, hal itu akan dilakukan, Tagyuddin An-Nabhani,
Membangun sistem ekonomi Allernatif : perspektif Islam, terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya :
Risalah Gusti, h. 18 Lihat presmis Adam Smith dalam The Wealth of Nations, “Bukaniah dan
kemurahan hati tukang daging, tukang bir, atau tukang roti, kita mengharapkan mendapat makanan.. ”
Bonnie Setiawan, op.cit., h. 19.

%Sosialis tidak hanya mengurangi kebebasan manusia, tapijuga motivasi kemanusiaan dan

efisiensi ekonomi, Chapra, al-Qur'an menuju Sistem ..., op.cit., h. xx.
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itu, analisa ekonomi tidak boleh terpisah dari kesempurnaan moral, yang tentunya
melibatkan nilai yang tergabung di dalamnya keperiuan ideologi empirical dan
pragmatic. Dengan kata lain, nilai dan idealisme harus diterjemahkan secara praktis
dan realistis. Dari sinilah Islam menawarkan perubahan yang menyeluruh (folisric)

dan multidimensi.”® Beberapa kebijakan untuk merestrukturisasi ekonomi yang

ditawarkan Chapra adalah mengarah ke sana, yang meliputi :

a. Mengubah preferensi konsumen dengan filter moral

Untuk meminimalkan

keinginan, perlu diubah prefers seSliai dengan prioritas sosial dan juga

. 04
memotivasi mercka agar bentgda
@npa
suatu mekanisme filter yang t"?l{'iéﬂ&&éfﬂl@irakat dan suatu sistem untuk

memotivasi kons@:ﬁz]r\myaérﬁng igﬁabﬁgaiga ditunjukkan oleh

Dodgson :

Perlu menghindari Lﬂ%l.l!ﬂ)ﬁm proposisi di satu sisi, bahwa
semua <ebutyl ml &k i frmtlea $t i lgin bahwa kebutuhan dapat
ditentukan ;IN Gi j ‘ mengetahui atau oleh

penguasa yag lalim. Konsep yang dinamis dan terbuka mengenai kebutuhan
menganjurkan bahwa instruksi-instruksi yang menentukan, mengevaluasi

dan menilai kebutuhan-kebutuhan harus fleksibel dan bertanggung jawab
baik kepada klaim-klaim individu atau perdebatan publik.”’

an prioritas ini. Akan tetapi,

bagaimana melakukan hal im n dan despotisme? Di sini pentingnya

" Anwar Ibrahim, Islam, Pembangunan, Keadilan Sosial, op.cit. h 24

7'Geoﬂ“‘rey Dodgson, “Economics and Institutuions”, (1988), dikutip dari, M. Umer Chapra,
IEC, op.cit , h. 282
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Polaritas semacam ini tidak dapat dihindart baik dalam kerangka liberalisme ataupun
antiliberalisme. Sebuah dimensi moral harus disuntikkan ke dalam penentuan dan
pemenuhan kebutuhan. Individu harus menguj klaim-klaimnya atas sumber-sumber
daya dengan filter moral sebelum klaim-klaim itu muncul di pasar. Ini akan
menjawab ketidakefektifan kebijakan untuk mencegah konsumsi berlebihan yang

hanya menggunakan filter harga. Meskipun demikian, bukan berarti tidak perlu

diadopsi.

Degan hanya bersand menjadikan orang kaya mampu
membeli kemewahan dan simb atus y%] dikehendaki, tidak peduli betapa
mahal harga-harganya yang di i%g ' ui% ak, bea dan penurunan nilai mata

>
mengurangl pemenuhan kebutm@m;@?n kekayaan yang diperoleh secara

tidak sah. Di negara-negara berkembang, dengan ketidakefesienan dan administrasi

pajak yang korlumlcxv GE:RTSJI\J:AS menghindari atau
mengelak dari bea dan paj al ﬁﬁnArthan harga barang-barang yang

tertulis pada faktur W@NE[SaI\ mlyelundup. Dalam hal ini

harga-harga tingg1 yang diakibatkan oleh tingginya bea dan pajak mempertinggi
margin keuntungan dan bukan hanya mendorong impor yang lebih besar, tetapi juga
memperbesar kapasitas produksi yang lebih besar dan barang-barang semacam itu
dalam negeri. Tanpa disengaja, hal im1 akan menyelewengkan alokasi sumber-

sumber daya untuk mendukung mengejar simbol-simbol status dan menekan untuk
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memenuhi  kebutuhan, sehingga harga kebutuhan menjadi lebih tinggi daripada
semestinya dan semakin mempersulit orang miskin.”?

Untuk mengawali langkah reformasi moral dalam konsumsi in1, harus
dilakukan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaitkan dalam memandang
sumber daya. Untuk itu perlu dibedakan antara yang “perlu” dan “yang tidak perlu”
dengan membagi semua barang dan jasa pada tiga katagori : keburuhan, kemewahun,

dan pertengahan (intermediates).” Pembagian semacam ini dapat ditemukan

dasarnya dalam nilai-nilai 151@ Aﬁb,@eﬁbi@mn intrinsik dalam literatur figih
Z

berkisar pada kebutuhan (4 gan (hajiyyat), dan kelengkapan
ac
(tahsiniyyat). Apa pun yang ada

>
figih sebagai pemborosan da gesen

dikehendaki.™ f&u MWZ‘M@J

KarenaLIijanlw E'Rnserﬁkdsiasnbagian barang dan
jasa di atas adalah tetap ﬂige‘:md ngmngenai kebutuhan adalah selalu

berubah dani waktu ke waktu sesuai dengan berkembangnya teknologi dan

meningkatnya kekayl“eD’aQ MEC§ ll@ Yang terpenting di sini

2bid., h. 283

an telah dianggap oleh para ulama

b yang berlebihan dan sangat tidak

Tstilah “kebutuhan” dapat digunakan untuk merujuk pada semua barang dan jasa yang

memenuhi suatu kebutuhan dan mengurangi kesukaran, dengan begitu menjadikan suatu perbedaan
nyata dalam kesejahteraan manusia. Istilah “kemewahan” bisa digunakan untuk semua barang dan jasa
yang dikehendaki semata-mata karena daya tarik untuk membanggakan din dan tidak menciptakan
perbedaan nyata bagi kesejahteraan seseorang Istilah “pertengahan™ bisa digunakan untuk semua
barang dan jasa yang tidak mungkin diklasifikastkan secara tegas ke dalam kebutuhan atau kemewahan,
dan beberapa fleksibilitsa dikehendaki, Ibid., h. 284. Keynes membagi kebutuhan int menjadi dua
golongan; kebutuhan absolut yang sering disebut dengan “needs” dan kebutuhan relatif yang sering
disebut “want” atau keinginan-keinginan inilah yang terpolong sebagai kebutuhan yang tak pernah
terpuaskan, ia muncul seperti dibuat-buat melalui iklan dan tekanan sosial yang dihadapi, Ibid, h. 284,

Ibid., h. 284.
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adalah pemenuhan kebutuhan dasar dari semua orang dalam suatu masyarakat
muslim sesuai dengan statusnva sebagai khalifah. Tujuan ini tidak akan tercapai
kecuali jika perbedaan tingkat konsumsi diizinkan sesuai dengan status dan
pendapatan seseorang, tidak melebihi kemampuan sumber-sumber ekonomi. Semua
ini tidak boleh mencerminkan sikap menonjolkan diri dengan kemewahan atau
menimbulkan jurang-jurang sosial yang luas dan melemahkan ikatan persaudaraan

Islam. Tujuan ini tidak boleh menimbulkan suatu keseragaman yang monoton dan

membosankan dalam masayramw itu dapat diterapkan dalam gaya

: : : |9 Z :
hidup di samping kreativitas d(_ﬁn ) %a ena itu, pembagian ke dalam tiga
kategori ini harus didasarkan ;ﬁd rn% konsumsi Islam dan sesuat dengan

L
_ > o
ketersediaan sumber-sumber daya dan pakn¥h|pada persaudaraan dan persamaan
=) >

sostal. Penghapusan ketidakseins i arus ditumbuhkan sebagai dasar
SO S

pembagian, jika ketidakseimbangan semacam itu sudah tidak bisa dicapai lagi.”

Untuk Mlxngﬁd§lod[kﬁu§ dan distribusi yang
termasuk dalam katagori kl&l‘L&hAMlisasikan. Kekuatan pasar harus

dibiarkan memainkalaN@lNEkgﬂltﬂxtah harus melakukan apa

saja yang dapat dilakukan untuk memberikan insentif dan fasilitas yang perlu untuk
menambah penawaran barang-barang dan jasa-jasa yang termasuk dalam kategon
ini. Pajak tidak langsung yang dianggap perlu untuk barang-barang ini harus dibuat
sangat rendah. Pengkonsumsian barang-barang yang termasuk dalam kategon

pertengahan harus dikurangi melaui situasi moral, bea dan pajak yang relatf lebih

Ibid_ h. 285
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tinggi, sedangkan untuk barang-barang mewah tidak dilakukan liberalisasi. Ini untuk
memantapkan bahwa alokasi sumber daya dalam ekonomi mencerminkan prioritas
sostal dan ekonomi. Di sinilah perlu adanya perubahan preferensi konsumen melalui
reformasi moral, jika masyarakat mengerti kewajiban sosialnya dan tanggung
jJawabnya kepada Tuhan dan menyadari bahwa sumber-sumber ekonomi yang langka
yang mereka gunakan untuk tujuan-tujuan tidak penting akan membuat pihak lain

tidak mampu memenuhi kebutuhannya, mereka akan cenderung mengubah

16

perilakunya dengan sukarela.

dengan ekspansi moneter daﬁi}yﬂﬁ%ﬂj@f dan luar negeri yang berlebihan,

kemudian menyebabkan naiknya tingkat inflasi yang tinggi serta beban

pembayaran u@ M! M§§,§!h lr@n%ﬁ akibat kurangnva
kontrol keuangan publik IS Lm&Mlm' adalah yang banyak dialami

oleh negara-negaral W@NE}&J Ag diperburuk oleh tidak

adanya prioritas dalam pengeluaran oleh pemerintah. Gambaran ini bisa dilihat
dart kesenjangan pembangunan yang lebar antara kawasan desa dan kota, tidak
imbangnya pembangunan vang lebar antara kawasan desa dan kota. Tidak

imbangnya pembangunan infrastruktur di desa ini menyebabkan langgengnya

“Ibid., h 286.

"Untuk anggaran belanja defisit dan pembiayaan defisit, lihat, Mannan, op.cit., h.236-237
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pertumbuhan yang lambat dan berlangsungnya ketidakadilan ekonomi, dan ini
mencerminkan tidak adanya prioritas-prioritas dalam pengeluaran.

Beberapa alasan mengapa pemerintah tidak memanfaatkan sumber-
sumber dayanya yang terbatas dengan lebih efisien adalah (a) Kurangnya
kesadaran bahwa sumber daya yang tersedia adalah amanat Tuhan, (b) Tidak
adanya filsafat pembangunan yang asli dari mereka sendiri yang dirumuskan

dengan kepekaan kepada sumber daya dan nilai-nilai negara itu sendiri telah

menyebabkan tidak adanyf pqigﬂtasﬂoms yang mapan. Tidak adanya
7)) 7

. : : Z o
komitmen jangka panjang kqﬂada&t pembangunan Islam, boleh jadi tidak
0 O

ﬁnﬂik dalam kebijakan-kebijakan

mungkin menghilangkan ke

sumber-sumber terutama sumber-

sumber devisa, diperoleh at%ﬁwmtah dan perusahaan-perusahaan

yang ada, (c) sistem harga

negara pada harga di bawah Ofportuni costs. Hal ini berpengaruh pada

penggunaan SM@MJ&% slen,L ti!iaklaxénya p§emen yang terpilih
dan pers yang bebas, tcl&rL—dALMuatu forum untuk mengkritik

kebijakan pemerintiIIN D O N E S I A

Untuk pengeluaran, Chapra menunjuk pada enam prinsip-prinsip umum
yang diadaptasi dari beberapa kaidah hukum yang dikembangkan selama berabad-

abad oleh ulama figih untuk memberikan suatu dasar rasional dan konsisten untuk

M. Umer Chapra, IEC, op.cit., h. 287-88.
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figih. Prinsip-prinsip tersebut adalah :"*

(1) Kriteria utama untuk seluruh alokasi pengeluaran harus demi
kesejahteraan rakyat (pasal 58)

(2) Penghapusan kesulitan dan penderitaan harus lebih diutamakan
daripada mengejar kesenangan (pasal 17, 18, 19, 20, 30, 31 dan 32)

(3) Kepentingan umum yang mayoritas harus lebih diutamakan

daripada kepentingan segolongan kecil yang minoritas (pasal 28)

(4) Suatu pengorkmﬁmﬂn pribadi dapat dilakukan untuk

menyelamatkqﬂ per“n a%u kerugian umum dan suatu bahaya
0O
yang lebih be{ﬁar indafi dengan menempuh bahaya yang

iebih kecil (p 52

(5) Barang smpauﬁ@ﬁ%ﬂfz@ﬁgan harus menanggung biayanya

(pasal 87 dan 88)

&N FEER R 8 spar iceban
adalah jugJ&I— A M

Dengan W@ON Ekslt Atahil akan mewujudkan

maqasid. Oleh karena itu, harus ada pengurangan-pengurangan pengeluaran

bersama dengan realokasi yang sesuai dengan pnioritas-prioritas di atas. Pertama,

vang harus dikurangi adalah, korupsi, ketidakefisienan, dan pemborosan. Untuk

™ Nomor-nomor yang ditulis dalam kurung di akhir setiap prinsip merujuk kepada pasal-pasal

dalam “majalah al Ahkam al-‘Adliyyah” disingkat majallah. Meskipun Majallah merupakan
kompendium menurut mazhab Hanafi yang dikodifikasikan selama periode ottoman, kaidah-kaidahnya
hampir digunakan secara umiversal oleh para ulama figih Lihat as-Syathi al Muwafagat,vol 2, h.
394, Mustafa az-Zarqa (1967), vol. 2, h. 784 dar 1088. Dikutip dari , /bid., h. 289
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mengurangi ini, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, harus dengan
reformasi moral, transformasi gaya hidup, dan perubahan struktural dalam
ekonomi. Kedua, adalah bidang subsidi. Ini karena ternyata subsidi sering tidak
didukung dengan meyakinkan, yang terjadi subsidi hanya menguntungkan orang-
orang kaya saja, karena merekalah yang lebih mampu mernbayar. Oleh karena itu,
cara terbaik untuk membantu orang miskin adalah melalui penambahan beasiswa,
keringangan pembayaran, dan tambahan pendapatn yang diberikan dari bagian

yang diperuntukkan tujuan h atau organisasi pelayanan sosial,

dana, zakat dan sumban paksa lainnya. Dengan cara ini,

pemerintah bisa memberikatCk intensif kepada yang memerlukan

VE

m
dengan hanya menggunakdnzseba dariS_ﬂJ lah seluruh pengeluaran untuk
-

>
subsidi umum. Tambahan 3pdtan imefmberi orang-orang miskin peluang
oy

untuk menentukan prioritas mereka terhadap barang-barang dan jasa-jasa oleh

subsidi umu ML%E Bﬂﬁ!l xAﬁmn perlindungan-
perlindungan yang dibeli& I(_egaAeMan-perusanaan sektor publik.

Perusahaan-perusa'N @Eg&nltﬁberkembang kinerjanya

sangat tidak memuaskan. Keuntungan yang rendah membatasi kemampuannya
untuk mendanai sendiri investasinya. Akibatnya sering menjadi penyebab defisit
anggaran yang besar, ekspansi moneter, dan utang luar negeri. Keempat, adalah
bidang pertahanan. Banyak negara berkembang yang membiayai pertahanan
dengan biaya tinggi berdasarkan asumsi-asumsi yang berlebihan. Padahal, sangat
memungkinkan untuk memiliki pertahanan dengan pengeluaran yang lebih kecil

jtka sumber-sumber daya yang ada digunakan secara efisien. Jika korupsi di
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sektor pertahanan dihapuskan, dan jika suatu kebijakan perdamaian diadopsi dan
konflik-konflik tidak perlu dengan negara tetangga dihindari. Bagaimanapun
pengeluaran yang besar untuk perangkat keras pertahanan hanya akan
mengorbankan secara diam-diam rakyat miskin di kota dan desa melalui
pembiayaan. Inflasi dan prioritas yang rendah terhadap kebutuhan mereka.
Pengeluaran pertahanan yang tinggi bahkan tidak membernikan keamanan yang
diklaim pemerintah. Sumber keamanan yang sebenarmnya adalah terletak pada

kekuatan internal yang dicapai ng_!@@wfo‘lwasi moral, pembangunan ekonomi
7

dan keadilan sosi-ekonomi_

2) Pajak yang Adil dan Efisien

IVERSITAS
| OAdN

Di  samping me -pengeluaran yang berprioritas

rendah untuk aktulaisas: p@jé@%@‘ﬂj@ juga menambah sumber kekayaan
negara dan paja esklpun batan di kalangan ulama fiqih tentang
e ONI AS
' epada

pajak, *' Chapra lebl condong yang membenkan hak negara untuk

|
¥\ Umer Cha!m.gm. g&! 1988) dalam "The Rise and Fall of

The Great Pavers”, menyatakan, suatu dasar ekonomi yang kuat adalah lebih vital bagi suatu bangsa

untuk jangka panjang daripada superioritas militer; dan bangsa yang memperbesar kekuatan militernya
melebihi kemampuan ekonominya berarti tengah menyongsong kehancuran, Ibid., h. 294. Kesimpulan
Emile Beneoit (1978) yang mengatakan adanya korelasi positif antara belanja militer dan pembangunan
ekonomi adalah tidak benar. Peningkatan belanja militer cenderung mengurang: pes-pos belanja
pemeimntah yang lainnya sehingga dengan sendirinya memperkecil penciptaan lapangan kerja baru.
Kalau permintaan diarahkan keluar negeri berarti mengalihkan kesempatan kerja domestik. Kalaupun
dikerjakan di dalam negeri, maka tenaga kerja terampil akan tersedot ke sektor ini sehingga merugikan
sektor lain yang jauh lebih produktif, sementara peningkatan kualitas dan kuantitas secara fisik
masyarakat umum tidak turut memanfaatkan. Untuk pendapat-pendapat yang menguraikan ini lihat,
MP. Tedaro, pembangunan ekonoru di dunia ketiga, op.cit., h. 275-276.

$'Kelompok yang keberatan menerima adalah, karena pengalaman, pajak disalahgunakan dan

menjadi sebuah alat penindasan. Ibid, h. 296. Tentang pajak Ibnu Khaldun membuat asumsi “di awal
pertumbuhan sebuah dinasti, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dari jumlah obyek pajak
yang kecil, karena masih dijalankan sesuai dengan syariat. Pada akhir dinasti, pajak merupakan
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manarik pajak dengan adil. la menyatakan bahwa tidak realistis membicarakan
pajak harus dibatasi dengan pajak yang dibicarakan oleh ulama figih. Keadaan
telah berubah dan timbul kebutuhan untuk memikirkan sistem perpajakan yang
memperhitungkan perubahan realitas, terutama kebutuhan infrastruktur sosial dan
fisik yang sangat besar bagi pengembangan dan efisiensi ekonomi modem dan
memiliki komitmen untuk merealisasikan magasid dalam konteks kekinian.

Menurutnya pajak tidak hanya harus adil tetapi menghasilkan, tanpa memberikan

efek merugikan insentif un}uk—mmg dan menginvestasi, pemasukan

7)) 7

yang mencukupi untuk men slam modern untuk melaksanakan

tanggung jawabnya dengan ni didasarkan pada kaidah 4 dan 6

bahwd,| “suatu pengorbanan kecil boleh

>
dikenakan untuk menghindugi bandin: {ebili besar,” dan “sesuatu yang
& A ) ; yang

’ . *” ) e 2 :

dari hukum Islam vang m

tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan adalah juga wajib” *

Ada&ﬂ) Mayjaghal%!h, [eﬁx,%ak digunakan untuk
mendanal apa yang dianiSeLga: Aer mewujudkan maqasid. Kedua,

beban pajak helNlEnssl:ma melebihi kemampuan

rakyat, dan hendaknya didistribusikan secara adil di antara mereka yang mampu
membayar. Ketiga, hasil pajak hendaknya benar-benar digunakan untuk tujuan

sebagaimana yang telah ditetapkan **

pendapat yang kecit dan obyek yang luas, saat itu sudah tidak sesuai dengan syariat, banyak
penyelewengan sehingga rakyat mengelak membayar pajak. A A Islahi, op.cit, h. 323

M. Umer Chapra, I1EC, op.cit., h. 295
Y Ibid., h. 296.
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D1 balik semua kegiatan perpajakan di negara Islam adalah bertujuan

84

untuk menciptakan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, menurut Chapra,

mengelak dari kewajiban membayar pajak dalam masyarakat Muslim, bukan
sekadar sebuah kejahatan hukum melainkan pelanggaran moral yang dapat
dikenakan hukuman oleh Tuhan di akhirat. Lebih jauh lagi kalau perilaku wajib
pajak ini mengurangi kemampuan pemerintah memainkan perannya dengan

efektif, hal ini menghalangi realisasi magasid *’

3) Membatasi defisit
3) 6 ISLAM ;
Ketika negara merélih Qan tbarsandar kepada ekspansi moneter
0 0
dan pinjaman, maka hasilm]% a aﬁr flasi yang relatif tinggi, penurunan
>
= 0
mata uang yang lebih bes a,pembayaran yang tidak tertahankan,

dan bahkan beban pemba%%ﬂ;@ bih berat. Ini semakin menekan
sumber-sumber pembangunan; melaml§a|n T:rtumbug dan meningkatkan
pengangguranld?nlketL!gaV sosuil.

ngan

Menghadapi hal S LDBl—]%\M sudah mengisyaratkan dengan
melarang bunga, yIl @NE&*A)B@ dilaksanakan dengan

menerapkan disiplin yang ketat untuk program pengeluaran. Dan, harus bersandar
terutama pada hasil pajak untuk mendanai pengeluaran yang tidak produktif

bahkan sebagain dari biaya pembangunannya, terutama biaya yang tidak dapat

*'M.A Mannan, ep.cit. h. 247

M. Umer Chapra, IEC, op.cit, h. 298 Bahkan Ibnu Taimiyah melarang mengelak pajak

sekaitpun ketika pajak tidak adil dengan alasan bahwa mereka yang tidak membayar kewajiban
pajaknya akan membebani pihak lain dengan beban yang tidak semestinya, Jhid  h 298,



190

dipertanggungjawabkan menurut cara pembayaran alternatif yang dibolehkan
Islam. Pembiayaan juga bisa diatur dari proyek-proyek yang menguntungkan
dengan cara-cara yang diterima syariah selain pinjaman. Seperti menggunakan
leasing proyek-proyek infrastruktur yang didanai dan dijalankan oleh sektor
swasta dengan dasar persaingan sesuai dengan spesifikasi pemerintah. Ini akan
membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi korupsi dan juga membuka

jalan yang lebih luas untuk kerja sama yang lebih besar antara pemerintah dan

swasta. Kerja sama pemeripmwmk;\a | harus terus ditingkatkan, sehingga
7 s

»diséln vang dapat menghilangkan
0

hZzmemperoleh pinjaman berbunga.

pembiayaan akan mengi

kecenderungan pemerintah

Karena, bagaimanapun hanug diupayakan unt

o) >
vang sangat tidak kondusif wﬁ@wﬁ 'S Mn dan penghapusan kemiskinan.*
yang sang ka penghap
Untuk mengurangi beban emeriniahi para dg:awan swasta juga
Iem!z!ngY aEan menjalankan institusi pendi

didorong untuk”m an dikan, rumah sakit,

perumahan orang miskin,l ﬁhArMek-proyek pelayanan sosial lain.
Reformasi sisteml MDIQN E&A rintangan utama untuk

7

k menghindari perangkap utang

membangkitkan institusi ini.”

“Dikatakan bahwa tujuan negara-negara donor adalah untuk mengintegrasikan negara-negara

dunia ketiga ke dalam sistem dunia kapitalis, menjadikan negara-negara miskin bergantung kepada
negara maju, dan menggunakan kekuatan finansialnya untuk meningkatkan kepentingan pribadi dan
kapitalis internasional dalam ekspansinya ke setiap negara di dunia ketiga. Cheryl Payer, The Debt Trap
. The IMF and The Third World (1972). Dikutip dari, Chapra, Ibid., h.303. Jadi memang tidak
ditujukan atau diselewengkan dari tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan.

Y Ibid . h 301
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4) Meningkatkan ikiim investasi : menghilangkan rintangan
Modal adalah salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan
suatu negara yang ingin mencapai peningkatan pendapatan tertentu secara agregat
perlu menjamin peningkatan tertentu dalam input agregat modal.® Di sinilah
perfunya menciptakan iklim investasi yang baik, yaitu iklim yang mendorong

keputusan investasi, dan membantu mempercepat penerapannya dengan

menghapuskan rintangan dan resiko vang tidak semestinya dan memberikan

fasilitas. Di samping terse 1anygmﬁymmkt}§ dan reformasi sistem pajak,” ada

%) s

Z

hal-hal yang juga sangat perlird: ugdk menciptakan iklim investasi.
0

Pertama, ketidak sangat merugikan ikiim investasi,

karena ketakutan-ketakuta

terhadap perubahan tiba-tiba dalam

kebijakan-kebijakan resmi yjﬂy]&@;ij@lkibatkan kerugian besar. Kedua,

penurunan numlvgﬁ grrhi@ agklmm -klaim ke atas

sumber daya melalw restrukturisasi konsumsi sektor swasta dan pengeluaran

pemerintah harus dlkural.g§!ﬂ'g3rA ebagdimana telah dibicarakan. Ketiga,
bea dan substitusl NDQNEISLAn dengan efektif ia dapat

menurunkan 1mpor tetapi tidak mendorong ekspor. Namun, ketika bea diterapkan
di negara-negara yang administrasinya iemah dan korup, tanpa reformasi moral,

maka akan memancing terjadinya penyeilundupan dan pengelakan bea. Ini relatif

®Bvito Tanzi, Public Finance in Developong Countries, Brook Field, VT: Edward Elgar,
1991, h. 12
¥Suatu sistem pajak yang baik merupakan landasan bagi pertumbuhan dan stabilitas. Sistem

pajak yang produktif dan efisien juga dapat menghasilkan efek insentif dan pertimbangan-pertimbangan
ekuiti. Dan sistem demikian menghapuskan kebutuhan untuk mencetak uang yang inflasioner. Konsesi-
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akan menguntungkan barang-barang mewah yang dikenakan pajak tinggi tetapi
diselundupkan. Karena itu harus ada pelarangan impor dan penggunaan barang-
barang mewah sebagaimana telah dibicarakan. Selanjutnya, diterapkan promosi
industn-industri substitusi impor yang bersaing. Ini tidak hanya meningkatkan
kesempatan kerja dan pertumbuhan, tetapi juga menciptakan suatu dasar yang
lebih luas bagi pertumbuhan ekspor. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan

semuanya harus sesuai dengan tujuan-tujuan magasid. Keempat, kontrol birokrasi.

Mungkin rintangan investaﬁ’W negara-negara berkembang adalah
s
birokrasi. Di samping ré ﬁan “ %uupsi, kontrol juga menyebabkan

pemborosan waktu dan en%gl

dan peningkatan biaya yang tidak

perlu.  Spirit umum ajaran san berusaha dalam kerangka nilai

vang Islami. Kelima, adg&hummwj yang ditanamkan investor asing.

Bagaimanapun modal asing sangat dibutuhkan, karena ia akan menyediakan

valuta asinnggﬂ’lM;EkBgSrlmlAn%g merupakan faktor
langka di negara—negarl&lgmbAMperlukan untuk meningkatkan

produktivitas. Se@NES‘nleﬂmya valuta asing tetapi

hanya jika investasi ini menghasilkan keuntungan positif Dengan demikian,

berbeda dengan pinjaman, resiko pun ditanggung bersama dengan para investor

asing itu, bukan hanya oleh negara penerima modal.”

konsensi pajak maupun insentif-insentif fiskal biasanya digunakan sebagai alat untuk menarik investasi
asing langsung . Philip Kotler, op.cit., h. 274.

* M. Umer Chapra, IEC, op.cir.. h. 303-309
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5) Merancang kembali produks:

Ketika iklim investasi telah membaik maka harus dijamin tidak ada
penyelewengan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mewah
tidak penting. Kebijakan harus diarahkan untuk memenuhi barang-barang modal
dan bahan-bahan baku yang diperlukan. Strategi yang efektif adalah mengubah
preferensi individu dengan memberikan motivasi moral dan sosial, untuk
menghapuskan rintangan-rintangan dan memberikan insentif serta fasilitas untuk

melahirkan komitmen jangkd pamjang, atas dana. Semua keistimewaan dan

harus digunakan untuk men&i&kﬁ’l@f@?n kebutuhan, ekspor dan formasi
20

modal. Semuanya ini akan kondusif jika tidak dilakukan penetapan bermacam-

macam kontruMMiE R S I TA S
6) Reformasi pertanian dan plﬁal— A M
Land ref(er@@MEt& lAinya tanpa ada reformasi

pertanian yang menghapuskan beberapa kerugian yang mengurangi efisiensi dan
output  sektor pertanian, meningkatkan pengangguran di desa, meneckan
pendapatan di desa, dan meninggikan ketidakadilan. Dalam hal ini perlu
pemenuhan infrastruktur yang efisien dan ekonomi eksternal, seperti fasilitas

irigasi dan drainase, pelayanan yang luas, jalan, sekolah, listrik, dan kesehatan.

' Ibid., h. 310.
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Adapun penanganan dampak inflasi terhadap defisit anggaran melalui penilaian
yang berlebthan terhadap kurs dan harga pangan yang diatur rendah hanya akan
mengubah hubungan perdagangan yang menentang pertanian dan SMEs ini akan
merendahkan hasil pertanian, meningkatkan ketergantungan kepada impor,
mengurangi ekspor dan minusnya pendapatan di desa, yang tentunya
memperburuk investasi yang akan meningkatkan pengangguran. Dengan

demikian terciptalah lingkaran setan kemiskinan, kekurangan investasi, hasil yang

rendah, dan pengangguran. f ISLAM \
7)) -

Z
Masalah yang sering éihz‘leh@vtani kecil dan SMEs adalah
(7))

kekurangan dana. Hanya petangpe sﬁa yang memperoleh pinjaman

dengan mudah dari institusi-insfr

Akibatnya, petani-petani kec%ﬂi@{ﬁ@li input-inpu( pertanian yang

berkualitas dan men perasnkan SME E guk memnéka pendapatannya.

Kondisi ini sering menyeba kan munculnya mtah darat-lintah darat vang

semakin mengekalkan kemilérl.-&' éml\AeAntah dan masyarakat harus
menghilangkan keruglNe@sOiNE%erpeluang kerja lebih

banyak kepada penduduk desa. Ini juga bisa membantu mengurangi perpindahan

icrintah dan bank-bank pertanian.

penduduk dari desa ke kota. Dan yang penting lagi adalah, semua ini harus
dibarengi dengan perubahan sikap, gaya hidup, dan kebiasaan kerja yang

mekanismenya harus bertolak dari ajaran dan nilai-nilai Islam.”

2 Ihid  h. 313
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7) Menangani pengangguran dengan usaha padat karya
Peningkatan penduduk vyang drastis tanpa dibarengi dengan
pembangunan ekonomi yang mencukupi dapat menimbulkan banyak kesulitan,
maka kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar adalah menciptakan kesempatan

kerja.”

Masalah pengangguran ini Chapra menyoroti ekspansi permintaan,
potensi SMEs, dan peningkatan SMEs.

Kebijakan konvensional ekspansi permintaan agregat memang penting,

dan mendorong membanjirny. garang & jasa-jasa impor intuk konsumsi

yang berlebihan. Akibatnya ﬁaﬁ%ﬁﬂ,@}sampal pada para tukang dan

pekerja. Permintaan untuk produksi mereka tidak meningkat secara berarti,

dengan begitu QMME Bél timaéc§. *Namun, jika
kebijakan 1ini dijalankan <la§ LW&M( memenuhi kebutuhan dan
peningkatan SMEs, JN@@N& &ITA(epada sebagian besar

masyarakat.

* Philip Kotler, op.cit., h. 275.

? Karena menurut teori ini, bahwa dalam ekonomi pekerjaan penuh (semua orang mendapat

pekerjaan) itu hanya terjadi jika permintaan bersama cukup besar, sehingga bisa memberikan pekegjaan
kepada stapa saja yang ingin bekerja. Alfred W. Stonier dan Dauglas C. Hague, Teori Ekonomi, 2, terj.
Aminuddin Asmawi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, h. 79-80.
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Bagi negara-negara berkembang yang mempunyai kelebihan tenaga
kerja, kelangkaan modal dan valuta asing, dan kekurangan infrastruktur
pendidikan untuk pelatihan dalam teknologi yang rumit, adalah lebih baik untuk
memperluas peluang usaha melalui pengembangan SMEs. Perusahaan-perusahaan
padat modal berskala besar tidak mampu memberikan manfaat yang lebih kepada
sebagian kecil penduduk yang bekerja. Sejumlah kajian vang dilakukan oleh

Michigan State University di sejumiah negara menunjukkan dengan jelas

besarnya sumbangan yang dibe(ﬂ?an glgbaSMEs}i tuk pekerjaan dan pendapatan
7] P

SMEs menciptakan pekerjaan-pek bukan hanya langsung melainkan

juga tidak langsung dengan m atan, permintaan barang dan

jasa, peralatan, bahan mentah a adalah padat karya dan tidak

menuntut banyak modal dan% reka bersandar semata pada
tabungan pribadi dan pendv ang di roleh dan memerlukan akses yang
redit

jauh lebih kecil pada ari pemerinta dan mstltus: institus: keuangan

dibandingkan dengan indultSLuiArMbesar. Beberapa ilmuwan
meragukan bahwa irl:N@@NEe&*kAangat cocok dengan

kondisi surplus tenaga kerja dan kekurangan modal yang menjadi ciri khas

95

negara-negara berkembang.” Oleh karena itu, SMEs secara luas dipandang

sebagai sebuah cara efektif untuk membantu perkembangan sumbangan sektor

swasta terhadap pertumbuhan dan tujuan-tuyjuan keadilan negara-negara

¥ Little, Scitovsky dan Scott berkesimpulan bahwa, industr modern berskala besar biasanya

kurang menguntungkan dibandingkan dengan industri kerajinan yang kecil, disamping lebih banyak
memerlukan biaya dalam bentuk modal dan penciptaan pekerjaan yang kecil.
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berkembang. Hasan al Banna dalam Majmiu’ al-Ras@'il (1989), menyatakan bahwa
industri kecil ini akan membantu memberikan pekerjaan yang produktif kepada
semua anggota keluarga miskin, dan dengan begitu membantu mengurangi
pengangguran dan kemiskinan.”

Untuk mendukung SMEs ini, maka diperlukan langkah-langkah

perubahan dalam lingkungan sosio-ckonomi. Perfama, harus ada perubahan

dalam gaya hidup dari simbol-simbol status yang diimpor dan mendukung produk

sederhana yang diproduksi ’dﬁlam;angm y}‘ ¢ memenuhi kebutuhan dan
%) 7

Z
memanfaatkan tenaga lebih bz @ak. ‘ha@ ada perubahan dalam sikap dan
V)]

kebijakan resmi ke arah S'@Es iaw” rupa, sehingga mereka tidak

>
dibubarkan karena dianggap sg)agai

0
k ikag ecil yang tidak efisien dan sisa-

sisa yang menyalahi zaman %:’&gjﬁ%gjwtapl harus didorong dan dibantu

untuk mewujudkan potensinya yang cukup besar. Ketiga, mereka harus dijadikan

mampu mempek):h,NmelejﬁaE d;la§!er:!;eﬂan me§ yang lebih baik,
teknologi yang lebih tepat,l §inAMg efektif, dan pelayanan lain

vang diperluas untulN@ & LAdengan produk-produk

industri berskala besar dan impor. Keempat, mereka juga harus didorong untuk
meningkatkan keterampilan mereka melalui fasilitas pelatihan yang baik Imi akan
menuntut  penyelidikan yang telit dan institusi-institusi pendidikan untuk
menghapuskan ketidaksepadanan antara keterampilan vang dituntut dan

pendidikan yang ditawarkan. Kelima, perlu juga menghapuskan, jika tidak

% M. Umer Chapra, IEC, op.cit., h. 314-316.
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mengubah arah dari bias yang ada yang mendukung industri-industri berskala

besar yang merupakan salah satu rintangan utama untuk ekspansi SMEs.”’

Adapun beberapa manfaat yang diberikan oleh SMEs dengan
menggunakan teknologi sederhana adalah : (a) menuntut mengeluarkan modal
yang kecil, dengan demikian menyerap angkatan kerja yang tumbuh dengan suatu
jumlah modal yang lebih kecil, (b) mengurangi permintaan keterampilan yang

tinggi dan dengan begitu cocok untuk negara-negara berkembang dengan standar

melek huruf dan pendidikan t@lk yang%\lau{ ndah, (c¢) dapat menggunakan

sumber-sumber valuta asing, gkinl&l untuk mengembangkan dan

memproduksinya secara lo itu membantu mengurangi

ketergantungan pada teknologi%

kota-kota kecil @W E,Rg(fml‘hwgurangi disparitas
pendapatan regional dan penll.grl pend;iﬂuk mmlah kecil pusat-pusat kota,

yang cenderung diciptakan oleh perusahaan- erusahaan berskala besar dengan
padat modal dan tek!umgQ QN arena1 u, wajar kalau Schumacher
dalam "Small is Beautiful " (1973) menyebut teknologi yang sederhana ini dengan
sebutan “teknologi dengan wajah manusia”. Bahkan teknologi vang sederhana ini

berpotensi melahirkan suatu peningkatan yang cukup cepat dalam produktivitas di

T Ibid _h. 317
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negara-negara berkembang. la tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan
dan standar hidup tetapi juga redistribusi yang lebih adil.”®
4. Restrukturisasi Keuangan
Barangkali tidak perlu diperbincangkan lagi tentang pentingnya lembaga
keuangan dalam kehidupan sosio-ckonomi””  Masalahnya adalah bagaimana
lembaga vyang menduduki posisi vital ini dapat berperan maksimal dalam

memberikan sumbangan terhadap penghapusan ketidakseimbangan, dan terhadap

intermediasi yang adil dan efigien dlaSanﬁn%r—si}xber keuangan. Untuk tujuan itu,

lembaga ini perlu diperb hindari berbagai ekses dan

ketidakseimbangan vyang da ng Rgtidakadilan. Temyata, dalam

perkembangannya lembaga int ty juan dan fungsinya. '* Adapun

ST .
perubahan-perubahan yang ditawarkan apra adalah :  (a) menjadi penengah yang

adil dengan me@NW Eﬂh@'aﬁrﬁﬁ@-kekurangm atau
resiko-resiko, (b) menjadi perargw ﬁnM
a. Menjadi penengah Iﬁgab O N E S I A

Dalam sistem perbankan konvensional, adalah tidak rasional meminjamkan

jumlah yang banyak kepada anggota masyarakat miskin sebagaimana yang mereka

" Ihid.,h 318

? Tidak ada sistem ekonomi yang dapat mempertahankan kesehatan dan ketahanannya atau

memberikan sumbangan secara positif terhadap pencapaian tujuan-tujuan sosio-ekonomi tanpa
dukungan uang dan sistem perbankan yang handal. M. Umer Chapra, Al-Qur'an Menuju Sistem
Moneter yang Adil, op.cit , h xxxii.

'* Gistem keuangan konvensional berdasarkan bunga tidak dapat membantu mewujudkan

salah satu atau kedua tujuan ini; (1) membiayai sejumlah perusahaan yang terbaik, (2) membiayai
produksi, impor dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa yang diperfukan untuk memenuhi kebutuhan
seluruh anggota masyarakat, M. Umer Chapra, TEC, op.cit., h. 327.



pinjamkan kepada orang kaya, atau meminjamkan jumlah sama dalam jangka waktu
yang sama kepada masing-masing. Umumnya, yang dilakukan oleh bank adalah
meminjamkan hanya kepada individu dan perusahaan yang mempunyai jaminan

"l Distribusi kredit yang tidak adil ini merugikan

vang diperlukan dan yang kaya.
masyarakat, karena menyebabkan perekrutan para pengusaha hanya dari satu kelas
sosial dan kegagalan masyarakat untuk menggunakan seluruh bakat usaha mereka.

Orang miskin menjadi miskin bukan karena ketidakmauan mereka bekerja keras atau

karena kurangnya keterampila ka, itu bekerja lebih keras dan

berketerampilan dibandingkan dg {aya. Masalahnya adalah mereka
tidak mempunyai akses kepad ber-sumb : vangan vang diperlukan untuk
menjadi  pengusaha. Dan, sdbagai rja l%trampilan mercka juga tidak

dimanfaatkan dengan optimal, /atau( figfah yddezditerima tidak mencukupi untuk
gan optimal, g [ bite s P

memenuhi  kebutuhannya, apalagi untuk investasi. Ini jelas tidak sesuai dengan

tujuan mewujudkHMlMcﬁjn y;n§l, lnﬁegéskan kemiskinan
serta pengangguran di desa darltﬁw A M

Maka penyedilN@NEr%lsAp mikro pemula adalah

suatu cara untuk membantu mengakhiri lingkaran setan kemiskinan ini. Dengan

mengadopsi sistem keuangan Islam, reformasi ini akan lebih kondusif. ' Bila

1 Ibid., b, 328
92 Ibid . h. 328-29.

'™ Sistem keuangan Istam telah menghilangkan salah satu sumber ketidakpastian dan

ketidakadilan serta lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan. Hilangnya ketidakpastian (dengan
sistem bagi hasil) berpengaruh positif kepada proses pengambilan keputusan, dan restko usaha juga
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memungkinkan, sebuah masyarakat muslim untuk menggunakan gabungan
kemampuan usaha di kalangan orang miskin dan menghentikan hasil yang diperoleh
dari sumbangan orang kaya agar SMEs dapat dibuat untuk ourput, pekerjaan, dan
distribus: pendapatan. Penanggungan bersama-sama atas resiko bersamaan dengan
imbalan yang diberikan oleh institusi keuangan akan mengurangi secara berarti
gentingnya posisi pengusaha kecil. Ia akan menyelamatkan dirinya dan beban bunga

yang sangat berat pada saat-saat sulit dengan kesediaannya untuk membayar tingkat

104

pengembalian yang lebih tinggi ppur)a nifasa fang bm

Ada dua hal yang meny

keuangan untuk mendanai pe ZKecil dan SMEs, dan itu harus

dihilangkan. Pertama adalah yang serius ketika sektor ini

beroperasi. Int dapat dihapus@ﬂ%}%ilangkan bias implisit dalam
kebijakan- kebuakueN rww guitha,n Augan berskala besar
di perkotaan dan menggantlkann engan suatu komitmen yang kuat kepada
dukungan terhadap petani- petam jc-ﬂ- ang kedua, adalah resiko dan
pengeluaran yang lebilmmgmmk komersial. [ni dapat
dikurangi dengan mengurangi resiko dan pengeluaran pinjaman bank-bank komersial
kepada unit-unit seperti itu. Resiko yang lebih besar dan pendanaan SMEs
menyebabkan disyaratkan jaminan yang berat dan mahal yang tidak dapat dipenuhi

oleh mereka. Ini bisa dikurangi dengan melakukan skema jaminan pinjaman yang

terdistibusikan secara lebih merata dan karenanya iklim investasi lebih membaik. M. Umer Chapra, Al-
Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil, op.cit_, h. 100.

"“'M. Umer Chapra, 1EC, op.cif., h 329
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sebagiannya ditanggung oleh pemerintah dan sebagiannya lagi ditanggung oleh bank-

bank komersial.'””> Pengeluaran tambahan yang diadakan oleh bank-bank komersial

dalam mengevaluasi dan mendanai SMEs sebagiannya bisa diganti rugi oleh
pemerintah demi kepentingan realisasi magasid. Pengeluaran yang wajar dan
sumber-sumber pemerintah untuk tujuan ini adalah dibenarkan oleh maqasid
ataupun pengeluaran publik. Meskipun demikian, sebagian biaya tambahan juga

harus ditutup dari bank-bank dan SMEs untuk mempromosikan tanggung jawab dan

ISLAM
MEs_dipercdys

efisienst yang lebih besar. Sek@S 1 dan sistem in1 mulai berjalan,

(o

diharapkan biaya yang harus ditan. éleh pemerintah akan menurun.

Bagaimanapun kekhawafz pinjaman dart pendanaan SMEs

ini tidak perlu berlebihan. Peng asional Pembangunan Pertanian

)
(International  Fund  for Agricultural Development, [I"AD) menunjukkan bahwa

kredit yang diberil@M%EsR% I‘nmASu berusaha segera
mereka membayar kembali dzl’SrIgEsArM yang lebih besar."”® Laporan

Select Committee on NEnsnl‘/@yek-proyek perusahaan

mikro telah mencatat tingkat pembayaran kembali pinjaman yang sangat berarti dan

07
mengesankan '

'* Dalam sistem pangan Islam skema iaminan pinjaman ini tidak akan mencakup semua risiko

kerugian pinjaman. la hanya mencakup nsiko "moral”, risiko usaha yang ditimbulkan oleh bank atau
peminjam. Karenanya skema ini tidak dibebani dengan kerugian besar sebagaimana yang ada dalam
skema konvensional, ibid , h. 331.

19 | ihat The Economist, 16 Februari 1985, h. 15

107 Chapra, IEC, op.cit., h. 331-32.
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b. Menjadi perantara yang efisien

Dalam sistem perbankan konvensional, sering terjadi alokasi sumber-
sumber pendanaan tidak efisien. Dengan menganggap kekuatan jaminan dan
membayar bunga sebagai pertimbangan utama, menjadikan tujuan penggunaan
kredit sebagai pertimbangan sekunder. Akibatnya, kredit dapat digunakan untuk
tujuan apa pun, tidak memandang apakah untuk investasi yang produktif atau tidak,

yang penting ada jaminannya.'” Ini mengakibatkan terjadi tekanan yang tidak perlu

 ISLAM "\

atas sumber-sumber daya yang lglﬁgka n per&r,man dalam persediaannya untuk

= O
investasi produktif dan pemenuhax@(e o)
Z
L
m

Dalam sistem Islam ya adilan dan pembagian bersama

resiko dan keuntungan, pertimb.

L

>
an It 3 1lai i v
gaﬁ% ; j:rn mlai dan tujuan penggunaan

sangat dipertimbangkan dalam pengalokasian sumber daya. Dengan demikian akan

terjadi efisiensi IGWIMERSILKTKAanawaTaH. Dari sisi
permintaan, penerapan nilailr& IﬁnAiMm yang efektif membantu

mengurangi secara bera"N@@ NEeSiyﬁmbelian barang-barang

tidak penting dan konsumsi berlebihan.'” Di sisi penawaran, dengan sistem bagi

hasil akan cenderung menjadikan bank-bank bersikap hati-hati dalam mengevaluasi
proposal-proposal. Dalam hal ini pendanaan akan tersedia untuk sektor swasta dan

pemenntah hanya untuk proyek-proyek produktif. Kemampuan untuk menyediakan

""" Ini karena Bank Konvensional lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada

kepentingan industri, karena saham riilnya tidak ada disana. Mereka dikendalikan motif memburu
untung. M.A. Maman, ep.cit. h. 173

' Untuk nilai-nilai konsumsi lihat Yusuf Qardhawi, Norma dan Efika Ekonomi Islam, terj
Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, h. 137-169.
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110

Jaminan juga tidak menjadi pertimbangan utama.''Karena saluran kredit untuk

tujuan-tujuan yang tidak produktif terkurangi, hal ini akan memberikan sumbangan
yang sehat terhadap penghapusan ketidakseimbangan dan realisasi keadilan dan
efisien.
5. Perencanaan kebijakan Strategis

Terakhir dari lima dimensi kebijakan yang ditawarkan oleh Chapra adalah

perencanaan kebijakan strategis.

. 19 : .
scbagal upaya-upaya yang di 2 engaja oleh pemerintah untuk

mengkoordinasikan segenap pr %putusan ekonomi dalam jangka

panjang, serta untuk mempe ian, dan dalam beberapa kasus

tertentu, juga untuk mengendalika

t=ldju pertumbuhan variabel-variabel
e olgju pe

t

ckonomi pokok (pendapatan, konsumsi, penyerapan temaga kerja, investasi,

tabungan, nilai eLANﬂlpov ﬁ@%l dlnﬁc§inya tujuan-tujuan
pembangunan vyang telah ditetl§ LbelﬁyM)engan demikian, perencanaan
int sangat penting, karlumﬁm EISIAnggunakan perhitungan

realistis mengenai seluruh sumber daya fisik dan manusia yang tersedia dan
meletakkan seperangkat prioritas yang dirumuskan dengan baik. Ini membantu
memberikan arah yang jelas pada kebijakan dan program-program pemerintah serta
memulai langkah efektif untuk melahirkan perubahan struktural dan institusional

yang diperlukan untuk memungkinkan pemerintah dan swasta memberikan

" Untuk bentuk-bentuk investasi dan penggunaan dana. Lihat M. Umer Chapra, Al-Qur'an
Menuju Sistem Moneter yang Adil, op.cit., h. 138-150.

"' Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, op.cit., h. 197.



205

sumbangan yang besar. I”Sebagaimana hal ini juga yang diakui oleh Abraham

Lincoln :
Apabila sejak awal kita tahu di mana kita berada, dan tahu pula ke mana arah
yung akan kita (wju, maka kita dapat memutuskan dengan baik apua yang
seharusnya kita kerjakan serta bagaimana kita harus melakukannya.'"

Salah satu alasan diperlukannya perencanaan dalam negara Islam menurut

Mannan adalah meskipun negara-negara Islam umumnya masih terbelakang, tetapi

mereka memiliki sumber alam(ﬁngsmas/den golong penghasil penting dari
7

AS

O]

aﬁsuatu perencanaan ekonomi yang
0

Z
komoditi primer serta produsen keka@ne[ai Untuk melakukan eksploitasi

)
. . .
sistematis sumber alam yang lugs] it
>
y4
-

strategis.'"*

>
Perencanaan semacam 1ni/s { n kecuali jika pemerintah mau

menjadikan syarialszN |WERdS('5€F‘}|ﬂrSmua rakyat, bukan
kelompok, sebagai komitmennlfsJ Iﬂ t&'armChapra memberikan beberapa

acuan kebijakan yang harys dilakukan,'"
INBONESIA

1) Perencanaan tidak harus menyeluruh dan dirigiste, dengan suatu
kontrol-kontrol peraturan yang ruwet untuk mencapai keseimbangan
seluruh output dan inpur dan alokasinya di antara unit-unit kecil dari

sektor ekonomi.

"I M. Umer Chapra, IEC, op.cit, h 335
' Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, op.cit h 196
""" M. A. Mannan, op.cit., h. 376.

"> M Umer Chapra, IEC, op.cit., h. 336-37.
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7)
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Tidak bersandar kepada pemerintah yang menjadi sumber utama
investasi dan usaha, karena menyebabkan ekonomi kurang responsif
terhadap perubahan-perubahan dan menghalangi inisiatif individu dan
usaha.

Menguji pemakaian sumber daya dengan mekanisme filter dan nilai-
nifai Islam dan memotivasi serta mengaktifkan sektor swasta melalui

reformasi moral dan institusional sebagaimana juga insentif ekonomi,

untuk menggunakan ng langka dengan efisien dan

keadilan yang optima maqdshid.

Meletakkan prioritas erja syariah untuk menganalisis

alokasi sumber daya n Bl nunjukkan arah perubahan. In

juga untuk mengam@ymwt?rjﬂal Islam berkenaan dengan

PNV ERSITAS
Mengklasiﬁkasikarl gﬁaﬁ MSa-jasa ke dalam tiga kategori

kebutuhan, TN ﬁ@ iqegzg I A

Memotivasi pegawai publik dan pemerintah untuk bertindak sesuai
dengan nilai-nilai Islam dengan mengaktualisasikan keadilan sosio
ekonomi.

Reformast kebijakan dan institusi ditujukan untuk menghapuskan
ketidakadilan vang ada. Semuanya mendapat imbalan yang layak atas
sumbangannya terhadap owrpur, serta menghilangkan indikasi-indikasi

monopoli dan monopsoni.
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9
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Menetapkan perubahan struktural yang diperlukan dalam ckonomi
untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran dan
meninggikan tingkat pertumbuhan tanpa menciptakan
ketidakseimbangan makrockonomi dan eksternal.

Menunjukkan institusi-institust yang harus didirikan atau direformasi
untuk mengurangi secara berarti kesenjangan pendapatan dan kekayaan

vang ada, dan mewujudkan suatu pemilikan perusahaan dan aset

perolehan pendapatan @né%lreﬁ%ya«l\ sumber besar.

g Z

10) Meliputi reformasi sﬁe@a%sesuai dengan ajaran Islam untuk
n Z
LU

menjadikan  alokas ya gcara efisien dan adil, dan juga

SIEES

sistem pendidikan lajar-pelajar muslim yang lebih

baik dan produktif.

11) Tidak @NEME F%igzqun‘%@t@m atau bersandar

kepada kontrol yI]SlIE-( mm Semua kebijakan, fiskal,
moneter, T’Nﬁ 'G)N.'Ers&]s;&ms dirumuskan dalam

kerangka rencana kebijakan strategis ini.

12} Kontrol termasuk dalam penggunaan valuta asing untuk transaksi-

transaksi neraca yang sedang berlangsung hanya digunakan bila, dan
sejauh 1a perlu. Kebijakan umum untuk menggantikan kontrol dengan
reformasi sosial dan institusional akan membantu menghapuskan
ketidaksamaan dalam pemberian imbalan materi, membangkitkan

motivasi diri untuk maju, dan tidak hanya membantu mengurangi
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korupsi dan mencapai efisiensi tetapi juga semakin memudahkan
inovasi dan penyesuaian dengan keadaan yang berubah-ubah.

13) Memberikan perhatian khusus terhadap pengaruh yang merugikan dari
segala langkah kebijakan bagi orang miskin, dan harus direncanakan
metode yang dapat mengganti kerugian atau meminimalkan hal ini.

14) Tidak boleh ada perubahan kebijakan terlalu sering, bermain-main

dengan berubahan kebijakan hanya akan  menimbulkan

ketidakmenentuan, D, hhﬁ&a‘qﬁ\é\n@kaya mereka yang mempunvyai

akses kepada sumbe munlaig (%lnm Akan tetapi, kesalahan yang

ielah dilakukan dalam m sxaplkm rencana ini harus diperbaiki
n

dengan pikiran terbukatan ' 1-tunda.

15) Karena pemberian ‘%Lgmg;’ negara-negara muslim adalsh

berbe(t)NfWiErmtg Iaﬁ;}ﬂ @h jadi tidak cocok
untuk diterapkan dI Sﬂ%lmun pada dasarnya maqdsid itu
dalah .

“INDONESIA



BAB VI

PENUTUP

Bab 1ni berisi tentang refleksi dari seluruh pembahasan , yaitu kritik Chapra
dan alternatif kebijakan yang ditawarkan. Dalam bab ini akan dikemukakan dilema
diterapkannya teori-teori ekonomi Barat, dan apa seharusnya yang dilakukan oleh
NSB khususnya negara-negara Muslim untuk mewujudkan cita-cita maqasid,
kemudian disimpulkan dalam kesimpulan pembahasan dan selanjutnya catatan dan

saran dari penulis.

A. Refleksi
yang dilakukan terhadap sistem-

kan bahwa kebijakan-kebijakan
dalam perspektif sistem-sistem %’iﬂﬁj%ﬂi@at ini telah mengarah kepada

inkonsistensi, dan telah memperburuk problema-problemanya, tidak hanya

meningkatkan ketMMM ERISJ:‘:&I&M tetapl  juga
mengecewakan tujuan-tujuan unll,slﬂ} m Man.

Kegagalan idcc‘NDd@NEgifﬁkayaan secara adil dan

ketidakmampuan sosialis dalam menciptakan efisiensi adalah alasan yang sangat

sistem yang ada. Dalam kritiknyd,

kuat bagi NSB khususnya negara-negara Muslim untuk menerapkan sistem tersendiri
yang sesuai dengan tujuan sosio-ekonominya. Bagaimanapun teori-teori mainstream
yang diadopsi dari Barat (euro-sentrisme) adalah hasil refleksi dari akumulasi
pengalaman sekelompok bangsa, maka keabsahannya pun tidak selalu relevan bagi

sckelompok bangsa lain karena konteks sejarah dan struktur politik yang berbeda.’

' Arif Hartono. op.cit., h. 80
209
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Pada awalnya, banyak para pemimpin NSB beranggapan bahwa
keterbelakangan mereka adalah disebabkan oleh penjajahan. Mereka berpendapat
bahwa dengan berakhirnya penjajahan masalah pembangunan ekonomi tidak banyak
masalah. Akan tetapi sejarah membuktikan, ternyata kemerdekaan tidak ﬁempakan
jaminan bahwa pembangunan ekonomi akan berjalan dengan lebih cepat dan lancar.

Kesalahan juga dilakukan oleh negara-negara maju dan badan-badan
internasional. Mereka beranggapan bahwa masalah kekurangan modal dan tenaga
ahli adalah penghambat utama pembangunan NSB. Oleh karcna itu, dengan

‘ ISLAM \ .
memberikan bantuan modal dan tgnaga ahli, per%) ngunan akan dapat dilaksanakan

dengan lebth mudah. Kebenaran anyakan, karena di berbagai NSB

bendungan raksasa yang tidak cfektif, pabrik baja raksasa yang

tidak dijalankan secara efisien, yek lainnya yang tidak mencapai

tujuan yang diharapkan, merupak@@ﬂﬁﬁfﬁ&@]kedangkalan pandangan ini.

Pendapat bahwa ban YE ﬁsgnimrgkés pegalan sederhana pun
u

akhirnya terbantah.L)a a masa lalu terdapat pandangan bahwa jalan yang harus
ditempuh untuk maju denganl gl-adaAMsesegera mungkin mengadakan

industrialisast, karena

Namun, kegagalan beberapa negara yang berusaha menerapkan strategi ini
membuktikan lagi bahwa pembangunan bukanlah sesuatu hal yang sederhana.
Masalahnya bukan terletak pada industrialisasinya, melainkan untuk melaksanakan
dan mencapai tujuan tersebut haruslah dipertimbangkan pula banyak faktor lain, baik
faktor infrastruktur maupun suprastruktur (nonckonomi). Program industri yang

sangat bernafsu, tetapi mengabaikan banyak faktor lain pada akhirnya akan



211

menghasilkan perkembangan sektor industri yang tidak efisien serta menghamburkan

sumber-sumber daya yang ada.” Meskipun ada perencanaan tetapi cenderung terjadi

penyimpangan luar biasa terhadap prioritas. Hal ini terjadi sebagaimana yang
dialami oleh Uni Soviet sebelum kemudian sistem ekonominya ambruk. Gagalnya
industrialisasi dan pertanian kolektif di Uni Soviet juga menggarisbawahi realitas
bahwa kekuatan tidak dapat menggantikan baik kepentingan pribadi maupun nilai-

nilai lebth luhur yang mendorong manusia bekerja untuk diri mereka sendiri dan

orang lain.’
r( ISLAM \
Ketika reformasi bero ﬁ’t ' rdiadﬁpsi secara luas oleh hampir semua
negara berkembang di awal g%nang mulai berspekulasi tentang

kemunculan konsensus ideologi versal, atau tentang kemenangan

kibatkan adopsi strategi-strategi

maka keruntuhan U pNIJMSE ORQSSI])U[ Ai&ikan. Kebangkitan
ckonomi neoklasik tidak bisal&luk@lAlMingkatkan apa yang telah gagal

dilakukannya pada maIN@@IN EiS)}mman negara-negara Asia

Timur oleh Bank Dunia, The Asian Miracle (1993) yang ternyata model
perckonomiannya jauh dari prototipe laissez faire adalah salah satu bukti keretakan

konsensus ini.? Sangat tidak beralasan bagi NSB untuk setia menerapkan ide-ide

pasar ini dengan paksa. Dalam kenyataannya justeru negara-negara penganjur ide-

? Sadono Sukirno, op.cit., h. 9-10.
* M. Umer Chapra, IEC, ep.cit., h. 85.
* Muhadi Sugiono, ap.cit., h 175
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ide pasar yang mulai meragukan kemujarabannya, juga menerapkan sistem quota dan

tarif terhadap perdagangan luar negerinya.’

Dari  sini kemudian bisa distmpulkan bahwa menerapkan ide-ide pasar
secara paksa juga sama buruknya dengan melakukan intervensi pemerintah yang
berlebihan. Sebagaimana yang telah dinyatakan dengan tepat oleh Paul P. Streeten
tentang kebijakan pasar (promosi ekspor), dan intervensi negara (substitusi impor) :

...... Selama kerangka sosial dan politiknya tidak diperbaiki, maka apa pun
yang dipilih oleh suatu negar, ~entah itu kebijukan promosi pasar
yang bertumpu pada mekg )wﬁcs}fd%zfy\mg’u un kebijakan substitusi impor
yang mengandalkan  int ﬁensi ntah, ketimpangan kesejahteraan
domestik akan terus saju prgm un prosesnya berbeda, dumpak
akhir vang akan ditimbulkan %@ ijakan itu sama saja....... ¢

.. -
Pernyataan ini merekomn

SIS

sistem ekonomi yang mendukung pemerataan distribusi yang lebih adil dan efisien

harus dilakukan p@MVkERdSIM dusif. Tnilah yang
ditekankan oleh Chapra, bah\slasal_pelﬁilkz%yang sebenarnya dari semua

ketidakadilan haruslah ‘W@NEsrﬁeluruh Yaitu perubahan

dari seluruh pusat kekuatan di dalam masyarakat yang diadaptasi melalui reformasi

ntuk mewujudkan suatu tatanan

politik, ekonomi dan sosial, sehingga tidak ada individu atau kelompok yang dapat
mengambil manfaat yang tidak semestinya dengan cara melanggar prinsip-prinsip

dasar sistem tersebut. ' Tar setnva adalah kesehatan sostal yang terpancar dari dalam
geinm yang {erp

kesadaran manusia, disertar dengan keadilan dan keterbukaan pada semua tingkat

* Lihat. Suroso Imam Zadjuli. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Buku tiga, Surabaya : FE
UNAIR, 1999 Lk 2.
® Dikutip dari, Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, op cit., h. 81
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iteraksi manusia. Kesehatan itu tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya
ansformasi moral dari setiap individu dan masyarakat.®* Menurut Chapra ini, harus
itkembalikan kepada tiga prinsip pokok yang dijadikan landasan pandangan Islam

ntuk mewujudkan maqasid, yaitu tauhid, khilafah, dan ‘adalah.®  Karena, hanya

engan demikian, akan mampu mengubah pandangan manusia terhadap konsep

7

k

idup sebagai manusia yang mempunyai dua hubungan yang tidak terpisahkan,

2rtikal dan horizontal.

Untuk merencanakan s@u@i—st@n’v\e@omi yang adil dan bijaksana,

ienurut Chapra tidak ada altern an Islamisasi sistem yang ada."

ebagaimana juga yang direka A.ﬁ Saefuddin terhadap periunya

emugaran kembali ilmu ekono saat ini, baik secara ontologis,

rstemologis, dan aksiologis. W wmg’menanyakan dasar asumsi yang

igunakan dalam IU NTV% ﬁ»g*lamlga Sda binatang ekonomi

womo - economicus), dan bahwa_ manusia pada dasanya adalah egois, selalu

ementingkan dirinya sendiri. L§'Imﬂzgng AMmbul pada tindakannya adalah
‘mata-mata untuk menlmmt@rm EISIAI‘I oleh dorongan moral

in sebagainya. "

Islamisasi ini mengimplikasikan suatu usaha serius untuk meningkatkan

:sejahteraan spiritual dan material semua rakyat dan meletakkan keadilan sosio

"M Umer Chapra, IEC. op.cit., h 199,

*M. Umer Chapra, Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil, op.cit, h. xxv

”M. Umer Chapra, 1EC, ap.cit,, h. 201

" Ihid,, h 347.

"AM. Saefuddin, “Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi” dalam, M Rush Karim, (Ed),

I 'rbagai Aspek Ekonomi Islam, Y ogyakarta : Tiara Wacana dan P3EI UlL, 1992, h. xviii.
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ekonomi, yang merupakan tujuan utama pesan Islam. Pada sisi spiritual, ketenangan
pikiran yang sangat penting bagi kebahagiaan batin tidak dapat dicapat tetapi dengan
menambah kedekatan manusia kepada penciptanya. Ini tidak mungkin diwujudkan

dengan baik oleh pandangan sekularisme. Pada sisi material, Islamisasi menuntut
alokasi dan distribusi semua sumber, amanar Tuhan, dalam bentuk yang efisien dan
adil schingga dapat mewujudkan maqgasid, dan menjadikan semua memperoleh
hayat tayyibah. Ini menuntut penggunaan semua unsur pokok strategi Islam dengan
seimbang dan efektif untuk melakukan penggunaan secara menyeluruh dalam batas-

ISL AN
dan mereal

batas ketersediaan sumber d

%el ikan tujuan. Dengan demikian,
Islamisasi tidak berarti terhapuspya 2 agaimanapun adalah bentuk lain
dan liberalisasi - yaitu seluruh @epu 1 sektor publik dan swasta mula-

y4

mula harus lolos dari ujian filtep nil i mbral sebelum ia diterapkan dalam

disiplin pasar. " Dengan kéﬁtﬁm&ﬁm@i akan memanusiakan kekuatan-

kekuatan pasar daU\NTVrEﬁ gi hrdjg\n gggunakan sumber-

sumber yang langk

Karena tujuan utaml%im—lﬁ adalah kesejahteraan spiritual dan
material, serta keadiIN@ E&Aunsur kebijakan yang

mempengaruhinya harus digunakan secara seimbang. Inilah yang disebut oleh
Chapra sebagai pendakatan komprehensif. Bukan pendekatan dalam kerangka
perspektif sekuler liberalisme Neo-Klasik yang hanya meletakkan keadilan sebagai
kepentingan sekunder. Bagaimanapun, keadilan tidak dapat disiapkan dalam

kerangka bebas nilai dan, jika disiapkan, tidak dapat diterapkan tanpa suatu sistem

"2 M. Umer Chapra, IEC, op.cit., h. 348
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motivasi yang efektif - suatu sistem yang dapat mendorong individu agar berbuat

untuk kepentingannya dalam batas-batas kesejahteraan sosial.”®

Dalam sebuah masyarakat sekuler, kepentingan pribadi tidak dapat
mendorong individu untuk memenuhi kewajiban sostal mereka dengan sungguh-
sungguh kecuali jika hal itu menyumbang bagi kepentingannya. Dengan demikran,
optimalitas pereto adalah norma perilaku logis bagi masyarakat semacam itu, tidak

memandang mereka berpaham kapitalis maupun sosialis. Sementara Islam

menghendaki individu melupakc ingan fadreka sendiri di dunia. Namun,
sebagai khalifuh manusia tidak ckstrim untuk menjadi manusia

ekonomi (homo economicus) d esejahteraan orang lain. Untuk

menciptakan keseimbangan sec clah memberikan suatu dimensi

spiritual dan berjangka panjang keidezi!! w pribadi. Individu harus menjaga
kepentingannya di LdjnN an EgRegkl | epentingannya di akhirat
yang kekal. Keyakinan atas plertaY ungjawaban kep:KTuhan dan Hari Akhir dapat
berperan penting dalam mena ge ifigan pribadf dan mendorong perilaku yang
berorientasi kesejahtera;IrNiD O N E s I A

Paksaan dan negara tidak dapat menjalankan fungsi ini sebab kemungkinan
ini bukan mudah bagi negara dan banyak celah untuk melepaskan diri dari akibat
yang merugikan, dari tindakan resmi melalui penyuapan dan eksploitast pengaruh
politik atau ekonomi sesecorang.'® Sehingga, struktur kekuasaan yang serba negara
(corporatist) menyimpan banyak potensi untuk terjadinya distorsi memang benar.

Karena, ia cenderung bersifat monopolis, dan kecenderungan ini biasanya menjalar

" Ibid, h. 351
“Ibid, b 220



216

ke dunia ckonomi yang melibatkan penguasa dan pelaku ekonomi dengan
menerapkan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan monopoli. Ini semua karena
tercabutnya sistem filter dan motivasi yang diberikan oleh Islam dari tatanan sosial
yang ada.

Islamisasi yang ditawarkan oleh Chapra dengan pendekatan komprehensif
adalah solusi yang tepat untuk mengubah semua komponen sosial demi terciptanya

lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan maqgasid. Meskipun demikian,

Islamisasi ini oleh Chapra diang i tu proses yang bertahap. Ia tidak
ISLAM
dapat dicapai dengan serta mertadeng eng, kan kekuatan atau regimentasi.

am itu sendirt untuk mengadopsi

ajaran-ajarannya dan mengamal

harus menjadi sendi Islamisasi, sebag na
L

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang

baik dan bawr !lz\/z ’ 5} g‘l’aA?egzguhnya Tuhanmu
Dialah yang tebih meéAgetuhut ngs angiersestrdari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetrSnIang-o ngkzx mendapat pefunjuk. D

Untuk merea!iiﬁiNlnn fﬂ'uafnilﬁgrgninuskan gagasannya ke dalam

lima dimensi kebijakan. Semuanya harus dijalankan dengan seimbang dan

.| Kebijaksanaan dan pengertian

VIEIND A\

tkan oleh al-Qur’an :

menyeluruh. Pertama, adalah pembangunan unsur manusia yang lebih dikenal

dengan human capital. Sebagai unsur yang utama ia sangat menentukan berhasil
tidaknya suatu sistem kebijakan. Tidak ada yang bisa berjalan, apakah itu “tangan
kasat” ataupun “terselubung” kecuali jika unsur ini diubah. Dari sini tampak bahwa

kegagalan teori-teori Barat adalah karena kurangnya perhatian pada unsur ini.

'* Q.s. an-Nahl (16) : 125
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Kedua, untuk mewujudkan distribusi yang adil dan merata, kebijakan-kebijakan
harus diarahkan kepada mengurangi pemusatan kekayaan. Ketiga, untuk

menciptakan keseimbangan yang mantap dengan kondisi sumber-sumber daya yang

langka harus dilakukan restrukturisasi ekonomi. Keempar, restrukturissai keuangan.
Ini harus menyeluruh agar dapat memberikan sumbangan penuh terhadap

penghapusan ketidakseimbangan dan terhadap intermediasi yang adil dan efisien dari

sumber-sumber keuangan. Kelim berikan arah ke mana tujuan
" ISLAM

-
pembangunan suatu bangsa mal:iz_[ harusgdilakukdn perencanaan kebijakan strategis
= O

yang dapat mendukung tercapainy gr sebut.
m
Z 0
Sungguhpun pemikiran € realisasi penerapannya, schingga

Az (S ([ . .
sah saja orang meragukannya. Nmuiﬂﬁuﬁﬂé@g berangkat dan kegagalan teori-

teort sebelumnya WNWWSWW Smaﬁf dan tempat
kembali. Bagaimanapun perrg n—pengkaﬂlASegar guna mencapar tujuan

efisienst dan keadilan bersama adalah saﬁat dibutuhkan di tengah kri<is yang tetap
memprihatinkan dan kond151 umat yang k mEngungan Harapan untuk hidup lebih
baik setelah merdeka belum kunjung tiba. Problema-problema tetap tidak teratasi,
kebutuhan pokok tidak terpenuti, ketidakadilan meningkat, dan keadilan
sosioekonomi tidak terwujud. Defisit anggaran yang berlebihan telah menyebabkan
ekspansi moneter yang ccpat dan tingkat inflasi yang tinggi di kebanyakan negara
Muslim. Ketidakseimbangan eksternal yang besar telah menambah ketergantungan
kepada bantuan asing. Ini telah menjerat mereka dalam genggaman pemberi

pinjaman dan bantuan asing dan mengobati problema-problemanya dengan
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menggunakan resep Barat yang gagal. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran Chapra
dalam hal ini adalah menggugah kembali semangat umat Islam yang hampir padam
dan membawa ke arah penemuan kembali jat: diri dan potensi untuk meningkatkan

pertumbuhan keadilan dan stabilitas politik di negara-negara Muslim.

B. Kesimpuian

I. Kegagalan teori-teori pembangunan yang dibangun dalam perspektif Barat

menurut Chapra adalah kafﬁalge@%jg;\tawang dipakai adalah pendekatan
%) -
parsial. Pendekatan ini meng‘{:_ﬁ'lpli n k%

da konsekunsi-konsckuensi logis

vang sering terabaikan, sepe n% pertumbuhan yang mengabaikan

pemerataan, ini diindikasikz kan yang menekankan kepada

akumulasi kapital saja  d¢ pertumbuhan cepat, (b) tidak

r } }
Jﬁf;l?[embangunan satu sektor sering

disertai denganuwrvkngm]gﬁpﬁ]g parcto), (c) tidak

adanya strategi yang menyentuh problema-problema ekonomi secara langsung,

mencerminkan adanya prioritas’

sepertt penanganan ketim efCrapkan trickle down cffect, (d)
kebijakan-kebijakan I/N@Eﬁl’umeni kebijakan promosi
ckspor versus substitusi impor, pertanian lawan industri, perkotaan lawan
pedesaan, kekuatan pasar lawan dirigiste dan sebagainya, sehingga sering
menimbulkan masalah ketidakmerataan. Ini mencerminkan tidak adanya tujuan

yang diarahkan kepada mewujudkan kesejahteraan umat.

2 Tidak adanya mekanisme yang menciptakan motivasi dan fifter nilai bagi
manusia untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Hal ini membuat
konsep-konsep sebagus apa pun baik kapitalis maupun sosialis menjadi tidak

berfungsi dengan baik dan efisien.
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3. Keberhasilan negara-negara Asia Timur yang sama sekali tidak mencerminkan
laissez faire memudarkan klaim Barat terhadap kemujaraban ideologi pasar,
sekaligus menekankan  pentingnya faktor-faktor nonekonomi dalam

pembangunan.

4. Semua kegagalan dan kekurangan di atas menurut Chapra karena teori-teort
Barat adalah bertolak dari pandangan hidup yang sekuler yang tidak memiliki

komitmen sama sekali terhadap nilai-nilai kemanusiaan apalagi kepada Tuhan.

5. Pendekatan yang ditawarkan ﬁgh IISthAMnu/ht Chapra adalah pendekatan yang
holistik yang dalam menan harus dapat menyentuh segala

aspek yang ada.

ikan motivasi bagi manusia untuk

berbuat sebaik-baiknya d@“ﬂj%@}@; amanat pembangunan, dan

membenkan filter nilai yang dapat membatasi manusia untuk melakukan

penyimpangan- bl ImBh M vlrgederaee It A shinan,

7. Im dapat dilakukan pika aalaéL!ﬁHan-peruba'r‘an mendasar dar faktor manusia
sampai kepada instiIMs@mMEa&l. Anilah yang disebut oleh

Chapra dengan Islamisasi seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan politik.

6. Untuk 1tu harus ada mekani

C. Catatan dan Saran-saran

Untuk mengakhiri pembahasan perlu kiranya dikemukakan di sini beberapa
saran dan catatan sebagai rekomendasi ataupun implikasi dari kajian ini.

Sebagai kajian kntis terhadap teori dan kebijakan, pembahasan ini
diharapkan dapat memberikan refleksi kepada kita untuk tidak mengulangi atau
mengekalkan kesalahan-kesalahan lama dengan menerapkan konsep-konsep yang

telah gagal dan tidak sesuai dengan [slam.
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Meskipun perubahan ke arah yang dicita-citakan bukanlah tugas yang
ringan, namun tidak harus memberhentikan langkah kita untuk menjalankan
kewajiban (menegakkan maqasid). Bagaimanapun kegagalan negara-negara Muslim
dalam menangani ketidakadilan dan ketidakseimbangan selama ini adalah karena
tidak adanya Islam secara nyata di negara-negara Muslim itu sendiri, terutama dalam
bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Terakhir, penulis menyadari akan keterbatasan kajian ini. Untuk itu perlu

kiranya dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih tanjut sehingga ditemukan

tu k b -b t t Isi k judk
suatu Konsep yang benar-benar @at&h@ﬁh&ng\pma stam untuk mewujudkan

e

maqasid. Tesis ini hanya membal rhadap paradigma dan kebijakan

ekonomt pembangunan, itu pu masalah saja. Tentunya masih

banyak pemikiran yang belum h%.mgk a diperlukan studi lanjutan yang
o)

SR
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bisa menyempurnakan kajian ini.
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